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TENTANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN(: MAHA ESA

PFRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanaltan kelentuan Pasal 24 ayat (2],
Pasal 25 ayat {5), Pasal 33 ayat (5], Pasal 36, Pasal 40 ayat (6],
Pazal 43 avat {2}, Pasal 49, Pasal 50 ayat [6), Pasal 31 ayat (5],
Pasal 32 ayat {3, Pasal 53 ayal (6), Pasal 59, Pasal 62, Pasal /9,
Pasal 73, Pasal 85, Pasal 92, Pasal G5, Pasal 96 ayat (6],
Pasal 97 ayat (&), Pasal 101, Pasal 107, Pasal 108 ayat (4],
Pasal 113, Pasal 122 Pasal 126 aval (2], Pasal 134, Pasal 136,
Pasal 137 ayat (3], Pusal 144, Fasal 145 ayat {4), Pasal 152
ayat {1) dan avat (2), Pasal 150, Pa=al 164, Pasal 171, Pasal 172
avat (2], Pasal 175 ayat (2], Pasal 17Y¥ ayat (3], Pasal 175
ayat {0, Pasal 179 ayat (2), Pasal 183, Pasal 187 ayat [11],
Fasal 196, Pasal 200 ayat (2], Pasal 2006, Pasal 226, Pasal 230,
Pasal 231 ayat (6], Pasal 232 ayat (2], Pasal 234 avat (4],
Fasal 235 ayat (4], Pasal 236 ayat (2], Pasal 237 ayat (4],
Fazal 2349, Pasal 240 avat (2}, Pasal 245, Pasal 247, Pasal 257,
Fasal 258 avat {5), Pasal 262, Pasal 266, Pasal 267 avat {4),
Pasal 271, Pasal 272 ayat (5), Pasal 278, Pasal 283 avat {6,
Pasal 285 avat (3), Pasal 289, Pasal 290 ayal (4], Pasal 290,
Pasal 301 ayat [3), Pasal 304 ayat {3}, Pasal 309, Pasal 313
aval {2}, Pasal 314 ayat (7), Pasal 320 avat (8], Pasal 321
ayat (3}, Pasal 334 ayat (4}, Pasal 330, Pasal 333, Pasal 337
ayeatl [3], Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal 349 ayat [12),
Pasal 353 avat {4), Pasal 353, Pasal 360 ayat (9], Pasal 365,
Pagal 367, Pasal 368 ayatl (3, Pasal 380, Pasal 381 ayat {4),
Pagal 3B8 ayat {(3), Pasal 395 ayat (4), Pasal 397 ayat [2),
Pasal 398 ayat {2}, Pasal 402 avat (3}, Pasal 408, Pazal 417
eyat (4], dan Fasal 433 Undanp-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 17
Tahun 2023 tentang Keschatan;

Mengingat . . .
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Pagsal > ayal [2) Undang-Undang Dasar Nepars Hepublik
Indomesia abun 1945,
Lndang-Lndang Nomor 17 Tabhun 2023 tentang Kesehatan
(Lemnbaran  Negars, Republik  Indonesia Tahun 2023
Nomor 105, Tumbahan Lemboran Negsnra REepublik
Indonesia Namor H887);

MERUTLIZKAN:

PERATLUEAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOWMOR 17 TAHUN 2023
TENTAM: KEREITATAMN.

BAE I
KETENTUAN LINLTK

Pa=al 1

Chalam Peraturan Pomenntah ini yang dimaksuad cdengan:

L.

Keschatan adalah keadasn schat scscorang, baik secara
fisik, jiwa, maupun sosizl dan buksan seladar lerbebos
dar penyakit untuk memuangkinkannya hidap produkdf,
Upava Kcschatan adalah segala bentul kegiatan dan fatan
serargpekaian keplalan yvang dilakukan sccarma terpadu dan
berkesinambungan urituk memelihara dan meningleakan
derajat Kesehatan masvarakat calam bentuk prooetdl,
preventld, karatif, rchabilitatif, dan/ataun paliatit cleh
pernerinlah pusal,  pemenntah daerah,  danfatau
masyarakat,

Pclavanan Kesehatan adalal sepala bentuk kegialun
dan/atan scrangkalan kegiatan pelavanan yvang diberikan
stodra langsung kepada persenrangan atayu masyarakat
untik memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan
masyarakat cdalam bentuk promoul, preventif, loaratif,
rehalmlitatf, dan fatan paliatif.

Sumber Daya Keschatan adalah segala sesuatl vang
diperlukan untuk menveleogparabean Upayva Keschatan
vatlp dilakakan oleh pomerintah pusat, pemeriniah
daerah, dan/atau masyvarakat.

sumber Dava Manuzia Kesehatan adalah sescorang vong
bekerja sccara aktf di bidang Kesehatan, balk yang
memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun ddak,
vang untuk jenis tertentul memerlukan kewenangan dalam
melakukan Upava Kesehatan,

6. Fas=ilitos . . .
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Fasilitas Pelavanan Keschalan adalah tempat danfatan
alal yang dipunakan unluk menyvelengeacaloan Pelayanan
Keschalan kepads perscorangan  alaupun measysarabosl
dengan pendekalan prometl,  prevenld,  kurall,
rechabilitatf, danfatan  paliatif yang dilakuksn olch
pemerinlahl pusal, pemenntah daersh,  dan/atao
masyardkal,

Pusal keschalan Masyarokal yang selanjulnya disebual
Puskesinas adalah Fasilitas Pelavansn Kesehalan lnghest
perlama vang menyvelenggparakan dan mengoordinasikan
Pelayvanan Keschalan  promeoli, proventl,  kwrabl,
rehabilitatll, dan/fdatau palisii] denpan mengulamakan
promoti] dan preventif di wilavah kerasoys.

Fumah Sakil adalah Fasilitas Prlayvanan Keschatan yang
menyelenpparakan Pelayanan Keschatan perscorangan
secodard paripurng melalul Pelayanan Keschatan promodtlf,
proventil, lkuratf, rchabilitati, dan fatan paliatif dengan
menyedinkan pelayanan rawat map, rawal Jalan, dan
gawdl duarural.

Fumah Sakil Pendrklhikan Penyvelenggura Ukaina vang
selanjuinys  disingkat ESPPU  adalah  Rwnah  Sakat
pendicikan yang  menjadi | pongyelengears ukdma
pendicdikan tinggm lenagd medls dan tenaga keschatan
spestaliy darn subspesialis,

Perbrekalan Keschalan adalab semus bahan dan peralatan
yvane diperlukan untuk  menvelenggarakan Upaya
Resehslan.,

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obar bahan
alarr, lermasuk bahan obat bahan alam, kosmetils,
suplemen Keschalan, dan obat kaasi.

Alal EKeschatan =sdalah mstnamen, aparatus, mesin,
perdaldlan, mmplan, rocagen dan kalibrator  in witre,
peranghal lunsk, scrta matenal atau sejenisnya vang
dipunakan pada manusia antuk mjuan medis dan tidak
menecapsl  kerja uwtama melalol proses  farmakologi,
iminologl, alau metabolisme,

Perbekalan Eeschalan Rumah Tangga vang selanjutnya
dhigingkal PRET adalah alat, bahan, dan/atan campuran
bahan untik pemeliharaan duan perawalan yang
berdampak pada Kesehalan manusia yvang ditujukan pada
pengmunaan di mamah tanges den silies amum.

Cibat adalah bBahan, paduan bahan, termasuls prodel
biologl, wang digmunakan uniuk memperngaruhi atau
menvehdiki sistem fisiologi atau keadasn palolog dalam
rangka penetapan diagnasis, peneepabian, penyvembuhean,
pemulihan, peningkatan  Kesshatan, dan  konlraszepsi
untuk manusla.

15, Bahan . ..
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Bahan Cbal adalah bahan vang berkhasiat atau tidak
berkhogiat  yang digunaksn dalam pengolahan Obal
dengan standar dan oy sebagal bahan farmeasi.

{hat Bahan Alam adalsh bahan, reammtan bahan, atan
pradik yang berasal dari summber dava alam borupa
lumbuhan, hewan, jasad renilk, mineral, atan bahan lan
danl sumber dava alam, atau campurann dar bahan
tersebut vang telah digunakan secara Tarun lemuiun,
atau sudah dibulktilan berkhasial, aman, dan bermutu,
digunakan uniuk pemeliharaan Kesehuolan, peningkatan
Keschatan, pencegahan petvakit, pengobalan, danfatau
pemulihen Kesehalsm berdasarksn pembukiian secars
empiris danfatau ilimnish.

Obat Kuasl adalah bahan atsu sediaan vang mengandong
bahan aktif dengan efek fanmabolopt yang  bersilat
nonsisternik atau lokal dan untuk metigualasl kehahan
IINgan.

Suplemen Keschatan adulah bahan atan sediaan yang
dirmnaksudkan untuk melengkapl kebuluhan  zat g,
memnelihara, meningkatlean, dan/atav memperbaiki fungsi
Kezehatan, mempanyal rilai gizi dunfatau efek Osiologis,
mengandung satu arau lebih hahan berupa vilamin,
mineral, asam amino, dangatau hahan lain buksn
tumlauhan vang dapat dilknmbinasi dengan tumbuhare,
Kosmetik adalah hahan atau sedisan yang dimaksudkan
untuk digunakan pada bagian lnac tubull manusia scpertl
epidermis, rambul, kuky, bibir, dan organ genimal baglan
luar, atau gigt dan mombran mokoesa mulae, teruatamsa
untuk  membersihlan, Imewarngiksat, mengbah
penampilan danfatau momperbatkd beu badan, atang
melindungi atau memelibara tubuh pada kendisi baik,
Farmakovigilans adualsh seluruh kegialan pendeteksian,
penilaian, pemabaman, komuanikasi, perpendalian dan
penccgahan efek samping atau masalah lainoya terkait
dengan pengginasn Ohat, Obat Bahan alam, Suplemen
Koscharan, Kosmetik, dan Obat Kuasi.

Vigilans adalah sclunih keglatan tentang pendeteksian,
pentlaian, pemahuman, komunikasi, pengendalian, dan
pencegahian cfek samnping atau masalah lainnva terkait
defigun pengeunaan Alal Kesehatan dan PKRT,

Teknodogi Kesehalan adalah scgala benluk alat, produk,
dan/atau metode yang ditgjukan untok  membanbg
menegakkan  disgnosis, poncegaban, dan penangandan
pormasylahan Kesehatan manuosia.

23, Bistemn . . .
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Histern  Informasi Kesehatan  adalah sistem wang
mengintegrasikan berbagal tshapan  pomrosesan,
pelaporan, dan prngpgunasn miormasl ysmyg diperlukan
untk tnerirgekal kan elekilvilas flan el1g1ens
penyelenggaraan Keasehalan serla mengarahkan tindakan
atou keputusan vang berguna  dalam  mcndukung
pembangunan Kesehatan,

Sistemn Informasi Kesehatan Nasmonal adalah  Sistem
lnformast Kesehatan vang dikelola nleh kementerian vang
menyelenggarakan  wruesan  pomerintahan di bidangs
keschalan yang mengmlegsrasikan dan menslandardisas:
seliarah Sistem Informasi Kesehatan «alam mendukung
pembanminan Kesehatan.

Data Keschatan adalah angka dan fakis kecjadian bornspa
keterangan dan landa-landa yang secars relatil belom
bertnakna bagl pembanguinan Kesehatan,

lnformast Kesehetan adelah data Kesebrtan yang telah
dislah atau diproscs meonjadi bentuk vang mengandung
nilal dan makos yang berpuna untuk meninghksikan
pengetahuan dalam mendulaing  pembangiinan
Kesehatan.

Telekeschatan adalah pomberian dan fasihitasi layanan
Kesehatan, lermsasuk Kesehslan masvarakal, lavaran
Informasi  Kesehatan, dan  lavanan  mandiri, melaha
telelemnunikasi dan tecknolog komunikas: digital
Telemedisin adslah pemberian dan fasilitasi layanan klinis
mmelalui refekomumkas dan lekrnologl kornunikasi digilal,
Gawat Darurat adalah kendaan klinis pasien yang
membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera
alighl provelamatan nyawa darn pencogahan
ledisalitasan.

ltegistrasi adalah pencatatan resmi lenags medis dan
tenagn keschatan yang telah memiliki sectifikat
kompelenst dan/atau seriifikat profesi.

Surar Tanda Registrasi vang selarjulnya disingkual 3TR
adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga merdis
dan tenaga kesehatan yang leluh diregisirasi.

Surat lzin Praktik vang selanjuacnya thsingkal SIP adalah
bukll tertulis vang dibenkan kepada tenaga medis dan
tenaga kesehulun sebapal pemberian kewenangan untuk
menjalankan praktik.

suertiikat Kompeotenst adalabh surat tenda pengalnlan
terhadap kompelensi lenaga medis dan tenaga kesehatan
vang telah lulus uji kompetens untuk dapal menjalankan
praktik di selumh Indanesia.

34 Bertiileat . ..
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Sertilikat Profesi adalab surat tanda pengakuan untuk
melakukan praktk profcsl yang  diperoleh ulusan
pendidikan profesi.

. Wabah Penyakit Menular vang selanjutinya disebut Wahah

adalah  meningkainva kejadian luar basa penyakit
menilar yang ditandal dengan jumlah kasus dan/atau
kematian meningkal dan meoyebar secara cepat dalam
skala luas,

Eewaspadaan Wabah adalah seranglkalan keglatan sebagal
sikap tanggop menghadapi kemungkinen  lerjadinga
Wahah.

Kojudian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB
adalah meningkainys  kejadian, kesakitan, kematan,
dan/ata kedisabilitazsan akibat penyakit dan masalab
Kesehatan vang bermalina secara epidemiclopis di suaty
daserah pada kurun wakoa terlentl,

Pintul Masuk Megarn yang selanjutnya discbut Pinla
Masuk adalah rempar masuk dan kcluamya alal anghkul,
grang, danfatau barang dard dan ke luar negeri, baik
berbentuk pelatiihan, bandar udara, mavupun pos hintas
lalas negara.,

Daerah  Terjangldat  adalsh dacrah vang secara
cpidemiologis terdapal penvebaran penyakit dan/atau
lakior fsiko penyakit yang berparensi menmimbulkan
Wabah.

[¥nlumen Karantina Keschatan adalah surat kelersanean
Keschatan vang dimilikd seliap alal angkat, orang, dan
barang  vang mementthi persvaratan, balk nasional
mapn internasional

Pemerintah Pusat adalah DProsiden Republik Indenesia
yang memogang kekuasaan  pemeriniahan Negara
Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
Lindang-Undang Dasar Negara ERopublhk Indoncesia
Tahun 1945,

Menwen adalah menteri vang menvelengparakan wumisan
pemerintaban de bidang kesehatan.

Konsil adalah lembags yany, melaksanakan Lugas secars
independen dulam rangka meningkatkan mun praktik
dan kompetensi teknis keprofesian zenaga medis dan
tenags keschatan serta membenkan pelindungan dan
kepastian hukurm kepada masyarakat,

Kalegiham adalah kumpalan ahli deri setiap disiplin ilmn
Kesehatan yang mengaimmpu cabang disiplin ilmu erscbat
yvang merjalankan luess dan [ungsi secara ndependen
dan meripakan alat kelengkapan Konsil,

45, Pemernntal . . .
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Pemerintah Daerah adalah kepala daesrah sebagal unsur
petvelenggara  pomenntahsan  dscrah yang memimpin
polalcganasn uruasan  pemerinlahan vane  menjad
kewenangan daerah olonom,

Pemerintah TNesa adalabh kepala desa atau vang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa svbagan ansur
poeryelenggara pemermtahan desa,

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesicnal,
pengetahuan, dan  kotorampilan melslul pendidikan
profosi kedokteran atau kedokteran gyl yang memerlukan
kewenangan unluk melakukan Upaya Kesehatan,

Tenaga Kesehalan adalah sedap orang yang mengahdilean
diri dalam bidang Kesehatan =erta memilikl  silkeap
profesional,  pengelabuan, dan keleramplism nelal
pendidikan ungpl vang untiak jenis tercent memerhikan
kewenangan 1zntik melakukan Upaya Kesehatan.

Tenaga Mediz dan Tenaga Keschatan Wargs Nogara
Indonesia Lulusan Luar Negern adalab Tensapa Medis dan
Tenaga Kesehatan warga negara  [ndaonesia lulusan
pendidikan hidang Kesehatan <i har negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan porundang-undangan.

Tenaga Medis dan Tenapa Kesehatan Wargs Negara Asing
Lulusan Dalaon Neperi adalah Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan warga negarn asing lulasan pendidikan dang
Kesehatan di dalam negen scsual dongan koetontuan
purraturdn perundang-undsangan,

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
Lulusan lalar MNegeri adelah Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan warga negara asing lulusan pendidikan bidang
Kesehalann i ludar negern sesudl dengan kelenuarn
peraniran perundang-andangan,

Tenaga Pendulung atau Penunjang Kesehatan adalah
sotiap orang vang bukan Tenaga Medis atou Tonaga
Keschalan  yvang  bekerja untuk mendukung atau
tmenunjang  penvelenggaraan Upaya  Kesehatan  pada
Fasililas Pelayandan Keschatan atau inshtust lam bidang
kKesehalan.

Petugas Karantina Kesehatan adalah Teonge Medis atau
Temaga Keschatan  yang mermibky kompetenst dan
kewenangan dalam riasan karantinag Kesehalan unloak
melakukan pengawasan dan tindakan penangeulangan
pervalat danfatau faktor nsiko penvebaly penyalin atas
alal anphul, orang, barang, dan/atau lingkungan.

24, Setiap ...
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Seliap Orung adalah orang persearangan, termasuk
korporasi.

Pasien adalah setiap orang vang memperolch Polayanuan
Keschatan dari Tenags Medis danfalan Tenapas Kesehatan,
Crang vang Bersiko adalah orang vang memplnyai
masalah fisik, mental, sosial, ekonomi, pertumbuhan dan
perkembangan, dan/atau  kaalitas  lndup  schonggs
memilik nsiko menpalaml ganggusmn v,

. Orang dengan Gangpuan Jiws vang selanjutnya disingkat

QD3] adalah orang vang mengalami gangguan dalam
pikiran, perilaky, dan perasaan yvang termanifostas: dalam
bentuk sckumpulan gojala, danfatan perubahan penlaku
bermakne, serla dapal menimbulkan penderitasn dan
hambatan dalam menjalankan flingsi sebagai manusia
dan terdiaghosis sebagal ganpguan jiwa sesual krilena
diagnosis yang ditctapkan.

BaB N
UPAYA KESEHATAN

Bapian Kesalu
Limuim

Thawal 2

Pemenntah Pusat dan Pemennlah Daerah berlanggung
Jawab  merencanskan, mengaiur, menyelenggacalan,
membing, dan mengawasi penyelenggataan Upaya
Kesehatan yang bermuba, aman, ciisicn, merata, dan
terjangkan olch masyarakat.

Upaya Kesehalan sebagaimana dimaksud pada avat {1)
difiukan  untuk  mewujudlan  derajat Keschatan
vang schngel-tingginya bagl masyarakat dalam benliuk
Upaya Heschalun perseorangan dan Upayva Kesehatan
rnasvarakal.

Pasal 3

Upava Keschalan perseorangun sebagaimans dimakesud
dalam Pasal 2 ayat {2) mernipakan Upava Kesehatan vang
bersifat promaotif, prevennf, laratf, rehabilitanf, danfatan
paliatil yang berdamnpale harnya kepada individa,

Lpava Kesehatan masvarakat sebageimena dimaksud
dalam Fasal 2 ayat {2) metupakan Upava Keschatan yang
bersifat promotf, prevenof, kuratif, rehabilitatl, danfataa
paliaul yang berdampal pada masvarakart,

Pasal 4 . . .



SK No 230509 A

(1]

(2)

PRES!DEN
REPLALIK INDOMESIA

S0
Pa=al

Penyelenpeardan Lpava Keschalan melipul:
Kesehatan iba, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan

lanjuk wsia;

Kesehatan penvandang disabilitas:
Keschatan reprodubkest;

keliarga berencana;

gzl

Kesehatan gigl dan muhat

heschalan penglihatan dan pendengaran;
Kezehatan jiwa;

prnangpulangan prnyakit men Llar
penanggilangan penyvakit tidak menular;
Kesehalan keluarps;

Kesehatan sekolah;

heschalan kerjs;

Kezehatan nlahraga;

Kesehatan lingkoungan;

Kesehatan matra;

Kesehatan bencor;

polayanan darah;

dan

transplantas orpan danfatau jaringan tubuh, lerap
herbasis sel dan/ataun sel punca, serta hedah plastik

relkonsiruks dan esleriks;

pongamanan dan penggunaan Hedinan
Alat Kesebhatan, dan PERT;

pongamanan makanan dan minarman,
pengamanan zat adiktif;

Farmasi,

pelayanan kedokteran untuk kepentingan huluam,

Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
Upayva Keschatan lainnya.

Upava Kesehatan lainnva sebapgsamana dimaksod pada
ayal (L] burul x ditctapkan eolch Menten scsual dengan
perkcimbangan dan  kebutuhen pembangunan
Kesehatan,

Pazal 5

briclang

Upayvd Kesehalan schapmimans dimaksud dalam Pasalb 4
dilalulkan secara terintegrasi sesuai stklus hidup vang meliputi
1w, beyl dan anak, remaga, dewasa, dan lanjut asia.

Bagsn . . .
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Kesehatan Tbu, Bawl dan Anak, Remaja, Dewasa, dan

Lanjut Lsia

Faragraf 1
Unium

Pa=zal i

{1} Upaya Kesehatan i, bayvi dan anak, remaja, dewasa, dan
lanjul usia diselenggarakan sesuai dengan standar, aman,
bermnuy, dan terjangkan,

{2} Petvelenggaraan Upaya Keseharan sebagaimana
ditnaksud  pada  ayat (1] melihbatkan  partisipasi
masyarakat, termasiltk peran keluarga.

{3} Upaya Kesehatan sebagaimana ¢imaksud pada avat (1)
dilaksanakan di Fasilites Pelavanan  Kesehatan dan
lempal penvelenggaraan Upaya Kesehatan bersumber
daya masyvarakat, saman pendidikan, tempat kerja,
komunilas, dandatau institusi lain dimana  sasaran
Ireracla.

(4} Lpava kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayvac [1)
dilaksanakan cleh Tenaga Medis, Tenaga Keschatan,
Tenaga Pendulming atau Peninjang  Kesehatan, dan
tenaga lain sesuai kompetensi dan kewenangan.

Pasal 7
Sctiap ibu, bayl dan anak, remaja, dewasa, dan lanjul usia
berhake memperoleh akses ke Fasihlas Pelayanan Keschalan
dan Prlayanan Keschalan yang sesusl dengan slandar, amnan,
bermulu, dan terjangkau,

Pusal &

Permyclenggaraan Upaya Keschatan ibu, bayn dan anak, remaja,
dewasa, dan lanjut usia harus dilakulkan peoncatatan dan
pelaporan melalul Bistem Informasi  Keschatan  vyang
terintcgrasi dongan Sistem Infonnasi Kesehatan Nasional

FParagraf 2
Eesehalan IThu
Posal 9

(I} Upaya Keschatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak
yang schat, cordas, dan berkualitas scrta menuiunkan
angka kematian ibu,

2] Selain. ..
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Zelam hijuan sebageimana dimaksud pada awat (L),
Upava Keschatan ibu juga ditujuksn unluk mencapad
kehidupan by vang schal dan meneegah kedisabilitasan
pada ansk,

Pazal 10

Upava HKesehatan ibu dilakukan pada masa sebehim
hamil, masa kehamilan, persalingn, dan pascapersalinan.
Upiaya Kesehatan ibu sebagaimans dimaksad pada ayvat (1)
dilaksanakan tnetalui vpava praomotif, preventf, kuranl,
dan fara rebabilitatif.

Pauual 11

Upaya HKeschulan i pada masa  sebelum  hamil

sebagaimana ¢imalsid dalam Pasal 10 avat (1) melipuli:

pemberian kamunikasl, micrmas:, dan cdukasi,;

polayanan konschng,

polayanan sknning keselatat,

petnlerian munisasi;

permberian suplementasi gzi;

polayanan medis;

g, keluargd berencang; dan/atan

li. Pelavanan Kesehatan lainnya.

Upava Kesehatan 1ba pada masa kchamilan sebagaimans

dimaksud dalam Pasal O ayval (1] berupa pelayvanan

anlenalal sesuqd standar dan secara tecpads.

Pelavanan antenatal sesuai standar dan secara terpadu

sehagaimana dunaksud pada ayat (2] meliputli:

a. pomberian komunikasi, inlormasi, dan edukasi;

b, pelayvanan kenseliog;

¢, pelavanen skrining falaor risiko dan komplikasl

kcharmmilan;

pendampingan it hamdl dengan risilzo tiogei;

permnberian suplementasi gz,

pelavanan medis,

rujukean pada kasus komplikasi kehamilan; dan

Pelayvanan Kesehatan laintya.

Llpava Kesehatan 1bu pada peorsalinan  scbhagsimanas

dimaksud dal=an Pasal 10 ayvat [1) paling sedial melipuls:

#,  pencepgahan infeksi;

. pemantouan dan deteksi dind faktor risike dan
komplikasi;

¢ perliolongan persalinan sesuai standar;

d. prclakszanaan inisiasi menyusu ding; dan

R

LI
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e. tata laksana dan rujukan kasus lkomplikasi ibu dan
bavi bara lahir ke Fasibhlias Pelavanan Kesehatan
dengan tepat waktu sesuai dengan mekanisme sistem
rujLkarn.

Upava Kezehrten ibu pada pascapersalinen sebagaimana

dimaksied dalam Pasal 19 aval (1) dibenkan unoak b dan

bayi baa lahir.

Upayd Kesehalan 1bu pada pascapersalinan sebagaiinana

dimaksud pada avat [5) paling sedikit berupa:

a. pemberian komumkas, inlormast, dan edukasi;

b. pelavanan konseling,

¢, pelayanan shrinng komphkeas;

d. tata laksana dan mijukan kasus kemplikast, dan

e, pelavanan Kontrasepsi,

Ibu dan bavi dengan fakror risiko, komplkasi, dan

kepawatdariratan pada masa kehamilan, persalinan, dan

pascapersalinan dirujuke ke Fasilitas Pelayvanan Keschatan

dengan tepat wakta sesual dengan mekanisme sistem

rujuican.

Pasal 12

Upaya Kesehalan ibu seboagmimans dimaksud  dalson
Pazal 11 dilakukan oleh Teosgn Medis dan Tenaga
Kesehalan SESLLAL dengan kompetensi dan
kewenangannya.

Upava Kesehatan ibu sebagamata dimmaksud pada avat (1)
dapat dibantu olch Tenaga Pendukung atau Pernunjang

Kesehatan SEST1AL dengan harmnpelens dan
kewenangannya.
Pasul 12

Dalam penyvelengearaan Upaya Keschalun ibua, Pemerinlah
Musat dan Pemerintah Daerab bertangmang jJawah:

d.

b

.

menvediakan  Pelavanan Kesehatan  ilal vang  sesuai
denpan standar, aman, bermutw, dan terjanglen;
IMCnEnisias, tnemtasilitasi, dat tnengEerakioan
masyarakal unluk berpartisipasi dalam Upaya Keschatlan
1bui;

menyedakan rjukan nasions] duan regional; dan
menyediakan tommpat tunggu kelzhiran dengan
memperhatikan akses ke Fasgilitas Pelayvanan Kesehartan.

Fasal 14 . ..
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Pazal 14

{1} 13alam penvelenggarsan Upava Keschatan 1bu, keluargs
berpcran:
a.  mendukung ibu dalam merencanakan kehamlan,
b, memperhaikan Kesehatan ibaag
¢, memastikan iy mendapatkan Pelavanan Keschatan;
dan
d. mendoukung ibu sclams masa sebelum hamal, masa
kehamilan, persalinai, dan pascapersalinan.
{2} Tialam  penyelenggarcan Upava  Keschatan  ibu,
masyarakat berperan:
A. moemantiau Keschalan ibu;
b,  memberikan dukungan bag iba dalam mengakses
Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
c.  menyolenggarakan Upaya Keschalan bersoenber dayva
masyarakat,

Pazal 13

Ketentizan lebibh  lanjur mengenai penyelenggaraan Upaya
Keschatan ibu pada masa scbelum hamil, masa kehamlan,
persalinan, dan pascapersalinan sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 10 dan Pasal 11 diatar dengan Peratiiran Menteri.

Faragrat 3
Keschalan Bayi dan Anak

Paszal 16

Upaya Kesehatan hayi dan anak ditujukan untuk menjaga bayvi
dan anak tumbuli dan berkembang denpan schat, cerdas, dan
berkusalilas, serla menurunkan angka kesakital, Kematian,
fan kedisabilitasan bayi dan anak.

Pasal 17

(1} Upaya Kecschatan bayl dan anak dilalukan scjak masth
dalam kanduangan, dilahirkan, setelah dilahirkan, sampai
sebelum berusia 18 [delapan belas) tabuan.

27 Masa sctelah  dilahithkan sampsa sebelum berusia
18 [defapan belas) lahun sebapaimans dimaksud pada
avat. [1] terdiri atas kelompol sasaran:

d.  bayl baru lahir;
b. bavi, balita, dan prasekolah; dan
. anak usia sekolah.

Pazsal 18 . ..
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Pa=al 18

Upaya Keschatan bawvi dan anak mehpun upaya promoell,
preventil,  kuratif, rchabilitatf, dan/alau  paliail  yang
dilakzanabksn berdasarkan kelompok sasaran sebagaiimana
dirpeksud dalam Pasal 17,

{1}

[2)

(3

[£]

Pasal 159

Upava promoti scbagaimana dimaksud dalsam Pasal 1S
melipuli promosi Kesehatan  lermasuk Kesehatan
reprochuksi, gizd, pola asuh, stimulasi perkembangan, dan
penvediaan lingkungan yvang sehat dan aman.

Upayva proventf scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13
paling sedikil melipull:

a, pelavanan esensial bayi hama lahir,

h.  imunizasi;

c.  shkrining Keschatan;

d.  pemmanlavan perbdmbilhan dan perkembangan; dan
g, surveillans kelainan hasaan/ kongenital.

Blrining Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
huruf ¢ bertujusn mendetekst seeard dini kelainan baowaan
dan masalab Kesehatan untuk dapat dilakukan intervensi
dirv ¢alam rangka mencegab kesakitan, kematian, dan
kedisabilitasan.

Sknning Kcschatan scbhbagaimans dimmaksud pada ayat [3)
lermmastk  skrining  bayi  bharu  lalur  dan skeining
Kesehatan lainnya.

Upava kuaratf scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 18
meliputi  ltale laksana  dan rujubean sesusnd kondisi
Kesehalan untuk mengurang akior nsiko, mengobati
penvakit, mencegah atau mengurangl peoyulit, dan
meningkatksn kualitas hadup.

Upayva rehabilitalil sebagaimans, dimaksud dalam Pasal 18
meliputi rehabilitasi dan perawatan jangka panjang pada
penvakit kronis, langka, atau disabilitas.

Upaya pabatif scbhagaimana dimaksud dalam DPasal L&
meliputt  Pelayanan  Kesehatan wantuk  meninglatkan
kualitas hidup pada peayakif yang mengancam kehidupan
dan akhir kehidupan,

Lpava Kesehatan bayl dan anak  dilskaksn dengan
memperhatikan keadilan, kesetaraan gender, penjaminan
privasi dan kerahasiaan, dan blaya veng teranghs,

Pasal 20 . _ .
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Pasal 20

SQelinp bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar
dari scgala bentuk diskriminasi dan undak kekerasan
vang dapat menggangpu Keschatan bavi dan anak.

Upava pelindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) <ilakukan  aleh Pomermiah Pusaf,
Pemerintalh Dacrah, dan musyvarakart,

Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan  Pelayanan Kesehatan, polindungan, dan
pendampingan hukum akibal perlakuen diskriminasi dan
lindak kekerasan.

Pasal 21

Pemerintah Pusar dan Pemerintah Dacrah bertangguing jawah:

a.
kb.

-

el

(1]

{2}

menyclenggarakan Pelavanan Kesehatan bayl dan anak
vang sesual standar, aman, bermmuiu, dan terjangkau;
melakukan koordinasi zecara berkala dun bethelanjuran
dalam pelindunpan bayi dan anak;

menvediokan  scrta melakukan  pembinaan dan
pengawasan  terhadap  tompat  dan sarana unmok
pengasuhan dan  bermmain anak agar scsual  dengan
standar Keschatan dan keamnanarn; dan

menggeraklan paTtlslpa sl mayyarskat tdalam
penyvelengraraan Upaya Kesehatan bayl dan anak.

Pazmal 22

Dalam penyclengearasn Upaya Keseharan bayl dan anak,

keluarga berperan:

4, memantal Kesehatan bavi dan anak secara mandivi;

b. memperhalikan pemenithan asupan @iz cukup dan
seimbang;

¢, memastikan bavi dan anak mendapulkan Pelavanan
heschalan; dan

d.  mendukung pola asubh den lnglingan yang schat
dan aman.

Dalam penvelenggarann Upava Keschatan bayl duan snak,

masvarakal betperah:

a. mrcmantau Kesehalan bayl dan anals

b. mendukung kemudahan akses dalam menjangkan
pelavanon dan mendapatlean Informasi Kesehalan;

. menciptakan suasana vang kondusif dalam upava
pemenuhan  hak  bayi dan anak mendapatkan
Pelayvanan Keschatan; dan

d.  menyelengparakan Upaya Keschatan bersumbet daya
masydralal.

(3] Dalam ...
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Dalarn  hal masyarakal sebageimana dimaksud pada

avar [2) berupa badan usaha, peran alas penyelenggaraan

Upaya Keschatan bayi dan anak daps dilakukan melalui:

a. kerja sama pemcnuhan Upava Kesehatan bayi dan
anak dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
[daetah; dan

h. menjamin Pelayanan Keschalan hayi dan anak sesual
dengun standar, aman, bermuil, dan terjangkall

Paual 23

Keleruat, lebih  lanjul  mengenal  ponyclenggarann  updayd
promotif, prevenlif, kuratif, rehabilitatif, dan/stau paliatif pada
Lpava Keschalan bayi dan anak sebagaimana dimalesud datam
FPasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1]

(2]

{2}

(4]

(3]

Paszal 249

setiap bayi berhak memperclch air susn ibu cksklusi(
sejak dilahirkan sampal usia 6 (enam) bulan, keouall alas
indikasi medis.

Pemberian air susu i dilanjutkan sampai dengan
usia 2 {dua) abun  discrtai  pemberian makanan
pendamping,

Selain atas dasar indikasi medis, pemberian «ir susy ibu
elskiusif schapmimana dimaksud pada avat (1) dapat
dikecualikan untik kondisl ibu tidak ada arau ibu terpisah
darn bayl.

Indikasi medis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan ocleh Tenaga Medis scsuai dengan standar
profesi, slandar pelavanan, dan standar  prosedor
operasional.

Dalasn hal di dacrah lertetion tidak terdapat Tenaga Medis,
penentuan indikasi medis dapat dilakukan oleh hidan atau
perawal sesual dengan kotentuan peraniran perundang-
wndanean,

Pasal 253

Pemberan air susi ing eksklosil dittgukan untaks

o

b.

metnenthi kebutuhan bayi dengan zat gzl terbaik untuk
tumbuh kembang vang aptimal;

meningkatkan daya tahan tubuab bayi sehingga dapal
mencegah penyalil dan kematian: dan

mencegah pornyaldl tidal menular di usia dewasa.

Pasal 26 . ..
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Pasal 26

Sctiap  ibu melahirkan  berhak  difesilitast dan
mendapatkan  dukungan  unluk  melakukan misias
menyusy dini dan memberikan air susuo ibu eksklusif
kemada bayi vang dilahirkannya.

tazilitas Pulayenan Kesehatan, Tonoga Medis, dan Tenaga
Kesehatan wajib monempatkan ibu dan bayl dalam
1 {sanl) ruangan atau rawal galbiing kecuali atas indikasi
medis yang ditclaplan oleh Tenaga Moedis,

Penempatan dalam 1 {sawa) ruangdn atad rawat gabung
dimaksudkan untuk memudahkan  ibu setiap saat
metn berikan air susu ibu ekskhisif kepada baed,

Pasal 27

Dalam hul ibu kandung tidak dapsl memberikan alr susu

ibu eksklusif bagi bayinya karena tecdapat indikasi medis,

it tidak ada, atau ibu terpisah dari bayinya scbagaimang

dimaksud dalam Pasal 24, hayi dapat diberban air susa

1bu dan donot,

Pemberan air susu ibu dan donor sebageimana dimealosud

pada avat (1} dilakukan dengan persyaratan:

a. perminlasn ibu kandung atau keluarga bayl yvang
bersanghutan;

la.  itlentitas, agama, dan alamat donor air susu 1bal
diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarea dari
bayi punerima air susu ibu;

. persenyuan dapnor air susu ibu setelah mengetahul
identitas bayi yang diberi ajr susu ibu;

d.  donor air susu iba dalam kondisi Kesehatan baik dan
tidak mempunyai indikast medis; dan

e, air susy ibu dar donoer tidak diperjualbelilan.

Pemberian air susu ibu dand donor sebagaimana dimaksud

pada avat [1) dan wyal [2) wajib dilaksanakan berdasuarkan

norma  agama  dan  mempertimbangkan  aspel  sosial

brudaya, muml, dan keamanan &ir susty il

Ketentusn lebih lanjut mengenal pemberian air susu iba

dari donwr diatur dengan Peraturan Menken.,

Fasul 28

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan Tenogs
Keuwehatan wajibh memberikan informasi dan edukasi air
s ibu eksklusil kepada itbu danf atau anggota keluarga
dari bayi sejak pemeriisaan kehamilan sampal dengan
penade pemberian air susu 1bu cksklusif selesal

2y Belaan . .



5K Mo 230518 A

PRESIDEM
REFUHALIK INDONESLA

- 18 -

(2] %elain dilakukan aleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
Tenags  Medis, dan  Tenaga Kesehatan, prinberian
inlormasi dan eduliasi air susu ibu eksklusif sebagaimana
dimaksud pada avar (1] juga dapat dilakukan oleh
Upava HKeschalan bersumber daya masyarakat dan
kader Kesehatan.

(3] Pemberian informasi den edukasi air susu ibu eksklusit
sebagaimana dimakeud pada ayat (1) dan avat {2) dapat
dilalukan  melahii  peonvualuhan,  konseling, dan
pendampingan.

Pasal 249

Dalam hal pemberian air susu ibu cksklusnf sebegaimana
dimalsud dalam Pasal 24 dan air susu ibo dari donor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ddak dimungkinkan,
bayi dapat diberikan susu foemala bayi

Pazal 30

Dalam memberikan susn formula bayl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29, Tcnaga Medis dan Tenaga Keschatan wajib
memberikan peragasn dan penjelasan atas pengguinasn dan
ponvajinn sustl formula bavi kepada ibua dan/atau keluargs
yang memerlukan susu formuala Hayi.

Pa=zal 31

(1)  Sctiap Fasilitas Pelavenan Keschalan, Lpava Keschatan
bersumber dava masyarakar, Tenaga Mectis,
Tenaga Keschalan, <an  kader EKcoschatan  dilarang
memberilesn susiy farmula bayl  dangatau produk
penggand alr susu it lainnya yang dapat menghambal
pemberian air susu ibu ekskiusif kecuali dalam  hal
dipeuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

dian Pasal 27,
{2} Seliap Fasilitas Pelavanan Keschatan, Upaya Keschatan
hersumbcr  dava  masyaraket,  Tenaga  Medis,

Tenaga  Kesehatan, dan kader Kesehatan  dilarang
menerima deonfatan mempremosikan susu formula bayl
dan/atau produk pengeanti air susu ibu lanny,

(3) Sctiap Fasilitas Pelavanan Kesehatan, Upava Kesehatan
bersinnber dava mazvarakal, Tenaga Medis,
Tenaga HKeschatan, dan  kader Kesehatan dilarang
menvediskarn  Pelavanan  Kesehatan alas  bava dari
pradusen  danfatau  distributer  sasu formula bay
dan/atau proeduk pengganti air susu ibu lainnya.

Prauwal 32 ...
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Pasal 32

I3alam hal terjadi bencana aral keadean kedarmratan,
alr susu 1bu eksklusif serma [anpitan air susu b sampai
rinimal usia 2 [dua) tahun tetap diberikan.

Dalam hal teradl beneans atan keadaan kedaruralan,
penvelenggara  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan dapat
menerima bantuan susu torinula bayl danfatau produk
Penggantl air susu ibu unnys untuk tujusn kemanasiaan
setelah  mendapal  perseliyuan darl kepala dinas
kesehatan kabupatenfkota setempar.

Pramal 33

Produsen atau distributor susu formula bayl dan/atau produle
perpganill ar susu 1bu lunnyas dilarang melakukan kegalan
vang dapat menghambat pemberian air susa b ekakhasil
berupa:

e

pembenan contoh produk susu fonmuls bay danfatau
produk pengesmnl &ir susu ibu lainnys sccars cumea-cunma,
penawaran Kerja sama, aal benluk apa pun kepada
Fasilitas Pelavanan Kesehatan, Upava Kesehatan
bersumber dava masvarakat, Tenaga Medis, Tonaga
Kesehatan, kader Kesehatan, ibu bamil, atau ibua yvang
baru mealahirkan:

penawaran atau penjuakan langsung susu formula bawi
danfatau produk  penggantl anr susu  ibu lainnya
ke mamah;

pemberian potangan harga atau tambahan atan sesuatn
dalam bentuk apa pun atas pombelian susu fanmuola bayl
dan falau produk pengpant: air susu bu lainnyva scbagal
dava tarik dari penjual;

penggunaan  Tenaga  Medis, Tenaga  Keseshatan,
kader Keschatan, mokoh masvarakat, dan pemenganih
merha sosidl unluk memberidoan informasi mengenail
s11311 farmla bayidan/atau produk penepant] air susu ibu
lainnya kepada masvaralat:

pengiklanan susu  lormuda bayi  dan/atau produlk
penggantt air sus1 i Jainnys dan susu flormula lanjulan
yvang dimuat dalam media massa, baik cetak maumin
elektronik, media lusr ruang, dan media sosial; danfatau
promnsi secara tidak langsung alau promosi silang produk
panpan dengan susu formala bayi denfetan prodiak
PENEeATll Jir susu ibo lainyn.

Praual 34 . . .
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Pasal 34

Eetertuan sebamaimeans dimaksud dalam Pasal 33 huruf ¢

dikecnalikan jika dilakuksn pada media celak khusus

rentang Kesehatan,

Pengcocualian  scbagaimana dimaksud pada avat {1}

dilakukan seielah memenuhl persyaralan:

a.  mendapat persenijuen Menteri; dan

b.  memuat keterangan hahwa susy formula bavi bukan
sebagal penggantl Aie susu 1bu.

Pasal 35

Setinp Wasilitas Pelavanan Kesehatan, satlan pendidikan,
organisas profesi di hidang Kesehatan, serta Tenaga Medis
dan Tenaps RKeschatan termasuk kcluarganya dilarang
menerima hadiah dan/alau banluan dar produsen atau
distribirar susy formula bavi dan/atan produk penpeanti
arr susu ibu lainnya yang dapat menghambar keberhasilan
pemberian air susu ibu.

Banluan sebagaimana dimaksud pada avat (1] dapat

ditertma  hanya  unluk  1ujuan  memnbdgyal keglalan

pclatilian, penelitiaon dan pengembangan, pertemillan
limuah, dan/atau kegiatan lainnya vang scjcnis.

Pemberian batituan uniuk tujuan sebagaimana dimaksod

pada avat {2} dapat dilakukan dengan ketentuan;

a.  scoarad terbulea:

b, udak bersifatl mengleat;

. hanva melahu Fasililus Prelayvanan Keschaltan,
satuan pendidikan, danfaraa arganisast prolest di
bidang Kesehatan, dan

d,  ldak menampilkan logoe dan nama produk susu
frrmula hayt dan/atau produk pengpant] air susu b
lamnya pada saat dan selamsa kegialan berlangsung
yang dapat menghambat pemberian aie sust g,

Paagl 36

Tenaga Mcodis dan Tenaga Kesehatan yang menerimns
Banluan sebagumaena dimaksud dalam Pasal 35 avat [2)
wajih memberikan pernvalasan lertulis kepada atasannya
bahwa bantuan tersebur tidak mengksl dan tidak
menghambal keberhasilan pemberian air susu ik,

{2y FVasilitas ., .
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(2] Fasilitaz Pelavanan Kesehatan vang menerima bantuan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 35 avat (2] wajib
memberikan pernyataan tertudis kepadsa Menten bahwa
bantuian tersebur tidak mengikat can tidak menghambac
keberhasilan pemberian air ausa ibna.

(3] Saluan pencidikan YEIZ Mencringa bantusn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 aval [2) waib
memberikan pernyetean termilis kepada menteri yang
menyelenggarakan  uwmusan  pemcerintahan di bidang
perwhidikan babiwa bantuan tersebul Lidak mengihkal dan
tidak menghambat keberhamlan pemberan air susyg b,

(4] Organisazl profest di bidang Kesehatan vang menerima
bantusn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2]
wallh memberikan pernydalaan lerlulis kepada Menlernn
bahwa bhantuen tersebat tidak mengikat dan  ticdak
mrenghambat keberhasilan pemberian air s b

Pauul &7

Dalam hal Pemerintah Pusal dan/alaoa Pemerintah Daerah
mcncrima  bantuan dari produsen ateu distribanor susy
formula  bayli  untuk blaya  pclatthan, peonelittan dan
pengembangan, pertemuan dmigh, danjatan kegiatan lainnya
yvang sejeilis, penggunaannya haris sesuai dengan ketentlan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 358

(1] Setiap produsen  atad distribaior susa fommula bayi
dan/atau produk penggant atr susy it laimnya dilarang
membienkan hadiah danfatau bantuan kepada Fasihitas
Pelavanan Kesehatan, satuan pendidikan, orpganisasi
profest di bidang Kesehatan, serta Tenaga Medis dan
Tenaga Keoschatan termasuk keluarganya vang dapat
tengharnbal keberhasilan pembenan air susu itbu, kecuall
diberilkan untuk tyjuan sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 35 ayat [22).

) Setiap produsen alau distdbator susua formula bayl
danfatan produk pengganti sir susu ihu lainnya yvang
melakikan pomberian bantuan sehagaimana dimalosad
pada ayal (1] wayib memberikan laporan kepada Menfern
atan pejahat vang ditunjuk,

(3] laparan ...
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(3] Laporan scbagaimana dimaksud pade avat (2} paling
sedikil memual:
a.  nama penerirmna dan pemben banloan;
b.  tuwuan diberikan bantuan;
. jumlah dan jenis banluan; dan
d. jangks waktu pemberian banfuan.

Pasal 39

(1] Fasilitas Pelayanan  Keschatan, satuan  pendidikan,
dan/ataw organisasi profesi i bidang Kesehatan yang
menenmsa. bantuan  scbagaimana dimalksud  dalam
Pasal 33 ayat [3) huruf o wajibk memberikan laporan
kepada  Mentletl, menlerifpimpinan  lembaga  lerkail,
cubcrnur, bupatifwali kata, atau pejabhar vang ¢ ifunjuk.

(2] Laparan sebagaimans dimaksad pada aval (L) paling
yedilzit memuoat:

a. namaA pemberi dan penerima banluan;
b, rajuan dibcikan bantaang

c.  Jumlab dan jenis hantuan; dan

d.  janpgha waklo pemberian bantaan,

Pasal 40

Laporan sehagaimana dimaksued dalam Pasal 38 dan Pasal 39
digsarnpaikan paling singkat 3 [tiga) bulan terhiung sejak
tanggal penenmaan hantaan.

Pa=zal 41

Retenlusn lebih lanjut mengenal tata care pengginaan $11%1
formula bayi dan produk pengganli air susu ibu lainnya diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 42

{1} Setiap Tenaga Medis dan Tenogs Keschulun veng tidalk
melaksanskan ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayar (2}, Pasal 28 aval (1), Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dikcnal sanksi
adminisloatif oleh pejabat yvang berwenang bemipa;

a. teguran lisan;
b, leguran Lertulis; dangataw
c. pcucabutan izin.

{2} Beliap. ..



3K No 226058 A

()

{3}

el

]

(1)

(2]

(3]

PRESICGEM
REPLUBLIK INDONESIA

- 23 -

selinp  Pasilitss Prlavanan  Keschatan vang  wdak
melaksanakan ketentuan scbagaimans dimsksud dalaim
Pasal 26 ayat (2], Pasal 28 ayat (1), Pa=zal 31, Pa=al 35
ayal {1p, Pasal 26 ayat [2), dan Pasal 39 avat (1] dikenal
sanks]l administratit oleh pojabat yang berwenang herupa:
A, legurdan bsan; dan/atan

b, leguran tertudis.

Seliap satuan pendidikan dan organisasl profcsl di bidang
Keschatan  yang  tidak  miclaksanakan ketentuan
scbhagaimans dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3] dan
Ayal (4] dan Pasal 39 ayat (1) dikenal sankst administratif
uleh pejabsal yang berewenang bermpas

d., leguran bsgan; dan/atan

b, legluran leriolis,

Setiap produsen alaa distrbutor susu formula bayl
danfatau preduk pengpanil air susu ibu lainnya vang
tidak melaksanakan ketenlusn schagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 dan Pasal 38 ayat (1) dan avar (2] dikenai
sanksl adriniatratil oleh pejabal yang berwenang berapa:
a.  teguran hsan; dan/atan

b, leglran terloalis.

Setiap Upava Kesehatan bersumber davs masvarakat dan
kKader Kesehatan yvang melangsar ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dikenal sanksi administratif
aleh pejabal yang berwenang berupa:

a. teguacan lisan; dan/atau

b, teguacan terialis,

Ketentiian leluh lanjal meogenal tala cara pengenssan
zanksi adminstratif sebapaimans dimaksod pada ayvat [1)
sampai dengan avat [3) diatur dengan Peraturan Menter.

Pasal 42

Penpuius alad pengelola lempat kerja dan penyvelenggara
tempat  lasilitas  wmuem  harus mendorong dan
mermlbasilitasi pemberdan air susa ibo cksklusif melaloi
kebjjakan wvane mendukung  program air | susu
ibu eksklusil,

Ketentan mengendal dukungan program pomberian air
susu ibu eksklusit di tempal kerja. sebagaimana dimalesud
pada avat (1] dilaksanakan sesusl denpan perjanjian kerja,
peraturan  perusahaan, atau melaln perunjian kera
bersama.

Ferpglirile dalau pengeleola tempat kerje dan penvelenggars
tempal  lasilitas  wmoum wajib membuat  peratiran
internal/ petusahaan  yang mendukung  keberhasilan
pemberian air susa ibu cksklusif.

(4] DPenguros . ..
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{4)  Pengurus atal pengelola lempal kera dan penyelenegara
empat  fasilitas umum  haris menvediakan  [asilitas
khusus untuk menyosui dan/atay memerah air sl il
sosual dengan kondis kemampuan penisahann.

{3} Sclain  penyediaan  fasilitas khusus sebagaimana
dimaksud pada ayvat (4), penpguras atan pengelola tempat
keno juga wijlh membenkan kescmpatan kepada iba vang
beketja nniuk membenboan Ar susu ibu cksklusil kepada
bavi atawl metnerall air s0sw by selama waklu kerja di
tempat kerja.

(h]  Ketentuan lelkih lanjut mengenai tata cara penvediaan
fasilitas khusus menyusw dan/atal memerah air susy
ibu scbagaimana dimaksud pada avar (4] dan ayar (5
diatur dengai Peraturan Mentert.

Pasal 44

Soliap Fasilitas  Deolayanan  Kesehatan  harus  mendulaing
keberhasilan pembenan wr susu ibu eksklusif.

Panal 45

Setiap  pengurls alnu pengelols  tempat kerja dan/atau
penyelenggara tempat fasilitas wunum yang lUdak melaksanaloan
ketentuan sebagaimana dumaksud dalam Pasal 43 awval [1),
avat [3), avat [4), dan avat [3), dikenakan sanksi sesual dengan
ketentuan poraturan perundang-indangan.

Pa=al 465

(1] Masyarakat harus mendukung keberhasilan pemberian
alr  susu  lbu  chksklusif baik secara  persearangan,
kelompok, maupun organisast.

[2) Dukunpan masyvarakat scbagaimana dimaksud  pada
avat (1] dilaksanakan melalui:

A, pembérian sumbangan pemikiran  terkait dengan
penentiian  kebjjakan  dan/atau pelakssnaan
pemberian air susu ibua elsklusif;

b, penyebarluasan informasi kepada masyvarakal luas
lerkall dengan pemberian air suso ibu eksklusif;

. pemantavdan dan evaluasi pelakisansan  program
pemberian air susu ikl eksklusil, dan/aiau

. penyediaan waktu dan tempat bhagi  ibu dalam
prmborian air susi ibu ekslkcluasif.

(3] Dukungan pemberdan aic suswu ibo cksklusif sebagaimana
dimalesud pada aval (1) lermasuk dukungan dari keluarga
teratatma avah.

{4} Pukungan . ..
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Dukunpgsn masvarakat sebagaimann dimaksud pada
ayat (1] dilaksanakan sesusd dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 47

Menteri, mentetif pimpinan lembagsa terkail, gubernuar,
dan bupati/wali  kota  melakukan  pembinaan  dan
pengawazan terhadap pelakcsanaan pemberian air susn
ibu eksklusif sesuai  dengan  tupas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing,

Pembinaan dan pengawasan sebhagaimana dimaksud pada

avat [1} ditujukan untuk:

&, meningkalkan  peran Bumber Dava Manuwsia
Kesehatan, Fasilitas  Pelavanan  Keschalan, dan
satuan pendidikan dalam mendikung keberhasilan
peInberian Aair susu ibu chksklusif:

L. meningkatkan peran dan dukunean keloarga dan
masyaralkat untuk keberhasilan pembenran air susu
ib eksklusif; dan

r.  meningkatkan peran dan dokungan pengurus atau
pcngelola tempar kerja dan penvelengeara lempal
Fasilitas umum untuk keberhasilan pemberian alr
s13a1 b ekakinsil,

Pembinaan dan pengawasan sebagaimeana dimaksud pada

aval (1] dilakesanalkan melaho:

a.  advokasi dan sosialisasl peningkatan pomberian air
zusU il ekskhisif

. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Medis,
Tenayga heschatan, dan tonaga terlatiby danfatan

¢ pemabtauan dan evalussi

ponterl, mentert/ pimpinan lembaga (erhail, gubermur,

dan bupali/wall keota dalam melaksanakan pembinaan

dan pengawasan scbagaimana dimaksud pada avat {§)
dapat mengikursertakan masvarakal.

Pasal 48

Pengawasan fterhadap produsen atau distributor susu
formula bayl danfaten produk perngeanll =ir susu ibu
lainnya yang melakuksn kegiatan  pengiklanan yvang
dimuat dalam media massa, balk cotak maupun
elekirenik, dan media luar rueng dilaksanakan oleh
lembngn permernnlsah nonkementerian VANE
menyelenggarakan  urlsan  pemerndahan  di bidang
petpawasan obat dan makanan, Menteri, puabernur, dan
bupatifwali kata sesusd denpan kewonanganoya.

[2) Eelentuan . .
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Kelenluan lebih lajut menpenal pengawasan terhadap
produsen atan distributor susu lomoula bayl danfalau
produk penggant air susu ibu lainnya sebapaimuans
dimaksud pada ayat (1] diatur dengan  perafiran
kepala  lembaga  poemeorintah nonkementerian vang
menvelenggaralian  rusan  pemerinlahan di bidang
pengawasan obat dan makanan dan Peratacan Menteri
sesual dengan keweonangannya.

Paragral 4
kKesehatan Remajs

Fiaszal 49

Dpayva Kesehatan remaja ditujukan untuk mempersiapkan
remaja menjadi orang dewasa yang schat, cordas, berkualitas,

dan produltif.

Pasal 50

(1] Upaya Keschalan remaja dilakokan melalui upava
pramotif, preventif, kuratil, rehabililalil, denfatau paliacf,

(2] Upaya promofif sebagaimana dimakswel pada avat (1)
paling scdikit meliputi:

8,  RZi seimbang;

k. gava hidup sehat;

c. perkembangan peikososial positif;
d.  Keschatan reproduksi; dan

g, akses layansan Keschatan.

(4 Upava preventil sebagaimuans dimaksud pada ayat (1)
meliputl
2, lmurnisasi;

. skrining Kesehatan untuk deteksi dini penvalkit;
c.  pemberian suplementasi gizi; dan
d. penccgahan lainnya.

{4} Upaya kurall scbagaimona dimaksud pada ayat (1)
melipiti tala laksans dan rujukan  scswal kondisi
Keschatan auntuk mengurangi faktor vigiloo, mengobatli
penyakil, mencegah atae mengurangi  penvulit, dan
meningkatkan kualitas hichap.

(2] LUpaya rchabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayval (L)

meliputi rehabililusi dan perawatan jangka panjang pada
penyvakit kronis, langka, atau disabilitas,

(&) Upaya ...
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(0] Upara palatf sebagaimana dimaksud pada aystl (1)
melipui  Pelayanan  Keschatan wntuk  meningkatkan
kualitas hidup pads penyakit yang mengancam kehidupan
darn akhir kehidupan.

{f] Upaya Kesehatan remaja sehagaimana dimalsud pods
aval (1] selan dilvwjukan kepada remaja juga ditujukan
kepada arang taa dalaw pengasuh,

Pasal &1

(L] Setiap remaja berhale untuk berpartisipasi aktif dalam
penyvelenggaraan Upaya Keschatan remaja.

(2] Partisipasi sebapgaimana  dimaksud  pada  ayat (1]
dilakulan melalii  keilloitserlaan romaja sccars
aktlf dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
penvelengearaan Upaya  Keschatan  remaja serta
pemberdayaan konselor  remsja denfatau kader
Keschatan remaja.

Pasal 52

Penvelenggaraan Upsaya Keschatan remaja dilakukan tanpa
diskriminasi, memperhatikan keadilan dan kesctaraan gender,
menjamin - povasi dan kerahasiaan, metmnpromosikan
kemandinan remaja, scrta menjamin akses dan biava vang
terjanglals,

Pa=al 533

Pemermtah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanspung jawab:

. menyclenggarakan Pelavanan Kesehatan remajs vang
sesusd dengan standar, aman, bermata, dan terjanghsod;
dan

b menggeralikan partisipasi tnasyaradat tlalam
ternyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja,

Pasal 54

(1] Dwlam peonyelenggaraen Upaya  Keseholan  remaja,
keluarga  berperan memberikan  dubungan dalam
pengasuhan, pemelibarasn, pendidikan, dan pelindungan
kepuda remaja.

[2F Dukungan keluarga sebagaimana dimaksid pada ayal (1)
ditujukan agar;

d, remaja dapat tumbib sehatl dan bebas dard kekerasan
dan diskriminasl sesual degan hemampusan, minat,
dan hakatnya;

l», mencegah . ..
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. mencegah perkawinan anak; dan

r.  memfasilitasi  remaja  mendapatkan  Pelavanan
Kesehatan seslal dengan standar.

(3] Idalam  penvelenggaraan  Upaya  Kesehalan  remaija,
masyvarakat berpetan;

a, melakukan pemantauan penvelengparaan Kesehatan
remaja «leh pemerintah;

. mendukung alkses remmaja ke Faslilas Pelayanan
Kesehatan dan Pelayvanan Kesehalan,

. mendukung dan memberdayakan kelompok remajs;

.  menyelengearakan Upays Keschalun remajq berbasis
rasyatakal; dan

g rmendukung PETCICAEAATL, pelaksanasn,
permnanlduan, dan pengawasan Keschalan remagas,

(4] Maswvarakal berupa kelompok remaja dapal berpersm,

A,  membenkan komurnkss], inlormasi, dan edoloasi
Kepacda leman sebava;

r.  akTif dalam Kegiatan masvarakal; dan

. mengetmbangkan akiifitas posilll sesaal hobl yvang
behas dari kekerasan dan diskrinninasi,

(3 Masyarakat berupa badan usaha dapat berperan:

A, keterlibatan dalam pelaksanaan, pemanlausn, dan
penpawasan Upaya Rescholan remaja veng bebas
dari kekerasan dan di skrimminasi;

I, memberikan banluan Sumber Dava Keschatan;

¢, memberikan dukungan  kemalsn penelitian dan
penpeinbangan keschalan remeya,

d.  memberikan  mmbingan  dan penyvuduhan serta
peryebariuasan inlermasi; dan

e, membeniuk wadall peningkatan peran serba remaja
di sekolab, kelompok remaja, dan masyarakeat,

Pasal 25
kelenluan Ilebih langut mengenal penyelenggaraan upava
promollf, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan fataw paliatif pada
Dpaya Kescholun remaja  scbagaimana dimaksud  dalam
Pazal 50 diatur dengan Peraturan Meonten.

Paragral 3

Kesehatan Dewsnsa

Pasal 56
Lpava Kesehalan dewsass dilujukan untuk menjaga agar
gesenrang elap hidup sehat dan produlktif.

Pasal 27 ...

SK MNo 230528 A
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Pasal 57

Upayva Kesehalan dewasa dilaknibkan pada kelompok usia

15

(delapan  belas) tahun  sampai dengan usia

59 (luna pulubh sembilan) tahun.

(1}
[2)

[}

[4)

(3]

{5}

{7}

(1]

Pasal 58

Lpava  Keseholon  dewass dilakukan  melalhiu upava
prometif, preventit, aratif, rehalalitatif, dan fatau paliatifl.
Upava promatif sebagaimana dimaksud pada awvat (1)
paling scdikit meliputi:

1, gl semmbang;

gava hidup sehat;

Kesehartan jiwna,

Eeschatan reproduksi;

kehidupan sosial yang sehat;

aktivitas fisilk,

kongeling: dan

akses Pelayanan Keschatan,

Lpa»& prevenlil sebagaimana dicmaksud pads svat (1)
meliputi:

1. lmurni=asi;

bn skrining Kesehatan untuk deteksi dini penyakit;

¢, pelavanan kontrasepsi; dan

d.  pencegahan lainnya.

Lpava kuratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliput lala  laksana dan ryjukan sesual  koadis
Kesehaian unuk mengoaramgel {mklor nsike, menpebsall
penvakit, mencegah atau menguarang  pensllin, dan
mcningkatlkan laalitas hidup.

Lpayva rehabilitatl sebapmimana dimaksud pada ayat (1)
melimiti rehahilitasi dan perawatan jangka panjang pada
pcnyvakit kronis, langka, atau disahilitas.

Upaya paliati]l sebapsamana dimaksud pada ayat (1)
melipiin  Pelayanan  Kesehaan unluk  mendingkaikan
kualitas hidup pada penvalkicvang mengancam kehidupan
dam akhir kehidupan,

LIpaya Kesehalan clewasa dilak ulcsn dengan
mecmpcrhatkan keadilan, kesetaraan gender, penjaminan
Privasl dan kershasiaan, dan biaya yang terjangkau.

—
bl

= R L=

Pa=al 5%

Pemerintah Pusnat bertangping jawab alas
penyelenpggarasn Upayva Keschatan dewasa melipati:

d. pemaasuanan oL
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FLH}- usunsn kebijakan dalam lingkup nasional dan

ntas provinsd,

pt:ng,tll:nsgﬁ.raﬁn Upaya Keschatan dewasa  yang
&

sEe8114al ngan  standar, aman, bermutu, dan
terjangkau;

pembinaan dan evallas manajemen pragram vang
mecliputi aspek poroncanssn, implemenLasl,

pernanianan, dan esaluasi dalam lingknap oesional
dan lintas provinsl;

permbinaan sistem rljukan, sistemn hformas., dan
sistem surveilans dalam lingkup nasienal dan lintas
proving; dan

penyvedlaan serta kaordinasi dan advokast dukungan
Sumber Daya Keschatan di hngkup naswomsl dan
lintas prosins.

Pemennilah Dacrah  provinst berlangpung  jowsl: alas
penvelenggaraan Upayva Kesehatan dewasa meliputi:

L.

penyelenggaraan  Upaya  Keschalan dewssa yang
segllal  dengan  standar, aman, bermurn,  dan
terjangkan;
penyelenggaraan dan fasilitasi pelavanan, program,
bimbingan, dan koordinasi dalam lingkup provins
dan tintas kalpaten fkota dalamy provinsi,
pombinaan dan  cvalussl MARajemen  program
meliputi  aspek perencanaan,  implementasi,
pemantauan, dan ovaluasl dalam limgkup provinsi
dan hnlas kabupaten ) kols;
pengelelaan,  koordinasi dan pembinaan sistem
rujukan, sislem lnlormasl, dan sislemn surveilans
dalam lingkup provinst dan hntas kabupaten fkota;
pemelaun Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
penyediaan serla koordimas dan advolasl dukungan
Humber Dava Kesehatan di lingkup provinsi dan
linlas kabupaten kol

Pemerintah Dasrah kabupatenfkota berranggnang jawab
atas penyelengearaan Upaya Keschatan dewasa melipau:

a.

b.

penyelenggaraan  Upava Kesehatan dewasa yang
sosual  dengan stondar, aman, bermuty, dan
Terjanghka;

poeryelenggaraan dan fasilitasi Pelayanan Keschatan
trrimer dan lanjutan;

PETlYeleTeg Tl MENAjeInen program meliputl gspek
perencanaan, implementast, pemantauan,  dan
evalugsl dalam inghkup kabupalen/ kol
penyelenggaraan sistem rujukan, sistem informasi,
Az 181N SUrvellany dalam 1]I1E,1-§J.J.[.1
kabupaten fkota;

pernetaan Tenapga Medis dan Tenaga Kesehdlan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tinghkat pertama dan
Lingkat lamjul; dan

pernyediaan serta koordinasi dan advokasi dukungan
Sumber Dayva Kesehatan di lingkup kabupaten )/ kota,

Pazmal &0, ..
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Pasal 60

Dalatm penyvelenggaraan Upava  Keseharan  dewasa,
masyardldl berprran mendukung perencanaan, polakssnadan,
pemantauan, dan evaluasi Upava Kesehatan dewasa.

Pusal 61

Ketentian lehih  lanjut mengensi  penselenggaraan apaya
promolll, preventid, kuraid, rehabilitatil, dan/ alau padiaii] pada
Upaya Kkcoschatan dewassa sebagaimana dunaksud  datam
Pasal 58 diahir dengan Perataran Menter,

Paragraf &
Kesehatan Lanjut Usin

I*isal B2

Unava Kesehatan lanjut usia citujpukan uniuak menjsgs agar
lelap hidup sehat, berkoabtas, dan produkld sesus dengun
martabat komanuslaan.

Fasul 63

Upava Kesehatan lenjur usia dilekikan sejak seseorang
bBerisia 60 (enarm puluh] labun atau wsia lain vang dilelapkan
sesudl dengan ketentuan peraturan perundang-undsmgan,

Pasal 6%

Upava Kesehatan lanjut usia dilakukan melahli apaya
prometit, preventif, loaratf, rehabilitatil, danfaau paliatil,

Pa=al /%

{1] Upava Keschalan lanjul uasia yang  bersilal  promotl
schagaimana dimaksud dalam Pasat &4, berupa fasilitas:
lanjut usta paling sedikit melipai:

menjaga kebersihan dir;

MCNPUNSUMEL gzl sclmbang;

melakulsan aknvitas Osik sccara mating

memiliki kehidupan sesial;

memiliki kesempatan berkarya; dan

metniliki ingkungan vang ramah lanjul wsia,

{2 FHBI]lLEL‘.:-l lanrpul usia untuk dapat menjaga kebersihan diri
dan mcnponsumsi gizt selmbang sebagrimana dimaksd
pada awat (1] hurid a dan hurul b dilakuken melalud
pemberian  koemunikasi, imformasi, dan cdukasi yvang
mudlah  diskses kepads  lanjuc  usia,  keluarganya,
pendamping, dan masyvarakat.

SRR S

3y Dalam...
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Nalam  hal lanjut usia sebagaimana dimaksad  padae
avar |2} hiduyp sendirt atand terlantar, Pemerintabh Pusat dan
Pemerintah Dagrah memberikan bantian sosial untuk
mencialuapl kebaamaban  konsumsi gzl seimbang dan
kebnuuban lannyva vang dilsksanakan sesual dengan
ketentuan peraiiran perindatg-uncdangsan,

Fasiblast lanjul usia unluk dapal melakokan aklivitas
fimk secars matin sebapaimana chmaksud paca ayat (1)
hurd ¢ dilakukan melalud keglalan  vang ada
Puskesmas, Puskesmas  pembanta,  pos  pelavanan
lerpadu, slau unit Pelayanan Kesehatan di ungkal
desa /kelurahan,

Fasllilas largjul usia unluk dapast memilia kehidupan
sosial sebapgsimana dimaksad pada aval (1 haral
dilakukan melalui kepalan secara berkala di Puskesmnas,
Puskesmas petnbanin, pos  pelavanan  derpadill, unil
Pelayanan Kesehalan di lngkal desa)/kelursaban, acail
Tasilitas ladnrya vang ada i masyaraloak,

Fasilitasi lanjul usia uniuk dapal memiliki kesempatan
berkarva sebagaimana dimaksud pads aya (1) hooul e
dilabukan  melalui  kebijakan  afirmasi pemberian
kesempatan  kerja kepada lanju LiglH,  sEesUdl
kemampuannya den lasililas inghkungan kera namah
laijan usia,

Fasllilaz lanjul wsid untuk dapat memilikn hngkungsan
yatly ramah lanjul usida sebagmimans dimaksud  pada
gyl (1] burul | diakuoksm  pabng  scdikit  melalul
penyvediaan;

g, Jalur khusus pejadan kak dan sarana bag lanjut usia
berkebiiuhan khusus;

Larniar dan sarana olahrapgs;

lransporlayl umum ramah lanjut usis;

rurnah alau perumahan ramab langat usia; danfataw
fasilitas publbk lainnyvd vang ramah lanjat usia.

too o

Pagzal 66

Lpava Kesehalan lamjul usia yang bersiat preventid

sebagaimans dirmaksud dalam Pasal 64 berupa:

a.  pencegahan penyakin dan

b deteksi dini termasuk skrining,

Skrining sebagaimana dimaksud pada avat (L) hurad b

meliputi:

a. skrining tingkar kemandiran untuk mengelahud
kebutuhan pendampingan alau banluan bagl lanjut
usia dalamn memenubi kebuinihan dasar sehari-hari
akibat ketidakmampuan fisik, menial, dan/alan
inlelektual; danfatau

b. =krining. ..
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b, skrining Eesehzian lermasuk slalus g, penvalkit

menelar, penyakit Ldsk menular, dan Keseholan
jiwa.

Pa=zal &7

(1] Upaya Kreschalan lanjul usia vang bersilat  kuratil
sehagaimana dimaksid dalam Pasal &4 diberikan sesuai
kondisi medis dan hasid skrining tingkal kemandirian dan
skrining Kesehatan.

(2] Dalam hal haml skrinmg Ungkal  kemandinan
srhagaimana dimaksud pade avar (1) menunjukkan statis
mandiri, lanjul usis dijapa apar lelap sehat dan produktil

(3] DLalam hal hasil skrniog  tingkat kemandirian
sebapaimanag dunsksud pada aval [1) merminukloan seals
ketersantungan ringan, lanjut usia diberikan tata laksana
sesual kondisi ketergantungan yang dimibkl agar dapal
melakukan aktivitas sehari har.

(4] Dalam hal hasil  skrining  tnekar kemandician
menunjukkan status ketergantungan sedang, berat, dan
tolal, langae usia dibenkan lala laksana sesuai kondis
ketergantungan syang deoniliki dan perlu dibantu eleh
pendampihg agar terpenubin Kelnatuhan dasar sehari-hari.

Pasal 62

Upava Kesehatan lanjut usia yang  hersifat  rehalilitatif
gebapaimany dimaksud dalam Pasel 64 diberikan dalam
bentuk pelayanan rehabilitasi sebagai lanjutan dari pelayanan
karatif unluk pernuiban Kesehatan lanjul wsia,

Pasal 6%

L'pava Kesehatan tanjut usis vang bersifat paliatif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 meliputi Pelayanan Heschatan yvang
diberilkan kepada lanjat usia dengan penyvakit terminal untak
mengurarygl keluhan vang didenta agar dapal menjalani akhir
kehidupan yang bennartabat.

Pasal 70

Lpasa  Kesehatan lanpul usia diselenpparskan melslod
penyediaan akscs atas Fasilitazs Prlayanan Keschatan dan
Pelayanan Kesehatan lanjut ysia serta partisipasi masyvarakar.

Pasal 71 ...
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PPa=al 71

Pelayanan Kesehatan lanjul  usig seboagaimana dimaksad
dalam Pasal 70 discienggarakan melalui:

.

ta,

(1}

[2)

[3

{1}

(2]

pelavanan lanjut usia di Fasilitas Pelavanan Kesehatan;
perawdlan Janpks pargany  di Fasilitaz Pelayunan
Keschalan tingkast pertama, Fasilitas Pelayanan Kescharan
tingkat lanjut, rumah perawatan, fasilitas pelavanan di
luar Fasilitas Pelavanan Kesehatan, dan di keluarga; dan
Pelayansn  Keschatzn berbasis  masyaraleat  meliputi
promosi dan skrining Kesehatan secara proakfil dengan
melibatkan  keluarga dan  menpualamakan  parbsipasi
masyvarakal,

Pasal 72

Pelayanan lanjul usia di Fasilitaz Pelavanan Keschalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huraf a diberikan
melalui;
1, penycdldsan sarand yang damsan dasn mudah diakeses;
L. pemberian prioritaz antrean kepada lanjuac usia, dan
o pemberian pelavanan secars lerpada dalam sz
lempal,
Pelayanan  lanjut usia  sebegrimana  dimaksud  pada
avat {1} dilaksanakan secara proakul uniuk menjangkal
sebanyak munglin sasarsn lsnjut usia termasuk mclalul
lnjungan rumah, Telekesehatan, dan Telemedisin.
Pelayenan lanjut usia i Fasilitas Pelayvanan Kesehatan
tiberikan oleh Tenaga Medis, Tenapa Kesehalan, dan
Tenaps Pendukung atau Penunjang Keschatan terlatih
sesual dengen kompetensi dan kewenangan.

Pasal 73

Petgwatan janghs patjang sehapairmans dirmakesud dadaam

Paszl 71 huraf b merupakan pelayansm pada lamgut usia

yvarng momcrlukan pendampingan dan bantuan dalam

memenuhi  keburabhan  dasar  seharn-han akibat

ketiwdakmampmlan hsik, menlal, danfalau nlelekiaal.

Perawatan jangka panjang schapsimans dimaksod pada

ayal (1) meliputs

o,  porawatan umumn dan perewatan khusus  sesual
masalah yang dialami oleh tarngul asiy

b, pemenubuan gie;

¢,  periolongan pertama dalam kondisi Gawat Darurat;

d. pcnanganan gangguan perilalg dengan demensia;g
dan

€. penpelolaan sires dan pangguan lainrys.

Pasal 74 . . .
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Paszal 73

Perawatan jangka panjang di  Fasilitas Pelayanan
Kcschoatan finpgkat pertama scbhagaimana dimaksud dutqaom
Pamal 7L huruf b berupa kunjunean rumah dan pelayvanan
perdawalan oi rumah.

Perawatan jangka panjang di  WFasiltas  Pelayvanan
Kesehatan tingkat lanmut sebagamana dimaksud dalam
Pagal Y1 humi b merupakan  peolayanan  vang
berkesinambungar  darl myjukan Fasililas Pelavanan
Kesehatan tingkat pertama danfatau pascaperawatan di
Fasilitas [clavanan Keschatan tingkat lanjut.

Perawalan  jangks panjang  di Fasilitas Pelayanan
Kesehatlan lngkat lanul sebagaimana dimaksuad pada
ayat [2) dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan,
dan Tenags Pendukung atau Penunjang Eeschalan lerlath
sesual dengan kompelens] dan kewenangan,

Perawalan jangks  patjang 4 rumah perawatan
sehagatmana dimaksud  dalam Pasal 71 hurof b
dilakukan cleh Tenaga Medis, Tenaga Keschatan, dan
Tenops Pendukung atau Penumjang hesehalan terlatih
gesulal dengan kompetens: dan kewenangan mencakup
lavanan keperawatan, rehahilitasi, paliatf, danfatan
kcbutuhan Keschatan lainnva.

Fasal 75

Perawatan jangka pamgange di fasilivas pelavanan < laar

Fasilitas Pelavanan Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 huruf b disclenggarakan dil pant sosial dan

lembaps somial lainova,

Perawatan jangke panjang di panti sasial den lembaga

snsial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams

memenuhi

#.  aspek asuhan klinis berups perencanasn asilhan,
pelayanan medis, lata laksana rnyeri, pencegahan
jatuh dan mobilisas], dan penyediaan makanan;

b, aspel asuhan sosial berupa Upaya petungkatan harga
diri, asuhan Kesehatan mental dan  psikososial,
lmgkungan tompat tinggal tenmasuk sarana dan
Prasdaransg ramah lanjul usis; dan

. aspek pengelolaan den orgamsasi vang baik bemipa
peninpkatan kapasitas petugas, pengelolaan sumber
cdava, dun kesiapeiagadan dalam kondist daroral,

(3] Perawatan . . .
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(3] Peprawatan jangka panjang i panti sosial dan lembaga
somial lainnva sehagaimane dimaksod pada avat (1)
dilalukan oleh l'enaga Medis, Tenaga Keschatan,
dan/fatau "'ennga Pendukung atau Penunjang Keschatan
terlatih sesuai dengan kompetensl dan kewenangsm.

(4] Panti sosial dan lombaga sosial  lainnys dalam
menyelcngparakan pcrawatan Jangkas LI AT
schagaimana dimaksud pada ayal [2) dan syl (3] hats
berhoordinasi dengan Fasililas Pelayanan Kesehatan.

i3] Penyelenpearaan perawalan jangka patjang di panti sosial
dan lembaga sesial lainnva sebagaimana dimaksud pada
aval [1) hars mendapatkan izin dari Pemerintah Dasrah
setempat sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangat.

Pa=zal 76

Perawatan Jangka panjang di keluarga sebhagmimana dimaksud
dalamm Pagal 71 hurof b dilakukan oclch angeota koluarga
dengan pemantauan darl Tenaga Medis danfatau Tenags
Kesehatan setempat.

Paszal 77

Pendanaan pocrawatan Jangka panjang scbaganmmana dimaksud
dualam [asal ¥3 dapat ditanggung Pemernintah Pusal oalao
Pemerinlah Daerahn sesusa dengan kelentuan peraluran
perundang-undangarn.

FPasal 78

Penvelengearaan Pelayanan heschalan lanjut usia di loar
Fusillilas Pelayanan  EKesehalan mengacu  pada standar
pelayanan yang ditetapkan oleh Menleri,

Pamal 74

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 1aernh hertangmaing jawahb

atas penvelenggaraan Upava Keseharan lanjut vsia melipuoti:

4. penyclengparaan Upaya Keschatan langjut usia yang scsual
dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkan; dan

7, penyedizan Sunber Deyve Kesehalan secars merala dan
Terjanghkall.

Pawal 80 _ .
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Pazal 80

{1} Dalam penyelenpgaraan Upaysa Keschalan lamgul wsia,
keluarga  borperan antuk  berpartisipasi akll  dalaen
menjaga  Keschalan, kebugaran, aktiviiws sk dan
slimulasi  kognitil, pemenuban  pla seimbang,  dan
melakukan  pemantauan Eesehalan  secara berkala,
mendukiung kehidhupan sosial agar wetap berkarye, serta
pendarmpingan lanjpaf usia vang membutuhkan perawatan
jangka panjang.

{2} Talam penyelenggaraan Upeve Kesehatan lanjut usia,
masyarakat berpcran membenkan dukungan
terselenggaranya promosl Keschatan,  pomantausn
Kcschatan, akscs ke Fasilitas Ielaysnan Keschatan, dan
Upayva Keschatsn bersumber dayva  masyarokal  serla
memben kesempalan lanjul usis unluk berkarva,

Pasal B1

Kelentuan  Iebih lanjul mengenal  pernyelengesradsn apse
promuolil, preventil, kurand, rehabiilalil, doanfalan padialil pads
Upaya Kesehatan lanjol wusia sebagsimana dimasksagd dalam
Pasal &4 dan Pelavanan kesehatan lanjarn usia sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 71 chaoir dengan Peratiiran Menteri.

Baglan Ketiga
Kesehatan Penvandang Disabilitas

Pasal 82

Upaya Kesehatan penvandang disabilitas merupakan segala
bentuk  keglatan  danfatau scrangkalan kcoglatan  vang
dilskukan s=sccara terpadu dan  berkesinambungan unok
mencegah kedisabilitasan dan memelhara scrta meningkatkan
deryjal Keschalan penvandang disabililas,

Paszal B3

Upaya Kesehatan penvandang disabilitas ditgjukan untuk
mecnjaga agar penyandang disabilitas tetap  hidup  sehat,
produktif, dan bermartabat.

Pazmal %4 . . .
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Pasal B4

Setiap penyvandang disabilitas berhak:

memperoleh akses atas Fasililas Pelayanan Keschatan dun
Pelayanan  Kesehatan  vang  sesual  standar,  aman,
harmutu, dan lerjangka;

memperaleh  informasi dan komunikasi ysmg  mudah
diakses dan dipahami scsual ragam disabilitas;
memperoleh kesamann dan kesempalun secara mandir
menentukan Pelayansan Kesehatan yang diperlukan bagi
dirinya;

memperleh alat bantu Kesehatan  berdasarken
kcbutuhanriya;

memperoleh pelindungan dari kecclakuan akibatr kerja,
tindak kekerasan, dan perdagangan orang;

mempereleh (Ohat yang bermulu dengan efek samping
vang roendah;

mempernleh pelindungan dari upays percobasn medis,
memperaleh  pelindungan dalam peneliian dan
pengembangan  Kesehatan  yang mengikutsertakan
manusia scbagal subnek; dan

memperaleh identitas kedisatlitasan, narahubung, dan
akses terhadap bantuan.

Prauul 85

Upaya Kesehatan penyandang  disabilitas  diakukan
melalui upaya promnotif, preventf, kuralil, rehahilitanf,
dan/fatau palialil,

Upaya  Kesehatan penpandang  disabilitas  dilakukan
supanjaryg Usia penyandang disabililas,

Upaya Keschalan penyandang disabiliias sebagnimana
dimaksud pada aval (2) dilakukan pada seluruh siklus
hidup melipari:

a. calon il dan iba hamil;

b. anak;

C usia dewasa, dan

d.  lanjuf usia.

Pra=ul 86

Upayva Kesehatan penyandany disabilitas calon ibu dan
ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3]
hurul & paling sedikit melipati:

a.  ocdubasi Eesehatan untuk menjaga Kesehatan dan
menghindari fmkior risike vang dapat menyebabkat
anak yang dikandung menyandang disabilitas;

b, petnecviksaan  Keschatan calen  pengantin dan
perencanaan kehamilan bagl pasangan usia subur
untuk memastikan Kesehatan fisik dan meotal
sebelum hamil;

. pcolavanan .,
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pelavanan antenatal untuk memantau pertumbakisn
dan perkembangan jamn,

detekesi dini [akior risike dan/atau skrining wenetik/
kromosom danfatau sknoning inleksi yang dapat
menvebabkan kelahiran anak dengan disabilitas,
pembcrian asupan gzl sebelum dan selama
leehumilan;

Lala laksana penyaldt pada ibu hamil beriaiko;
mendapatkan wvaksin sesuai rekomendasi  untuk
menecegah  pervakit yang  dapat  menyeballkan
keelainun jarun;

Pelavanan Kesehatan reproduksi lermasuk pelavanan
kontrasepsi, dan

tata laksana dan rajukan den/atau rehabilitas serta
perawalan jangka panjang bagi calen ibu dan ibo
pervandang disabilitas.

Upaya  Kesehatan  penyandang  disabilitas anak
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 895 ayat {3) hural b
dilakukan wrhadap anak yang didetcksl alan mengalami
disabilitas atan dilahirkan scbapai penivandang disabilitas
paling sedilat meliputi:

d.

cdukasi keluarga/ pendamping tentang lakior risike,
korlisi Kesehatan, cara merawdl anak penyandang
tisabilites, serta nformasi lentang sumber dava dan
dulkungan yang lersedia,

stimulasi, deteksi, dan intervensi dind gangpian
periumbnihan dan perkembangan secara berkala;
deteles] dint atau skrining kelainan bawaan, penyakit
genetik, don kondisi lain yang dapat menyvebabkun
lkecdisabililasar;

lerapd danfatau perawatan inlensil serta rehahilitas;
Pelavanan Keschatan reprodubst termasuk edulkasl
pengenalan dan cara menjaga kebersihan  orean
reproduksi, cara melindungi din dengan menalalk
seriiithan  terhadap bagian Lububh vang dilarang
disentuh crang ladn, serla mampu menolak hubinpan
selosoal;

kanseling dan dukungan untk orang
tua/ pendamping dalam melakukan perawatan dan
melalith kemandirian anak; dan

tata laksana dan rujulean dan/atan rehabilitas] serta
porawatan janghksa panjang bagl anak penyandang
disabilitas.

{3} Upaya ...
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Upaya keschatan penvandang disabililas usia dewssa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 85 aval (3) hurul o
poling scdikit melipute

a. edukast fentang falttor  rnsiko,  pemelibaraan
Kesehatan, akses inloroasi  dan Pelayanan
Kezehatan:

b. akses ke DJasilitas Pelavanan Kesehatan  dan

Prlavanan Kesehatan yang mendukung kebuiuhan

petvandang disabilitas;

program terapi dan rehabilicasi;

Pelavanan Kesehatan reproduksi termasuk edukasi

perilaku seksual yang sehal, aman dan berlanggung

jawab, mampu mendlak hubongsn  seksoal vang
tidak dikehendaki, perencanasn kehamilan, dan
keluarga berencana;

c. lonseling dan  dokungan  opsikososial 0 bag
penvandang disalbilitas dan keluarpa,/ pendamping;

f.  pemingkatan keterampilan agar mandino, mencspad
potensi aptimal, dan produkiil; dan

g. partisipasi dalam kegiatan pendidilean, sosial, dan
ekonomi untuk meninghatkan kualitas hidup,

Upaya Keseharan penyandang disabiluss lanjut usia

sebaganimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf d

paling sedikit melipaarti:

a. edukasi  tentang  lskler rsiko, pomcliharaan
Kcsehatan,  akses mnformasi  dan Pelayanan
Kesehartan;

b. akses ke  Fasilitas  Pelayansan  Keschatan  dan

Felavanan Kesechatan vang menduliung kebutuhan

penyvandang dizabilitas;

pragram terapi dan rehabdlitasi;

perawatan jangka panjang seperli perawatan rumah

atau Pelavanan Kesehatan di fasilitas khosos; dan

¢,  kenscling den dukungsn  psikososial @ bagi
penyandang disabilitas dan keluargsa/ pendamping.

oo

o o

Pasal B7

Upaya Kesehatan penvandang disabilitas diselenggarakan
mclalul  penyediaan  akses  alas  Fasilitas  Pelavanan
Kieschatan dan Pelayanan Keschatan yang inklusif serta
gesudl standar menurmit ragam disabilitas.

Fasililas Pelayanan Kesehatan bap penyandang disabilitas
sebagaimuana dimaksud pada ayal (1) harus memenulhi
srarclar berupeas:

A, statidar bangunan dan sarang pragssrong;

k. standar sumber daya manusia; dan

c.  standar penyodiaan alat banty.

Pazal 85 . . .
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Pasal 8588

Fuasililas Pelayanan Keschatsn bagl penyandang disabililas
Lerelin alas Pasilitas Pelavanan Kesehalan ungkal perlatng
dan janngannya serta Fasilitas Pelavanan Kesehatan
tingkat lanjut.

Sclain pada Fasilitas Pelayanan Keschatan sebagalmansg
dimaksud pada ayat (1], Pelayanan Kesehatan penyandang
disahilitas dapat diberikan oi fasilitas di luar Fasilitas
Felavanan kesehatan sesual dengan ketontaan peraturan
prrundang-undangan,

Fasibitzs i lunar Fasilitas  Pelavanan Kesehatan
sebagaimana dimeksud pada avar [2) paling sedikit:

a. pusat rehabihtast =osial;

b.  lembaga kescjahteraasn sosial;

o, unit layanan disahilitas pada satuan pendidikan; dan
d,  Upava Kesehatan berbasis masyarakat.

Lalam membenlkan Pelavanan Keschatan, fasilitas di luar
Fasibitas DPelavanan Keschatan scbagmimeana dimaksad
padda ayal {2} waib bekerja samas denpan Fasilitas
Pelavannn Kesehatan.

Fasal 85

Pelayanan Kesehalan penyandangs disabilitas

dilaksanakan melal:

a. Pelavanan Kesehatan ramah disahilitas vang inklusi
dan dapat diskses secara mandirl tanpa bantuan
orang lain i Fasilitas Pelayanan Keschalan linghal
pertama dan Fasilitas Pelavanan Kesehatan tingkat
lanjur;

b. pcrawatan jangka panjang di Fasilitas Prolayanan
Kesehalan ungkal perlama dan Pasililas Pelayvanan
Kesehalan linphat lanpat, panll sosial, lembaga sosial
lainnya, danfatag kehiarga; dan

c. IDclavanan  Kesehatan  penvandang  disabilitas
berbasis masyaraloal,

Pclayanan Keschatan ramah disabilitas sebagaimana

dimaksnd pada avat (1) huraf a meliputi:

a-  Tasilitas Pelayanan Kesehatan vange mdah diakses
oleh penyvandang disalzilitas;

tz.  lersedia alur dan priontas khusus bagl ponyandang
disabilitas;

c. Pelayanan Kesehatan diberikan secara rerpadil:

e, petugas memslila sensitivitas terhadap kebutuhan
kbisus penvandang disabiliias;

g, pellguas ., .,
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e, pelugas memilik kelerampilan komunmkast eleklf
dengan penvandang disabilitas,

f. penvediaan  Sediaan  Farmasi ¢dan alat banta
Kesrhatan berdasarkan kebutuhan;

g, penyedisan bysman khusus vang mengskomodasi
kebunihan spesifik penyvandang disabilitas;

h.  penyediaan materi edukasi Kesehatan vang mudah
dimengertt penyandang disabilitas dan/atan media
allernau! kepada penyandang disabilitas; dan

. penvediaan dukungan kanseling dan psikososial bagi
penvandang disabilitas dan keluarga terkaift kondisi
disabilitas.

Pelavanan keschalan penyvandang disabalilas o Fasilitas

Pelavanan kesehatan diberikan oleh Tenapa Medis dan

Tenaga Kesehatan sesual kompetensi dan kewenangan,

sorta didukung oleh Tenaga Pondulkung atau Penunjang

kKesehalan.

Perawatan jangka patjang sebagaimana dirmaksud pada

ayat [1) huiutf b merupakan pelavanan dan dulqangan yang

diberikan  secara berkelanjutan  kepada  ponyandang
disahilitas yang melipuls;

a. perawatan medis;

b, rchabilitast untuk meningkatkan mobilitas, fungsi
lisik, dan kemampuan kemunikasi;

e, dukungan psikososial  omelalul konseling bagi
penvandang disahilitas dan kellarga;

d. perswatan khusus ontok mengakomodesi kebutohan
spesifik penvandang disabililas,

e, penyediaan pendidikan dan pelalihan khusus untuk
mcningkatkan  keterampilan  dan  kemandiriao
penyvandang disabilitas;

[ proiberndan bantuan dalam melaksanakan aldtivitas
hariat;

g. koordinasi antar leyanan Kesehatan; dan

h,  dukungan penvesvalan fasilitas tempat lingegal dan
aksesibilitas vang  mendukung kemandirian
penyandang disabilitas.

Perawalan Jangks panjang di luar Fasilitas Pelayanan

Kesehatan diberikan aleh Tenaga Medis,

Tenaga Kesehatan dan Tenags  Penduloung atao

Penunjang Kesehatan yang torltatih.

Perawaran janghks panjung bagl penyandang disahilitas di

keluargs schagaimana dimalksud pada ayat (1) humf b

dilakukan oleh anggota keluarga danfatan pendamping,

(7] Pelavanan ...
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[¥)  Pelayansn Keschatan pengyandang disabilitas berbasis
masyvarakat sebagaimana dimaksud pada aval (1) huruf ©
meliputr edukasi dan pernantausn Keschalan berkala
secara  proaktit  dengan melibatkan keluarga  sertn
mengutamalian partisipasl masyarakat.

Pasal Q1)

Penvelenggaraan Pelavanan Kesehatan penyandang disabililas
dl lusr Fasilitas Pelayanan Kezehatan mengacy pada stancar
pelayvanan yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 9]

Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah, Fasilitas Pclayanan
Keschatan, dan masyarakat vang menyelengearalan Upava
Kesehalan pengrsndang disabilitas harmas melalnikan
peticalalan dan pelaporan yang mencakup registri penyakin
herdasarkan rapam  chsabililtas  melalw  Sistem  Indormasi
Kcsehatan  wang  terintegrast  dengan  Sislem  Informasi
Kesehalan Nasional,

Pasal 92

(1] Pemerintah Pusal can Pemerinlah Dacraly boertangguang
jawab melalukan  kpordinasi  secara berkala  dan
berkelanjutan dalam penvelenggaraan Upava Kesehatan
pernvandang disabilitas.

(21 Pemerintah Puisat hertangeung jawab atas
penyelenggaraan Upaya Kesehatlan penvandang disabilitas
yang moliputi:

4,  penjaminan bag ponyandang disebilitas  antak
mempinyal hak yang sama scbagal warga negara;

b perumusan kebijakan yvang berlokus pada Keschatan
penvandang disabilitas;

¢, peneliltan dan pengembangan di kidang Kesehalan
penyandang disabilitas;

d.  penpawasan dan evaluasi guna memastikan kaalilas
dan efelgtivitas program dan Pelayanan Kesehatan,

c. pelatihan dan peninghatan kapasitas Tenaga Medis
dan Tenage Kesehatan  untuk meningkdlkan
kompetensi  dalam  merawar  dan mendulming
penvandang disabilitas, dan

[, pelakssmaan koordinasi dan  kolaborasi  denpgan
lemnbaps  ntemasional untuk mengadopsi praktik
terbailk ¢an standar internazional dalam Pelavanan
Keschatan penvandang dizabilitas,

(3] Pemcrintah . ..
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Pemerintah Daeralh hetrTanRRLINE Jawab Al
penyvelenggaraan Upaya Keschatan penvandang disabilitas
yaug melipufi:

g, petgaminan  bapgl  penyvandang  disabilitas  untuk
metnpunyal hok yang sama scbagal warga ncgara;

k. pengimplementasian kebijakan nasional Kesehatan
penyandang disablhitas yvang telah ditetapkan aleh
Pemeritilal Pulsat;

o, ponyodisan  Pelayanan  Kesehatan  primer dan
Pelagvanat Keschalan Jsmjutan untuk mendukung
kebutuhan Kesehatan penvandang disalilitas;

d, penyedisan  aksesibilitas  fasilitas dan lavanan
penvandang disabilitas;

¢,  pengumpalan data dan informasi terkait penvandang
disabilitas  unduk memahami  kebutuhan  dan
tantangan penvandang disalinlitas,

f. pembingan masvarakat  untuk meningkatkan
kesadaran masyarakal ientane 1su Heschalan
penyvandang disabilitas dan mengurangi stigma;
penyelenggaraan pendidikan inklusil dan program
rehabilitasi; dan
pelaksanaan koordinasi dengan Pemernlaly Pusat
dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 93

Pernerinlah Pusat dan Pomenntah Daerah berfanggang
jawal atas pendanaan unluk Upsaya HReschatan bagi
penvandang disabibtas vang dibakukan melalai bantian
sasial dan asuransi Keschalan.

Selain prndanaan sebagaimana dimalesud pada avat (1),
Upaya Kesehatan buagl penyandang disabilitas dilakukan
melalul pendanaan berbasis masvarakat dan pendansan
mandiri,

Pasal 94

Dalain penyelengpaman Upava Kesehatan penvandang

disabilitas, keluarga berperan:

A, memberikan pendampingan bagi anggote kelunrga
vang meorupakan penyandang disabnlitas;

h.  melakukan parlisipasi aktf yvangs bebas kekerazan
dan diskruminasi dalam  merdapa Keschatan,
kebugaran, dan meningkatkan kemandiriar;

o, melakukan stimulasi keeniil dan pemenuhan giz

seimbang;

d. melakukan pemeriksaan Kesehatan sccara berkala:
dan

c. melaksanakan perawalan jangka panjane bagi yang
membutuhlear.

(2] Dalam ...
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{2} Dalam penyclenggaraan Upava Keschatan penvandang

disabilitas, masvarakat berperan;

A, mendukung lerselengesaranyyd promost Keschatan;

b, melakukan pemantauan Kesehatan:

¢,  memberikan dukungan bag penyandang disabilitas
vang bebas kekerasan dan diskriminast dalam
tnengakses Fasilitas Pelayanan Kesehalan dan Upsysa
heschatan bersumber daya masyarakae;

d.  menvediakan lingkungan yvang ramah disabilitas; dan

¢, memberl kesempatan bap penyandang disabilitas
untul herkamra.

Pasal &5

Ketentuan  Ilcbih  lanjur mengenal penvelenggaraan upaya
promotif, preventif, loaratif, rehabilitatl, dan/atao palialif pada
Lpava  heschatan  penyandang  disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 86 dialur dergan
Peraturan Menleri.

Bapian Keernpal
Keschatan Reproduksi

Pasul 95

Kesehatan reprodiaks) meripakan keadaan sehal secarn sk,
menlal, dan sosial sceara utah vang berkaitan dengan sistem,
fungst, dan proses repeochules), bukan semata-mala bebas darl
penyakit salau kedissbilitazan.

Pasal 97

(1) Upayva kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga
dun menmgkatkan sistem, fungsi, dan proses reprodulcsi
pada laki-laki dan peretnpuar.

) Selam lwjosan sebagnimana dimaksoud pada avat [1), Upava
Kreschatan reproduksi juga hermijuan wuntiak:

a.  menjamin pemenuhan hak Keschatan reprodulksi dan
sthsusl pada laki-lali dan peorompuan, dan

b. menjamin Kesehatan reproduksi pada laki-lald dan
perampllan uniik membeniule generast yang schat
dan berkualitas.

Pasal 98

Upaya  Kcmehatan  reprodubksi  dilaksanakan dengun
mengharmat] nilad luhur yang tidak merendahkan martabac
MANUsEA #esual dongan Norma Aagama.

Pasal 90, .
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Pasal 9%

Upava Kesehatan reproduksi melipati:

a. masa scboclum hamil, masa kehamilan, persalinan,
dar pascapersalinan;

.  pengaiuran kehsamnilan, pelayanan konlrasepsi, dan
Kesehatan sekzual, dan

.  Keschatan sistem reproduksi

Upaya Kesehalan reprodukst dilaksanakan melalul upags

promotif,  preventif,  kueatil, rehabilitaul, dan/atau

palianf sccara menyeluruh dan ferpaduo.

Pasal 100

Upaya Kesehalan reprodoks: dilakukan melaloi:

St oW

{1}

{2

L'pava Kesehatan sistem reproduks: sesual siklus hidup;
peclayanan pengaturan kehamilan;

Pelayanan Keschatan reprodukst dengan bantuan, dan
Lipava Kesehatan seksual,

Pamal 101

Upayd Kesehalan sistem reprodukesl scsual siklus hidup

sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 100 hurul a meliputi;

a. Kesehatan sistem reprocduksi bayi, balita, dan anak
prasckolah;

by, heschulan sistem reproduksl usia sckolah dan
remaja;

c.  Kemehatan siztem reprodulks dewasa,

d, Keschatan sistem reproduksi calon penganting dan

. Kesebalan sistem reproduks langul usia

Upava Kesehatan sistem reproduksi sesual siklus hidup

scbapaimana dimaksud pada avat (1) meligiti pencegaban

dan pelmdungan organ dan fungsl reproduksi apar

terbebas dari gangeuan, penyakil, atau kedisabilitasan.

Upaya Kceeehatan sisfern reprocizkst sesuar siklus hiduap

sthagaimana dimaksud pada avat [1) dilakulan ¢engan

memperhatikan hal spesiik dan lahapan perkembangsn

pada masing-masing sistemn reprodukst perempuan dan

laki-laki,

Pasal 1072

Upaya Keschatan sistem reproduksi bavi, balits, dan anak
prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 avar [1)
huraf a paling sedilil berupa:

.

mcnghapus prakTik sunat perempusan;

by, mengedukasi ...
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rnengedukasl balita dan anak prasckoelah agar mengelahoo
argan reproduksinya;

mengedukasi mengenal perbedaat organ reprocduksl laki-
laka dan porempuaarn;

mengedukasi uotuk menclak sentuban terbadap organ
reprediukst dan bagan Lubuh yang  dilarang unluk
disentuh;

mempraktikkan perilaku hudup bersih dan sehan pada
organ roprodulksi; dan

memberikan pelavanan kliras medis pada kondisi terieniu,

Pasal 103

Upaya EKecschatan sisterm reproduksi usia sekolah dan
rermaja selwmpaimana dimaksud dalam Pasal 101 aval (1]
hurul b palng sedikit berupa pomberian komaanikasi,
mformasi, dan edukasi, serta Pelavanan  Kesehatan

reprodils.

Pombeorian  komunilasi, infaormasi, dan eduloasi
sebagaimana  dimaksud pada aval (1) pafinge sedikil
IMETE AL

a. =istem, fungsi, dan prazes reprodiksi;

b, menjaes Reschalan reproduksi;

c. pecnlaku =cksual beriziko dan akibatnya;

d.  keluarge berencana; :

¢, mebndungl dinn dan mampue menolak hubungzn

sekzual, dan
I, petilihan media hibursan sesual usis anale,
Pcmborian komunikasil,  informasi, dan  edukasi
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dapal diberikoan
melalul bahan zjar atau kegiatan belajar mengajar di
selolah dan kegiatan lain di har sekalah,
Pelavansan Keschatan reproduksi sebagaimana dimaksad
pada ayat (1] paling sedikit melipaati:
a.  detelksi din peryakil alau skrining;
b, progobatan;
.  rehahilitasi:
d.  kKonseling; clan
v, pernycdinan alat kentrasepsi
Konseling sebagaimana dimaksud pada ayal (4) huraf 4
dilaksanakan  denpan  memperhatikon  privasi dan
kershasinan, scrta dilakukan alebh Tenagpa Medis, Tenags
keseharan, konselor, danjalao konsclor scbava vang
mrermilikl kompetonsl sesual dengan kewenanganhva,

Pazal 104 . _ .
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Pa=zal 104

Upaya Keschatan sistemn reproduks dewasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1] huruf © paling scdilot

berupa pembetian komunikasi, mlvrmmasi, dan edukasi,

serfa Pelayanan Kesehatan repeochilesi.

Pemberian komunikasi, informasi, dan  cdukaosi

sebagaimana dimaksad pada avar [l) paling  sedikil

FEOEET

a. =mistern, fungsi, dan proses reproduksi;

b, penlaku scksual vang schat, aman, dan bertanggang
Jawals;

e, perilalng seksual berisiko dan akibatnvag

d. masalah Kesehatan atay penyakit terkait Kesehatan
reprodukst,;

. kelargs berencana;

f.  perencanaan kehamilan, kehamilan, persalinagn, {an
nilas;

g. akses lerhadap Pelayanan heschalan reprodukss; dan

h.  melindungi diri dan mamp menalaly hubuangan
sckszual vang tidak dikehendalk.

Pelayanan Keschatan reprodulkesl scbagaimana donaksod

pacla avat (1] paling sedikic bertapa;

deteksi dirn penyakit atau skrining,

pengobatar;

rehiabilitas;

konseling; dan

penyocdiaan alat kontrasepsi begl pesangan usia

subur dan kelompok vang bensiko.

ooe T

Pasal 1015

Upayva HKesehatan sisterm reproduksi calon  pengantin

scbapaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayatr {1} hurnaf d

paling sedikil berupa pemberdan komunikasi, informasi,

dan edukasi, pelayanan imurisas, konseling, deteksi dim

atau sknning Keschatan calen pengantin, dan perbaikan

stafis Kesehalan calon penguanlin,

Pemberian  kemunikasi,  informmasi, dan edukosd

stbapmmans  dunaksud pada avat (1] paling sedikiz

IO TIEETIALL

a.  kondisi Kesehatan yang harus diwaspadad olch calon
penganting

b, penpenalan faktor 1nsiko vang  mempengarahi
kehamilan, Twayl vane dilahirksn, dan kesclamatan
1ibu;

. menunda L
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€, menunds kehamlan bam calen penganln yang,
mempunyal  faktor stk danjfatawn masalah
Kezehatan:

d,  kehidupan dan gangpuan schsual suaimni atau 1sto;

e.  menjaga Kesehatan jiwa untuk bubungan harmeanis
PEEATIEAN Burmi 1s1rl; dan

.  kesetarman peran suami ataw istri.

Pemberian  kamunikaesi, inlormasi,  dan edukast

scbagnimana dimaksud pada ayat (1] dapat dilakukan

pade nasihat perkawingn vang disampaikan pada saal

bBirnbingan perkawinan,

Setiap calon pengantin hanis melaksanakan pemerilksaan

Kesehalan di Paslitas Pelayanan Resehalan,

Fasllitas DPelayanan Kesehatan sebagaimena dimaksad

pacla avat [4) menerbitkan sural kelerangan pemeriks@an

Kesehalan vang dapat diguiakan bagl calon pongantin

untuk melaksanakan perkawinan.

Pasal 105

Upaya Keschatan  sistem reproduksi lanjut usia
sebagaimana cdimaksnd dalam Pasal 101 avat [1) hural =
tilakaanakan sesual denpan Upava Keschatan sistem
reprodukst dewasa.

Selain dilaksanakan sesual dengan Upaya Keschatan
sistern roproduksl dewasa, Upava Kesehatan  sistem
reprodilksl lanjul usia jugs melipuld pelalosansan edukas
lentang menghadam dan menjalant perilaku =eksual vang
sehat pada masa mencpallse ataul andropans:s,

Pa=al 107

Upayya Keschalan sistem roproduksl  diselenggarakan
mclalul penyvediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
Pelayanan Kesehalan reproduks] scsusl standar, aman,
bermutu, terjangkan, tidak diskriminatif, menjaga privase,
dan kesetarann gender,

Setiap orang berhak memperoleh akses terhodap Fasilitas
Folaysman Kesehatan  dan Pelayvanan  Kesehatlan
reprodiksi.

Pasal 1R

Uy Kesehalan reprodukst dilalukan  aleh Tenaga
Mcdis, Tenaga Keseharan, dan Tenaga Pendukung atsu
Peminjang Kesehalan sesuai dengan kompetensi dan
kewenangan.

2] Lpsva. ..
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Upaya Keschatan reprodukst dilakukan di Fasilditas
Pelavanan Kesehalan,

Selain Upava Kesehatan reproduksi  dilakukan  di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga dapar dilakukan pada:

1. pos poclayanan terpadu;

. satuan pendidikan;

C. Tempart kerja;

d. lembaga keagamean, ramah ibadah, artau kantor
UTLISATL AZANE;

e, ranah ahanan dan lembags pemasyarakatan,

1. pusat rehabilitasi somal; dan

g lembaga kesejahreraan sosial.

Pasal 109

Pelayanan pengsluran kehamilan sebapaimana dimak=ud

dalam Pasal 100 huraf b beriujusn membaniu pasangsn

usia subur dalam mengambil kepunisan tentang usia ideal

untul: harul, jumlah ideal anak, dan jarak 1dcal kelahiran

anak, seria kondis Kesehalanova,

Pelavanan pengataran kehamilan sebagaimana dimalosudd

pada avat {1} dilaksanakan melslui penvelenggarann

program keluarga berencana, termasuk melalul pelavanan

kontrasets,

Pelavanan kontraseps]  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat [2) dilakukan rerhadap usia sebur vang rerdivi atas:

5. pasangan usla subur; dan

b, kelompol usia subur yang bersiko,

Hetiap usia subur sebagaimana dimaksad pada st (31

berhale:

s, memperoleh informasi tcntang pelavanan
kontrasepst,

b, mempergteh akses ke pelayanan korlrasepsi; dan

. momilih metode kootrasepsi untuk dirinva tanpa
palossmn,

Metode kontrasepsi sebagaimana dimabkesud pada ayat (4]

huruf ¢ dilakukan scsua pilihan pazangan uasie suabuar

dengan memperlimbangkan usia, jumlah  persalinan,

jumlah analk, kandisi Kesehatan, dan nomos agama,

Puaual £10

Pelavanan konlrascpsi scbagaimana dimakszud delam
Pasal 10% avat (2] dilakukan dengan cara yang aman,
bermatu, dan bertanggung jawalb,

) Pelayanan. ..
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Pelavanan kontrasepal  selmpaimana  dimakswud  pada

avat (1] mcliputi:

d. keogatan prapelayanan kontrascpsi;

. undakan  pemberian pelavansn Bentrasepsi,
tertmasuk pelayanan kontrasepsi darorar, dae

. kegatsn pascapelavanan kontrascpsl.

Pelayanan kortrasepsi dararal sehagaimana dimaksigd

pede avar (2] humuf b diberikan pada ibu vang tdak

terbndungm kontrascpsi atan korban perkosaan unluk

mencegal keharnilan,

Pemberian pelayanan kontrasepsi hams dilakukan sesual

standar oleh Tenaga Medis dan/fatau Tenaga Keschatan

scsual dengan kompetensi dan kowenangannya.

Pelavanan koentrasepsi dapal dilakukan pada

Fasilitas Pelavanan Kesehatan tingket pertama;

Fasilitas Pelavanan Kesehatan tingkat lanjut,

pos pelavanan lerpaduw;

lasililas pelavanan kelarmasian,

saat kunjungan rumalh; dan

lral  pelayanan  konlrasepsit  wvang  dibuat wleh

petnerintah,

SRR

Fasal 111

Pelavenan  Resehatan  reprodukst dengan bantuan
sehagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 100 huraf ¢
dilalukan pada pesangan suami istr yang sah, dengan
hasil pemeriksaan medis mengalami ketidaksuburan atan
infertilivas urntuk memperoleh kelurinan,

Repraduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakzanakan dengan menggunakan Thasil
pembushan sperma dan ovam yang berasad dan suami
161 yang bersangkulan dan ditsnambsn dalam rabim isirl
dari mana aovum berasal.

Ecprodulksl dengan bantuan scbagaimana dimaksud pada
ayal (1} dilakukan sesual dengan perkembangan dmuo
pengotahuan dan teknologi serta tidak bertentangan
AeTIPan MUTINE HEHTTH,

Repraduksi dengan hantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] harus dilakukan aleh Tenaga Medis vang
Tonempunydl keahlian dan kewenangan,

Repraduksi dengan hantian sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) dilarang untuk tujuan memilih jenis kelamin anak
yang akan dilahitkan, kecuali untuk  menghindan
penvalkit genetik vang berhubungan dengan jenis kelamin.

Pasal 112 . ..
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Pauval 112

Crdain hal proses kehamilan pads repreduksi dengan

antuan menvisakan kelebihan embria hasil pembuahan

di luar tubuh manusia, embrio vang tidak ditanamkan

pada ralum harus disimpan sampal lahiroya byl hasil

reprodukst dengan banluan.

Penvimpanan kefelihan embra dapat diperpanjang atas

keinginen  pasangan suami  istri untuk kepentingan

kehamilan berikeutnys.

Kelebihan embrie dilarang ditanam padas

a, rahim iba jika ayah embrio meningeal ataol bercerai;
atau

b.  rahim pecrempuaan lain,

Dalam hal pasangan  suwmi slo pemilikows  ddak

memperpanjang  masa simpan kelehihan embrio,

Faslitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara reproduksi

dengan banluan harus memusnahkan kelebihan embnoo,

Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dzngalan Fasilitas

Pelayanan  Kesehatan  yang  melangger ketenfuan

schagmimana dimaksud pada ayat {3) dan avat (4} dikcnal

sariksl  adminisliraul  oleh Menlen,  gubornur, alao

tapatfaali kota sesua dengan hewenangatinya beripa;

a. teguran fertulis;

b.  denda administratif; dan/fatau

B, pericabulan peransn berusaha,

Tala cara  pengenaan sankst adminisiratil | beropa

pencabutan perizinen herisaha sebagaimana dimalosad

pada ayat (3] humi o dilaksanakan scsusl dengan

ketenilan peraluran perundsng-undangan,

Ketentuan  mengenal  tAata  ¢ara peneenaan  sanksi

administratif scbagaumana dimaksud pada ayat  [3)

huwrd & dan huruf b diatur dengan Peraturan Menterl.

Pasal 113

Pelavanan reproduksi dengan bantuan dilaksanakan &
Fasilitas Pelayansn Keschalan tertentu vang ditctaplesn
aleh Menteri.

Fasilitas Pelavanan Kesehatan tectenil  sebagaimans
dimaksud pada avat (1] harus memenuhi persyaratan dan
standar.

Ectcntuan lebih lanjur mengenan persyaratan dan standar
Fasiilas Polayanan Kesehatan  fertent  sebagaimansa
dimalksid pada ayal (2) dialur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 114 ...
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Upaya Kesehalan seksual sebapaimeana dimaksoud dalaim
Pasal 1040 hupal o ditajukan apar Setiap Qrang dapat
menjalan? kehidupan seksuel vang sehat meliputi:

4. terbebas dan disfungsi dan gangsusn  oncntas
seksual, dan

. rerbehas dari kekerasan fisik dan mental, rermasuak
kelkerasan selsual.

Upayan Keschatan scksual scbagaimana dimaksud pada

ayal {1} diberkan mmelalai:

a.  Upava promotif, meliputi edukasi atau kanseling
tcntang perilaku seksual yang schat dan aman, serta
alabat periaku berisiko, dan pencegpahan kekerasan
gelksnal;

b.  upava preventif, melipuri deteksi dini gangguan
acksnal dan kekerasan sclosnal;

. Upava  kuratil, melipau lsia laksana  masalah
Kesehatan sek=ual dan tate laksana terhadap karban
kckorasan scksual; dan

d,  uwpayd rehabilitanl, melipuly e laksana wunludke
metmiilihkan dari pangeuan terhacap Koncisi Asik
dan jiwa, agar dapat melaksanakan perannya kemball
secAara wagdr, balk scbhapgal individu, anggola kelusrga,
maupln  masyarakal, wvang  ditgukan  lerhadap
karban kekerasan seksual maupun pelaku kekerasan
scksual.

Pasal 115

Setiap Urang berhak menerima pelavanan dan pemuliban
Kesehatan akibat findak pidana kekerasan selksual.
Sclain hak scbhagammans dimaksod pada  ayat (1),
Seliap Orang yung menjadi korban  Undsak pidanas
kekerasan  seksual  juga berbak  atas  penanganan,
pelindungan. dan pemuliban sesual dengan ketentuan
perdluran perundang-undansan,

Pasal 116

Sellap Orang dilarang melakuksan abors:, kecuall atas indikas:
kedarmiratan  tnedis atad  lerhzdsp kothan tUndale pidana
prrkosaan atan tindak pidana kekerazan seksual lain vang
menyvebablan kehamilan sesual denpan ketentouan  dalam
kitah undang-undang hukum picdans.,

Pasal 117 . ..
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Pawal LL7

Indikasi kednniratan medis sebagaimana dimaksud dalam

Pas
A,

Ly,

al 116 melipuali:

kchamilan yang mcnhpgancam nysws dan Keschatan 1buo;
dan/atan

kondisi Eesehalan janin dengan cacal bawaan yvang tidak
dapat diperbaila schingga tidak meomunglankan hidup di
ar kandungan.

Pasal 1138

Eeharnilan akibatl tindak pdana perkosaan aldau Lindak pdana
kekerasan  scksual  lain yang menycbabkan  kehamilan
scbagaimans dimaksud dalam MPasal 116 dibuktikan dengan:

A.

[

(2]

{1}
{2}

(3

surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai
tdengan kejadian undak pidana perkosasn atan lincdak
pdana  kckerasan  scksual lam yang menvcbhabkan
leehamilan: dan

keterangan pernyvidik mengenal adanya dupaan perkosaan
dan/atau keckerazsan scksual lain yvang menvehabkan
kehamilan.

Pra=al 119

Pelayanan aborsi wvang  diperbolehkan  hanva  dapatl
thlakukan pada PFasilitas Pelayanan Eeschatan tinglost
lanjut yvang memenuhi Sumber [Dava Kesehetan sesuai
stanclar yang ditetaphkan oleh Menleri,

Pelayanan  aborsi  hanya daspat dilakuksn olch
Tenapga Medis dan dibantu aleh Tenaga Kesehatan sezuan
dengan kompetensi dan kewenanganryva.

Pa=al 120

Pelayanan aborsi diberiken oleh Um perlimbangan dan
dokler yang memiliki kompetonsi dan kewenangan.

Tim pertimbangan sebageimana dimaksad pada avac (1)
hettigas  memberiban  perumbangan dan kepulusan
dalam  melakukan pelavanan  aborsi karena adanya
kehamilan yang memidikl indikasi kedamaratan medis
dan farau kehamilan akibat tindak pidana perlosaan atau
tindak pidana kekerasan seksual lain.

Dakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
melakukan pelavanan aborsi karcna adanya kehamilan
vang mernalila indikasi kedaruratan medis danfatan
kehamilan akibar tindak pidana perkosasan alau tndak
pidana kekerasan seksual lain,

FPazsal 121 . _ .
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Poasal 121

Tim pertimbangan scbagaimana  dimaksod  dalsm
Pagal 120 ayat (2] dibentuk  olch pimpinan
Fasiltas DPrelayanan Keschatan tngkat lanjut untuk
pelavanan aborsi.

Tin pertimbangan schagaimana dimaksud pada ayat [1)
diketunal oleh  komite medik Rumabh Salat dengan
paling sedikit 1 [ratu] anggota Tenapa Medis vang momilikl
kompetensi dan kewenangan.

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat {3)
dalam melalukan pelayanan aborsl dibantu oleh Fonaga
Keschatan yvang memilika kompetensl dan kewenangan.
Dokter mebagaimana dimaksud pada ayat (3} bukan
merupakan anggota tim perimbangan.

Ualam hal 41 daerah tertentu fim pertimbangan tidak
mencukupl, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
dapat menjadt angeota tim pertimbangan.

Pa=al 122

Pelayanan aborsi hanva dapat dilalaalkan aras persetigjuan
perempian hamil  yvang  bersangkutan  dan dengan
persetujuan suarmi,  kecuali korhan  tindak  pidana
perkosaan,

Pengecualian persetijuan suami sebagaimana dimalksad
pada aratl [1) juga berlaky lerhadap korban tindak piclansa
kekerasan seksual lan vang menyebabkan kebamilan.
Nalam hal pelaksanaan pelavanan aborst dilakukan pada
arang yang diangzap tidak cakap dalam mengambil
kepanisan, perseniijuan dapat dilakbmbkan oleh keluarza
laintya.

Pasal 123

Dldam pelayanan aborst harus dibenkan pendampingan dan
konselimp sebelum dan setlelah abors), yang dilakuksan oleh
Tenapa Medis, Tenapgs Keschalan, dan/atau tenags lamnya.

{1]

Pasal 124

Dalam hal korban tindak pidana perkossan dan/atau
undalk pidana kekerasan seksoal lain yang menyebabkan
ketamilan memualuskan unluk membatalkan keinginan
melakukan abors] seteldh mendapalkan pendampingan
dan Konseling, korban diberikan pendampingan oleh
konselor  selama masa  kehamilan, persalinan,  dan
pascapersalinan,

(2] Anak. ..
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(2} Anak vang dilahirkan dari ibu korhan tindak pidana
perkosasn dan/atau nndak pidana kekerasan sclosual lan
vang menyvebablan kehamilan berhak diesub olel il
dan/atau keluarganya.

{2} Dalam hal il danfatanl kelaarga wdak  dapart
melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh odeh lembaga
asuhan  anak atayn menjadi anak  yang  dipelihaca
olch  neogara  scsuml dengan keotentuan  peoraturan
perundang-undangan.

Pasal 125

Settap penvelenpgaraan Upava Kesehatan reproduksi haras
dilakukan pencatatlan dan pelaporan melalai Sistem Informasi
Keschatan yang tonntegrasit dengsn Bistom Informasi
Kesehatan Nasional,

Paszal 126

Balam  penyelenggarean  UCpayva  Kesehatan  reprodulks:

Pemerinlah Pusat berlanggung jawabs:

1. menyusun  kebijakan  Kesehatan reproduksi lingkup
riaaional dan inlas provinsi;

k. menyediakan Sumber Daye Kesehatan yang aman,
bermutu, dan lerjangkau, wermasuk pada situast bencana
atau krisis Kesehatan:

¢, melakukan penvispan dan penunjukan Fasililas
Pelayanan  Koschatan penycdia Delavanan Keschatan
reprochiks lertenin;

d. pecmbinasn sistcm mojukan, sistem informasi, dan sistem
surveilans dalam lingkup nasional dan linkas provins,

. melakukan pomctaan, pongyedisan, dan poningkatan
kapagilas Tenaga Kesehalan reproduksi di Fasililas
Pclayanan Keschatan;

f.  menyelengrarakan pemantauan dan penidaian kualilas
Pelavanan Besehdlan repronlulos;

g. melakukan keoordinasi dan advokasi dulangan Sumber
Dava Kesehatan lingkup nasional dan linlas provinst; dan

h., melakukan pembinaan dan cvaluasl manajcmen progratm
Kesehatan reproduksi lingkup  nasional  dan lincas
FITLRITISL,

Pasal 127 _ ..
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Pasal 127

Ualam  penvelenggaraan  Upaya  Kesehatan  reproduksl
Pemenntah Dacral provins: bertanggung jawab:

.

b

menyslengyarakan dan membasilitax Pelayvanan
Kesehatan reproduksi;

menyediakan Sumber Dayva Kesehatan wvang aman,
bermuti, dan terjangksau serta Obat dan Alat Keschalan
reproduks:  lermasuk pods siluas] benosna slau
kerisis Kesehatan;

mclakukan peomctaan, penyediaan, dan  poninglkatsm
kapasilus Tenaga Medis dan Tenags Keschatan ol
Masilitas Pelavanan Kesehatan:

melalkukan koordinasi dan advekasi dulkunpan
sumber  Dava Keschatan  dalam penyelenggaraan
Dpava Kesehatan reproduksi ingkap provins dan hntas
kabupaten kota;

mcmastikan tersedianya Pelayanan Kesehatan reproduks:
yang scsual standar, smen, bermutu, dan terjangksao serla
inkhisf dengan memperhatiksn aspek vang khas pada
perempuan dan laki-laki; dan

melakukan pecmbinaan dan cvalias manajemen program
Kesehalan rmeproduks: hngkup  provinst dan lhnlos
kabupaten fkota.

Puual |28

Dalsm penyelengpsrasn Upaya Keschatan  reoproduobkesl
Pemerintah Dasrah kabupaten/kota berlanggang jawab;

b

menvelenggarakan dan memflasilitasi pelaksanaan
Pelayanan  KEeschatan  roproduksl pada  lmghkup
kabupaten,/kota dengsn melibalkan Fasililas Pelayanan
Kesehatan swasta:

menyediakan  Sumber Dava Kesehatan vang aman,
bermulu, dan lerjangkau, serta Obat dan Alat Keschatan
reproduksl pada ingkup kabupaten / kola, lermasul pada
sitnasi henceona atau krisis Kesehatan!

melakukin pemelaan, prmerdatdaan, dan  ponglkatan
kapasitay Tenapa Medis dan Tenaga Eesehalan di Fasililas
Pelayanan kesehatan pada linglaap kalbuparen fkara; an

menyelenggarakan peiantauan dar penilaian
lnialitas Pelavanan Kesehalan reproduks pada lingkup
kabupaten fkota, termasulk kumlitas pelayvanan
kontrascpsi,

Pasal 1249 . .
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Pra=al 129

Dalam penyelenggarasn Lpava Keschatan reproduolesi,
keluarga berperan:

a,

melakukan partisipasi akof antuk meningkarkaon
pengetahuen dan melakukan upaya pencegahan dan
pelindungan Keschatan reproduksi;

mendukung pola asuh dan linghungun yang aman
untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual,
memattsu secara mandir] kondisi Kesehatan sistem
reproduksl;

mernaslikan gemua anggola keluanea mendapatkan
Pelavanan Kesehatan reproduksi, termasuk calon
penganting dan

memastilian sctiap PESHATIFAT usla subur
berpartsipasi  dan  mendukung  pillihan metode
kontrasepsi pASAIEATINYS,

Dalam penyelenggaraan Upava HKesehatan reprodukst
masyarakat berperan:

a,

.

merwlukung kemudahan akses dalam mendapalkan
informasi  dan  Pelavanan  Kesehatan reprocdiksi
melalur Upaya  Kesehatan  bersumhber  dava
masyaraleat;

tnelalkukan partisipasi akil oantuk  mennglalkan
pemahaman dan peran serta masvarakart dalam
Keschatan reproduksi sejak usia dinl, termasuk
prneepahan kekerasan scksual;

mermeriksaloan Kesehalan reproduksi calon
pengantin sebelum melaksanakan pernikahan;
memberiean dukungan bagl korban tindak pidana
perkosuan alau kekerasan sek=saal lainnys, baik yang
melakukan abhorsi maupun melanjutkan kehamilan
agar terbehas dari stigma dan diskriminasi; dan
melmdungl dan mencegah perempuan dar tindelkan
ghborsl yang ldak aman, btdak boomutu, tidak
ertangguing  jawab, dan  berlentansan  dengan
kelenluan peraturan perundang-undangan.

Dalam  hal masyvarskal scbagaimana dimaksud pada
ayat [2) berupa badan useha, berperan:

.

b.

melakukan kerja sama pemenuban Upays Kesehatan
repreodilkst denpan pemerintah; dan

mcnyvediakan Pelavanan Kesehatan reproduksi yang
sesudl  denpan standar, aman,  beromafy,  dan
terjanphail,

Pasal 130 . ..
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Fasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenal Upava Keschatan sistem
reprduksi sesuail siklus hidup, peleayanan  pongaturan
kebamilan, Pelavanan Kesehatan reproduksi dengan bantuan,
dan Upava Kesehatan seksual sebagrimana dimaksud dalam
Fasal 10 sampai dengan Pasal 114, serta pelavanan aborsl
sebagaimana dimabksud dalam Pasal 119 sampal dengan
FPasal 121 diatur dengan Peraturan Mentern.

Bagian Kelima
C3izi

Pazsal 131

(17 Lpava pemenuhan gizi ditujukan unfuk penmgkatan
AN gzl perseorangan dan masynrakat.

2 Mutg gizi persenrangan den masyvarakat =ebagaitana
dimaksud pada avat (1) memipakan kondisi terpenubinya
kelaruban gizl sesuni standar anglka keculapan gizl dan
tercapainya stafus gizl vang haik pada persecrangan dan
masyarakat.

() Btandar anglka kecukupan giz dan status gizi ditetapkan
nleh Menteri.

(4) Upava pemenuhan gz sebagaimana donaksud pada
ayat {1] dilalkulan pada sclumah siklus keladupan sejak
dalamm  kandungan sampal  dongan lanjoat usia,
dengan membenkan perhatian khusus kepada:

a. 1bu hamil dan memnyasu;
b. bay dan balita; dan
£,  ICIMAaja poIcIpuan.

Pasal 132

Peningkatan mutu gizl sehagaimana dimaksud dalam Pasal 131

avart [1)] dilakukan melahai:

a. perbaitkan pola kansumsi mekenan yang beragam, hergizi
seimbang, dan aman;

b. peningkatan akses dan mutu pelavenan gizi yang sesal
dengan kemajuan il dan teknaologi; dan

€. pcuningkatan siztemn kewaspadaan dan peringatan dim
terhadap kerswanan pangan dan giz.

Pa=al 133

(1} Iola konsumsl makanan yvang beragam, berpzl seimbang,
dan aman scbagaimana dimaksud dalam Pasal 132
huruaf a disusun scsual sasaran sclurih sikins kelidupan,
kebuluhan khusus, dan kondisi dararat.

() Bassaran . . .
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Sasaran kebunihan khusus sehagaimana dimaksud pada
avat [1) borupa pendents penyakit dan kelompok sasaran
dengan kebulubian gia lerlendid,
Makanan vang beragam sebagaimana dimalksud pada
avat {1} merupakan makenan dengan  komposisl
vang terdiri dari kelompok makansn pokok, kelompok lauk
pauk, kelompok ssaaran, kelompok baab-buashan, dan
air.
Makanan vang bergizl scimbang scbhagaimans dimaksud
pada ayal (1} merupalan makansn vang mengandung
jenis  dan jumlab zar gzl vang  sesual dengan
keburuhan b,
Makanan yang aman scbhagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan  makanan  vang ks dikonsuamsi tidek
menggangml, menigiken, dan membabayakan Keschatan
manusla sesual dengan ketentuan poraturan porundang-
uridangan,
Pola konsumsi makanan vang beragam, bergiz seimbang,
dan aman sebmgeimana dimaksud pada avat (1] dicapal
mclalu:
s, penvedidan skses pangan  vang  beragam, bergis
seimbang, dan aman;
b.  pemenuhan gei,
¢.  promost perlaku kensums makanan vang beragatn,
Bergizi seimbang, dan aman; dan
d.  pengavaan zat gizl pangan tertentu.
Penpsysaan  zat  gim pangan terteniu sebagalmang
dirmmaksud  pada aval (& hurad 4 dilakakan  melahai
forifikasi panpgan sesuni dengan ketentuan peraturan
perundsng-undangan.
Jenis dan jumlah zal gzl yang ditarnbabkan pada pangan
vang difortifikast sebapaimana <imaksud pada avat [7)
ditetapkan aleh Menteri dan direkomendasikan kcpada
mcnten yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindusirian alaa lembags  pemeriolah yang
melaksanakan tgas pemerintahan di bidang pangan
scsual  dengan ketontuan peraturan . perundang-
Lncdangan,
Pembinran  dan  pengawnsan terhadap pemenvhan
porsyaratan kcamsanan pangan, mutu pangan, dan gzl
pangan uniuk  pangan wang owajibh diloralikas
dilak=zenakan =esual  dengan  kerentuan  peraturan
perundsmg-undangan. '

(L) Dalam . . .
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(1t} Dalam hal pangan tiahan wajib fortifikasi yung diprodulosi

{1}

(2]

(3]

(1]

{2)

[3)

oleh ussha mikra kecil, sclain dilakiokan pembinaan dam
pengawasan schapaimansa dimaksiud pada ayat [9) jugs
dilakukan pembinaan dan pengawasan olch Pemerintah
Dacrah kabupslen,/ kota.

Pasal 134

Peningkatan akscs dan muli pelayanan glzl yany sesoa
dengan  kemajuan  ilmu dan telmelogl  sebagaimana
dimakesud dalam Pasal 132 hurad b dilabukan melalal
petiingkatan  fasilitas, sarana dan  prasarana,  serla
penerapan standar asuhan pelayanan gz yang didukuog
olch tenaga g dan Tenaga Kesehatan lain.

Pelayunan gizgl sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinerikan secara terinteprasi dalam Pelavanan Keschatan,
sesual sasaran siklus hichip, kebutuhan khusas, dan
kondizi  dururat  ¢engan  priortas pada  kelompaok
THWEIL #171.

Pelavanan gzl scbagainana dimaksud pada ayal {1}
dilakukan i Fasilitas Pelavanan Keschualan tingkat
perlama dan jejaringnya, Fasilitas Pelavanan Kesehatan
tingkat lanjut, institusi alad lasihtas lainnya, lokast slluasi
darurdl, dan masyarakkar.

Pelayanan izl sehagaimana dimaksud pada avat (1)
thlakukan aleh Tenaga Medis, Tenaga Keschatan,
danfatau Toenaga Pendukuing atad Penunjang Keschalan
sesual dengan kompetensi dan kewconangar.

Pelayvanan gizi dilakukan sesuai dengan  standar
pelayanan gizi vang dilelaplan oleh Mentari

Pasal 135

Peningkalan sistem kewaspadaan dan peringalan dini
terhadap  kerawanan pangan dan el sebagaimana
dimaksud dalam FPasal 132 hural ¢ dilakulan secara
terpadu dengan melibatkan seharah sebtor scsual dengan
ketentuan peraturan porundang-undangan.

Sistem peringatan dini kerseranan pangan dan g
merupakan bagian dari sistern informasi pangan dan gizl
vang tetintegrasi dengan Sistem  Infurinast Kesehatan
Masional.

Siztem mlormasi pangan dan gizl scbagaimana dimaleanad
pada ayvat [2) meliputi informasi tentang ketersediaan
pangan, keoterjangkausn  pangan, dJan pemanfaatan
PATLGATL,

(4 Informas ..
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Infarmasi  tentang  kelersedissan  den ketersanglouan
pangan  sebagaimane dimaksud pada  avat  {3)
dikembangkan dan dikelola oleh lembhaga pemerintab yang
melaksanakan tugas pomerintahan di bidang pangan.
Inlormasi lenlang pemanfadatan  pangan  scbagaimana
dimaksud pada ayvat (3] meliput konsumsi dan statas giz
disediakan olch Meonten.

Pasal 136

Upava perbaikan gz ditigukan uniuk mengalas] masalah
mei melalui perbaikan status giz persecrangan  dan
masyarakat.

Upsyn perbaukan gzl sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalu surveilans gisl, pendidikan pizi, lala
lak=sana gizl, dan suplementasi gizi

Pasal 137

Survellans gzl schapaimans dimaksud dalam Pasal 136
avat [2] meripakan kepiatan analisls secara sistemalis dan
terus-menerus  ethadap masalabh iz dan  indikator
pembindaan gz sagsr dapat dilakukan  respons dan
penanggnilangan  secara eleloil dan efision  terhadap
masalah gz

Indikater pembinasn gz sebagaimana dimaksud pada
aval [1)] melipull slatus gzl dan cakupan intcrvensl gzl
serta indikator lainnya vang ditelapkan olch Mentoeri.
Hagzil surveilans gizi sebagrimana dimaksad pads aval [1)
dipunakan scbagal dasar pengambilan kepumisan dan
ey usunan kebijakan perbailkan gim di suatu wilayah.
Surveilans @zi sebapmamana dimaksud pada syvat (1)
dilaltukan melabul sistern informasi gl vane lerinlesrasi
dengaon Bistem Informast Kesehatan Nasional,

Pazal 138

I*endidikan gizi sebagaimana dimaksoud dalam Pasal 136
aral (2] dilukukan melalol komunmbkasi, informasi, dan
edukasi dalam rangks meneraplan perilaku pizi seimbang.
Pendidikan gizi sebagaimans dimaksud pada avat [1)
dapal disclenggarakan baik secara langsang malpun
melalii media gesual dengan kemajuan tekmalogi.
Pendidikan gizi sebagaimana dimaksiad pada ayat (1)
dapal dilakulan olch Tenaga Medis, Tenaga Kesehalan,
Tenaga Pendukung atau Penunjang Kcosehatan, danfatau
kelompok masyarakat vang terlatih,

Pasul 139, , .,
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Tata laksana gz sebogaimana  dimaksud dalam
Pasal 136 avat [2] merupakan rangkalan bndalan yang
berfijuzan untuk perbaikan atau pernulihan pada gagal
ki, herat badan kureng, gizi kurang, gizi burule,
stuenting, gz berlelnh, dan defisiens: mokronutnen, serla
asalah gizl akibat penyalkit.

Tata laksana giz! sebagaimana dimaksud pada aral (1)
diberikan melalui pelayanan gizi

Pa=zal 140

Suplementasi gzl sebagaimann  dimaksud  dalam

Fasal 136 aval (2] merupakan penambaban produk untak

melengkapi makanat, yvang mengandung satl atau lehih

wal gz, yang dikonsuamsl secara oral dengan dosis tertent

dalarn beniuk wil, tablet, Kapsul, bubak, atau cairan, dan

rnabanan lambahan,

Suplemerias plal sebagaumana dimaksud pada avat (1)

ditujukan unluk memenuhi keculapan gizi masyarakat

dengatt prctitas Kepada bavi dan balite, enalk selkolah,

rermafa perempllan, ibu hamil, i fas, ibo menyasuai,

dlan pelkerja wanita.

Suplementasi gizi sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dapal berapa:

a.  kapsul vitamin A

b, tablet tambab darab;

¢, makanan tambaben bagi ibu hamil bermasalah gizl;

d,  makanan tambahan bagi bayn dan balita hermasalah
gizi,

e, makanan tambabean anak sekalah; dan

. witarnin danfat=a0 mineral lainnya.

Eelentuan  meneena  standar  suplementasi giz

sehagaimana  dinaksud pada avat (2) chanir dengan

Poeraturan Menlen.

Sandar produk uniuk suplementas gia sebagaimansa

dimaksud pada ayal [3) ditelapkan oleh kepsala lembaga

pemetinlab nonkementerian yang  meonyelenggarakan

urusan pemerinfahan di bidang pengawasan obat dan

takatan.

Pa=al 141

Pemerintanh  Pusat, Pemerintah Baernh, Fasllitas Pelayanan
Kesehatan, dan masyvarakat vang menyelenggarakan upayva
pemenuhan dan perbaitkan @izl hams melakukan pencatatan

dan

pelaporan  dalamm  Sistem  Informast Keschatan vang

terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Naswomnal.

Pasal 142 . ..
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Petnerintah Puasal dan Pemenntah Dacrah bertangsung jawab
terhadap  ketersecinan  bahsn makansn  secsra  merata,
terjangkan, dan memenuahi standar rmata gisl,

Pasal 143
(1] Dhudean upaya pemenuhan dan perbalkian gz, keluarga
becperan:
a. menjamin pemenithan gz sehimah anggota keluarga;
b, menerapkan pombenan makanan bayi dan anak yang
benar;
¢c.  menetrapkan perilaku gib seimbang dalam keluargs;
.  melalikan pemantauan Kesehalun dan gka ibu
sclama kehamilan dan pascapersalioan; dan
&, 1melakukan pemanlanan pertumbuhan dan

perkembangan anak,

(2] Dalam vpaya pemenuhan dan perbaikan giel, raasvarakatl

berporan:

A, menggerakkan  Sctiap Orang untuk meoncrapkan
perilakny gizl seunbang,

B, membhantu  melakukan  penanganan  lerhadap
terjadinya masalah gz,

. mendukung kemudahan akses dalam moenjanpgkau
pelavanan gizi;

d. mecnyclenggarakan pelayanan wizl berbasis
masyarakat;

£, mengelela sumber daya alsm scbagsl makanan
tambahan; dan

f.  metakukan LI pBRYR perbaikan plei melalui

pemberdayaan  masvarakat  disesuaiken  dengan
kondisi setempal, baik prdesasn mavpun perkataan.

{3} Nalam hal masyarakal sebagaimans dimaksud pada
ayat [2] berupa badan usaha, badan usaha berperan:

.

Ly,

melaloubean kerja sama pemenyhan dan perbadkan
gizi dengan pemerintlah; dan

menjarain pemenuhan dan perbailan gizl yang sesuad
dengan standar, aman, bermuty, dan terjanglkan.

PPazal 144

Eelenluan lebih lanjut mengenai upaya peoingkatan kg giel
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 132 horaf a dan horef b
dan upaya perhaikan gl sebugaimana dimaksud dalam
Pasal 136 diatuer dengan Peranaran Menterd,

Baman . . .
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Bagian Keenarn
Kesehatan Jivra

Pa=al 145

Eeschalan  jiws merupakan kondisi dimana  scorang
indrvidu dapat berkemlbang secara fisik, mental, spiritual,
dlany  sosigl  sehingean  mdivida werscbut menyadan
kemampuan  sendirl, dapat mengatasi tekanan,
dapal bekera secara produkll, dan mampu membenkan
kontribusi untuk komunitasnya.

Upaya Kesehalan jiwa diselengearakan uniuk:

a. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas
hidup wang baik, menikmali kehidupan kojiwasn
vang =sehat, bhebas dan ketalatan, tekanen, dan
pAlFEuAny lain yang dapal menggangeu Keschatan
Jiwa; dan

b, inetijarnin seliap  orang  dapat mengembangskan
berbaga potensi kecerdasan dan potensi psikalogis
lainnys,

Pasal 146

Upaya Kcscharan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi,
kommprehensi, dan berkesinambunegan  scpanjeng siklus
kehidupan manusia bagi Orang vang Rerisiko, ODG), dan
masyarakatl,

Paxal 147

Orang yang Rerisiko berhals

-

mendapatkan  Pelayanan Kesehatan jiwa di Fasilitas
Pelavanan Kesehatan vang mudah dijangkau dan sesual
dengan slandar Pclayanan Eesehatan jiwa;

memperaleh informasi vang jujur dan lenphkap lentang
Dala Kesehoalan nwanva termasuk tindakan yang telah
maupun yang sksn ditcrmimanya dan Tenaga Medis oan
Tenaga Kesehatan dengun kompetensi di bidang
Kesehalan jaws;

memperoleh lingkungan Varg kondusil bragl
paerkembanpan jiwa, dan

memperolech akscs sarana dan prasarana Yang sesusd
dengan pertumbubian dan perkembangan jiwa.

Pasal 148, ..
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O3] berhak:

4. mendapatksn Peolayanan Keschatan jwa di Fasilitas
Pelayanan Keschalan yang mudah dyangkao dan sesues
dengan standar Pelavanan Kesehatlan Jiwa,

b. mecndapatkan jaminan atas kefersediaan Obat termasuk
Obal psikolarmade sesust dengan indikas) medis;

¢, memberikan  perselujuan alas  Undalesn medis vang
dilalukan terhadapnye, kecuali  vang mengalami
sanpouan Jlwa berat yang dianggap tidak cakap dalam
membual keputusan dan tidak mermilild pendamping scrta
dalam keadaan kedaruratan;

d. mempercleh informasi vang jujar dapn lengkap tentang
Data Keschatan Jiwanya, termasuk tindakan dan
penpgobsalan yvang lelsh maupun vang skan ditenmanya
dari Tenaga Medis dan Tensga Kesehalsn  dengan
kompetensl di bidang Kesehatan jiwa,

v, mendapalkan pebndoungsn dan sctisp bentuk
penelantaran,  kekerasan,  ehsploitasi,  diskrionnas,
stigrmna darl masvarakat, dan mendapatkan aktivitas yang
bormakng;

. mendapatkan kebnahan sosisl sesual denpan Ungkal
gangguan jiwa, dan

g mengelola scndinn harta benda miliknya danfatau vang

diserahlian kepadanya dan hanva dapat dibatalkan atas

penetapan pengacdilan,

Pusal 149
Orang yang Bensiko dan ODGJ mempunyal hak vang sama
sebagal warga nevara seslal dengan kelentuan peraluran
perundang-undangan.
Pusal 150
Upava Kesehalan jiwa disclenggarakan melalul upaya vang
bersifat promotif, preventif, kueratif, dan/atau rehalilitatil),
Pasal 121

(1} LUpava Kesehatan jiwa yvang bersilal promolil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 bertijiuan untiak:
A, mempertahankan dan  meningkatkan  derajat
kesehalan jiwa masyvarakat sccara optimal;

b, menghilangkan . . .

BK No 230566 A
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menghilanglkan stigma, ¢liskritminasi, dan
polanggaran hak asasi (304G sehaga bagian dari
masyarakat;

meningkatkan pocmahaman, penenmaan, dan peran
serta masyarakar terhadap Kesehatan [iwa; dan
meningkatkan pols komunikasi, kemsmpuan
adaptasi, dan ketahanan pwa.

Upayn Keschatan jiwse sebagaimana dimaksud pada
avat {1} vang bersifat pramotif paling sedikit terdir atas:

a.
b.

c.

d.

pola asuh positif;

komunikasl, mmformasi, dan  edokasi  mengenai
Ecschatan Jwa, termaszuk pengembangan
ketcrampilan hidup dan pertolengan pertama pada
luka peikologis;

mcnciptakan  Imgkungan  vang  kondusid  unfuk
mcndukung perkembangan jiwa vang sehat; dan
mcningkatkan  parfisipasi masyarakat  dalam
Upaya KEcschatan jiwa.

Upaya Keschatan jiwa vang bersifat prometif dilaksanakan
u:h lingkungan:

R e =

Ecluarga;

masyarakat;

tempat kerjs;

Fasilitas Pelavansn Keschatan,
lembaga finstiius; dan

merha komurkasil,

Pa=zad 152

Upaya EKecschatan jiwa vang bersifat preventf zebagaimana
dimaksud dalamm Pasal 150 bertujuan untuk pencegahan
gangouan Jiwa dan penccgahan bunuh divi.

(13

{<}

Pazal 153

Penecgahan gangguan jiwa sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 152 paling sedikit rerdiri atas:

il.

b

L

d.

pencegahan terjadinya masalah kejiwann;
pencegahan  timbulnyva  danfarau kembuhnya
SANPOUAT JIWa;

renpurangan faktor nsiko akibat ganggnan j1wa pada
masyardleat sCcara UIMum atau perorangan; dan fatan
pencegahan limbulnys dampak masalah psikososial.

Pencegahan ganpeuan wa scbhagmimana dunaksud pada
ayvat (1) chlakaksan melalui:

.
b,
<

pelaksandaan deicks dini;
konseling, dan
dukunpan psikologis awal,

13} Pelaksanasn ..
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Pelaksanaan delcksy ding sebagaimana dirnabesud  pads
avar [22] huruf a dilakukan melalui skrining Kesehatan jiwa
untuk masyarakat sesual siklus kchidupsn deongan
mengpunakan instrumen standar,

Kunseling sebapalnana dimsaksud pada szl (2) baral b
diherilan kepada Orang vang Berisiko dan dilakukan di
tcmpat yang mendukung proivast untuk  mmembanlu
stgrorang dalam memecahkan permasalahan berdasarkan
kepmatisan dirl sendied,

Dukungan psikologis awal sebagaimana diumnaksud pada
avat (4] hurf ¢ dibocnkan kepada scscorang  yang
berigjuan uniuk meningkatkan ketahanan jiwa dalasin
bentik pertolongan pertama dalam situas damirat atan
khusus dan pemberian intervensi psikelogis sederhana
olch kader atau tenaps terlatih lainnya,

Detelks dind dan konseling sebagaimand dimadksud pada
avat (3] dan ayvat (49} dilaksanekan oleh Tenaga Medis,
Tenaga Keschatan, Tenags Pendukung atan Penunjang
Kegsehatlan, dan wensgs prolesionat ladn,

Deteksi dini dan kanseling sebagnimana dimalksud pada
avat [B dilaksanakan di masvarakat, Fazihtas I'clayanan
heschalan, saluan pendudiksan, lempal kerja, lembaga
saaial, lembaga pemasyarakatan, mimah tahanan, dan
lembaga /institusi lain sesuai dengan kebutahan,
Dakunguan psikologls awal scbhapamans dimaksud pada
ayal {3} dibertean vleh Tenaga Medis, Tenags Keasehalan,
Tenaga Pendukung atan Penunjang Kesehatan, dan
tenaes profesional lam.

Pasal 154

Pencegaban Tinubh divi sebagaimmana dimaksud dalam

[assl 152 paling scdikit terdiri atas:

i, pencegahan faktor nstke bunuh din;

.  pencegahan umbilnya pemikiran wenlang menyakill
din =sendiri: dan

L, pencegdhan perecbasn bunub din,

Pencegahan laktor risike  bunub  din sebapaimana

dumnaksud pada avat (1) huruaf f dapat berupa penganiran

pembernitasn vang benar dan bertanggung jawab tentang

ainuth diei di media magsa dan media sosial,

Pencegahan timbuloyva pemikiran tentang menvakitl dicvi

sendirl scbagaimana dimaksud pada awvat (1] hurmf b

dilakukan melalul pengembanpan  kelerampilan hidup

soslal cnosional.

(4] DPencecgahan . ..



3K Nao 230569 A

(4]

(1)
(2}

3

{4}

{3}
{f3}

PRESIDEN
REPLELIK iNDOMESLA

- /0 -

Pencegaban percolyxman hunuah dir sebagaimeana dimaksaud

pada avat (1} huruf o terdr atas:

a. membatasi akses terhadap alar, bahan, dan tasilitas
yarlg dapat digunalen untuk melakukan bunoah dir;

k. menvediakan akses pelavanan konseling melalai
laranan saluran siaps;

c. membenkan dukungan melaln kelompok porgintas;
dar

d. penanganan gangguan sk dan pwa akibal
percobaan bunuh din.

Alcses pelayanan konseling melalul lavanan suluran siaga

schagmimana dimaksud pada  ayat (4] huraf b

dhselengrarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik

milik pemenntah maupun masyarakat.

Paual 133

3alam  rangka upaya  pencegahan bumub o i
thselenpparakan regisin bunuh din,

Registri bunub din sehagaimana dimaksad pacda avar (1)
metifakatl sislemn pencatalsn kasus perovbaan bunuh
dirl dan kasus kematian akibat bunuh diri.

Registri buaoub din sebagaamana dimaksud pada soeal [1)
pading scdikit memuat data yang mencalbap vanabel jenis
lclamin, usia, lolkasi, metode, dan falaor risilen, latrar
helakang, alagan, dan/ataun peoyebab bunuh din.

Sumbecr  data  registri bunuh dird berasal dan
Kepolisinn Negara Bepubhk Indonesia, kependudukan doun
caldlan sipl, lembaga pemenntash nonkementerian vang
mampunyai fugas melaksanakan tagas pemernlahan di
bidang kemalan slalistik, dan/fatao Fasilitas Pelaganan
Kesehatan.

Menten menpoordinasikan dan menyelenpearakan repistr
bunuh diri.

Ketentuan lebih lanjut menpgenai registri bunuh din disour
dengun Peraluran Menterl sctclah berkoordinas: dengan
mentcrt vang menvelenggarakan urasan pemerintaban
dalam negeri dan Kepala Eepolisian Negara Republik
Indonesia,

Fasul 156

Lpava Kreschatan jiwa vang bersilat preventif sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 150 dilaksanakan di lingloangan:

H.
b.
C,

hkeluargs;
lembaga /instingsi; dan
INASY ArElcat,

Pusal 157 ., .
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Pasal 157

Upava Kesehatan jiwa vang bersifal kuratlf sebagaamana
dimaksnd dalam Pasal 150 ditujukan  untuk
penyembuhan atau pemulihan, penpurangan penderilaan,
pengendalian disabilieas, danfatau pengcndslian gojala
pemyralit.

Upaya Keschatan jiwa vang bersifat kuratif dilaksanakan
terhadap (DR, pecandu, penvalahpuna, dan korban
penyalahgunasan narkotiloa, psikotropika. dan zat adiktif
lainnya.

Upaya Keschatan jiwa yang bersidat kuratf dilaksanalcan
melalur proses dingnosis dan penatalaksanasn vane tepal,
Pernialalaksanann vang wepal schagaimana dimaksud pada
avat (3] mchput: tata laksana farmekologis, rata laksana
nanlarmakologs, serta rujukan dan rujuk balik oleh
Tenagn Medis dan Trnaga Kesehatan sesual kompetensi
dan keweanangan.

Fasal 158

Tindaksn medis dalam rangke tata lalksang  O130L),

pecandu, penvalahgung, dan korban penyalahgunasn

narkolka, psikotropika, dan zat adiktif lainnva haruas

mendapartkan perseliguan lindakan sceara lertulis dard

ODHGT, pecandu, pervalahguna, dar karlan

penvalahminaan narkotiks, paskotropika, dan zal adiklil

lainnyva yung bersangloaatan.

Dalam hal 0136, dianggap tidak cakap dalam membuat

kepulusan, perselujusan tindakan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1] dapat diberikan aleh:

B, Sanl atall isliel;

b. orang tua;

. anak atau saudars kandung yang paling scdikit
berusia 18 [delapan belas) tahun,

d.  wall atau pengampu; atall

e peabal yvang berwenang sesual denpan ketentuan
poraturan perundang-undangan.

Penentuan Kecakapan ODGT untuk mengambil keputusan

dalam membenkan persetujuan tindakan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) dilakukan olch dokter spesialis

kedokleran jiwa atau deokter vang memberikan layanan

mrdis saat ifu.

Pasal 109 .
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Praxul 1239

Upaya  Keschalan  jiwa yang  bersilal  rehabilitatil

sebapaimans  dimaksad dalam Pasal 150 merapakan

kegiatan  danjatan  serangkainn  kegiatan  Pelayanan

Kesehatan jiwa vang ditujukan untuk:

mencegah atau mengendalikan disabilitas;

mermtllibikan fngsi soalal;

tnennllihkan fungsi akupasional; dan

mempersiapkan dan memben kemampuan ODHG]

apar mandin di masyarakal,

Lpava Kesehatan jiwa vang bersifat rehabilitatf terdir

aras:

a. rehabilitasi peikiatrk/ psikesosial,

b,  rchabilitas moedik; dan

o, rehabilitas sosial,

Hehabilitasi psikiatrik / psikososial sebagaimana dimalksud

pads ayat (2) huruf a bertujuan mengembalikan [ungest

kogralif, emos, adaplast sosial, dan spimtual ke dalam

kondisi vang aptimal melahai:

a. farmakoterapl dan psikoteraps;

b.  psikocdukasi;

¢, pelathan keterammlan badup mandicg; dan/ atan

d.  memberikan dulkungsan psikologis pada Pasien dan
keluarga.

Echahililaz medik scbagaimana dimaksud pada ayau {2)

hurf b dilakukan dengan cara memberikan terapl {isik

segllal dengan kebuhihan.

Echabilitasi sosial  schageimana dimaksud  pada

aval [2) hurud ¢ dilakukan dengan cara meningkatkan

keterammlan gasial, dlan memben ik HerlA

mempertabankan sistern dukungan sesial bagt ODG),

pocandu, penyalahguna, dan korban penyalaligunaan

narkouiks, psikolropksa, dan eal adikif lainnys.

(R

Pa=al 1/0

Eeluarga denpsm ODG], pecandu, penyalahguna, dan

karban penyalahgunaan narkolika, psikotopiloa, dan zat

adiktif lainnya yang dalam proses rehahilitasi atan relah

mcnyclesaikan rehalilitasi harus diberiken dulkaangan

Beripa;

a.  kemudahan akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehalun;
dan

b, dukungan sosial oleh lensags profesional.

) Dukuangan ...
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Dukungan sowsial oleh lenses proléesional sebagainans
dimaksud pade awvat (1] humf b berupa duakungan
emoslonal, pengetshuan, dan keterampilan pengasuhan
danfalany  perawatan,  kelerampilan berelasy,  serls
peripgudlan kapabililas  dan  langpung  jawab  sosial
keluarga.

Pasal 161

Sclinp  Orang  dilarang  melakukan pemasungan,
penelantaran, kekerasan, dan//sia0 mmenyurih orang lain
untik melalkuakan pemasungan, penelantaran, dan/atan
kekerazan terhadap Orang vang Berisiko atau O8],
atau tindakan lainnva yang mclanggar halr asasi
Orang vang Berisiko dan ODGT.

Pemasungan sebagnimane  dimaksud pada ayat (1]
merupakan  segala bentuk  pembatasan gerak vang
mengakibalkan hilsmgnya hak kebebasan, termasuk
halangnya  hak  atas  Pelayanan  Eeschalan  untuk
membanty penmaliban.

Penelantaran  scbagaimana diunaksud pada awvat (1)
merupdkan Undakan langsung mappun tdak langsung
vang membuat sesearang 1idak lerpermbi kebutuhan
dasarnya, rtidak terpelihara, tidel  tfterawat, dan
tidak tcrurus.

Rekerasan  schapaimana dimaksad  padsa ayat (1)
merapakan penyalahginaan kekualan dan kekussaan,
ancaman, tindakan, stan pemhbiaran vang disengaya baik
secara sk mavpun psikis terhadap scscovang vang
berpotenal menpakibalkan gangeusn fsik, panopuan jiva,
perampasan kemerdekaan secars melawan hudoim, alau
kcimatian.

Panal 162

Untuk merjamin pelindungan terhadap GG, dilakulen

penghapusan praktik pemasingan dan penanganan kasls

PETASUTLEATL

Penghaplisan praklik PEITIAS LUTLEATL schagaimans

dimaksud pada ayat (1] dilakkan melahsi;

1. menjamin keberlangsungan pengnbatan;

L. pemberdavaan QDGJ pascarehabilibasi;

¢, peonyediaan remparn tinggal bagi ODGT yang udak
mermilikl keluarga, dan

d.  penvediaan lnghunegsn  sosial  yang mendukung
pemulihan (HXE]

[3) Penanganan ...
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(3} Penanganan kasus pemasungan sebagrimana dimaksud
pads ayat (1] dilakukan melalai:
4.  penlaan dan penalalaksanasn awal, lermasuk aspek
kegawardarratan,
h.  pembebhazan;
. rujukan; dan
d. prrncegahan pemasunpsn berulang,
Pazsal 163
Penanganan  terhadap  penelantaran dan kekerasan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 161 avat [3) dan avat [1)
dilaksanakan melalu:

o,

b.
L.

{1}

2]

(3]

penilalan dan peodlalakssanasn awsl lermasuk aspek
kegawatdamiratan:

rujukan; dan

rehabililasi,

Pasal 16

Upaya Kesehatan jiwea dilaksanakan dengan
mengedepankan poran kelvarpa dan masyarakat
lermasuk upssya rehabililas terhadap OD0GT.

Peran keluarga dalam Upayva Kesehalan jiwe sebagaimana

dimeksud pada avar (1) dilakukan dengan cara:

a. menerapkan pala asub pasitif dalam kehiarga;

b, memberikan  pertolongan  portams bagl  anggota
keluargs vang mengalami luka psikologis;

. mengenali gejala awal gangguan jiwa di keluargs;

d. meclaporkan adanya ©ODEGE dalam keluarga vang
membuluhkan pertolongan;

e, memberigan dukungan dalsmm omenjarekau akses
Pelavanan kKesehatan bagi Qrang vang Berigiko dan
000G di keluarga;

[, menerapkan porilaku zaling mendulkung
antaranggota keluarpa dalam pemulihan ODGET; dan

g  bopartisipasi dalam  proses  pemulihan anggota
kehiarga lainnyva yang berisike slau menpabami
gangguan jiwa dengan mengikuli sesi psikoterapi
sesudl dengan  rckomendaszl penyedia Pelavanan
Kesehatlan jowve

Peran serta magyaralkat dalam Upsys Kesehalan jiwa

scbagaimana dimaksud pade avat (1] dapat dilakukan

yecara prrscorangan danfatan berkelompok, dengan cara:

a. memberikan . ..
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a. mcmberikan bantuan tensps, doans, lasililas, setla
sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Upaya
kKesehatan jiwa,

k. mclaporken adanya ODGJ  yang membuluhkan
pertelongan,

v, melaporkan dndakan kekerasan vang dialami serta
vang dilalnilan 0D

d.  menciptakan iklun vang kondusif bagl ODG;

o,  membenkan pelatthan kelersmpilan khusus kepadla

ODGT,

. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya poran kcluarga dalam  penyembuhan
ODGJ; dan :

¥, mengawasi fasilitas pelayanan di hidang Kesehatan
Jiwa.

Dralam hsl masvarakat berups badan ussha betperan
memberkan banivan enaga, dana, fasilitas, serta sarana
dan prasarane dalam penyvelenggaraan Upava Keschatan
jiwa untuk menunjang pomenuhan ketahanan kelusrga,

Panal 162

Penyelengearaan Lipaya Kesehatan jiwa didulkung oleh sumber
dava manusia, fasilitas pelayanan di bidang Ecschatan jiwsa,
dan pendanaan.

(1]

(2]

Pasal 166

Sumber dava manusia sebagrimane dimeksud dalam

Pasal 160 terdin atas:

d., Tenapa Medis dan Tenags  Keschalan  denpan
kompetens dan kewenangan di bidang Kesehatan
Jiwa; dan

b,  Tenaga Pendukung atau Penunjang Keschalan.

Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan dengan kampetensi

dan kewenangan <i hdang Kesehatan jiwa sehagaimana

dimaksud pada ayat (1] hurof a meliputi:

flakler;

dakter gpesialis kedokteran jiwa;

dakter spesialis lainnya;

putkoloy klins;

perawat,

ners speslalis jiwa; dan

Tenaps Heschatan  lainnya  yang  mendulkung

Kesehatan jiws.

[ ee

(3] Tensgs. ..
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Tenaga  Pendubuing atan Penunjang  Kesehatan
sebagaimuana dimaksud pada ayal (L) hurul bomelpad
tenaga profesional lamnya dan tenaga lain yang terlatih di
lridang Kesehatan jiwa,

Tenaga  prolesional  lainnya  schapaimana dimalesud
pada avat (3} mcliputi:

a. tenaga profesi psikolog,

b, pekeria sosial;

c. lonsclor; dan

d. puru Bimhingan koenseling.

Tenaga lain vang terlatih di bidang Kesehatan jiwa
sebagaimanad dimaksid pada ayvel (3 melipud:

a. tokoh masyarakat;

. takoh agama;

. kader Kesehalan; dan

d. pendidik dan tenaps kependididossn.

Tenaga  Pendukung atsun Penunjang  Keschatan
sehagaimana dimaksud pada avat (3) herperan sebagai
mitra  Tenaga Medis dan Teonapa Hesehalan  dalam
mcnyclenggaralkan Upaya Keschatan jiwa sesual dengsn
kompetensi dan kewenangannya.

Pasul 167

Fasilitas pelavanan di bidang Kesehatan jiwa sehagaimana

dimaksud dalam Pasal 165 Lerdin alas:

a. Fasilitas Pclavanan Keschatan, dan

. fasilitas pelavanan di lgar seldor Kesehatan dan
Tamilitas pelayanan berbasis masyarakal.

Fasllilas Pelayanan Reschalan schoagaimana  diomakosud

pada avar [1] huruf a terdinn atas Fasilitas clayanan

Kegsehatan tingkat permama dan Fasiliras Pelavenan

Reschalan lingkal lanjul.

Fasilitas prlayanan di luar schktor KEcschatan dan fasilitas

pelavanan berlwmsis maesvareket sebagaimena dimaksud

pada aval (1} huraf b terdiri atas:

pos pelayvanan lerpadu;

prakil: profes: psikologi;

praktilk pekera sasial;

misat kesejahteraan sosial;

pusdl rehabalitas sosial;

lembaga kescjahteraan sosial;

rumah pelindungan sosial;

pesantren/institasi herbasis keagamaan,

rumah singgah; dan

bentul  lainnya  vyang menyclenggarakan  Upaya

Kesehatan jiwa.

@t on R

(4] Fasilitas . ..
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Fasilites Peloyenan Kesehatan scbhagmimana dimaksud
pada avat [2) menvelenggarakan Upaya Kesehatan jiws
vang bersifat promotif, proventil, kuratil, dan rehahilitatif.
Fasilitas pclayanan di luar sekior Kesehatan dan fasilitas
pclayanan berbasis musvarakat sebagaimane dimaksud
pada ayal (3} menvelenggarakan rehahilitast  sosial
unluk penanganan O, peeandu, penyalahguna, dan
korban penvalahpuanaan narkotika, psikotropika, dan zal
adiktif laibova agar menjadi produoktf,

Fasilitas pelayanan di luar sektor Keschatan dan [asilitas
pelayanan berbasis masvarakat sclsan menyelengegarakan
rehobilitas] sosial scbagaimana dimaksud pads ayat [3),
juga dapat menyclengparakan Upayva Kesehatan jiwa vang
bersifat promotif, preventif, dan karatif,

Fasilitaz pelayanan di luar sektor Kesehatan dan {asilitas
pelayanan berbasis masyaraliat dalam menvelenggarakan
Upaya Kesehatan jiwa vang bersifat huratf scbagaimmanas
dimaksud pade avat (6] wajib beckera sama dengan
Fasilitas Pelavanan Kesehatan dan dikvordinasikan oleh
Puslkesmas penanggung jawab wilayah.

LUpaya Kesehatan jiwa vang diselengearakan oleh Fastlitas
Pelayanan Keoschatan, fasilitas pelavanan di luar sektor
Kesehatan, dan fasilitas pelayanan berhbasis masyarakat
zsebagaimana dimaksud pada aval [4] sampal dengan
ayvat (7} wajb dilaksanakan sesuai dengan standar
Pelayanan KEeschatan jiwa,

Pasal 168

Sctiap fasilitas pelayanan di laar seldor Keschatan dan

[agilitay  pelayanan  berbasis mesyarakat yang tidak

melaksanakan kewa)itan kerja SHITH dalam

menvelengearakan Upayva Keschatan jiwa yany bersifat

kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (7)

dikenaltan sanksi  admimistratil oleh  pejabat yang

berwenang herupa:

A, peringatan tertulis;

b, pembekuan degiatan;

¢. pencabutan izin; dan/alau

g, penutupan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan
jiwra.

2y Betiap ...
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{2} Hetiap Fasilitas Pelayanan Keschatan, [asilitas pelayanan
di luar scktor Keschatan, dan [asililas pelayanan berbasis
masvarakal yang Lidak memberkan Upayva Kesehatan jiwa
gesilal standar Pelavanan Kezehatan jiwra scbagaimana
dimaksud dalam Pazal 167 ayat [8) dikenakan sanlosl
administratil oleh prjabal yang berwenang beripa:

4,  peringatan tertulis;

b, pembekuan kegiatan;

. pencabutan izing dan/ataa

d. penulupan lasiilas pelavanan di bidang Kesehatan
11w A,

(3} Ketentuan lelibh lanjut mengenal tata cara pengcnaan
sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayal [1)
dan avat (2} dialur dengan Peraioran Mente,

Pasal 1»4

kKetentian lehih lanjut mengenai penyvelengmaraan fasiitas
pelavanan di har sektor Kesehatan dan fasilitas pelayanan
berbasis masyarakat serta standasr Pelayanan Keschalan jiwa
pada lamilitas pelayanan di lnar sekior Kesehatan dan fasilitas
pelayvanan herbasis masvarakat sebagnimana dimaksud dalam
Fazal 167 diatur dengan Peraturan Monten berkoordinas:
dengan mentern vang menyelengearakan urusan pemerinlahan
di hidang seemial,

Pazal 170

(1)  Fasilitas Pelayanan Keschatan, fasilitas pclavanan di luar
sekilor Kesehslan, dwn  fasilitas  pelayvanan berbasis
masvarakat wajib melakukan pencatatan dan pelaporan
setiap pelavanan dalam rangka Upaya Kesehatan jiwa
mclalun Bistem Informasit Keschatan yang torntegrasl
dengan Sislem Informas: keschalan Nasional.

(2] Ketentgan  lelnh  lanput mengenal  integrasi  sistem
informasl sebagaimane dimaksud  pada avarn (1)
diatur dalam DPeraturan Menterl berkoordinasi dongan
menteri vang menyelengmarakan nisan pemerintahan i
bidang sosial.

Panal 171

(11 Unfuk kepentiogan penegakan hidoln, seseorange yvang
diduga ODMGT wvang mclakukan tindak pidana hams
tnendapaikan pemenksaan Keschatan pwa scsual dongan
pedoman pemerilcsaan Kesehatan jiwa,

(21 Pemeriksaan . - .
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Prmeriksasn Eesehalan jiwa sebagaimana oimaksad pada

ayval (1 dilakukan antak:

a. menentukan kemampuan REREOTATLE dalam
mempertanpgunpjawdbkan Undak pidana vane welah
dilakulkannys; dan/salau

b, menentultan kecalkapan bukum seseorang untuk
menjalani prozes peradilan.

Untuk kepenbngan kepeordatasn, scscorang yang diduaga

ODG) harus mendapatksn pemenksaan Kesehatan jisa

sesal dengan pedoman permeriltsaan Kesehatan jiwa.

Pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan perkara

pordata bortujuan  untuk  menemukan ada udakoya

gangeian jiwd lerlentu duanfalou penentuan Kecakapan
sesearang 1tk melalukan perbuaran hukom.

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk  kepenlingan

prncgakan hukum perkara pidana harus diselenggarakan

eli Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerittah

Daetah.

Pemeriksaan  Keszehatan  jiwa untuk  kepentingan

pencgakan hukwum peorkara perdata disclenggarakan di

Rumah Bakit alan klinik ulama milik Pemenntab Pusac,

Pemerintah Daerah, atanl masyarakat,

Pemeriksaan  Kesehatan  jiwa  untuk  kepentingan

pencgakan hukum dilalonkan sctelah terpenksa dan fatau

Ecluarganya diberikan inlormas: mengerai;

.  prosedur pemeriksaan Kesehatan jiwa; dan

b.  haril pemeriksazn kesehatan jiwa hanya dibenkan
kepada instzns prmoehon.

FPemeriksaan Keschalan  jiwa wunluk  kepenlingan

penegakan  hlnim perkara pidana henya  dapat

dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dan:

a.  Repolisian Negara Republik Indonesis;

b, Kejaksasn Republik Indonesia,

. pengadilan; atan

d. lcmbaga negara penegak hokum lainnva yang
dilelapksn undang-undang,

Ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan Kesehatan

jiwa diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 172

Untuk mclaksanakan pekerpaan fertentu atan menduachski
jabalan  tertentu,  scuap orang wajlb dilskukan
pemerikzaan Kesehatan jiwa,

(2} Pemeriksaan . ..
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Pemeriksaan Kesehatan pws sebagmimans dimaksud

pada avar (1] wajib dilakukan sebelum melaksenakan

pekerjaan lerleniv slsg mendudull  jabsian erienlu

scsual kcbutuhan.

Pekerjaan terleniy alaog jabalan lerleniu sebogsiIaila

dimaksud pada ayat (1) merupakan pekorjzan dan jabatan

vang memenihi kritens danfatan dipersvaratkan arsuak

dilakukcan pemenbsaan Keschatan jiwsa,

Kriteria  pekerjaan tertentu atau jabatan  tertentn

sebhapairmang dimaksud pada ayal (1] dapal berapas

a. pcjabat publik yvang membuat keputusan penting;

3. pekerjaan vang dapat membahayakan did sendoed
stau orang laing;

¢, pekerjaan vang  berbhubungan dengan  kelampok
renkban; dan/atau

d. pekerjaan atau jabatan lain vang ditetapkan dalam
prraluran perundang-undsngan,

Dalam  hal diperhakan, pemeriksaan Kesehatan jiwa

sebapaimeans dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

selama dan sesudah melaksanakan pelkerjann fertentn

Al menduduki jJabatan tertenlo sesnal kebuluhan,

Kctentuian Ilebibh langput mengenal pemeriksaan Kesehatan

juwa untak kepentingan pekerjaan lerlentuy atan jabalan

lerieniu dialur dengan Peraluran Menter,

Pasal 173
Dalam rangks penvelengearsan Upava Kesehalan jiwa
Lermasulk upayia penghapusan pCInasuiigan,

penelantaran, dan  kekerasan  terhadap  Orang vang

Berisko alan ODGJ ditdkukan keordinas:) hnlas scklor

untuk penggerakan Kesehatan jiwa masyerakat.

Pengperakan Keschalan jiwa masvaraksal scbagaimana

dimaksud pada avat [1] dilakukan melahi:

a. penahganan dan penghdpusan pemasungan,
penclantaran, dan kekerasan kepada Orang vang
Rerisiko atall QDG dengan menjunjung pemenualian
hak asas5] IMATIUSIE; dan

b,  pongyclenggarsan upava  promobf dan peeventif
Kesehatan jiwa di masvarakal.

ketentuat lebih lanjut menpena ponpggeralzan Keschatan
1wa masvarakat diatur dengan peraturan menteri vang
menyelenggarakan  kooedinasi, sinkronisasi,  dan
penpetidalian urusan kementenan dalam penvelenggaraan
pemerintahan di bidans pembeangiinan manusia dan
kebnidavaan,

Pa=al 174 . . .
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Pasal 174

Lialam  penvelenggaraan tanggung jawab pada Upaya

Eoeschatan jiwa, Pomerintah Pusat melakukarn:

a.  penvelenggaraan Upsye Keschalan jiwa bagl Orang vang
Berigike, ODG), dan masyarakal di Fasilivas Pelavanan
Keselhalan;

b, petelapan kebijaksn dan stralogi nasional
penvelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa,

¢, koordinast dan kerja sama denpan kementerian danfataa
lemmbaga pemerintah nonkementerian vang terkait, serta
kerja sama  mlernasional  scsusml  dengan kcotontuan
peraturan pemindang-undangan;

e,  penvediaan sumber daya mmanusia, sarana, prasarana,
SBediaan Farmasi dan Alal Keschalan, dan pendansan vang
menunjang Pelayanan Kesehatan jiwa;

&, pengembangsn sistem data dan informasi Lpava
Kesehatan jiwa vang ferinfegrasi

[ penctapsn mstitusiflembaga vang melaksanakan fitngsi
sebagai pusal  penelilian,  penpembsangan,  dan
pemanfaawan telenelogi dan peeduk teknalogi dalam bidang
fLenechalan jiwe;
pemastian  tersedianya  linglanean  vane  mendukunge
terecapainyd heschatan jiwa; dan

h. =nsialisasi kehijakan dan fasiilas Upsaya Reschalan jiwa
bagl Pemerintah Dacralb.

Pa=zal 175

Dalam prnoyvelenggaraan  tanpgung  jawab  pada Upava

Kesehatan jiwa, Pemerintah Daerah provinst melskukan:

a. pcnetapan kebijakan penyelengraraan Upava Kesehatan
jwa 4 lingkal provinsi dengan  boerpedoman pada
kebijalan dan strategi nasional penvelenggaraan Upaya
Kesehalan jiwsa;

. koordinasi dan kerja sama dengan organisasi perangkat
daerah vang terkai sesuas dengan ketentuan peraluran
perurwlsng-undangan;

c. pengelolaan dan pelaksanaan sislemn dula dan informugasi
Upays Keschatan jiwa;

d.  lasililaw Upaya Keschatan jiwa di wilavah kerjanya;

e penjaminan ketersediaan sumber dava manusia, sarana,
prasaranza, Sediaan Fermasi dan Alat Kesehalan, dan
pendanaat vang menunjang Pelaysnan Keschatan jiwa,

[.  penwediaan elayanan Kesehatan jiwa i Rumah Sakit;

g pemastan  lersedianya lingkungan yane mendukung
tercapainya Kesehatan jiwa; dan

h.  penvelengparaan  Upaya Keschatan  Jiwa  secara
terstrubctur, sistematis, dan berkelanatan,

Paszal 176, ..
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Pasal 176

Dalam  penvelengparaan  langeunge  jawab  pada  Upaya

Kesehatann  jiwa, Pemerintah  Daeralh  kabupaten/kota

tmelatnilan:

a.  penetapan kebijakan penselonpgearaan Upsaya Keschalan
Jrwa di lingleal kabupaten/kola dengan becpedoman pada
kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan Upaya
Keschatan jiwa dan  kebyjakan  Pemerinlah  Daetah
Pruvinsi;

b, kerjasama  dengan instansi terkait  di ringlkat
kabupaten/kote sesuai dengan  ketentuan peratursm
perundang-undangan;

o, pengelolaan dan pelaksanasn sistem data dan informasi
Upaya Kesehatan jiwa,

d. penjaminan ketersedizan sumber dava manusia, sardansa,
prasarana, Scdiaan Farmasi dan Alal Kesebalan, dan
pendanaan vang menunjang Pelayanan Kesehatan jiwa,

e penvediaan  Pelayvanan Kesehatan |jlwa 41 Fasibtas
Pclavanan Keschatan tingkar pertamea di kabupalen,/ kols;

f. pongyediasn Pelayansn Keschatan jiwa di Rumah Sadat;
PEIma s ian lersecharya lingkungan mendining
tercapainya Kesehatan jiwa; dan

L. pengelenggaraan Upays Heschalan jwa seocuars
lersirukiur, sislermatis, dan berkelanjata.

Pasal 177
Kctentuan lelh lanjut mengensl  penyelenggaraan Upaya
Kesehalan jiwa vang bersifal  promotit, preventif, kuratif,
dan/atan rehabilitatif sehagaimana dimaksud dalam Pasal 158
sampal dengan Pasal 160 diatur dengan Peraturan Menler.

RBapian Ketijpah
Penanzgulangan Penyalkit Menular

Pasul 178

(1] Penanggulangan penvalit  memalar  diselenggparaloan
sccara terkoordinasi, terpsdu, dan berkesinambungan
dalam bentuk prommnolil, preventil, kuratif, rehatnlicadl,
danfaten  paliatif dengan mempertimbangkan  aspek
determman Keschalan,

(#]  Penvakit menalar sehagamana dimaksud pads saat (1)
merupakan penvakit vang dapat menular ke manusia yang
dizsebablkan oleh mikroorganisme,

(3] Penvakit menilar sebagaimana dimakswuel pada avat (2],
berdasarkan cara penularannya dikelompokian menjadi:
A, peryvakil menular langsung; dan
. penvakit tular vektor dan hinatang pembawa penvakift,

Pasal 179 . .
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Penanggulangan  penvakit menular dilakokan uwntuk
melindungt  masvarakal dar  tertularnys penyakit untok
menurvonksn  jumlah yang sakit,  disabililas,  dan/fatau
teninggal dunia serta mengurangl dampak sosial dan ckoenomi
akibat penyalkit menular.

FPasgal TR0

(1) Fu'mngguldngdn penyakil menular dilakukan melal:

promosl Keschatan;

survellans penyakit menular;

pengendalian faktor risiko;

PeremLlan kasus;

pehanganan kasus:

pembenan kekebalan;

pemberian Obat peneegahan; dan/ alau

kegiatan lain yang ditctapkan olch Menteri.

(2] Promosi Kesehatan sebapgaimans dimmaksud pada syt (L)
huraf s diajukan unhuk meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup
gehal, serla mencegsah lepjadirya penularan penvakit.

(3] Promosi Kescehalan sebapaimeana dimaksud pada avat (2)
dapat berups advokasi, sosialisasi, kamparnye Kesehatan,
gerakan masyarakat, serty komunikasi, inlormasi, dan
edulasi.

(4] Burveilans penvakit menular sebagaimana dimaksud pada
avart {1} humif b dilakakan uantuk:

a. lersedianyva informasi sitaasi, kecenderungan
penveakil, dan {aklor risiko yang mempenganihi
sebapal bahan penpambilan kepuluwsan;

b. tersclenggaranya kowaspadaan dimd terhadap
kermunpkinan terjadinva KLB penyakit menular atau
Wabah dan dampaknya;

¢.  terselenggarabya investigast dan  penangmilangan
KLE pervakil menolar atau Wabah dan dampaknys;
din

., dasar penvampaian Informast Keschalan kepada pars
mhak yvang  berkepenlingan sesulsd dengan
periimbangan hesehatan,

(5] Surveilans pernyakil menular sebagaimnans dimaksud pada
davat (4] dilakukan melahu pengumpulan data, pengolahan
dela, smalisis data, dan diseminast sebagal salu kessluan
vang tdak terpisahkan ontuk menghasilkan informasi
yang  obektd,  terubur, dapast diperbandingksn
antaraaktu, antarwilayah, dan antarkelompok
masyarakat sebagal bahan pengambilan keputusan.

S T R

(5] Pengendalian . ..
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Penpendalian fakwar risike sebagaimana dimaksud pada
avat (1] huruf ¢ ditwjukan unluk mernulus  rantad
pemilaran melahai:

. mlervensi dlau rekayasa lingkungan;

b, pengendalian velaor dan binatang pembawa penyakat;
e peningkatan daya tahan tabuhg

d. perbaikan kualitas media ingkungan; duan

e, pembadayaan perilaloo hidup bersih dan schat.
Penemuan kasus sebapaimana dimaksnd pada ayat (1]
hamaf o ditujukan untuk mengetabul dan mengidennfikas:
adanya laklor rsike dan kasus peonyakit menudar di
masyarakart.

Penemuan kasus sebapgaimana dimaksuad pada avat (7]
dilalmkan melalu skrining dan deteksi dinl lerhadap
lakior frsiko dan penyakit pada individu atau populasi
berisiko yang diduga teninfekes] azen penyebeal peevadal,
Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
hurul v dibgukan unuuk  penvembuhban  penyalir,
mencegah dan membatasi dizablhitas dan  kematian,
menghapus  stpgma dan dishriminasi  penderita vang
diakibatkan oleh ponyalat menular, serta memuolus ramtal
pernalaratl,

Penanganan kasus scbhagaimana dimaksud peela qyal (9)
dilalukan melalui tata laksana terhadap kasus dan
kontak, perawatan mandinn kasus, penegakan diagnasis,
tata laksans dinl, pcngobatan, dan perawslan, lermmaside
perawatan rehabilitatf danfaray peliatif, serta rojukan
dan ruuk bahk.

Pemberian  kekebalan  sebagrimana  dimaksud pada
ayat [l] hurol [ dilyjukan wnluk merniiusg  rattal
pemalaran penyakit yang dilzkeukan melalul imunizast.
Pemberian Obal peneegahan sebapaimana dimaksud pada
avat {1} hunif g ditnjukan untuk memutus rantsa
penularan penyakilt vang dilakukan melalm pemberian
{Jbar. pencegahan sccara massal, pada  kelompok
masvarakal terlennl, arall persearangan.

Pemberan Obal peneepah=n sebapaitnans ditmaksad pada
ayat (12} dilaksanakan denpan memperhalikan Lngheat
endemisitas  masing-masing wilayah dan/atau  faktor
asike yang mempengaruhinva,

Pazal 141

Pecnanggulangan penyalat menular dapat dilakukan bekers
sama dengan lintas sekmar, lintas program, dan lintas disiplin
baik di lmgkeat lokal, nasional, regional, maupun global,

Pasal 182 . ..
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Penanggillangan penyakit tolar wvcktor dan binatang
pombaws penyakil sebagai akibal dam interaksi antara
manusia, hewan, dan lingkungan, dilakuksan melalu
perwlekatan satll Kesehatan.

Pendekatan satu Keschatan schapaimana dimaksud pada
aval [1) merupakan upaya vang dilakukan secara terpadu
dengan melibatkan kementerian vang menyvelenggarakan
urusan pemerintaban di hidang ke=sehatan, kementcrian
vang monyelengoarakan vrusan pemerniniabian di idang
perlanian, dan kementerian vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, secta
kementerian/ lembaga lain yang  terkait untuk
tervujudnya tujuan penanggulanpan penyakil menular,
Fendekatan sail Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dalam pcnanggulanpan penyakil  methalar
dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Pasal 133

Dalam penangpillangan penvakit menular dibotohkan

kctersediasn:

a. Tenaga Medis danfatau Tenaga Keschatan wvang
morata dan mencukupl, serla Tenaga Pendukung
atall Penunjang Kesehatan;

b, Fasilitas Pelayanan Kesehalan, letmasuk saraha
rasarana;

c. Sediman Farmasi, Alat Kesehalan, dan Perbelalan
Kesehatan lainnya;

d.  pendanaan vang memadal sesial kebutuhan dengan
prinsip efelktif dan efisien; dan

¢,  pemberdayaan Upaya Kesechalan bersumber dagya
tnasyaralkart.

Tenapa Medis dan/atan Tenaga Kesehatan sebagalmana

dimaksud pada ayal (1) huraf 8 berwenang memetiksa;

a. arang atau sekelompolk orang vang diduga tertular
peryyakit  atau memililki  faktor  risiko penyalit
menular; dan/atan

Ir.  tempat vang dicurigal berkembangnva vektor dan
sumber penyakil lan,

Pa=sal 184 . _ .
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Penangpulangan penyakit menular mengpunakan peodelatan
berfolous pada masyarakart bemipa:

d.

h.

{1}

(<)

(3]

peningkatan pongetahusn masyarakal lenlang penyalkit
menwlar dan kondisingys;

dukungan dan peondampingan untuk  menyelesailian
peogobatsn dan pemanlaosunya dari keluarga,
komunitas, Tenaga Medis, dan/atau Tenaps Keschalan,
pelindungan bag penderita dari sligma dan diskriminasi,
cdlar

dukungan psikososial bagl orang yany terinleksi penyakic
menlar,

Pasal 185

Dalam penangellangan penyakit meoular, Pemenntah

Pusart bertanggung jawab:

4. melakukan penanggulanean penvakit menular
inelalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan
pembrorantasan penyalat menular serta bDerlanpgung
jawaly lerhadap akihat vang ditimbulkannya;

b. menctapkan kcbijakan dan  stralegi  nesions

peranggulangan penvakic memalar;

tmenyedialkan Sumbcr Dava Keschatan;

melakcukan advokasi dan kerja sama lintas program,

lintas sektor, lintas disiplin, masyarakat, dan dengan

negara lam; dan

e, melakukan penelitian dan pengembangan.

Dalam penanggulangan penyakit menular, Pemenntah

Dacrah bertanggung jawals

a, melalakan  penangrulangan penvakit  mecnular
melalul kegatan peneegahan, pengendalian, dan
pemberantasan penvakit menular serta hertanggung
jJawab terhadap akibat vang dittmbulkannys;

B 5

b.  membual dan melaksanakan kebijalear
penangrilangan penvakit menular denpan nmicngacu
pada kebijakan dan slraleyl nasional

penanpggilangan penvakit menular,

¢, menyodiakan Sumber Daova Kesehatan;

fd. melakukan advakas! dan kerja sama lintas program,
hnlas sekior, Inlas disiplin, dan masyarakat; dan

e, melalakan penelitian dan pengembangan.

Dalam penanggulangan penyakil menular, Pemenntah

MNesa bertangguing jawals:

a. melakrsanakan kecbyjankan DPemenntabh Pusat dan
Permerincal Daeral;

k.  menyediakan Sumber Daya Keschatan;

c. melakukan . ..
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e, melakukan advokasi dan kerja sama lintas program
dan lintas =ektor, dan

d. monyvelengearaksn Upaya Keschatan bersumber dava
masvarakar.

Pasal 186
Menteri menemapkan program priontas  dan laogel
penanggulangan  penyekit mermilar < tingkat nasional
tnallpin daeral.
Pemerintah Drcrah melaksanakan prograin prioritas dan
targel penanggulangan penvakit memalar vang ditetapkan
aleh Menteri.
Sclain  melakssnakan program prioeites  dan o target
penangralangan penyalkit menular sebagalimans
dimaksud pada aval (2], Pemerinlah Daerab  dapat
mehnetapkan program prioritas dan target lain scsuml
dengan kebutuhan wilayvahnya.
Penelapan  sebagal  program  pricritas dan tarset
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal {3}
didasarkan pada kritena sebagai berikuat:
a. tingkat endemisitas;
b.  prorogyvaldt menular potensial KLB atau Wababh,
¢, fatalitas atan angka kematian tinggi;
d. dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan vang
liuas;
£,  =masaran reduksi, eliminazsl, dan cradikasl yang
merupakan komitmen global; dan/atan
£ kriteria lain yang ditetapkan aleh Menten.

Pasal 1587

Dalam  penanggulangan penvakit menular, masyarakeat
berperan:

a.
b.
€.

meningkatkan pengestahuan terhadap penvakit menalar;
memelihara dan menjaga Koschatan dirinys;

rmencegah pervelaran penyakil menalar melaln perilakg
hidup bersih dan schat, tkut berperan dalam perbaikan
kualilasy media bngkungan, pengendalian velilor dan
natang pombawa penvakit, serta melengkapl munisasl
seslal standar;

mcombenkan dukungan psikososial serta mencegah stigma
dlan chiskeiminas terhadap orang, vang lernfeksi penyakil
menular dan orang terdampak lainnya; dan

melakukan delelst dind penyakil menular dan melaporlon
kepada pihak vang berwenang terkait pensvakit memilar
poatetigial KLB dan fatau Wabah,

Pasal 188 . .,
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Setiap COrang ditarang:
a. mcnvebarluaskan bl mermperiuatbelikan
mikroorganisme  penyebab pervakit | memalar
dan/atau

b, merekavasa mikroorganisme menjadl lebih viralen
dan/atan menjadi kebal terhadap santimikroba,
Sctiap Orang vang melanpgear keleoluan sebagaimana

dimaksud pada avat {1} dikenar sanksi adminiscratif.

Banksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat {2}

berupa:

a. peringatan toriulis;

b, denda admminisceatif

¢, penghentian  sementara Jdarl  kegtatan  produksi
dan /!t peredaran;

d. pcnankan dan poemusnahan produk dar peredsran;
dan/alan

¢, pencdbutan peritan berusaha,

Pengenaan sanksi administratif sehagaimana dimaksud

pada ayat [3) dilaksanakan olch Menteri, gubernur, atao

bupalifwall kola sesusd dengan kewenanganiya,

Denda admitistratit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurof b dikenakan sesual dengan beosaran yang iclab

ditetapkan sebagal pcnenmaan nogara bukan pajak atau

pendapatan dacrah sesuad denpan kelentudsn peraliacat

perundang-indangan,

Tata earm pengenman sanksi  administratit  berupa

pencabutan perizinan berusaha scbagaimana dimaksud

pada ayat (3] huruf ¢ dilaksanakan sesuaal dengan

kelenluan peraluran perarrclang-undangan,

Ketentuan lebih lanput mengenai tata cara pengenaan

sanlsi administratif sebagaimana dimaksud pada avat (3)

huruf a4 sampal dengan huraf d diacur dengan

Peraturan Menlerl.

Pasal 1859

Eedentuan lebih lanjut mengenal pedoman penangeulangdan
pervalkil memlar diztur dengan Peraturan Menleri.

Bapan . . .
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Bagian Kedelapan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 190

{l] Penanggulangan penyakit tidak menular disclenggzarakan
secara terkoordinesi, ferpadu, dan berkesinambungan
dalam beotuk promotif, preventif, kuratii, rchabilitacil,
dan/atau  paliatf denpan mempertimbangkan  aspel
dererninan Kesehatan.

(2] Peovekit tidak menular scbagaimana dimaksud pada
avat {1} memipakan penyvakit vang tidak dapal dilularkan
dari satu arang ke orang lain dan cenderung berdurasi
pangang atalul kronis vang dialabatkan darn kombinam
faktor risiko genetik, Imgkungan, dan perilaku,

Pasgal 111

Penangpulangan penyakit tidak memilar dilakukan untoks:

1.  meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan
kemampllan berperilaka hidup sehat;

b.  mencegah terjadinva penvakit tidak menular bescrta
akibel yang diuminilkan;

¢, menuruankan jumlah vang sakit, dizabilitas, dan/atau
meninggal dunia; dan

d.  mengurangi dampak sosinl dan ekonomi alabat ponyvakit
tidak menular,

Pagal 112
{1} Penanggulangan penyakit tidak menular dilaksanakan
melala;
4.  promasi Kesehatan;
b, deweksi dind [aktor risiko;
o, penpendalian Blotor risilko;
d, pelindungan khasas;
e, penernuan dirg kasas;
L. Lalla lakesans, ding;
B, penangsnan  kasus berupa Pelavanan  kesehatan

kuratif, rehahilitatif, dan /fatag paliatifs dan
h,  kegiatan lan vang ditetapkan oleh Menteri.

27 Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada awvat [1)
hurnf a ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, kemsvan dan kemampuan berpenlaku hidup
sehat, dan mencegah terjadinva penvakit tidak menular.

[3) I'romosi Keschatan scbagaimana dimaksud pada awat [2)
dapat borupa advokasl, sosialisasi, kampanve Keschatan,
gcrakan masyarakat, serta komunikasl, indonnasi, dan
cdukasi.

(41 Detoksi . ..
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Detelsi dini faktor rsiko scbapaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilujulcan unbuk menemukan kondisi dan

keblasaan sesearang vang berisiko terjadinva penvakil

fidak memular melahli anamnesa dan pemerikesasn.

Pengendalian faktor rizsiko scbagamsana dimsksud pada

ayat (1) huruf o dapat berupa kegiatan:

a, perngendalian konsumsi gula, garam, dan lemsak;

3. pengendalian prodok tembakau dan twrunannys;

c. pemblassan aktivitas fiside dan olahrages;

d. mengonsumsi mekanan  yvang  beragam,  hergiz
seimbung, dan aman;

e, istirahat vang cuknp dan kelala stres;

f.  rtidak merckok dan menghindan paparan asap rokok
dan polutan;

o bddak mengonsumsi alkehaol;

h, pengendalian linglungan chesogenik; dan

i.  pengendalian karsinogenik.

Felindungan khusus sebapsimana dimaksud pada ayal (1)

huraf d dapat berups  pemberian  ounisasi  dan

perpgnaan alat pelindung rerhadap paparan tertentu.

Penermuan dim kasus sebagaimana dimaksud  pada

avat (1) huraf ¢ dilakukan melalui skrining dan deteks

dini terhadap lakior risike dan penvakit tidak menualar.

Tata laksana dini sebagaimana dimaksud pada awvat (1)

huraf £ dilabukan melalul pengobatan dan perawatan

terhadap faktor rsiko vang dapal menyvebabhikan penyakit

Lidak menular,

Pernanganan kasus herupa Pelsyanan Kesehatan kaaratif,

rehalilitatif, danfatay paliatif sehagaimana dimak=sud

pada ayat (1) huruf g dilalumkan melalul pencgakan

diagnosis, poengobatan,  dan perawalan lermasuk

perawslan rehabililalil dan/atau palisidl, serta tindakan

rmajiikan dan mijnk balik.

Fasul 193

Dalarn rangks pengendalian fakeor msiko penvakil tidak
tmenitlar, Pemerintab Pusat, Pemerintah Deerah pravins,
dan DPomerintah Daerah kabuparen/kora bertanggang

jawah meningkatkan advokasl, =soslalisasl, kampanyc

Kesehatan, serta komurakasl, inlormasi, dan edukasi
kepada masyarakat.

[2) Dalam...
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Dalam pelaksanaan  kegiatan  advokasi, sosialisasi,
kampanye Keschatan, scrta komunikasi, miormasi, dan
edukasl schbagaimana dimaksud pada ayval (1), keluarga
dan masvarakal lermasuk swasla hatas terlibat dan
berperann  secara  alktil guna  terwijudnya perubahan
perilaku masvarakat vang wrhindar dan nisike penyvabil
tidak menular.

Pa=al 194

NDalam rangka pengendalian kensumst gula, garam, dan
lemals, Pemerintah Pusat mencntukan batas muaks=imal
kandungan gula, saram, dan lemak dalam pangan olahan,
lermasuk pangasn tlaban siap sagl,

Penentilan batas maksimal kandungan gula, garam, dan

lemak  scbhagaimana  dimaksud  pada aval (L)

dikoordinasikan wolech menlen yvang menyelenggarakan
koordinasi, sinkronizasi, dan  pengendalian unisan
ketnenterian dalam  penvelenggaraan pemerintahan di
dang pembangunan manusia dan kebudayaan dengdan
mengikulseriakan kemenlerian dan lemnbaga erkait,
Peneniuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan
lemak =ebagairmana dimaksud pada avat (1] dilakulzan
dengan mempertimbangkean:

i, kagian risiko; danfalau

. standar internasional,

Zelain penetapan hatas maksimum kandungan pula,
garam, dan lemak schapaimans dmaksud pada avat (L),
Pemerinlah Pussl dapal menelapkan pengenaan cukad
terhadap pangan olahan rerternnl sesulal denpan ketentuan
peraturan perundang undangarn.

Paual 193

Sellap Orang vang memproduks), mengmpor, dangalan
mengedarkan pangan olahan termasuk pangan olahan
slap sajl waplh:

a, memenhi Ketentan balas maksimim kandungan
gula, garam dan lemak vang ditetapkan sehagaimana
dimakz=ud dalam Pasal 194; dan

b, mencantumkan label g lermasok kandungpan guls,
garam, dan lemek padas kemasan untuk pangan
olahan alau pada media micnmasi entuk pangsn
olahan siap sajl.

[2) Benap. ..
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Setiap Orang vang memprodukst, mengimpor, dan falau
mengedarkan panegan clahan termasuk pangan olahan
siap =aji yang melebihi kelenlusn batas  malksimam
kandungan gula, garam, dan lcmak dilarang melakukan
iklan, promosl, dan sponsor Kegiatan pada walkta, lokasi,
dan kclompok sasaran lerlenlu,

Setiap  Orang dilarang melakukan  peojualan slall
peredaran pangan olahan termasuk pangan olahan siap
wajl vang melebihi kelentuan batas maksimum kandungan
gula, garam dan lcmak pada kawasan tereentu,

Setiap Qrang vang memproduksi, mengimpor, dan/fatau
mengedarkan pangan olahan lermasuk pabgan olahan
siap =sajl dibatasi danfateu  dilarang  menggunakan
zat/haban vang berisike menimbulkan penyakit tidak
menular.

Pasal 196

Sctinp Orang vang melanpgdar kelenluan  sebagahnang
dimak=ud dalam Pasal 195 dikenat sanks] adminisira Ll
Sanksi administratif sebagaimann dimaksud pada avat (1)
borupes:
a. perimgatan tortulis;
b denda administratif;
¢, penghenlian  gementara  dari Kegiatan  produksi
dan/atan peredaran produk;
d, penarikan prngan alaban dart peredaran; dan/atau
e, pencabuan perizinan berasaha.
Pengenaan sanlosi adminisiralil sebagaimana dimaksad
pada avat (2] dilakrmanakan oleh Menterl, menten yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan i hidang
perdagangan, menterl vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindusmrian, kcpala lembaga
pemerinlah  nenkementetian  yang  menvelenggarakan
urizan pemerintahan di bideng pengawasan obal dan
tmakanan, gubernur, atau bupatifwali kota scsusl dengan
Kewenangannya.
Denda administratif sebagaimana dimaksnd pada ayat (2]
hurul b dikenakan sesusi dengan besaran vang telah
ditctapkan scbagal penenmasn negars bukan pajak ata
pendapatan dacrah scsual dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.
Tala ¢ara pengenaan  sanks  administratf berupa
pencabutan perizinan berusaha sebagainsena dimalksud
pada avat (2] huruf c dilaksanakan scsusa dengan
ketentiian peraniran perundang-undangan.

(6] helenluan . . .



S No 226976 4

(o}

{1}

(]

[3]

[

(3]

(&3]

(4]

(3]

PRESIDEMN
REPUALIK INCONESIA

Gl

EKelentuan lebih lanjut mengenal lala carn pellienidsnl
sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
bumf & sampei dengan hurof 4 diatur dengan
Peraturan Mcnten, peraturan mentlen VEDE
menyelengparakun  arusan  pemerinlahan i bidang
perdagangal, peratiran menteri yang menmyelengrarakan
wusan pemenntahan di bidang perindustnan, dan/atan
peraturan kepala lembags pemenntah nonkemeritenan
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan  sesual dengan
kewenangzannyad,

Pasal 197

Penangmuilangan penyvakit tidak menular didukung dengan
keglatan surveilans faktor risiko, registn ponyalat, dan
survellans kematian.

Kegialan sebagaimans dimaksid pada ayat (1) bertijuan
untuk memperaleh informasi vang esensial serta dapat
digunekan unftuk pengamhbilan keputusan dalam upaya
penanggulangan penyakit dak menular.

Surveilans lakwr nsike sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dilakukan unotuk memantau dan menpgumpulkan
data faktor nisiko pouvakit nidak menalar meladul survel
berbasis masyarakal atau instilusi dan deteks ding faktac
risiko perilakog.

Registrl penvakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakukan untuk mengumpulkan miommast kasus
prnvakil tdak menular,

Surveilans kematian sebagaimana dimalsud pada avat (1)
dilakukan untuk memantau dan meonpumpulkan data
penyvebab kematian akibal pernvakil Gedake menular,
Surveilans lekior risike, remistrd penyakil, dan surveilans
kematinn  sehagaimana dimaksud  pada avat (1]
dilak=zanakan herbasis populast, klinis, laboratonum, dan
kejadian.

Pelaksanaqan surveilans lakior risiks, registri penvakit, dan
surveilans kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakzanakan =zecare terkoordinasi antara Peomerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat,

Poelaksanaan surveilans [aklor risiko, regision pernvakat, dan
surveilans kemation sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilalukan melalul Sistemn Informasi KEoschatan  vang
terinlegras dengan Sislem Informeast Kesehatan Nasional,

Pasal 198,
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Fenanggmlangan penyaldt tidak menular dilalcukan melaiui
kerjn sama  lintas  program, lintas  sektor, pemangko
kepentingan terkait, dan masyarakat, scrta dengan membentiik
Jejaring, baik nasional maupun inlemasional.

(1]

=]

(z]

Fasal 199

Dalam  penangeulangan  penyakit  tidak  menular

dibutuhkan ketersediaan:

f.  Tenaga Medis denfatan Tenapa Keschatan yang
merala den moencukum, serta Tenaga Penduloang
atau Penunjang Kesehatan;

b Fasilitas Pelayanan Keschatan tingkar pertama
beserla  Jojaringnya dan  Fasilitas  Pelavanan
Kesehalan tingkat lanjut, dan fasilitas pelayanan lain,
termasulk sarana prasarana;

¢, Sediasn Farmasi, Alat Keschatan, dan Perbekalan
Kesehalan lainnya,

d. pendanasn yang memadai sesuai kebuluham dengan
prinsip efektif dan efisien; dan

e, pemberdayasn Upava Kesehatan bersumber daya
masvarakal,

Pendanaan sebagnimana dimaksud pada avat [1) barul d

dapal diperelch  dari hibal, langgung jawab  sosial

perusahaan, dan sumber lain vang sah scsuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undanean,

PFa=al 20{)

[dalarn  penanggulangan penyakit  tidak  menular,

Pemerintah Pusal bertangpung jawahs:

@, menetapkan  kebijakan  dan siralegi | nasional
penanggulangan penvakit tidak memilar lermasulk
pencaniuman informasi nilal gizi dan/atan baras
maksimuum kandungan mula, garam, dan lemak pada
pungan olahan termasuk pangan olahan siap saji;

b, menelapkan ketentuan pelarangan iklan, proogosi,
dan sponsor pada pangan olahan termasuk pangan
vlahan slap saji sebagaimana  dimaksud  dalam
Pagal 192 ayat [2);

. menetapkan ketentuan MEerEenal mntormasi
kandungan mila, param, lemak, pesan Keschatan,
dan labcl gizi depan kemasan pada pangan olahan
dan/fataul pangan olahan siap sajl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 195 avat [1);

f. menctapkan . ..
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d.  menetapkan program edukasi kepada masvarakat
dalam pengendalion konsumsl guld, garam, dan
lerriale;

e.  menyediakan Sureber Dava Keschatan;

melalkukan advokasi dan kerja sama lintas program,

lintas scktor, masyarakat, dan detigan nepara lain

secara terkoordinas] dan terpadu; dan

g melakukan penelitan dan pengembangan  sesual
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

Dalam pengelenggaraan penanggilangan penyvakil Gdak

tnerular, Pemernntah Daerah prosins dan Pemenntah

Daerab kabapaten /kola bertanggung jawahb:

a.  menetapkan kebijalan dan meclaksanakan
penanggulangan  penvakit tidak menular  scbagai
program pricritas daerah dengan mengacll pada
kelbijakan dan strategi nasional penanggulangan
penyakit tidak memilar;

b,  menyediakan Sumber Daya Kesehatarn;

¢ melskukan advokast dan kerja sama lintas program,
lintas sektor, dan masyarakal;

d. mclakukan penelitian dan pengembangan  scsual
denpan kelentuan peraturan perundang-undangan,
dan

c. menetapkan dat melakssanakan ketentuan mengenai
kawnsan pangan rendab gula, gatam, dan lemak.

Delson penanggulangan penyakit tidak  menular,

Pemerintah Desa bertanpeung jawab:

a. melaksanakan  penanpgulanpan penyakit  tidak
menular dengan mengacit pada  kebijakan  dan
sitalegl nasional ponanggulangan  penvakil ldak
meanular dan kebijakan Pemerintah Daerah;

b.  menyediakan Sumber Daya Keschatan,

¢.  melakukan advolasi dan kerja sama linlas propram
darn hinlas scletor; dan

d. melaksanakan Upsys Keschatan bersumber dava
masyarakar.

bl

Pa=al 201

Mentenn  menetapkatt  program prioritas dan target
penanggulangan penvakit  tidak menular di tngkat
nasional maupun dacrah.
Pemenntah Daerah melaksanakan program prioritas dan
largel penangpulangan  peovakil Lidak menular yang
ditetapkan vleh Menred.

(3 Selamn ..
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(3} Belain melaksanakan program  priontas dan  tarece
penanpeudanegan penvakit tidak menular sebagaimang
dimaksud pada awat (2], Pemerinlah Deerah dapat
menetapkan program priortas dan targer lain sesuai
dengan kebutuhan wilayahnya.

(4] Penetapan prograun priodlas dan tacpet scbagaimana
dimaksud pada avat (1) dan avat [3) didasarkan pada jenis
penyaldt tidak memilar dengan krleria:

a. dapal dilakukuan penocgahan, pengobatan, dan/atau
rchabilita=si; dan

b, fingginya anvka kemadlian, kesakitan, disabilitas,
danfatau beban biava pengobatan.

(&) Selaln kriteria sebagaimana dimaksod pada ayat [41),
Menleri dapal menctapkan kriteria lain dalam penetapan
program prioritas dan targel penangoulangan ponvalkit
ticlak menular,

Pagal 202
Pemerinlah Dacrah  provinsi  dan Pemerninilah DCracrah
kabupaten, kota berwenang menctapkan kehijakan

penpendalian laktor risiko penyakit tidak menalar beripa

a4, pengaturan dan pembnnaan kepada pedagang penjualan
makarat dan minuman vang berjualan di selitar sekolah
dan lempat kenja;

b.  pengawasan promosl dan kampanyc pangan,

L. PENEgawasan pangan industri mimah tangea, pangan
olahan siap saji termasuk poursi makansan dan minuman
vang disajikan pada tcmpat usaha, serta pangan jajanan
anak sckolah di wilavahnya,

d.  memastikan ketersedisan buah, sayur, dan pangan sehat
yany lerjangkanu;

. peningkatan ketnampuan untuk melakokan aktivitas fisik
melalui pemenuhan sarana dan prasarana abilivilus lisik
dan sarana clahraga termasuk sarana mebilitas untuk
transportas akiil;

f.  pemenuhsn sarana ruang rerluika hijau dan pemanfaatan
lahan untuk promost Kesehalan lingkungan dan faktor
risiko linghkungan, lermasuk penanggulangan palils uidara
dan pelarangan pembakaran terimuks;

g, pcmblasaan aktivitas {isik dan olahraga tenitama di
lingkaingan perkantoran dan industri;

h. pembinasn masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
pencegahan dan penpendalian penvakit tidak menolar;
dan

L upaya pengendalian fakior risike lannya.

Pazsal 203 ...
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Dalam penanggulangan penvakit tidak menular, masvarakat

berperat:

A, memngkatkan penpelahosn dan parlisipasi akul dalam
kegiatan  promosi Kesehatan,  penccgahan  dan
pengendalian faktor nisiko, serta bentik penanggulangan
pervakil Udak menular lain vang memerluban kolaboras:
masyarakat; dan

L. mendulung penyvediaan SEumber Daya Kesehatan.

Pasal 204

Ketentian lehih lanpar mengenal pedoman penanggulangen
petyvakil tdak menmdar diatur dengan Peranean Menteri.

EBrgian Kesembilan
Dpava Kesehalan Penglibatan dan Pendengaran

Pasal 2015

(1] Upaya Keschalan penglihatan dan pendengaran ditgjukan
untuk meningkatkan derajat Keschatan penglihatan dan
pendengaran  masyarakart  serta menurunkan  angka
dizabilitas,

{2} Upaya Kecschatan  penglihatan dan pendengaran
diselenggarakan secara ferpadu, komprehensif, efelktif,
efisien, can berkelanjutan,

{3} Upaya Keschatan penglihatan dan pendengaran dilakukan
pada seluruh =siklus hidup dalam bentuk promedif,
preventil, karatit, dan/fatau rehabihtati],

Pasal 2006

{1} Penyelenggaraan Upaya  Keschatan  penglihatan  dan
pendengaran diprigritaskan pada penvakit dengan kriteriz
sebagal berikul:

A, dapat dilakukan penecgahan, pengobatan, dan/atan
rchabilitasi; dan

b. tingginva angka kesalkitan, nngks disabilites,
dan/aran tingginva beban biayva pengabatan.

12} Penyelenpearasan Upaya Keschatan  penghbatan dan
pendengaran dilakukan melaloi:

a. pramosi Kesehatan,

I, penpendalian [Bklor nsiko;
¢, prnocmuan kasus;

d.  pelindungan khusus; dan
£, penanganan kasus.

(3] Dromosi. ..
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Promuesi Kescehalan sebapaimans dimalesud pada agyat [2)

huraf a dinpakan untuk meningkatlcan  pengetaliman,

kesadaran, kemavan, dan kemampaian berperilak hidup
sehal, dan mencegah terjadimya gangguasn penglihatan
dan gangguan pendenparan.

Promosi Kesehatan sehagaimana dimaksud pada avat [3)

dapat borupa advokasi, sosialisasl, kampanye Kesehatan,

perakan maswvdarakat, serta komunikasl, indormasi, dan
adukasi.

Promosl Kesehatan sebagaimana dimabksuad pada avat {4)

dapal dipublikasikan melalul media resmi.

Pengendalian [uklor nsiko sebapaimana dimaksud pada

ayat [2] mamal b dapat berapa kegialan:

a.  pcngendalian kebisingan i tempat kervja, tempat
hiburan  dtaw rekreasl, =satuan pendidikan, dan
fagilitas wrmim lainnws;

b. pcngaturan tingkat pencehavaan di tempat Kerja dan

sluan pendidikan:

pengendalian penyakil lidak menular dan komplikasi

penvalif;

d. pengendalian pajanan zat kimia dan/atan Obatr vang
berailal elotoksik; dan

e. perubahan perlalg  berisiko yang menyebabkan
gangguan penglihatan dan gangeuan pendengaran,

Periemuan kasus schbagsmimana dimaksud pada avat (2)

bl ¢ cilakubean melalu skrining dan detcksi dini scsuai

dengan siklus hidup terhadap fakior rsiko dan peryakil
mala datau telinga.

Pelindunpsn khusus scbagaimana dimaksud pada avat (2

huaf d  dapat berupa pemberian imunisasi dan

penggunaan alat pelindungan terhadap paparan lerientu.

Penangunan kasus scbhagaimana dimaksud pade avat (2)

huruf e dapal dilakukan melalul pencgakan disgnosis, tata

laksana, habilitasi, dan rehabililasl, scrta tindakan
rujukan dan ryulk balile.

Rehalmlitas sebagaimans dimaksad pada avat (9 dapat

dilakukan melalui Upaya Kesehalan bersumber dayva

masyHrakal,

i

Pasal 207

Upava Kesehatan penglihalan dan pendengaran didukung
oleh keglatan surveilans faktoe risiko, repistri penvakit,
dan surveilans disabilitas,

(2] Kegatan . . .
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Kegatan schagnimana dimmaksud pada ayat (1) bertuyjuan
unluk mempersleh inlormasi vang esensial serla dapat
digiinakan unmlk pengambilan keputsan dalam Upaya
Kesehatan penglihatan dan pendengaran.

Surveilans faktor rislke sebagaunana dimaksud pada
avell (1) dilakukan unluk memanlau dan mengumpulkan
data faktor risiko perilelel dan lingkangan-

Registri penvakit sebagaimana dimaksud pada awvat (1)
dilzkulan unruk mengumpulkan mfonnasl pernyakit mata
arall lelinga yang ddiagnosis berbasis Fasilies Pelavanan
Kesehatan,

Surveillans disabilitas =ebagaimana  dimaksuod  pada
avat {1} dilakukan untuk memantau dan meonpumpullean
data. fisabiitas  alkibal  sanegsuan penghbatan dan
gongsian pendengaran.

Kegatan surwcilans faktor nisiko, rogistrl penyakit, dan
gurveilans dissbillas sebapaimans dimaksod pada ayat (1)
dilalukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat,
Pemerintal Daerah, dan masyarakat.

Keplalan survellans faklor nsiko, regisini penyokil, dan
surveilans disabihtas sebapgaimana dirnaksid pada avat (1)
dilakukan melalul Sistem Informasi Kesehatan yang
lermtegras dengan Sistem Informasi Keschatan Nasional.

Pasal 208

Calam Upava Kesehatan penglihastan dan pendenpgatan
dibutuhkan letersediaan:

.

Trnaga Medis danfatau Tenaga keoschatan scrta Tenaga
Pendukung alau Penunjang Keschalan yang merala dan
mencukupi;

Fasilitas Prlayanan Keschatan tmgkat peortama boscria
JEarinenya, Pasililas Pelayvanan Keschatan nngkat Lanjut,
dan fasilitas pelavanan lain vang merchiking Upara
Krschatan  penglihatan  dan pendengaran, termasuk
sardnd dan prasarans, scsus standar;

Eediaan  Fermasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan
Kcschatan lalinnya, termasuk alat bantu Kesehatan bag
penyandang gangguaan penglihatan danfatan gangguan
pendenparan vang amarn, berkhasial alaa bermmanlaar, dun
bermutu:

pendanasan  yang memadal scsual kebutuhan  dengan
pringip efekiil dan ehsien; dan

pemberdayaan Upayva Kesshatan  bersumhber dava
masyarakal.

Fasal 2009, |,
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Tanggung jawab Pomerintsh Pusat, Pemcrintah Dacrah,
Pemerintah Desa, dan masvarakat dalam penyelenggarann
Lpava Kesehalun penglihalan dan peodeongaran scsusd
dengan  ketentuan tanggung  jawab  Pemcrintah Puasar,
Pemerintal Daerah, Permerintah 12esa, dan masyarakat dalam
penyvelengmaraan penanggulangan penyakil Lidak menulsar,

FPasal 210

Ketentuan lebih langjut mengenar pedoman penvelenggaraan
Upava Kesehatan penglibatan dan pendengaran diatar dengan
Peraluran Menleri.

Baglan Kesepuluh
Lpava Kesehalan Keluarpa

Pasal 211

(1] TUpaya kesehalan kelusrga dilujuken agar Lercipla
interaks: dinamis yang positif antaranggota keluargs yang
memungkinkan setiap  anggota  kehllarga  mengalami
kesejahteraan limk, jiwa, dan sesial vang oplimal.

(2] RKeluarga scbapaimnana dimadksud pada ayat (1] meropakan
unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas:

A,  suatng dan st

k.  suami, istrl, dan anaknya;
. ayah dan anaknya; atau
. b dlan anadsneva.

(3] Selamn keluarga schapsimana dimaksud pada avat (2],
Upaya Kosehatan keluarga jugns diselenggarakan pada
keluarga lain vang sedarah maupun keluarpga vange lidak
gedarah,

Pasal 212

(1} LU'paya Keschatan keluarga meliputi aspek:

a. proses sesial don emosianal dalam kelilargs;
b. Lkebiazaan hidup sehat dalam kehaargs;

e sumber daya keluargs untuk hidup sehal; dan
d.  dukungan sosial eksternal untuk hidup schat.

2} Proses soslal dan cmosional dalam keluarge sebagaimang
dimaksud pada ayat (1) huraf a merpakan proses inlernal
ahtaranggota keluargs  hinges wergalin hubungan
kornurkas:, kestabilan cmosional, dan kepuasan, serta
dukungan keluargas dalam mencegah dan menangean
masalah Keseharan.

{3} Eebilasaan ...
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Kebiasaan hidup sehat dalem kebluerga sebagaimana
dimalksud pada ayat {1] humaf b memipalan perilaku hidup
sehat setigp indivicht dalam keluargs,

Sumber dava keluarga uniuk hidup sehal sebagaimana
dimaksud pada aval (1) huruf ¢ merupakan ketersediaan
mealenl dan nonmalen vang dibutubhkan keluargs dalam
menjamin keborlangsungan Keschatan anggota keluarga.
Dukungan =osial  ekstornal wuntuk hadup schat
sebagaimana dimak=zud pada avat [1) huruf d merupekan
bantuan atau dukungan masyarakat atau pemerintah
vang ditninihkar keluarga dalam Mmenjacin
keberlangsungan Kesehatan anpggola keluargs,

Poasal 213

Permyelenggaraan Upaya Kesehaten keluarga dilakukan

menggunakan pendekatan siklus hiduap.

Penyelenggaraan Upava Kesehatan keluarga paling sedilkiz

dilakulan melalui kegiatan:

a- pengasuhan positil;

b, pembiasaan hidup sehal dalam keluarss;

.  pemberisn Pelayanan Keschatan dan kedokteran
keliargs;

d. pemanimatan data dan Informasi Kezehatan berbasis
kcluarga: dan

e. lunjungan keluarga.

Kegiaran sehagaimana dimaksud pada avat (2 dilakukan

secara komprehensal dan lerintegrasi,

Fasal 214

Penpasuhan  posibf scbagaimana dimaksud  dalam
Pasal 213 ayat {2} bhumaf a hertujuan untak memenyhi
pelindungan hak anak dan mengopiimalkan  fumblh
kembang anak.

Pengasuhan positif sebagaimana dimaksud pada avat [1)
dapat dilakukan oleh ayvah dan/atau ibu darl keluadrga
vang sedarah alail kelusrpa yang tidak scdarah.
Penpasuhan posilil merupakan pemberian pengasuhan
pertama dalsaan menjaga Keschatan  anak vang
dapal berupa pemberian makanan bergizl seimbang,
pembilasaan penlaku schat, dan mengenal tanda masalah
Keschatan scrta proaktif dalam perawatan Kesehatan.
Avah dan/atan ibu dari kelvarga vang sedarah ataun
keluarga yang tidak sedarab sebagaimana ditnaksid pada
ayat (2] dalam pengasuban positif harus menerapkan
pecngetahuan dan keterampilan pengasuban ansk yvang
tcpat.

Pauwul 213 . ..
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Pasal 213

Permnbiasaan hidup sehat dalam kehiarga sebagaimana

dimaksd dalam Pasal 213 avat (2] huraf b bertojuan

untuk membudayakan pala perilaka hidup sehat dalam

keluanes hinpes. lercermmin dalamn lala penlalog sehari-hari

uniuk keberlangsungan Kesehatan angpota kehaarga.

Pembiasaan hidup sehat calam keluargs sebagaimana

dimaksad pada ayar (1) meliputi;

., melakukan aktivilas fisik;

b, menjaga pola makan sehat;

. menghindsri  kebiasaan  barak  yvang  berdampak
lerhiadap Keselvatan,

Jd,  melakukan skrining Kesehatan,

e, menjaga kesehatan lingloangan ramah; dan

I perilaku lainnya vang berhorelasi pada Kesehartan.

Pasal 216

Pemberian Pelaysnan Kesehatan dan kedoekieran keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2] huraf ¢
beriujuan unluk mewnjudkan keadaan vang sehat secarn
menyeluruh bag keluargs melalui pelayanan vang beraifar
prorolil, preventil, kuranul, rehabahtatil, dan/ atan paliatif.
Pelavanan Eesehalan dan kedokleran keluarga diberikan
alel:

a.  Tenapa Medis lermasuk vang memulika kompetens,

kedokileran keluargs; dan/atan

b, Tenaps Kesehatan,

Puskesmas  bertangedang jawab  mengoordinasikan
pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan  dan kedolteran
keluarga di wilayahnira,

Fasal 217

Pemaniadlan dala dan Intormast Keschatan berbsasis
keluarga sebagsimuns dimaksud dalam Pasal 213 ayval (2]
hurul d bertujusan unluk:

a.  mempermoudah proses pelayanan;

b, mengelahul status kesehalan kelusrgs;

. #ebagad dasar hunonesn kelaacga;

d.  menentukan prigritas sasaran; dan

e.  melakukan intervensi.

Data dan  Informasi  Kesehatan  berbasis  keluacga
meripakan data dan Informasi Kesehatan seliacuh anggola
keluarga vang dipernleh dark relam medis, pencatatan
dan/atau pelaporan kegiatan Pelayanan Kesehatan, serta
data dan informas) mengenail perilaly dan lingkangan
keluarga.

{2} Dala...
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Data dan Informast Kesehatan scbagaimana dimaksud
peda aval (2] disclenggaradean melalo sislemn wdortinas
data keluarga ¢leh Fasilitas Pelavanan Kesehatan.

Histem informasi data keluarga sebagammana dimalksud
pada avat {3) terintegrasi dengan BSistom Informasi
Eeschalan Nasional.

Pa=al 218

Kunjungan kehliargn  sebagoimann  dimaksud  dalam

Pasal 213 awvat (2} humai ¢ bertujuan memashkan agar

seluruh anggola keluarpa mendapatkan akses Lerhadap

Pelavanan Kesehatan.

Kunjungan Lkeluarga merupakan kematan kunjungan

rumah  vang dilakukan oleh  kader, Tensgs  Medis,

dan/atau Tenaga Kesehatan Kepada Keluarga vang berada

di wilayah kerjanya.

Eunjungan kcluarga dikecordinasikan olch unit Pelagvanan

Eeschalan di Lingkat desa /kelurahan.,

Haszil dari kunjungan  keluarga  dianalisis untak

merumuskan rencana kerja dan intervensi berikutnya olch

unit Pelayanan Keschatan di timgkat desa fkeluralan,

Dalam  hal unil  Pelavanan  Kesehatan 1 Unghad

desa/kelurahan  tidak mampu  menangani masalah

Ecschatan  kcluarga di1 wilayahnys, Puskosmas

berlanggung jawab unluk menanganl masalab Keschalan

secara komprehensil,

Kunjungan mmah oleh kader sebagaimana dimalksud

pada aval (2] dilaksansakan terhadap kelosrgs scodra

berkala dengan menglatamakar:

a. anggote keliargs vang tidalk datang pada sant jadwral
polayanan pos polavanan terpadu atau Fasilitas
Pelayvunan Keschalan;

b, anggota kelaarga vang memerhikan pendampingan
dalam kepatuhan pengobatan; dan/atan

e, anggota kcluarga dengan nsiko masalah Kesehatan.

Rader sebaprimans dimaksad pada ayal (5) sebelun

melaksanakan lninjungan mimabh haris mendapatkan

pembekalan terkait pendampingan Keschatan.
kunjungan rumah oleh Tenaga Medis dan/alau Tenaga

Kesehatan achagaimana  dimakswud  pada  ayal (3)

dilaksanakan terhadap anggota keluarga vang mempunyai

tnasalall Kesechatan yang haras dipantaan berdasarkan
hasil Pelayvanan Kesehatan atau basil kanjuangan mamah
uleh kader.

Paaal 219 ...
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Pasal 219

Pemerirah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
bertangming jeweb atas penyelenggaraan Upava Keschatan
keluarga sesual kowonangan masing-rmasing.

Pasal 220
Keteruan lebih lanjut mengenal pedoman penvelenggaraan
Upaya Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam

Pagal 211 sampal dcungan Pasal 218  diatur  dengan
Peraluran Menlerl.

Bagian Kesebelas
Kcschatan Sckolah

Fasal 231

(1] Kesehatan sekolah diselenggarakan nfuk meningkatkan
kemampuan hidup sehiat bagl peserta didhk, pendidik, dan
tcnaga kependidilean dalam rangks mewujudkan sumber
dayvi menusia  yang  berkuslitas  serla mewgjudkan
linglaangan sekolah vang sehat.

(2] Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diselengoaraksn  pada saluan pendidikan brmal dan
nonformal sesual dengsn kelentnan peraturan perancdang-
undangan.

(3] Kesehatan sekcolall yang diselenggarakan pada satuan
pendidikan  noniormal  schagaimana dimaksud  pada
avat (2] dapat diselengearakan sesai detigan kKemam pilan
satuan pendidikan.

(4] Keschatan sckolah scbagaimana dimaksud pada avat (1)
digelengearakamn rnelalui;

2. pendidikan Kesehatan,
k. Pelayanan Kesehatan; dan
¢.  pembinaan lingkangan sckolah schat.

Pasal 222

(1] ID'cndidikenan Keschatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 221 ayal (4] horutf a dituyjukan untuk penmgkatan
pengetahuan, sikap, dan penlaku serla kelerampilan
hidup sehar.

(2] Pendidikean Keschatan dilaksanakan miclahu kogiatan
intrakurikuler, kokuriloaler, dan/siqn eksirakanloaler,

{3} Pendidikan . ..
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Pendidikan Kesehatan diberikan oleh pendidik dan dapal
berkolaborasi dengan Tenaga Medis danfatan Tenaga
Kesehatan alau  kader Koeschatan vyang memiliki
kompetensi dan Kewenanpan sesuai denpan ketontuan
peraturan perundang-undangan,

Fasal 223

Pelavanan Kesehalan schapaimansa  dimaksud  dalam
Fasal 221 ayat (4 burul b diluksanakan dengan
mengutamakan pelavanan promotif dan prevenl, tanps
menpesampingkan pelavanan karatif dan rehabilitanl,
Pelayanan promotf dilaksanalkesn melalui pemberian
komunikasi, informasi, dan edukasi Keschatan dalam
kegiatan thrralurilkiiler, kokunkuler, dan faka
chslrakarikuler.

Pelayvanan prevertif dilakzanakan melalui pemberian
imunisasi, pelaksansan skrining Keschatan, pomberian
suplcmcntasi gizi, dan pemberian Sediasn Farmasi unluk
pencegshan penoadot.

Pelayanan kuratil dilaksanaksn melalini  pertolongan
pertama  pada kecelakaan, perlolonpan pertama pada
penyakit, dan rujukan Kesehatan,

Pelayanan rehabilivatif dilaksanakan melalii pemberian
pelayanan peikososial pada korban perundungan atau
kekerasan dan masalah Kesehatan jiwa lainnya.

Pasal 224

Pelavanan promotif didaksanakan oleh sataan pendidikuan
dan dapat berkolaborasi dengan Puskesmas penanggune
jawab wilaval.

Pelayunsn preventif, kaaratil, dan rchabilitatif
dilaksanakan vlch Puskcsmas penanggung jawsb wilayah
atau nleh satuan pendidikan sctelah berkoordinasi dengan
Puskcsmas penanggung jawab wilavah.

Pelavanan proventf, loaratif, dan rehabilitail diberikan
olch Tenaga Medis dan/aluu Tenaga Kesehatan yang
memiitkl kompetensi dan kewenangan scsual dengan
ketentian peraluran perundang-undangan,

Tenaga  Medis  dan/atau Tenasa  Kesehatan  dalam
melaksanakan  pelavanan prevenldf,  kuoratif, dan
rebabilitatif  melibatkan atau berkolaborasi  dengan
rendidik dan lenaga  kependidikan  vang kompeten,
dan/atan kader Kesehatan selkolah.

Pasal 225 . .
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Fasal 225

Pembhinaan linglungan  sekolah  schal  sebasaimeana
dirmaksud dalsm Pasal 221 ayat (] haraf o dinajukan
untuk mevwudlian hngkungan saiuan pendidikan vang
gsehal, sman, nyaman, dan inklusif.

FPembinaan lingkungan seholahh  sehal  dilaksanakan

tnelaliy pembinasn lingkungan hsik dan pembinaan

linpliungan sosial emnsional.

Pembinaan lingkungan fisik sebapaimana dimaksud pada

dayval (4] meliputi:

a. pemenuthan  akses air bersih,  sandtasi, dan
kchersihan; -

k. fasilitasi Kanln sehal ataun pangan jajanan anak
sckolah vang schat, aman, bermuta, dan hergizi;

e penciptaan mgkungan  ssluan pendidikan yang
bersity, ndah, nyaman, tertib, aman, dan rindang;

d. penyehatan media linglmingan, pengendalian veklor
dan nalang pembawa penvakit, serta pengamanan
linbah, sampah, dan zat herbabaya lainnya,

e peningkatan kesiapsisgasn bencana scsusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f.  penerapan Mawasan lanpa rokok dan bebas dard
penvadabounaan narkotika, alkeohaol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya.

Pemhinaan lingkunpan sosial cmosional sebagaimana

dimaksud pada avar [2) melipari:

a. penciptaan lingkungan satuan peondidikan  vang
responsl terhadap kehutuhan anak fermasuk anak
vang berkebuatahan khusus; dan

b,  penerapan satuvan  pendidikan bebas  kekerasan,
pelecehan, pornograll, pornoaksi, dan
kelergantungan mtermet.

Pembmnaan hngkungan sekolah sehal diskukan slch

satuan  pendidikan dan dapat berkalaborasi dengan

Puskcsmas penanggung jawaly wilayah danfalau pihak

lain sesuai kebualahan,

Masvarakal di lingkungan sckolah harus mendukung dan

melaksanakan pembinaan  lingkungan  sekolah  schat

melalui:

A, pencipladn kawasan tanpa rokelk, tanpa Kekerssan,
sorta bebas dari penyalahgunaan narketlilea, alkohol,
paikotrapika, dan zal adikef lainnya,

b, pemenuhan pangan jajenan anak sekolah vang schat,
aman, hermuny, dan bergizi; dan

¢ menjaga kebersihan dan keamanan,

Pasal 296 0.
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Pazal 226

Tenaga pendidik pada satian pendidikan bertanggung
jawab  memberikan  pendidikan  Eesehatan  dan
memastikan  keglatan Kesehatan  sekolah  lermoasok
pembiasaan hidup sehal di saluan pendidikan berjalan
dengan bailk,

Tenaga  kependidikan  pada saluan pendidikan
bertanggung jawab memlasilitas] pelaksansan Kesehalan
sekolah i samaan pendicdikarn.

Peserta didik pada satuan pendidikan bertanpeung jawab
ikut berparisipasi aktil dalam implementasl Keschatan
sekolah dan menjadi pelopor atau agen perubahan hidup
sehat Jdi satlan pendidikan.

Paual 227

Sotiap polaksanaan keplatan Kesehatan sekalah haris
dilaleuksn penrcatatan dan pelaporan.

Penculalan dan pelaporan scbagaimana dimaksud pada
aval [1) dilakuksn melalul sistem informasi pada sataan
pendidikan vang tenntegrasi dengan Sistem Informasi
Keschalan Nasional.

Prmal 2298

Dalam penvelenggaraan  Kesehatan  sekolah, saman
pendidikan melakukan asesmen mandiri  terhadap
penyelenggaraan sekalab sehat dan kampus sehal,
Satuan pendidikan vang telah melaksanoakan asesmen
mandirl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
stratifikasi oleh pemerintah.

Satuan  pendidikan wang  telah mencapai dngkat
stratifikasi tertent dapart diberikan penghargaan,

Pazal 2249

Pedaman dalam penvelenpearaan KEeschatan sckolah pada
saman pendidikan sebapmamans dimaksud dalam
Pasal 2271 sampai dengon 228 disusun olch Monter
berkoordinas! dengan menferi yang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan mentern
vang mconyclensgaralan urusan pemerntaban i bdang
AgAIma.

Pedoman scbagaimane vang dimaksud olebh aval {1}
ditctapkan oleh menteri vang menvelenggaraloan 1rsan
pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di hidang agamsa
soesudl dengan kewcnangannya.

Pa=al 230 . ..
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Pa=zal 230

Pemmerintah  Pusat  dan Pemerintah DJaerah  melakulan
koordinasi, pcombinaan, dan pengawasan penyvelenggaraan
Keschalan sckolah sccara berkala dan berkelanjuotan.

Pa=al 231

Dalam penvelenggaraan  Kesehaten  sekolah, masyarakat

berperan:

1. memberikan asisiensi, konsultasi, ataw bimbingan tcknis;

. memberikan penpaluhan alau pernyebarluasan Informasi
Kesehatan;

c.  memberikan dulkungan  fasilitasi | penvelenggarann
Keschatan schkolal:;

el memberikan dukunpgan pendanaan; dan

. memberikan  dukungan kegiatan  penelitian dan
pengembangan Kesehatan seknlah.

Bagian kedun Belas
Upava Kesehatan Kerja

Pasal 232

(1) Upaya hesvhalan kera dityjukan untuk melindung
pekerja dan orang lain vang ada di lempal kerja aear hidap
sehat dan twerbehas dari gangguan Kesehatan seria
pengarulh buruk yang diakibatlkan oleh pekerjaan dan
gangauan Keschatan lamnya.

4] Lpaya Kesehatan ketja schapaimnans dimaksoad  pada
avat {1} merupakan bagian dari keselamalan dan
Kesehatan kerja.

(3] Upaya heschalun kerga scbhagmimana dimaksud pada
avat {1} dilakukan di tempat kera pada sekior lormal dan
informal serta pada Fasilitas Pelavanan Kesehatan.

(4] LU'pays heschatan kera scbagaimana dimaksud pada
aval [1) dan ayal (2] berlaku juga untulk pockenaan di
lingkungan matra.

Pasal 233

{1} Penyelenggaraan Upayva Eesehatan kerja meliputi;
upava promotif;

npays provenbf:

Upaya kuradl;

upaya rehabilitatil; dan

upssea paliatf

cAan T

(2] Lpaya. ..
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Upaya promoti] scbasaimana dimaksud pada avat {7}

brumef a melipna:

a.  identifikasl rimko alau bahaysn dan masslah
Kesehatan:

b. pcningkatan pengetahuoan Kesehetan den faktor

t1sike kesehalan;

pembudavaan perilakn hidup bersih dan achat;

pembudavaan keselamatan dan Kesehatan kerjag

pemenuhan gz seimbang pekerja;

peningkslan Keschalan hsik dan jiwa; dan

%, Kesehatan reprodibsi

Upaya promotf sebagaimana <maksud pada aval (32)

dilaloakan di termnpat kerja.

Upaya prevenll sebapmimans dimaksud pada ayat (1)

huraf b melipuei:

a. pencegahan penvakit akibat kerja; dan

. pencegahan penvakit lainnya di tempat kerja.

Upaya preventll schagaimans dimaksud pada ayvat (4]

praling sedikit dilakukan melalii;

4. 1denbfikasi, penilalan, dan pengendalian  potens

bahaya Keschatan:

pemenuban persyaratan Keschalan ingkunpan kerja;

perlindungan Kesehatan reproduksi;

pemcriksaan Kesehatan,

penilalan kelaikan kerjs;

pemberian  imunisasl  dan/astae profilaksis bam

pekerja berisilo tigsai;

g- pclaksanaan kewaspadaan standar; dap

h. surveldsns Keschatan kerja.

Lpaya kuaralil sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huraf ¢ melipute:

#, pertolongan pertama pada cedera dan salot vang
lerjadl di tempat kerja;

b, diagnosa dan tata  laksana  penyakit  moenular,
ponyakit  tidak  menular,  danfatan diakibaikan
karens pekenasn dan lmglangan kerja;, dan

¢, penanganan kasus kegawaldaruratan modile
dan/atau rujukan.

Upsave rehabilitati] scbapaimana dimaksud pada avar (1)

harmaf o melipuat

. pocmulihan medis; dan

l».  pemulihan kerja.

Pemulihan medis sebagaimans dimaksud pada avat {7)

hurnaf a dilakranakan sesuai dengan kebuluhan medis,

=0 R n

0N oo

(2] Pemulihan . .
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Pemuliban kera scbhagsamana dimaksud pada avat (7}
hiiraf b dilaksanakan melalil penilsdan kondisi dan
lingkangan kerja, kelavakan kerja, dan program kembali
brkerna scsual dengan standar dan ketentwan peraturan
perundang-undangan.

Upaya paliatil sebagaimana dimaksud  pada ayat (1t
huruf e dilaksenakan melahii pemberian Pelayanan
Keschatan untuk meningkatkan kualitas hidup pada
penvakil  yang mengancam  kehidupan  dan akhiv
ketndupan parla pekens vange berhubungan  dengan
kecelakaan kerpa dan penvakit akibat kerja.

Pasal 234
Penyelengparaan Upava Keschatan kerja harus didulkung
dengan:
a. sumhber dayva mamisia;
b, Fasilitas Pelayonan Kesehatan;
¢, peralatan kesclamatan dan Keschatan kerja;
d. pendansan; dan
c. pencatatan dan pelaporan.

Prauwal 2233

Suinber dava manusia sebapatmana dimaksud dalam Pasal 234
huraf a terdirl alss Teosga Medis, Tenaga Keschatan, dan
Tenaga Pendukung atalu Penunjang Kesehatan,

(1}

{2}

(3]

(4]

Pasal 236

Tenapgs, Medis atau Tenaga Kesehatan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 235 harus memiliki kompotensi
untuk menvelenggaraltan Upayva Kesehalan hkera vang
diperoleh mclalul pendidikan danfatelu pelatiban.
Pendudikan  schagaimana  dimaksud  pada awvar (1)
dilaksanakan sesual  denpan  kelentudan peraturan
perundang-ndangan,

Pelaiban schagaimana  dimaksud pada  ayet (1)
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusal, Pemerinlah
Dacrah. danfarau masvarakat sesual dengan kelenluan
PETALLTAT perundang-undsmngan.

Pelatihan sebagaimana dimaksod pada ayat (3) dapat
berupa pelatihan di bidang kKedokteran  kerja  alao
pelatihan di bhidang EKeschatan kerja sesuai ¢engan
keteniuan peraluran perundang-undangan.

Pasul 237 . ..
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Fasul 237

fl] PFasiilas Pelayansn Heschalan schagaimansa dimaksoad
dalam Pasul 234 hurad b haros memenouhi standuar yang
ditetapkan oleh Menter,

(3] Fasihtas Pelavanan Kesebhalan sebagaimana dimaksiad
pada avat (1) dapat disediakan melahii skema kerja sama.

(3] Belain  Fasitlites  Pelavanan  Kesehatan  sehagaimang
dimaksud pada avat (1), penvelenggaraan Upava
Keschatan kerja juga dapat dilakukan clebh unit Kesehatan
kerja.

(4] Unit Keschatan kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dimpilikl oleh seuap lempal kera scsusg dengan
kemampuannya dan memenuhi standar sesoal dengan
ketentuan peraturan perindang-uodangan.

(5]  Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana olimalksil
pada ayat (1] dan unit Kesehatan kerja sehagaimana
dimaksud pada ayat [4) dalam menyelenggarakan Upayva
Keschatan kerja  berkoordinasi  dengan Puskesmas
selempal.

Panal 238

Feralalan keselamalan dan Keschatan kerjg scbagsamans
dimalksud dalam Pagsal 234 hural ¢ merupakan peralatan untuk
pengubkuran, pemeriksaan, dan peralatan lainnyd lermasuk
alat pelindung diri sesuai dengan faktor risike atan balaya
keeclakaan kerja, penyakit akibart kerja, dan penvakil lainnya
pacla prkerna,

Pra=al 239

(1} Pendanaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 234
hurwf d termasuk dapat menggunakan jaminan sosial
Kesehaltan dan jaminan sosial ketenapgakerjaan scsual
dengan keteniuan peraluran perundang-undanpan,

{€}) Selain jaminan =sosial Kesehalun dan jaminan sosial
ketenagakerjaan sehagaimana chimaksud pada avat (L),
pendanann Kesehatan bagl pekeria juga dapat dipenuhi
melalul asuransl Keschatan lainnya atau pembinyvean
pemiah tempal kerja.

Pasal 2443

Pencatatan dan pelaporan sebuagaimana dimaksud dalam
Pazal 234 hunaf e dilaksanakan oleh pemberi kerju, penpurus
dlan pengelola tempat kerja, danfataun Fasililes Pelayanan
Kesehalan scsual dengan ketentuan peraluran perundang-
ungdangan dan lerintegras dengan Sistem Informasi Kesehatan
Nasianal

Pasal 241 . ..
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Panal 241

Upaysa Kesehalan kerja sesusd dengan standar Kesehatan

kerja wagib  diselenpesrakan oleh pembern kerja dan

pengurils alan pengelola tempat kerja di semua tempat

kerja.

Brandar Kesehatan kerja diatur dengan:

a, Peratiran Menteri untalk standar Ke=zehatan kerja
vang bersitat tebnis Keschatan, dan

b. peraturan menten yang menyclenggpsraksan urussan
pemerintahan  di bidang  ketensgakerjoan uniuk
pencrapan standar Kesehalan kerja bagl pehera oi
perusabiaal,

Penerapan slandar Kesebatan kerja dapat dikembangkan

cleh kementerian/lembaga terkait  sesual  dongan

kelnmihan dan karakteriztik bidang masing-masing.

Pasal 242

Pekeria berhak mendapatkan Upava Keschatan kera
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 233,

Orang lain di tempat kera berhak mendapatkan jaminan
keselatnatan  dan  Kesehatan kKerja saat herada  di
lingkungan tempat kerja-

Pekerjn wajils berpartisipasi aktif menjaga Resehatan,
menjaga linglkungan tempart kerja yang sehat dan aman,
selta menaat peraturan kcsclamatan dan KEcschatan kerja
yang berlabon dl tempat kerja.

Orang lain di lwempal kega wajib berparlisipas] menjags
lingkungan tempsl kerjan vane schal dan menaal
peraluran keselamatan dan Kesehatan kerja yang berlalog
di tempar kerja.

Pa=sal 243

Pemerintah Pusat dan Pemermeah Daerah bertanggung jawab:

a.

I,

mecnectapkan  kebijakan  dan melakssanasksn Upaya
Keschalan  kerja vang  lerinteograst dengan sislem
keselamulan dan Kesehatan kerns;

melakukan koordinas secara beckala dan berlelanjutan
dalam pelaksanaan Upava Kesehatan kerja; dan
meningkatkan kapa=sitas suinber daya dalam
penyvelenggaraan Upaya Keschatan kerja,

Pazal 244

Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehalan kera, masyvarakal
berperan dalam merangkarkan pemahaonan dan metcdukung
penerapan terhadap Upava Kesehatan kerja begl pekerje dan
arang lain vang berada di tempar kerja.

Bagian . . .
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Bagian Keliga Belas
Kesehatan Lingkungan

Faxal 245

LT eays Kesehatan  lingkunpgan ditwjubkarn  uniuak
moewujudlan kualitas ingkungan yang schat sceara hsik,
kimia, hinlogl, dam  sosial  yang  memungkinkan
Setiap  COrang  mencapar dergat Kesehatan  vang
selingm-lingEinyad,

Upaya  Kesehatan lingkungan  merupeken upaya
perncegahan penyakit dan/atan gsanggaan Kesehatan dan
[aletor rismko hngkungan.

Upaya Keschatann lngkungan diselenggarakan secara
terpadu dan berkesingmiaangan, ermasuk pada kondisi
malra dan ancaman global perubahan iklim melalud upaya
peryechatan, pengamanan, dan pengendalian.

Upaya kesehatan lingkungan  diselenggarakan  pada
lingkungan permukiman, lempal kerja, wempal rekreas,
soerla tempat dan fasilitas umum.

Pasul 246

Upava penyehatan, pengamanan, dan  pengendalian
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 243 aval (3]
dilabesanakan untuk memenuhi standar baku muta
Kesehatan lingkungan dan persyvaratan Kesehatan pada
media lingkungan,

Media lmgkungan scbapaimans dimaksud pada avat (1)

mcliputi:

a. [ale

. udara;

¢, tanah;

d.  pangan,

e, sarana dan banpunan;

. weklor dan binatang pembawa penyakit; dan

g. media lingkungan lain.

Media air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

melipati:

W, 4lr minum; dan

b,  sr untuk lkolam renang, solus per i, dan
pemandian wumuam,

Media udars sebapaimana dimaksud pada ayat () buruf b

e lipati;

s, udara dalam raang; dan

b.  udara ambien yang memajan langsung pada manusia
rlan memiliki risiko Keschatan.

(5] Media . . .
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Mcdia tanah scbagaimana dimaksod pada ayat (2] haral ¢
melipull lansh yang terbalus yany dilempati oleh mansa,
mmakhluk hidup, dan unsar lingkungan hidup lamnya yang
kerada i lingkuangan  pemukiman, tempat kerja,
tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitaz omum.

Media pangan scbhagammana dimaksod pada aval (2)
huread o melipnan;

8. PANEAN Segar;

k. pangan olahan; dan

. pangan olahan siap sal.

Media sarans dan bangunan sebagsimana dirmakesuel pada
avat [2) buruf e meliputi tempat dan wuijud fisik hasil
pckerjaan konstruksl dan  fasilitas  pendulkuang yang
menys4ly denpan lempal kedudukannyva yang berlurigsi
selmgal  tempat  marmisia o melakukan keplatan di
hnglkungaen pemakimar, tempat kerja, tempat rekreasi,
scrta tempat dan fasilitas umuam.

Media  wvektor dan binatang pombawa  porngealat
gebagaimans dimaksud pada aval (2) hurod [ melipua
hewan vang termasuk dalam kelompmk artropoda dan
sclain artropods yang dapat menularkan, memindahkan,
dan/alau menjad) sumber penular penyakit,

Pasal 247

Standar halogl mam Kesehatan lingkungsn sebagalinana

dimaksud dalam Pasal 2460 avar {1} merupakan spesifikasi

leknis atau nilw vang dibakukan dan aspel: fislk, kimis,
dan Giotagi pada media ingkungan vang melipati:

a.  parameter;

b. lkadar dalam rentang munimum dan maksimuom yvang
diperbalehkan;

c.o kagar vang dilarang; dan/atan

d. lama pajanan.

Persyaratan Keschatan sebagaimana dimaksud delam

Pasal 246 ayal (1) merapakan loitena atau ketontuan

teknis Kesehatan dari aspek sosial vang berkaitan dengan

perlaliuan manusia terhadap media inglungan.

Persyatatan Kesehalan sebagsmimana dimaksod pada

ayat [2] paling sedikit bemipa;

A, momastikan air dalam keadaesn  terlinchang  dard
kontatninasi  {isik, kimia, dan biologi, binatang
pembawa penyvalkst, dan lempal perkembangbiakan
yvolctor;

by, menerapkan . ..
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b,  menergpkan sistern penghawaan atal ventilasi vang
menjamin terjadinya pergantian udars;

. menerspkan pnnsip higieme sanilasy dalam
pengelolaan pangan;

d.  memnsstikan tanah amen dan kormdaminasi bahan
herbabaya dan heracun atau limbab berbahiaya dan
beracun  sesual dengan kelentusn peraluran
perundang-undangan; dan

e, memastikan sarane dan hatpuanan  kuaat, aman,
rdal dibersihkan, dan mudah pommcliharaannya.

Standar  baka  mubu Keschatan  linghungan dsm

pergvaratan  Kesehatan  sebapamana  danaksad  padae

avar [1) dan ayet (2] ditetapkan alsh Menteri.

Mrenten dalam mmenctapkan standar baku mulu Keschalan

lingkungan dan persvaratan Kesehalan sebapaimana

dimaksig pada avar {9} hams berdasarkan pada:

a. hasil penelitan dan pengembangan;

b,  peraturan perundang-undangan; danfataa

. slandar alau panduan indemmasional,

Smandar  bhaku mutu  Kesehatan lingkungan  dan

persyaratan Keschatan pada media pangan scgar dan

panEarl alahisan sebagamana dimaksud dalam Pasal 246

avat (%) huruf a dan huraf b ditetapkan sesuai dengan

kerentuan peraturan perundang-undangan.

Pasul 248

Upaya  penyvehalan  sebagaimans dimaksad dalam
Fasal 245 avat [3) dilakukan untuk menjaga atau
mrecningkatkan kuaalitas media air, udara, tanah, pangan,
dun sarand dan bangunsdn.

Upaya  pengamanan  sebagaimana Jdimaksud  dalam
Pasal 245 ayat (3) dilakukan untuk mencegah terjadinya
koenlaminast akibat limbaeh dan radiasi pada media
linpkungan  vane dapal  mermumbulkon ganeeoan
Kesehatran.

Upaya penpendalian scbagaimana donaksud  dalam
Pasal 245 gyal (3] dilakukan unluk menpursngl dan falau
mengendalikan vekrar dan binatang pembawa penvakit.
Upaya pcnoychatan, pengamanan, dan  pengendalian
Sebogaimanys dimaksud pada ayal {1) sampai dengan
avar {3} dilnksanakan melahai;

4. pongamatan;

b, ul laborsloriom;

. analisis risiko;

d. rekomendast . ..
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d.  rehomendasi Undak langul;

e.  rekavase lingkungan; danfatan

.  pemanfaatan dan pengembangsn tekneologl  topal
ZLITIE,

Upaya penyehatan, pengamanarn, dan pengendalian pada

media pangan herupa pangan segar dan pangan olahan

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayal (6] hurul a

dan hurul b ditetapkan  sesusd dengan kegentiuan

peratitan perandang-undangan.

Ketentuan lebth lanjut mengeonal upava penychalan,

pengamanan, dan pengendalian dialur dengan Peraluran

Menteri.

Pazal 249

Dalam penyelenpgaraan Upaya keoschatan lngkungan,

Prmerinlah Pusal bertanggung jawabs:

a.  metelapkan Kebijakan  dan  strategl  nasional
penvelenggaraan Kesehatan ngkungan,

b. menctapkan kebjakan mingasi dan adsaploas
perubahan ikl bidang Kesehatan,

¢, toelakukan  aksi mitigasi dan eaksi adaptas
perubahan iklin bidang Keschatan di hntas provins:
dan lintas batas negara;

d. menstapkan kebijakan dan melaksanakan
penyeienggaraan Kesehatan ingkungan pada kondisi
matra,

e, melaksanakan sarvelans, promosi Kesehatan, serta
penelitian  dan  pengembangan  penyelenggarazn
Kesehatan ingkungan tingkat nasional;

f. melakulan pengelolasn dan penpembangan Sislem
Informas Kesehatan lingkungan unuik mendukung
pelaksanaan kebijakan penvelenggaraan Kesehatan
lingkungan tingkat nasional;

g.  meclakukan kerja sama dengan lembapga nasiondl dan
inlernasional sesual denpoan kelenduan petallltan
porundang-undangan; dan

h. memlasililas  penyelengparaan Upaya Kesehatan
lingkungan di lintas provinsi dan lintas batas negara.

Dalam penvelengearaan Upaya Keschalsn lingkungan,

Pernerintah Daerah provinst herlanggning jawaly:

a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kcoschatan
lingkungan di nngkal provinst dengan berpedomnan
tmada kebijakan dan strategi nasional;

b, menetaplan .,
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menetapkan  kebijakan dan  strategi mitigasi odan
adaptasi pciubahan ikdim bidang Heschasan do
Lngkat provinsi dengan borpedoman pada kebijakan
vang chierapkat secara nasional;

melakukan akst miligasi dan aks adaptas
perubahan 1klim dang Kesehatan
anlarkabupatlen, kota;

et laphsr kebijalkan dan relaksarnakan
penvelenggaraan Kesehatan linglkungan pada kondisi
matra;

melaksanakan surveilans, promosi Kesehalan, serla
penelitian  dan  pengembangan penyelenggaraan
Kesehatan lingkungan tingkat pravins,

melakukan penpelolasn dan pengembangan Sislem
Inlormasi Kesehalan lingloungan univk mershukung
pelaksanaan kebijakan penvelenggaraan Kesehatan
linglungan di tingkat provinst,

melakukan kera sama dengan lembapga nasional
sesld]l dengan helenloan  perdluran perundang-
undangan; dan

mclaksanakan fasilitasi  kKesehatan  Iimgkungan
anlarkabupaten ) kote.,

Dalamn penyelenggarasn Lpava Kesehalan ingkangan,
Pemerintrh Daerah kabupatenkota bertangging jawe b

d.

el.

mcnctapkan kebyalkan  untuk melaksanakan
pemyvelengparaan  Keschalan lingkungan,  standar
haku munl Kesehatan lingkungan, dan persyvaratan
Kcschatan di tngkat kabupaten/kota dengan
berprdoman pada kebijakan dan stratepl nasionsl
darn kebijakan vang dilelapkan Pemeriniah Dacrah
provinsi;

mecnctapkan kebijakan dan strategl mitigas dan
adaptast perubahan  klim bidang heschatan di
ungkat kabupalen/kola denpan berpedoman pada
kebijakan wang ditetapkan  Pemerintah  Daerah

ProvINel;

melakukan  aks miligasi  dan aksi aduplas
perubahan Lhkelim bidang Kesehatan oi
kabupaten / kcota;

renetapkan kebijakan dan melaksanakan
penyelengraraan Kesehatan lingkungan pada kondisi
I1ALTH;

melaksanakan surveilans, promosl Kesehatan, serla
penelittan dan  pengembangan  penvelenggaraan
Eceschatan lingkungan tingkat kabupaten /kota;

[ memlasilitasi. ..
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f. memiasilitaz] penyelenggaraan kabupatcn fkota schat
melalul pemberdayddan masyarakal; dan

g. melakukan kers sama dengan lembaga nasionsl
sesial dengan ketenfiian perabiran pernuandang
undangat.

Panal 250

Pemeriniah Pusal dan Pemeriniah Dasrah sesum dengan
kewenangannya menvelenggarakan Upaya Keschatan
hingkungan dalam keadaan tertentu,

Keadasn lerlenlu sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

rnelipati;

A, lkondisi matra: dan

b. smcaman global perubahan iklim.

Lipava Kesehaan lnpgkuangan  dalam kondisi matrea

gebagaimana dimaksud pada avar (2] humnf a dilakokan

sebelum kejadian, saat kcjadian, dan sctclah kojadian
kondisi matra,

Dpava Keschatan lingkungasn dalam  ancaman global

perubahan iklim sebagaimana dimaksud peda ayat (2)

huruf b dilakeukan melalul keglatan mibgasi dan adaptasi.

Upaya Keschalan lingkungan daelam  ancaman  elolbal

peribahan iklim sebagnimana dimaksud pada ayvat (1)

dilakukan untuk mewujudkan sistemn Keschatan yang

berkelahanan iklim,

Sigtem Kesehatan vang berketahanan iklim sehagaimana

dimaksud pada ayat (5] meliputi area intcrvenss:

. mengalasi berbagsi dampsk Kesehatan  dari
perubahan iklim, teemasuk pencegahan dan
pengendalian penyakit sensitif iktin,

b. menguatkan Fasiitazs Pelavanan Keschalan yvang
berketahanan iklim dan Jestar] hngkungsn; dan

. mempromasikan manfaat Kesehatan yang diperaleh
dari mitigasi perubahan 1klim pada sektor lain.

ketenluan mengenal arca ntervenst sistem Keschatan

yang berketahanan iklim sebagaimana dimaksud pada
avat {f] diatur dengan Peraturan Menteri.

Puasaal 251
SBetiap pengelola, penvelenggara, atall penanggung jawal
ngkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi,
serly tempat dan [asilitas umum waib menyelenggaraloan
Kesehatan lingkungat,

(2]  Penvelenggaraan . ..
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2} Penyelengparasn  heschalan  hngkungan scbagaimana
dimaksud pada avat {1} dilakukan secara terus menerus
tlan Berkelanjaran.

{3} Dalam  menyclenpgearaskan  kheschatan lmgkungan
sehagaimana  dimaksud  pada  awat (1], pengelala,
penvelengeara,  alau  penangeung  jawab  lingkungan
pocrmubkiman, tempat kerja, tempat rekressi, scrta tempal
dan fasilitas umum mendayvagunakan Tenaga Kesehatan
fingkungan atau pihak lain yang berkompeten, memenihi
kualiikasi, damnfatau lerakredilasi,

Pasal 232

{1} Scuap pongelola, ponyelenggara, atau ponanggung jawab
linglningan permukiman, tempat kerja, tempet rekreasi,
serta lempal dan [Esilitas wmuam o vang dak
melaksanakan kewsjiban scbagaimana dimmabksud dalam
Pasal 251 avyar [1) dikenal sanksi administrafif.

{2} Banks admministrail sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berupa:

a. teguran lisan,

b, teguaran teroals;

¢,  penghentian scmentara keglatan  atau usaha;
danfatan

d. pencabuatan atau reRomendasi pencabutan izin.

{2} Pengenaan sanksy adminmislrail schapsamana dimaksod
pada ayat [2) dilakuakan  oleh Pemennmah Musat,
Pemerintab MDaerabh provins, atay Pemerintah Daerah
habupaten/kota  sesusi dengsn kewensnpannya dan
scsual  dongan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pamal 253

Seliap perehun dan/alau keluargd vang berlempal Unegsl di
lmpkungan pormukiman hamis menyelenggarakan Kesehatan
lingkungan untuk memelihara loaalitas media  lingkungan
gegllal  starclar beku mule Eesehalan  linpgkungan dan
persvaratan Kesehatlat,

Pasal 254

(1] Dalam penvelengearaan Upayd Keseholan lingkungan,
masyarakal berperan:
a.  menduloang perencanaan, pelakzanaan,
pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
b,  memberikan banloan  sarang,  lenags zhli, doan
[man sial;

. mendokung ...
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. mendulaang kegiatan penelitian dan pengembangan
Kesehatan lingkungan;

d.  memberikan  Bimbingan  dan  penvialuban gerta
penverbarhiasan informasi: dan

e, memberikan LI LT AT pemikiran tlur
pertmbangan berkenaan  dengan PEOEnLLLan
kebijakan dan/atal  petnvelenggaraan  Kesehatan
lngkungan.

Peran masvarakat sebagaimana dimaksuad pada ayat (1]

dapat dilakukan pada kegiatan:

a- sanitasi total berbasis masvarakat;

b.  penyelenggaraan kabupaten/kota sehat, dan

. adaptasy Jdan mitigas pada kondist matra dan
ancaman global perabahan iklim,

Fasal 255

Dalam rangks Upsays PenEAmManan schagamand dimaksiad

delam Pasal 248 ayval (2), hmbah medis yang berasal dan

Fasihlas Pelayvanan Keschalan dan masvarakal haros

dikelola dengan kelenlosn:

s, mengsunakan weknolog ysng ramah lingloungan dan
alal pehndong dirl onluk meminimalizir nsiko
Keschalan dan pencemaran ingkungan;

b, lokasi pengelelaan lmbah medis Udak berdekatan
dengan keglalan pelayanan dan permulkaman; dan

. alal, sarana, doan prasarana yvang digonakan sesusd
dengdn slandar.

Lirnbah medis sebugaimana dimaksod pada aval (1) dapal

berups imbah padat, cair, dan gas,

Penpelolaan limbah medis yang berasal dan FPasilibas

Prlayanan Keschatan scbagaimana dimsksud  pada

ayvat (1] mecliputh kcmatan peongurangan, peomailahsn,

prngumpulan, pengangkutan, penvimpanan, pengolahan,
dan permimbunan limbal.

Dhidom hal limbah medis schapsonana dimaksud pada

syl [3) memilika karaktensok lhimbah bahan berbahaya

dan beracun, pengelolaannys scsual dengan ketentoan
preralUran perurdlang-undangan.,

Proses  pengelalaan lunbah  medis vang berassl dan

Fasilitas  Pelavanan  Kesehatan  wajih  memenuhi

persvaratan teknis vang ditetapkan olebh Menteri.

Proses  Pengelolaan  limbah medis vang berasal dari

Fasilitazs Pelayvanan Kesehatan dapat dilakukan oleh

Fasilitas  Pelavanan  Kesshatan  yang  memenyhi

porsyaratan reknis atau bekerja sama rdengan pihak lain

scsual deongan ketentuan peraturan periandang-
undangan,

Pasal 256, ..
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Pasal 256

Dalam pernyelengsaraan pengelolaan mbash medis vang
berasal dari Fasilitas Pelavanan Keschatan, Pemerintah
Pusat, Pemenntah Daerah provinsi, dan Pemenntah
Dacrah  kabupaten/kota  dapet melakukan  fasilitasi
kepada Fasililas Pelayanan Keschatan yang tidak mampu
mengelola limbah medisoya sendin melalul penyediaan
pengelola.

Penyediaan  pengrleola  scbagarmmana  dimeksud  pada
aval [1] dapal diakuksn melalul pembeontukan  unit
pelaksana leknis daecrah, badan wsaha milik dacrahb,
danfatau bekerja sama dengan pihoak swasla sesusd
dengan ketontuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 257

Dalam  penyelengparasan Upays Keschatan lingkungsn
dibutuhkan sumber daya yang melipu;

4.

a0

{1}

]

(3]

(4]

sumber dava manusia, baik Tenaga Kesehatan rmaupun
Ternups Pendukung atau Penunjang Kesehatan, yang
merala dan mencukup;

sarane dan prazacana seria Alat Eeschalan;

pendanaan; dan

teknolog,

Bagian Keempat Belas
Ecsehatan Matra

Pasal 208

Kesehatarnn  malra scbapal  bentuk khusus Upaya
kKesehatan diselenggacaltan uniuk mewujudkan derajal
Keschatan yang  setinggi-tingginya  dalam  linglungan
mmalrd yang scrba berubah di ingkungan darat, laat, dan
uclara.

Lingkungan matra yang serba berubah scbagaimana
dimaksud pada ayat [1) merupakan kondisi lingkungan
vang berubah secara bermakns dun berpengaruh terhadap
Keschatan individu baik dari aspek {isik, MWalogi, kimnis,
pelkis, manpun sosial,

Untuk dapat mengadaplasi lingkungan matra diperlukan
peralatan khusus,

Penpawakan peralatan khusus sebogaimana dimaksad
pada ayat {3} dapatl dilakoaken sctelah melalul pendidikan
dan prlatihan telonis maumin matajetial,

Pasal 2589 .. .
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Pasal 259

Eeschatan matra meliput:

#.  Keschatan matra darar;

b.  Kemehatan matta laut; dan

c.  Kesebatan matra udura.

Kesehalan malra darat sebagaimana dimaksud pada
aval (1] huruf a merupakan Kesehatan malra vang
berhubungan dengan pekerjaan atau kegialan di darat
yang bersifat temporer pada lingkungsn vang berubah.
Kesehatan matra laat sebagaimana dimaksud pada
ayvat [1) hurul b merupslkan Kesehatan meatra vang
berhubningan dengan pekerjaan ataw kegiatan <i laut dan
berhubungan dengan keadaan  lingkunpan  yang

bertekanan tinggl.
Kcechatan matra udars sebapaimana dimaksud pada
ayat [1) huruf ¢ merupskan Keschatan matra vang

berbhubungan dengan pencrbangan dan Kesehatan riang
angkasa dengan kcadaan lingkungan vang bertekuanan
rendah,

FPasal 260

Penvelengearaan Keschatan matra dilaltukan melalud kegiatan:

meoAa R

{1}

(2]

[3]

promosl Koschatan;

survellans Kesehatan dan surveilans faktor risiko;
pengendalian faktor risika;

imunisasi dan fatan prolalksis;

penanganan kasus, dan/atan

kegialan lain yang ditctapkan aleh Menterd,

Pasal 261

Penvelenggaraan Keschatan marra dilaksanakan scsusi
dengan standar dan persyaratan yang ditctapkan pada
Masing-masing Keschatan matra dara, laat, dan udara.
Alandar dan persyaratan sebapaimana dimaksud pada
avat [1] diletapkan oleh Menterl alau menter/ pimpinan
lembags lorkait sesvai dengan lugas dan kewenangan
IMH8INE-MARIng.

Menteri  atau menterifpimpinan lembags terkait
scbagaimana dimaksoud pada awat [2) dalam menctapkan
standar dan pergyvardalan harus saling berloordinasi.

FPa=zal 262, |,
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Pasgul 262

(1) Kesehatan maira diselonpearakan secara terkoordinasi,
lerpadu, dan herkesinambungan oleh Pemerintah Pusat,
Pemermtah Daerah, dan masvarakal,

24} Pemermmlah Pasat dalam menyvelengparakan Kescharan
matra dapal bekerja sama dengan negara lain alawn
organisasi  internasional  scsual dengen kerentuan
peraturan peruncdang-undangan.

Pasal 263

(1] Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bertangzung
jawib:
#. menctapkan kebijalian dan siratesi;
., menyvediakan sumber dava: dan
c.  melaluikan penclitian dan  pengembangan  sesuai
dengan ketentuan peraluran perundang-undangarn,
(3} Bumber daya sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hurf b meliputi sumber dava  manusia  termasuk
pendidilkzan dan pelalihan, Fasilitas Pelavanan Keseheatan,
teknoelogl, sarana dan prasarana, Perbekalan Kesehaton,
dan pendanaan.

Pasul 264

Hotuap Fasilitas Pelayanan Keseharan yang menyvelenggarakan
Kesehatan matra wajib melakukan pencatatan dan pelaporan
melalui Sistem Informasi Kesehalan yang terintegrasi denpgan
Sistem Informast Keschatan Kasional,

Pasal 263

Ketenluan  lebih Janjul  mengenai kegiatan  dalam
penvelengraraan Kesehatan matra darat, laut, dan udara
sebagnimana dimaksud delam Pasal 260 sampai dengan
Pasal 262 diatur denpan Peraturan Menteri.

Hapian Kelims Belas
Pelayanan Kesehatan pada Bencana

Prasnul 266

Pelayanan Kesehatan pada bencanas merupakan seranglkaian
kegialan pelavanan yang dircncanakan dan dipersiapkan saal
prabencana  serta dilaksanaken pada seat bencans dan
pascabencang untuk memelihara dun meningkarkan derajat
Kesehalan masvaraleat,

Fa=al 267 . ..
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Pasal 267

Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daeral bertanggiing jawab
atas ketersediaan sumnber daya, fasilitas, dan pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan pada betncans secara menveluruh dan
berkesinambiigan.

Pasul 268

Felavanan Kesehatan pada bencana diselenggaralan untuk
menjamin sistem Kesehatan yvang tangguh unluk menghadapi
ancaman bencana dalam rangka mengurangi fsiko  dan
dampak Kesehatan pada masyarakat.

Pa=al 26t

(1] Pelayanan kKcseharan pada bencana dilakuksn melalui

serattglaian kepiatan:

a. perencanaan heschalan prabencana;

b, DPclayanan Kesehatan sasl bencana; dan
¢. Pelayanan Kesehatan pascabencana,

(2} Perencanaan — Keschatan  prabencana sebapgaimana
dimaksud pada ayat (1} hurul 4 berupa:
f, Imitlzasi rsiko;

b, penviapan Sumber Dava Kesehatan;
. perencanaan Pelayanan Kesehatan,
d. koordinasi: dan

e, hegatan lain vang diburabkan,

(3] Pelayanan Keschatan saat  hencana  sebagsimana
dimaksud pada aval (1) huruf b bertujuan unouk
menyvelamatkan nyawa, mencegah kedisabilitasan, dan
memaslikan Pelayanan Kesehatan esensial telap berjalan
scslal dengan standar pelavanan minimal Pelavanan
Keschatan,

(4] Pelavanuan Kesehatan saat beocana meliputi pelavanan
pramaotif, prevenlil, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif
scsual dengan kebuluhan.

[} Prlayeanuan  Kesebhatan  pascabencana sehagaimans
dimaksud pada ayat (1) huraf ¢ berlujusn untuk
mcmulinkan  sérla meninglkatkan  kondisi Kescharan
lerhadup penduduk rerdampak bencana.

(5] Pelayanan Keschatan pascabencsana  paling  sedikit
meliput pemulihan lisik dan mental.

(7] Pelayanan Keseharan pada  bencana sebagaimana
dimaksu pada ayat (1) melibatkan seluruh sumber dava
marnusia yang lerlatih, baik deri Pemerinlah Pusat,
FPernenintah Daerah, maupun masyaralkar.

Puaual 270 . .
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Pazsal 270

Dalam menyelengparalcan Pelayanan Kesehatan pada
tanggap  darural  bencana, Poncrintah Pusat dan
Pemmgrintah  Daerah dapat menerima hantuarn
Sumber Thava Keschalan dan luar nogeri.

Bantuan Sumber Daya Keschatan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dapar berupa pendanasn Kesehatan, lim
Crawat Darardl medis, dan bantuan Obheat, Alat Kesebialan,
dat Perbelealan Keschatan lainnya.

Penerimmaan banluan scbagaimana dimakesaud pada ayval (1)
dilakukan secara terkoordinasi melahii Petnerintah Fussl,
Penenmaan bantuan Sumber Dava Kesehalan darl lusr
negerl scbagaimana dimakswd pada ayatl (1) dilsloukan
berdasarkan hasil analisis kebuluhan olch Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah lerdamped.

Penenmaan bantuan Sumber Daya Keschatsm  vang
berazal dar luar negeri pada saal beneana scbagaimana
dimaksud  pada awat (1] dilakukan seswval dengan
kctentuan peratiiran perundsang-undangan.

Pasal 271

Dalam  keadaan darorat, setiap  Fasilitas  Pelayanan
Kesehalan, baik Pomerinmab Pusat, Pemnernnlah Dacrah,
mauplun  masyarakat wajilb  memberiban  Pelayanan
Kesehalun pada benecana untuk penyelamalan nyawa,
penecegahan kedisabilitasan [ebily lanjut, dan kepentingan
terbalk bagl Pasicn.

Untuk menjalankan rugas sebagaimuana dimaksud padae
syl [l], sctap HMasilitas Pelavanan Keoschatan wajib
melaksanakan program Fasililus Pelayanan Kesehatan
aman bencana yang dilakubkan scjak prabencana,
Ketentuan  lehibh lanjul  mengenai standar Fasililas
Pelayanan  Kesehatan sman bencana diatur  dengan
Peraturan Menteri,

Pazal 272

Untuk mendulming Pelayanan Kesehatan pada bencana,

diperlukarn:

8. pengorganisasian Keschatan bencana;

h.  manajemen penangpulangan  Kesehatan  beonoana:
elan

¢, slstem informasi.

{2) Pengorganisusian . . .
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Pengurgamisasian Keschatan  bencana sebagaimana
dimeksud pada ayal {1} huruf a menggunakan sistem
klaster Kesehatan uniuk meningkatkan koordinasi,
kolaborasi, dan integrasi  dalamm  penangeulansan
Eescehalan bencana, guna memermibn kebulahan
penvelenggaraan Pelavanan Keschatan.

[ada situasi tanggap darural benoana, mekanisme kerja
sislem klastcr Koschatan sebagaimana dimaksud pada
ayvar (2] berada dalam satu komando koordinator klaster
Kozehatan.

Manajcmen penanggulangan Kesehualan brncans
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1} bl b dilakukan
pada taliap prabencans, saat bencana, dan pascabencana.
Sistem informasi sebagaimany dimaksud pada ayat [1)
hurw! ¢ merupakan Sistem [Informasi Kesehatan bencuana
vang tetinleprast dengsn Sistemn Informaest Kesehatan
Hasianal.

Pa=al 273

Manajemen ponanggulangan Kesehatan bencana pada
prabencana  schapainana dimaksud dalam Pasal 272
ayat [4) meliputi upaya:

#. mengurang ancaman  bahaya  vang  berksilan
langauny dengan Koschatan;

b.  mengurangi Kerenlansn — masvarakat  dengan
memperkuat status Kesehatan;

C. mengurangl  kercntanan infrastruaknae Fasilitas
Pelayanan Kesehalan lerhadap segala ancaman
bahawya;

d. meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber
lDaya Kesehatan; dan

c.  meningkatkan keordinusi klaster Keschatan dan non-
Ecschatan dalam persiapan prabencsna,

Upaya mengurangl ancaman bahayva vang berkaitan
langsung dengan Kesehatan scbagaimana dimeksud pada
ayal (1] hmuf a paling sedikil berupa prnanggulanean
penvekil menular dan managjemen  bahaya  torkaie
Keseharan lingkungan.
Upava mengurangi kerenianan masvarakat dengan
tiefuperkual status Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} hural b dilakukan dengan memperkust
masyarakar renfan, iengursang masalah Kesebatan
masyardkat berdasarkan beban penyekit/epidemiclog,
dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehar,

(4] Upaya. ..



SK Na 230626 A

(4]

(3]

{5}

PRESIDEN
REPUBLIK IMDOMNESLA

- 1246 -

Upaya mengangl kercntanan infrastrakinur Faslitas
Pelavanan Kesehalan terhadup scgals ancaman hahaya
scbhagaimana dimaksaitd pada ayat (1) huruf © terintegrasi
denpan proscs peorizinan mendirikan  bangunan  serla
penerbilan serifikat laik fungsi angnanan gecdung sesual
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.
Upaya monmmghatkan kapasitas dan kemampuan Swmber
Dava  Keschatan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1] hhurul d dilakukan melalul kajian risilo,
pecroncanaan, mitigasi, kKesiapsiagaan, peocrapan Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan  aman  berncana,  peonyiapan
siaTem perngalen dini, serta sistem  penangpulatgan
Crawat Darirat lerpadu,

Upava meningkatkan koordinasi klaster Keschatan dan
non-heschatan dalam persiapan prabencans sebuagaimana
dimaksud pada ayvat (1] hurof e, meliputi koordinasi
tentang  keterlibatan dan  dukungan  institusi  non-
Kesehatan dalam penyelenpgaraan Pelayanan Kesehatan
piada beneana.

Puanal 274

Manajemen penangpilangan Keschaotan bencana pada saal
bencana scbhagaimana dimaksud delam Pasal 272 avat [4)

triefifataL;

a. penilaian cepal Keschatan,

b.  aktivasi klaster Keschalan;

. meningkatkan sistem penangpulangan Gawat Dermuarar
terpadiy;

d. mernyusun dun mcelaksanakan rencans operasi darurat
Ecschatan hencana,

€. mobihsssi Sumhber Dava Kescehatan;

f.  motorng dan cvaluasi Pelavanan Keschatan saat
bencana; dan

g komunikasi risiko dan komunileasi krisis.

Pagal 275

{1l Manajemen penanggulangan Kesehatan bencana pada
pascdbeneana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272
ayal (4] dilakukan dalam ranpha pemutihan Kesehatan
masyarakat terdamnpal scrta penguatan sislem Keschatan
tnenfadi lebih baik dari sebelum beneana.

Mangjemen penangmilangan Keschatan bencana  pada
pascabencana schoagsimana dimaksud pada avat (1)
meliputs:

a.  pengkdlan ..
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. pengkajian kebutuhan pascabencans;

b, peoyvusunan dan pelaksanaan rencana rechabifitasi
dan rckonstruksi Kesehatan pascabencana;
pomantauan dan pengawasan; dan

pembelajaran dan evaluasi.

A ¢

Panul 276

Pemerinlah [Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Laerah kalnipalen kota mclakukan
pencatatan dan pelaporan terhadap scluruh kegiatan
pcnanggulangan  Kesehatan  beneana  pada selaruh
tzhapan bencana dan/alau di luar situasi bencana,
Pencatalan dan  pelaporan sebagaimang dimoksad
pada ayal (L) dilakbukan melghil  sislern  inlormasi
penangsulangan Kesehatan  akibal  bencana  vang
lerinlegrast dengan Sistem [nformasi Keschatan Nasional.
Sistcin  informasi  penangpulangan Kesehatan  akibarc
bencana sehagaimana dimaksod pada avat [2) didulung
dengan sistem kotmunikasi Gawat Darurar terpadu melalud
satil namor ol cender nasional.

Perwalalan dan  pelaporan pada Kesehdalan beoncana
dilakukan satu pintu melalui klaster Eesehalan pusat dan
daeral,

Pasal 277

Pelayanan Keschatan pada  bencana sebugsimana
dimaksud dalam Pasal 269 dan upaya pendukung
sehagainana dimaksud dalam Pasal 272 merupakan satu
sislern denpan upava penangeulangan krizis Kesehatan.
Upayy penangpulangan Krisiz Reschatan sebagaimana
dimak=ud pada Avel (1} merupa kan Upeye
penanggulangan pada slatus darurat bencana INH LUpUI
tidak atan belum ada penetapan status darurat bencana
namun mermnenuhl krteria krisis Kesehatan,

Upaya penangeulangan krisis Kesehatan sebagaimana
ditnalsud pada ayat (1) yang tdak otaun belum ada
penelapan status darorat bencana namun mementihi
kriteria krisis heschatan ditetapkan vleh Menteri, kepala
dinas kesehatan daerah provinsi, atan kepala dinas
kesehatan dacrah kabupaten fkota.

Kriteria. krisis Kesehatan sebagaimana dimaksitd pada
aval [3) memuat indikator vang meliputi:

a. peningkatan julah korban;

b, berdampak masalah Keschatan masvarakel;

¢.  ketorbatasan Kapasitas Keseharan setempat; dan

d.  tergangmuiova akses Pelavanan Kesehslan.

Pasal 278 . ..
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Pa=mal 278

Ketentuan  lebih lanjut mengenai penangsulangan  krisis
Kesehatan diatur dengan Peraturan Menter,

(1

=)

Bagian heenam Belas
Pelavanan Darah

Paual 279

Pelavanan darah moerupakan Upaya Kesehatan yang
memanfaatkan darall menusis sebagai bahan dasar
dengan tujuan kemanusiaan, penyvembuhan penyakit dan
pemuliban Keschatan, serta tidak untuk ayuan komersial,
Darat sebagaimana dimaksud pada avat (1} diperaleh dari
danor darah sukarcla yang schat, memenuhi kriterta
scleksl sebagai donar, dan atas perselujuan donor.

Pasal 280

Pengailran pelayanan darah bertupuan untulk;

d.

12,

(1]

[}

L1]

menyediakan pelayvanan darah dan darah vang aman dan
bermutu; dan

mernudahkan akscs memperaleb darah dan inlormasi
tentang Ketersedisan darah.

Pasal 281
Polayanan  darah sebagaimana dimaksod  dalam
Pasal 279 ayat (1) terdirl aras pengelolaan darah dan
pelavanan transiosi darah.
Pelaksanaan pelayanan darah dilakukan dengan menjaga
kesclamatan dan Kesehatan donor darah, penerma darah,

Tetaps Medis, dan Tenaga Kesehatan vang diluksunakan
mesuai dengan standar pelaysman darah.

Pa=al 252

Pengelolaan  darah sebagsimana dimaksud dalam
Pazal 281 avat (1] melipuli:

[LICIICALLAAT;

pengerahsn dan pelestarian donor darah;
penveleksian denor darah;

pengambilan darah;

petigujian darah;

pengolahan darah;

penyimpanatn darah; dan

pendistribuasian darah.

slRomTOn ok

2] Pengelalaan . .,
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FPengelolaan darah sebagaimana dimabsud pada ayat (1)
dilakukan oleh unit pengelola darah,

Unil pengelols darah sebagaimana dimaksad pada ayat ()
bertanggung jawab menvelenggarakan pengelolaan darah
dalam wilayah kenanya.

Unit pengeiols darah sebagaimana dimalksud pada woveal [2)
dapal diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintsh
Daerah, FPasilitaz Pelavanan Kesehatan,  dangddlaa
Urganisasl kemanusiaan vang tugas pokok dan lungsingya
i bidang kepalangmerahan Indohesia sesual dengan
kelenluan peraturan perundang-undangan,

Paxal 283

Ferencanaan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 282
ayat [1) bhurf a dilakukan untuk memenuhi keburuhan
darah dan komponen garah,

Peroncanaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
disusun oleh unit pengelola darah.

Menteri menyusmin perencanaan nasional setiap tahun
dengan melibatkan  Pemerintah Daerah provins,
Pemerintah Dagrah kabupalen fkota, dan unit pengelola
darah.

Menteri dalam menyusun  percnconaan nasianal
sebapaimana dimaicsud pada ayatl (3] mempertimbanglkan
perencanaan  dari undt pengelola daralh sebagaimana
dimaksud pada avat [2).

Pecrencanaan  nasional  sebapaimana  dimaksud  pada
ayat [3] disusun denguan mengaca pada rencana induk
bidang Kesebatan menggunakan  Sistem  Informasi
Keschatan vang ferintegrasi dengan  Sistermn  Informasi
Keschatan Nasional,

Pasal 284

Fengeraban dan pelestadan donor datal sebapsimans
dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) hurul b dilakukan
dalam rangksa menyediakan  darah sesuai  dengan
perencanaat kebutahan.

Pengerahan  sebagaimans  dimaksud  pada ayal (1)
merupakan kegiatan memotivasi, mengumpulkan, dan
mengerahkan masvarakal dan kelompok rigsiko rendah
aear bersedia menjadi donor darah sukarela.

Pelesiarian denor  darahy scbagaimane dimaksad
pada aval (1) merupakan Upaya yang dilakukan uniuk
memperliahankan donor darsh sukarcla untuak dapel
melakubkan donor darah secara berkesinambungan dan
teranir dalam hidupnya.

Pasal 285 . . .
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Paszal 255

Penyeleksian  danor darah  sebapgaimana  dimaksud  dalam
Pasal 282 avat [1) burmif ¢ dilakukan unluk menjamin
keamanan dan mutu darah melalui pemilihan donor darah
sesuni kriteria seleksi donor,

Pasal 286

Pengumbilan darah sebagaimana dimaksgd d=lam Pasal 282
avat {1} hurul d dilakukan terhadap donor darah yvang
memenuhi kriteria seleksi sesual standar pengambilan darah,

Pazal 287

[1} IPcngupan darab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282
ayal [l] lwraf o dilakukan sesual dengan  standar
pengufian darah unluk menjamin keamanan darah dan
menghindari  rsike penularan  infcksi  dari donor
kepada resiplen.

{2} Pengujian darah sebagaimana dimaksud pada aval (1)
dilaltukan sesual dengan kebutuhan dan perkembangan
ilmu prngetahuan dan eknologl.

Pasal 288

(1] Pengalahan darsh  scbagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 282 awval {1] hurul { dilakukan untuk memeniia
kebutuhan komponen darah sesusi standar penpgolahan
darah dengan mengikuti petiembangan ilmu pengetahuan
dlan teknologl,

(21 Pemerintah  Pusal menctapkan bipya  penggwntl
pengnlahan darakh,

Panual 285

Penyimpatian darah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 282
ayat (1] buruf g dilaliialcan untuk menjaga keamanan dan mulu
darah dan  komponen  darah sesuad  dengan standar
penvimpanan  daiam  rangka pelavanan  databh  maupun
kepenlingan lalnnya.

Pasal 200

(1] Pendistribusian darah sebegaimana dimaksud dalam
Pasal 282 ayat {1} hural h dilakukan untuk memenuhi
pelavanan transfusi darah.

[2) Unit.. . .
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Unit pengelela darah mendistribusikan  darah leepada
fasilitas pelavanan  transfusi darab dan otz oni
pergelola darah lain dengan memenuhi standar distribus
darah danfatan komponen darsh.

Pasal 291

Prlavanan transfusl darah sebagrimana dimaksid dalam
Pasal 281 ayat (1) mcliput: '
8, perencanaar;

k.  penyimpanan;

©. pcngujlan prateansfusi;

tl.  pendisinibusian darah; dan

&, lndakan medis pemberian daral kepada Pasien.
Penvelenggaraan pelayanan transfus] darabh schapgaimana
dimaksud pada awvat (1] dilalakan di Futnah Sakit dan
Fazililas Polaysanan Kesehatan lain dengan
memperhalikan keselamalan Pasicn.

Fasilitas  Pelayanan kesehalan  lain  scbagaimana
dimaksud pada asat [2) meliputi Puskesmas Jdan klinik.
Puaskesmas dan kiindk scbagmimans dimaksud pada
ayvat [3) khusus uniuk menpatas kondisi Gawat Darurat.

Pasal 252

Perencansaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 291
avat [1] huru a dilakukan berdasarkan kebunithan
linglap Ruunah Sakil dan Fasilitas Polavanan Kesehatan
lain untuk pelavanan iranslusi darabh dan/atao
koemponen darah,

Peretiwanaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)
disusun seriap tahun denpun memperhatikan jumlah
Pasicn rutin maupun kedardralan yanyg memerluloan
Lranslust darsh atau komponen darah,

Perencanaatl disusun dengan mengacy pada rencana
indulk bidang Kesehatan menppunakan Sistem Informasi
Keschalan yang terintegrrse dengan Sisem Informasi
Kesehatan MNasional,

Pazal 293

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat {1
huruf b dilalukan untuk tnenjaga keamanan dan muty darah
dan kemponen darah sesuar dengan standar penvimpanan
dalam rangka pelavanan transfusi darah pada Fumah Sakit
dan Fasilitas Pelavanan Eeschatan lain.

Pawal 204
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Puazal 294

Pengujiann  pratransfusi  scbagaimeana  dimaksod  delam
Fasal 291 avat [1) huraf o dilakukan scsuai dengan standar
untuk mencegah risike ketitlakoocokan darah Pasicn dengan
duarah donor scrta risike rransfusi dargah sebehumn dndskan
medis pemberian darah,

Pasal 2u5

Pendistribusian darah sebagaitmana dimaksud dalam Pasal 291
aval §1} huruf d dilakukan untuk menyampailan darah dan
bank darah kepads instalasifbagian vang melaksanalkan
pelayanan transfusi darah di lingkup Rumsh Sakit dan
Fasilitas Pelavanan Kesehatan lain sesusd denpan standar
distribusi darah dalam pelavanan transfasi darah.

Fasal 294

Tindakan medis pembenan darah kepada Pasien sebagaimatia
dimaksud dalam Pasal 291 ayal (1) hurul ¢ dilakukan dalam
ranghks memenull kebutuhan medis Pasien, menggunakan
darah  alagn homponen darah vang telah  dilekulao ;i
pratransfusi sesual denpan standar pelayanan transfusi darah.

Pranpl 297

(1} Darah vang tidak memenuhi pecsvararan dan standar
untuk digunskan dalam  transfusi darabh wajib
dimusnahkan sesuai dengan standar pemusnahan darah,

{£) Iermusnahan sehagaimana dimaksud pads  avat (1)
dilakukan oleh unit pengelola darah, Pumah Sakit, dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan  lain petivelenggars
transfusi darah.

Pasal 205

(1]  Setiap unil penpelola darah, Rumah Sakit, dan Fasilitas
Pelavanan Keschslan lain peonyelenggare  pelayanan
lranslusl darah vang melaksanakan pelayanan darah
tidak sesuwm  dengan standar pelayanan darsh
scbhagaimana  ditnaksud dalam Pasal 281 avat (2]
dikenakan sanksi  admimsiralid  oleh  pojabat vang
berwenarye berupa:

peringatan teriulis,;

perintah pemusnahan darah ateu komponen darahs;

penghentian scmentara kegialan berusaha; dangatan

pencablutan perzinan berusaha.

SN

f2] Tata ...



S No 230633 A

f )

PRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

(2] Tala cary perngenaan sanksl  adminisoratif beropa
penghentian  sementars  kegiatan  berusaha  atau
penciabutan penzinan berisaba sebagaimata dirmsksud
pada ayal (L) hurad ¢ dan bumat 4 dilaksanakan sesuai
denga kelenluan peraturan porundang-undangan.

{3} Ectentuan lebih lanjur mengenal lala card pengenddan
sanksl adrmnistratif sebagnimana dimalosid pada avat (1)
hiurul a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menterl.

Pazal 249

Sctiap  unit pengelala darah, REumah  Sakil, dan
Fazlilas Pelavanan Keoschatan lain peryelenggaras pelayvanan
translist darah harus melakukan ponecatatan dan pelaporan
terhadap ketersediaan  darahh melalld  Sistern Informasi
Keschatan  weng  wernintegrasi dengaty Sistem  Inlormasi
Kesehalan Nasional.

Fasal 300

Pcmerintabh Pusat dan Pemerirdah Daerah  menjamin
pemblayaan dalam penyclengearaan pelavanan darahb.

Pasal 301

(1} Pemerintah Pusat dan Pemermtah Daerah bertanggung
Jawab atas penvelenggaraan pelayanan darah vang smean,
tmudah  diskses, dan sesual dengan kebunihan
masvarakal.

{€) IDemerintah Pusat dan Pemerintab Dacrah bertangsung
jawab atas keoterscdisan darah yang dibutuhkan cleh
masyarakal unluk pelavanan darah.

{3} Pemerintabh  Pusar  betlangepung  jawab melakukan
prmantauan  dan  evaluesi uanit perpelola darah,
Eumah 2Sakil, dan Fasilitas Pelayvanan kKesehatan lain
penyelenggara pelayanan lransfusi darah.

(4] Menteri bertanggang  jawab  dualam  penyusunan dan
penelapan slandar pelayanan darah.

(%) Femerintah  Derah  bertanggung  jawab  terhadap
pelavanan darah di wilayahnya,

Pazal 302

Masyarakar berperan aklil sebapai doner darah dalam upaya
pemenuhan ketersediaan darah,

Poa=al 203 . .
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Pasal 3013

Kelentuan lebih lanjut mengenan penyelenggaraan pengelolann
darah dan pelaysnan transfusi darsh sebagaimansa dimalksod
dalam Pasal 28] sampai dengsn Pasal 3071 diatur dengan
['eraturan Menteri.

(1]

(2]

(3

(1]
[+

(14

{£)

(3}

(4]

(1]

Pa=sal 304

Plasma dapal digunakan ontuk lujusn penyembuhan
penyvakit dan pemulihar Kesehatan melalui pengolahan
dan procduksd.

Plazma scbagaimana dimaksud peda avat (1] dapet
dilktumpulkan dari donor antuk kepertingan memprod olost
produk Obat denvat plasma.

Selain dari donar plasma sehagaimana dimaksud paca
aval (2], plasma jupa dapal berasal dan plasma yang tidak
dipunakan dalam Pelavanan Kesehatan,

Penmimpilan plasma dilakukan atas perselujuan donor
plasma,

Pengumpulan  plasma  dilakakan dengan  menjaga
keselamatan dun Keschalan donor plasma, Tenaga Medis,
dan Tenaga Keschatan.

Prasal 305

Plasma vang dikumpulkan dari donor unluk kepentingsn
memproduksl produk Obat derivat plasma sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 304 ayar (2] dikurnpulkan oleh
bhank plasma,

Masma vang tidak digunalkaen dalam Pelavanan Kesehatan
sebagaitnana dimaksud dakam Pasal 304 avat (3) didapat
darn unit pcnpelala darah.

Hank plasma sehapmmana dimaksud pada ayat (1)
dizelenggarakan  olch Pemerintah  Puszat, Pemerintah
Daeral, Fasilitas  Pelayanan kesehalan,  lembaga
penelitian, danfatau organisasi kemanusiann  tortentu
vang mcndapatkan 1zin dari Pemerintah Pusat  atau
Pemerintah laerah sesuai dengan kelenlusan peraluran
perindang- undangan,

Doner plasma dapat diberikan kompensasi oleh bank
plasma.

Pa=al 30

Dalam  rangks  poenpampulan plasma sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 305 avat (1) difakukan penpelolasn
plasins.,

{2} Pengelolasn . ..
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Pengelolaan plasima sebapaimansa dimaksud pada ayart (1)
meliputi:

porchncanaa,

pengerahan dan pelestarian donor plasma;
penveleksian doner plasma;

petigarnbilan plasmea;

petgljian plasmes;

pengolaban plasma;

penvimpanan plasma, dan

pendistribusian plasma,

FlR e s g

Pasal 307

[crencanaan sehagaimane dimaksud dalam Pasal 206
avat (2] hurut & dilakukan untuk memenuhi kebufihan
plazma scbagal bahan baku produk (dhat derivat plasma.
Perencanasan  scbagaimana  dimaksud pada ayvat (1)
disiasun oleh bank plasmea,

Meanteri menviisun perencansan nasionsl seliap lahun
dengan melibatkan bank plasma, umt pengelola carakb,
dan fasiitas fraksionasi plasma.

Menlern  dalam menyusun perencanaan  nasional
sebapaimana dimsksud pada ayat (3] mempertimbangkan
pereficatiann vang  disusun olch bank plasma
sehagaimana  dimaksud pada ayal (2) dan rencana
produksi  dari fasilitas  traksionasm  plasma unluk
memenuhi  kebutuhan  procuks produk Obatl dervat
plasma.

Perencanaan nasional sebagrimans  dimaksud pada
ayal (3] disusun dengan mengacu pada rencana induk
bidang HKeschalan mengeunakan Sistom Informasi
kesehatan vang lerinlegrazi dengan Sistem Informasi
Kesehatan Nasiangl.

Pa=mal 308

Pengerahan dan pelestarian donor plasma sebagnimana
dimaksud dalam Pasal 306 avat (2} huaeat b dilakukan oleh
bank plasma dalarm rangka menvediakan plasma sesus
dengan perencaTan,

Pengerahan sebapaimansa  dimaksod  pada  agat (1)
mcrupakan kegiatan menguampalkan dan mengerahkan
masyarakat dari kelompol risiko rendah agar bersedia
menjadi dener plasma sukarela.

Peleslansan donor plasma sebagaimana dimalosad pada
avar {1} merupakan upava vang dilakokan  antak
mempertahankan donor plasma sukarcla untuk dapat
memberikan  plasma  secara berkesinambungan  dan
teratur.

Pa=zgl 309 . _ |
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Pasal 309

Penyeleksian dvnor plasma scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 300 avat {2} hural ¢ dilakukan oleh bank plasma untulk
menjamin keamanan dan muiu plasma melalul pemilihan
donoer plasma scsual dengan kriteria seleksi donor.

(%]

(4]

(1]
(2]

[3)

{1}

(2]

(3]

(L]

Pasal 210

Pengambilan  plasma  sebagaimana  dimaksoud  dalam
Fasal 306 avat [2) huraf d dilakukan oleh bank plasma
terhadap donor plasma yang memenahi kriteria seleks
donor.

Pengambilan plasma sebagaimana dimalisud pada avat (1)
wajibh dilakukan sesual dengan siandar pengambilan
plazma.

Pasal 211

Pengiljian  plasms  schagaimana dimaksud  dalam
Fasal 3t ayat (2] hural & dilakukan oleh bank plasma.
Prnpujian plasma sebaganimana dimaksud pada avat [1)
waib dilakukan sesual dengan standar pengupan plasma
untk merngamin keamanan dan mutu plasma,

Bclain dilaksanalan sesuai dengan standar pengogian
plasma scbagaimana dimaksud pada ayat (2], penmajian
plastiia Juga  dilakukan dengan memperhatikan
perkembangan ilinu pengelahuan dan teknolog.

Pa=al 312

Pengolahan  plasma  sebagaimana  dimalsid  dalam
Pasal 206 ayvat (2] huraf @ dilakokan oleh hank plasma
untuk memeniihi ketnuuhan plasma schagsi bahan bakn
produk Obat derivat plasma.

Pengnlahan plasma scbagaimana dimaksud pada avart (1)
wajil: dilakukan sesual dengan  standar  pengolaban
plasma.

Selain dilaksanakan scsum dengan standar pengalaban
plasma sehagaimansa dimskasud pada agat (2], pongolahan
plasma juga dilakukan denpan  memperhatiksn
perkembangan ilmu pengetahuan den tekrnlogi,

Pasal 313

Pemyimpanan  plasma  sehagaimeana  dimaksud  dalam
Pasal 308 ayat {2) hurof g dilaloakan oleh bank plasma
untuk menjags keamanan dan mutu plasma.

(2] Penvimpanan . ..
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Fenyimpanan plasma sebagaimana  dimaksud  pada
ayat [1] wajib  dilakukan sesus dergsn standar
PUOYITIPANLAT plasma.

Pasal 314

Pendistribusian plasma sebagaimana dimakesud dalam
Passl 305 avat (2] huraf h dilakukan oleh hank plasma
untuk memenuhi kebutuhan  produksi produk Obat
derivat plasmna,

Sclain dilakukan oleh hank plasms, pendisiribusian
plasma juga dapat dilakukan oleh unit pengelola darah
untulk plasma yanyg Ldak dipunakan dalam Pelavanan
Kesehatan.

Bank plasma danjfatan unit pengelela darab waphb
mendisiribusikan  plasma kepada fasilitas  fraksionasi
plasma sesuai dengan standar pendistribusian plasma,

Pauwal A1l3

Plastna yang akan didislnbusikan scbagaamana dunaksud
dalam Pasal 314 avat (3] hars dilaporkan kepada Menteri,
Menleri mengatur pendistribusian plasma kepada fasilitas
fralksionas plasmy denpan mempertimbanglkan rencana
produlesi fasilitas fealisionasi plasma,

Paual 316

Produk Obat denvat plasma diperalelh melalhai proses
fraksionasi plasmea.

Fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud pada agat (1)
merupakan pomilahan plasma menjadi fraksi prolein
individual wunmk menghasilkan produk Obat derivar
plazsma.

FPlasma yang dipunakan untuk fraksionasi plasma haras
cdiperaleh dari bunk plasma atau unit pengelola darah yang
tclab memenuhi standar cara pembualan Obat yang baik.
Produk Cbat dervat plasma vang Jdihasilkan oleh lasilitas
fraksionasi plasms harus memenuhi standar keamanan,
khasiat, dan many, serta memperoleh wn edar Obat dari
kepala lembags pomenntah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan
peraluran perundang-undangarn.

Ketentuan lebih lanjul mengenai standar cara pembuatan
Ubat yang bailk =zebagaimana dinaksud pada avat (3)
diatir dengan peraturan kepala lembaga pemetinlah
nonkementerian  vang  menyelenggarakan  urusan
pemenntaban di bidang pengawasan obatl dan makanan.

Pa=zal 317 . ..
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Fasal 317

Fraksionasi plasima  haras dilakukan  di fasilitas
fraksionasi plasma dalam negeri.

Fasilitas fraksionasi plasma dalam negerl sebapgsimana
dimaksud pada ayat (1] harus memenihi persyaralan an
ditetapkan oleh Menterd.

Fasilitas fraksionasi plasma uniuk dapat melaksanakan
frak=ionasi  plasma  harus memiliki | serlifikat cara
pembuatan Obat  yang  lhaik dert kepala  lembaga
remerintah  nonkementerian vang  menyelenggarakan
urisan pemetintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan.

Fasilitas frokslonasi plasma dalam neger] sebagaimana
thinaksud pada aysl (1] dalsan melalukan fraksionas
plazma wajilr sesuai dengan standar cara pembuatan Cbat
vang bail:.

Pasal 318

Dalam hal [asilitas {raksionasi plasma belum memiliki
sertifikar cara pembuslan Obel yang baile scbagaimana
dimaksud dalam  Pasal 317 ayal {2, pelaksanaan
[raksionas plasma dapat diselenggarakan secara kontrak
aleh fasilitas {mdcsionasi plasma dalam negeri dengan
fasilitas  fraksionasi plasma di luar ncegeri  sctelah
mcndapatkan persetujuan Mentet,

Dalarn rangka pelaksanaan fraksionas: plasmsa scoura
kontrak, lusilitas Faksionasi plasma dapat melaloukan
pengiriman  plasma ke [asilitas {raksiconasi  plasma
di fuar ncecrl.

Penpiriman plasma ke fasihtas fralksionasi plasma diluar
negeri  wajibh  dilakukan  sesuai dengan standar
pendistribusian plasma dan diserlal dengan porjanjian
alih  material  scswal dengan ketentulan  peraluran
perundang-undangan.

Pasal 319

Plasma yang tdalk memenuhi persyaratan dan standar
untuk diguanakan dalam  fraksionasi  plasma wajib
dimusnahlan  sesual  dengan  standar  pemusnaban
plasma.

Permusnahan  scbhapaimana dimaksud  pada  avat (1)
dilalukan oleh bank plusma, uvnit pengelola darah,
danfalau fasilitas fraksionasi plasma,

Pasal 320 . .
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Pasal 340

Bank plasma yang melaksanakan kegiatan tidak sesoai

dengan starudar sebagaimana dimmsaksud dalam Pasal 310,

Pasal 311 ayat (2, Pasal 312 ayat [2), Pasal 313, Pasal 314

ayal [3), dan Pasal 319 ayat (1) dikenakan sanksi

adminisirauf olch pejabat vaneg bermenang beripa:

a. peringalan tertalis;

b.  perintah pemnusnahan plasme;

¢, penghenfian sementara kegiatan berisaha; dan/fatau

d.  pencabutan perizinan berusahs.

Unit pengelola darall yang melaksanakan kegiatan lidak

sesual dengan standar sebagaimana dimakswud dalam

Pasul 314 ayat (3] dan Pasal 319 ayat (1) dikenakan sanksi

adminisiraufl olch pejabat vang berwenang berupa:

#. peringatan lercolis;

L poontab pemusnahan plasma;

¢.  penghentian sementars kegiatan berisaha; dangatan

.  pencabutan perizinan berusaha.

Fasilitas  fraksionasi  plasma  yang melaksanakan

[raksionasi  plasma  ddak  sesual  dengan  standar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 aval (4] dan

melalkukan pemusnahan plasma tidak sesuai standar

scbagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 319 avat (1)

dikenakan sanksi administratf oleh pejabat yang

berwenang berupa:

8. perngdtan tertilis;

b, larangan untuk sementara waktu dan/artan perdnlah
untuk menarik produk dari peredaran;

«.  perinlah pemusnahan produlk;

d. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/ atag

€. pencabutan perizinan berusaha,

Tala  cara  pengenasan  sanksi  administratif  herups

penghentian scmentara kegiatan  berusahs atau

pcncalburan perizinan berusaha scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) burul ¢ dan huarf d, ayat (2] huraf o dan

huruf d, dan avat (3] burul d dan hurof e dilaksanakan

sesual dengan ketentuan  prraturan  perundang-

Lndangan.

Ketentuan lcbih lanjut mengenal rata cara pongenaan

sanksi adminisiratif sebagaitnana dimaksud pada ayat (1)

hurd & dan bumil b, agat (2] hund & dan huref b, dan

ayal [3) huruf a sampai dengan burul ¢ diatur dengan

Peraturan Menleri.

Pa=al 321 ., .,
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Fasal 321

Hetiap bank plasma dan fasilitas [raksionasi plasina haras
melakidean  pencatalan dan pelapuran terkan  dengan
pengumpulan plasma danfaray produksi produk Obal denvat
plasma melahil Sistem [nfarmasi Keschatan vang Lernintegrasi
dengun Sistermn Informuasi Kesehatan Nasional.

Praszal 322

{1} Pemerinlah Pusat bertanpgung jawab alas ketersediaan
plasma dan produk Obal derivat plasma yang amatl,
berkhasiat, bermmiml, dan terjangkau  scsvai ¢engan
kebutuhan Pelavanan Keschatan.

(2] Pemerinlah Pusat mengendalikan  biaya pengalaban
Masma dan produk Obat derivat plasma,

Pazal 3232

Masvarakal  berperan scrta dalam ponvelengguaraan
pengumpilan plasma dan [taksionasi plasma,

Pagal 324

Kelentuan  lebih  lanjur  mengenai  pengelelasn  plasma
sebaguimana dimaksud delam Pasal 306 sampsd dengan
Pagal 315 dan fraksionasi plasma schagaimana dimaksud
dalam Pasal 317 sampal dengan Pasal 319 diaiur dengan
Peraluran Menteri.

Hagian Kerujuh Belas
Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh

Paragrat 1
Umuim

Pasal 323

Malam  rangka penyembuban  penvakil dan permitliban
Keschatan dapal dilakukan lransplantasi organ dan/atau
jaringan tubuh.

Pasal 32

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuoh Bertujuan
untuk penyembuhan penvakit dan pemuiithan Keschatan
serta hanya untuk tujuien kemanusian,

{2) Organ danfalaa jaringan tubuh sebageimana Jdimaksod
pada  ayat (1}  diarang  dikomersialkan alau
diperjuadbelilan dengan alasan apa pun,

Pagal 327 . ..
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Pasal 327

Donor pada transplantasi ergan dan/atay jaringan tubuh
lerdin atas:

f. donor hidup; dan

b.  doner mar.

Donar hidup sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan donor yvang organ danfatau  jaringannys
diamnbil pada saat yang bersanglutan masih hidup atas
perseiljusan vang hersatigkutan.

Donor mati sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruef b
merupakan denor yang organ danfatsu jaringannve
diambil pada saat yang bersanghkuran teluh dinyvatakan
mati olehh Teonaga Medis pada  Fasilitas  Prlavanan
Kesehatan dan harus atas persetujuan keluargan va secara
tertulis,

12alatm hal denor mati semasa hidupnya telah monyatakan
dirinva  bersedia  sehagal  denor, transplanlasi organ
dan/atau jaringan tubuh dapat dilaleukan pada saal vang
bersangkutan mall lanpa persetijuan keluarganya.

Pazal 325

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Passl 327 ayat (3)
dan avat {4} meliputi:

A,  su=ml atall islo;

b, anak yang sudah dewssz;

€. orang lwa kandung; dan/atou

d,  ssudara kandung,

denor,

Dalam hal suami atau istr, anak yang sudah dewssa,
orang mta kandung, atau saudara  kandoung donor
sebupaimana  dimaksud  pada ayat {1) tidak dapat
memberikan  persetujuan  karena tidak  diketahod
keberadaannya, tidak cabap secars hukum, tidak ada,
atan matl, persctojuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 327 ayvat (3] tdak diperiakan.

Puszal 324

Fasilites Pelayanan Kesehatan hams mendukung upava
meningkatkan donasi dan  kelwrscdisan organ  dan
jaringan tubuh melahii kegiatan pengerahan donar,
Pengerahan donor scbagaimsana dimalksid pada avat (1)
berupa lastlitasi pemmbuatan wasiat medik dan kegiatan
pengerahan doenor lain,

Paragral . . .
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Parapral 2
Transplantasi Qrgan

Pasal 320

Transplantasi organ  hanya dapal  disclenggarakan ¢
FRumah Sakir setelah memiliki perizinan berusabs scsuai
denpan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 331

(1] Dalam rangka penyelenggaraan lransplantasi argan,
Rumah Sakit penyelenggara transplanlasi organ dapat
membentuk jejaring anlar-Rumah Sakit penyelengeara
lransplantasl organ, termasuk Bumah Sakit yang dapat
menyedialean donor mati hatang olalef mat otalk.

(2) Penwelenggaraan jejaring sebageimana dimaksud pada
syal (1] dikoordinasikan olch Menteri.

[3)  Keterituan lebih lanjur mengenai penyclenggaraan jejaring
antar-Eumah Sakit penvelenggara transplantasi organ
diatur dengar Peraluran Menteri.

IPa=al 332

(1] Donor pada transplantas: orean dapat berasal dari:

a. danor yang memiliki hubungsan darah atau syuami
atau istrl dengan resipien; atau

b, dunor vang tidak memiliki hubungan darah dengan
TESIpICTL.

{2} Hubungan darah scbagaimana dimaksud pada awat {1)
huruf a herapa ayah kandung, ibu kandung, anak
kandung, dan saudara kandung donar,

(3] Pelaksatiaan transplantasi organ pada  donor  yang
memiliki hubungan darah atau susmi atau istrl dengan
resiplcn sebagaimana dimakswued pada ayat [1) huraf a
tidal memerlukan daftar tunggu.

[4)  Pelaksanuun tansplantasi organ pada donar vang tidak
memiliki hubuingan darah dengen resipicn scbagaimana
dirnaksud pada ayat {1} huruf b dilakukan sesuai dengan
daftar tuanggu,

(2]  Urulan daftar tunegeu disusun memperhatilean kelutaban
medis resiplen dengan menggunekan sistem informasi
transplaniasi organ  danfatau jaringan 1ubuh  yang
lennlegrasl dengan Sistem Informasi Keschatan Nagionsd,

(£ Berdasarkan kebutuban medis resipien scbhagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat dilerapkan urutan privrtas.

Fasal 333, .,
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Pesal 333

Hetlap Pasien vong membutithkan transplantasi organ
dapat menjadi calon resipien.

Calonn resiplen sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tnemipakan Pasicn dengan:

a.  indilkasi medis; dan

b, udak memilikn kontraindikas] medis,

untuk dilakukan transplantasi organ.

Pasal 334

Transplantasi organ dapat dilakukan pada calon regipien
WAI'YH [CEara Aslng.

Calon resipien wargs negara asing sebagaimans dimaksud
pada avat (1} harus memiliki calon donor vang erasal dad
negara yang sama dan memiliki bubungan darah.

Pasal 335

Penyclenggaraan  proses Peolayvanan  Kesehatan  dalam
iransplantasi organ  detigan deonor hidup dilalukan
melahii kegialan:

a.  pendaftaran coalon donor hidup dan calon resipicn;

. pemenksaan kelayakan calon donor bidup

. permenksaan kecocodtan anlara donor hidup dan
resipien urgan; dan

d. operasi ransplantasl dan Penaladaksanaan
pascaoperasi transplanias] organ.

Kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Keschatan dalam

lrun=zplantasi argan dengan donar hidup sehagaimana

dimaksud pada ayat {1] dikenakan paket biava pelavansn
vang terdirt alas:

4. biaya Pelayanan Keschatan hag calon donor screa
pemenksaan  kelavalian  dan kecocokan  anlars
resipiern dan donor,

b.  biaya Pelavanuan Keschatan, pemetiksaan kelayakan,
dan kecocokan bagl calon denor yang gagal menjadi
cloner;

c. biaya operasi lransplantasi organ bagl donor dan
resipien; dan

d.  hiays perawatan pascaoperasi transplantasi oresmn
bagi donor dan resipicn.

Pasal 336

Pendaftaran  ealon dunor hidup  dan calen  resipien
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayatl {1} hurf a
dilakukan setelah memenuhi persyaralan adminisoratirl,

Pasal 337 ...
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Pasal 337

(1) Persyaratan administracif intuk pendallaran calon donor
hicdup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 paling
sedikit terdir alas:

a. berusia paling rendub 18 [delapan belas) tabun;

b,  membuat pernyatsan leriulis  tentang  kesediaan
menyumbangkan organ tubuhtiva secard sukarcla
tanpa meminld imbaian;
mendapat persetijuan keluarga;
memahamt indikasi, kontraindikasi, risiko, proscdur
transplanlast organ, panduan hidup pascaoporasi
transplantasi organ, dan pernyataan persehijuantys;
dan

¢, membuat pemyataan tidall melakukan penjualan

tgatl maupun melakukan perjanjian dengan resipicn
vang hermakna jual beli atsu pemberian imbalan,

(2] Uniluk transplantasi sumsum  lulang pada penvakit
terleniu, persyaratan usta sebagaimana dimaksud pada
ayar (1] hurul a dapat dikecualikan atas perimbangan
mcis.

{3} Kelenluan 1mengenai  perselujuan  dan  mekanisme
persetijuan keluarga  sebagaimana  dimoksud  pada
ayat (1] huraf ¢ dilakukan scsuai dengan ketleniuan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 327 dan Pasal 328,

2 6

Fasal 338

Dalam hal dener hidup hanya akan mendonorkan organ
tubuhnya kepada resipien hubungan darah atau suami atau
istri denguan donor, persyvaratan administratf calan donar
sebagaimana dimmuksud dalam Pesal 336 dan Pasal 337 harus
dizertal dengan Keterangan hubungan darah atau suami ataa
wwiri  dengan resipien  dari perangkat  daerah  vang
menyelenggarakan urusan  pemerntahan di bidang
kependudukan dan catatan sipil,

I’a=al 3349

Persyaralan administratf untuk pendaftaran calon resipien

schagaimana dimakaud dalam Pasal 336 terdiri atas:

a, memibki keterangan dard dekter penangeunsg  jawab
pelavanan di Rumah Sakit tenlung adanya indikasi medis
dan tidak memiliki kontraindikasi medis untuk dilakukan
lransplantasi organ;

b, bersedia ., ..
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hersedia membayar biava peonvelenggaraan Pelayanan
Keschatan dalam transplantasi organ dengan donor hidup
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2] secara
mandirl, mekanisme jaminan kesehatan nasional sesusd
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan, ateu
roelalul asurans pergamin lainnya,

memahami indikasi, kontraindilasi, risiko, dan prosedur
lransplanlast  organ, serta  memberikan  perselujuan
dilakukannya transplantasi organ; dan

bersedia tidak melakukan pembelian organ  maupun
mclakukan perjanjian dengan ¢alen donor yang bermakna
jual beli atau pemberian imbalan.

Pasal 340

Iendaftaran terhadap setiap calon donor hidup dan calon
resipien yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimalesnd
tlalam Pasal 3346 sampat dengan Pasal 329 dilakukan melalui
sistem informas: lraneplantasl organ danfatan jaringan tubuah
viung lermtegrasl dengan Sistem Enformasi Keseholan Nasional.

{1}

(]

[3)

(4]

Pa=al 341

Pemeriksaan kelayaksn calon donor hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 335 avat (1) hurul b lerdinn atas
pemeriksann;

a. medis;

b, prikolagis: dan

oo #05wyuridis,

Pemenksaan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf a berupa pemeriksasn medis awal dan skrining di
Rumah Salkat yang ditetapkan sebapal penvelenegara
transplanlusi organ dalam rangka memastikan kelayalen
scbagal donaor dilihat dari segi Keschatan donor.
Pemeriltaaan peikologis scbagaimana dimaksud  pada
avat {1} hwuf b moupakan  pemeribsasan untok
mengidentifikasi dan mermnshami berbagai aspele psikologis
calon donor melalul pemeriksann  Kesehalun mentad,
kepribadian, kemampuan Koprdlil, dan kualifikasi tertentu
dalam konteks kepulusan untuk mendonarkan argatinya,
Pemneriksaan sosioyuridis sebagaimans dimaksud pada
ayat (1] burmf ¢  toerupakan  pemweriksaan untuk
mengidentilikasi pelaksanaan transplantasi sesusi dengan
narma agama, budayva, etik, dan hukum.

(2] Pemeriksaan ..
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I'emenksaan kelavakan calon donor hidup scbagaimana
dimalksud pada ayat [1) dapal lebih dard 1 [satu) calon
doenor.

Pasal 342

Pemeriksaan kecocolan antara donor hidup dan resipien
prean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 avat (1)
hural ¢ dilihat dari scgl medis dan nonmedis,
Pemeriksaan kecocokan scbagaimana dimaksud pada
ayat {1} dilaksanakan olch tm transplantasi pada Futnah
Sakit penyelenpggary lransplantasi organ.

Sclain  dilaksanakan di Rumah Sakit penyelenggara
transplantasi argan sebagaimana dimaksud pada avar {2)
pemeriksaan kecocakan fupga dapat dilaksanalian pada
labworalorium tertentu di luar Rumnah Sakil penyelenggara
transplaritasl organ.

Nalamn  rungka pclaksanaan  pemeriksasn kecocokan
antara donar hidup dan resipien organ darvi sepl normedis
sebagaimanta dimaksud pada ayat (1] dapat dilakidksn
verifikasi lapangan.

Verifikasy lapangan sebagaimana dimaksod pada avat (4
dilakuksn untuk memastikan hubungan calon resipien
dan calon donor hidup, latar belakang penyumbangan
nrgan, dan idak adanva unsur jual beli organ,

Verifikasi lapangan scbagaimana dimaksud pada aovat [5)
dapat. dilakukan melalul koordinasi denpan Pemerintah
Daerah dan/alau inslansi lain vang dibutuhkan,

Fasal 243

Operasi  t(ransplaniasi  organ dan pensialalsanaan

pascaoperas] transplantasi organ sehagaimana dimnadksud

dalam FPasal 335 ayal [l) hurof d dilakukan oleh

lirn lransplantasi . Rumsh  Sakit  penvelenggara

trarnsflanlas) organ.

Penatalaksanasn  pascaoperasi  ransplantasi organ

sebagatmana dimaksad pada avar {1} dilakukan terhadap:

4. denor hidup dan resipicn selama proses pemulihan di
Fumah Salkit: dan

b, doenor hidup dan resipien sctelah proses petnulihan di
Fimah  Salat  vang  dilakukan dalam  hentuk
manjtoring dan cvaluasi.

Paszal 3449 ., ..
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Pasal 344

Beliap donor hidup pada transplaniasi vrgan berhals

a.  mepgetahui  idenlitas  resipien  atas  perselljlan
TE&IpIcT;

b.  dihebaskan dari seluruh biaya Pelavanan Kesehatan
yelama porawatan transplantasi organ;

c.  mempersdeh  prioritas  schagai  resipien  apahila
memerlukan transplantasi organ; dan

d. mencabut pendallaran dirinys dalam data calon
donor sampal scbolum tindakan persiapan operasi
transplantasi organ dimulad,

Setiap donor hidup pada transplanlasi organ

berkewsajiban:

A, menjags kerahasiaan  resipien  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undarngan;

k. tidak melakukan perjanjian kbusus dengan resipicn
terkait dengan transplanlasi organ, dan

. memailil pelunjuk pomeliharaan Kesehatan bag
donor.

Pa=zal 345

Hetiap resiplen padsa transplantasi organ dengan donor

hmdup berhake:

A.  mengetahul identitas donor dan informasi medis yang
terkait dengan transplantasi organ atas persetujuan
danare; dan

b.  mengetabul urutan daflar tungpa calon rexripien
untik mermnperoleh denor.

Selldp resiplien pada transplanlast organ doengan donor

hiduyp herkewajitan:

4. menjaga kerahasigan irdormasi medis donnr sesuai
dengan keteniuan peraturan perundang-undangan;

b membayar paket biaws ransplantasi organ secara
mandiri, mekanisme Jjaminan kesehatan nasional
segllal  dengan  ketentuan  peraluran  perundang-
undangan, atau melalll asuranst penjamin lainmyes;

¢.  mcmatuhi peturguk pemeliharaan Kesshalan bagi
res i THET;

d. melakukan 11 Keschalan scsual petunjuk dokler;
dan

2. udak mclakukan petjanjian khusus dengan donoer
terkait dengan Lransplantasi argan,

[3] Palet. ..
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Paket biava transplantasi argan selagaimanz dimaksud
pada ayat (2) hurof b merupalan paket bisva transplanlasi
organ schagaimana demaksugd dalam Pasal 335 aval [(2).

Pasal 340

Penvelenggaraan Pelavanat Kesehualan dalam

transplantasi argan dengan donaor matl dilakukan medalui

keaiatan:

a. pendaftaran calon donar mati dan celun resipien;

b. pcmenksaan kelayakan calon donor mati dilibal dari
scgl medis, peikolagis, dan sosioviaridis;

¢,  pemenksaan kecocakan  antara donor mall dan
rocsipien argan; ¢an

d. opcrasi transplantasi dan penalalaksanaan
pascacperasi transplantasi organ,

Dalam kcadaan termtentu, pemeriksaan kelayakan dan segd

psikologis dan sosiofuridis sebagaimana dimuaksud pada

ayal [1) huruf b dapat dikecualikan,

Ecmatan penyelenggaraan Pelavanan EKeschalan dalam

lransplantast organ dengan ¢onar mall sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] dapat dikenakan biaya pelayanan

gesusl ledentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 335

aval {2},

HSelam blaya pelavanan sebagaimana dimaksud pada

aval {3}, biaya pelayanan juga mencakdp biaya perawdlan

medis, penganskatan organ, dan perawatan  jenazah

pascapengangkatan organ.

Pra=al 347

Pendallaran calon doner matl sebagaimans dimaksud
tdalam Pasal 346 avat [1) hurid a dilakuksn olch calon
donor mall pada saat yang hersanglutan masih hidup
dengan memenuhi persvaratan acdoinistralif,

Eelenluan mengenai persyaratan administraul bag calon
donor mati schagatmana  dimaksud pada avar [1)
dilakukan  scsual  dengan  kKetenlun  persydratan
admninisiratf  bam  pendaftaran  calon donor  hidup
aebagaimuna dimaksud dalam Pasal 337,

Untuk pervakil lertenta, persyaratan usia paling rendsh
148 [delapan belas) lshun dapat dikecualikan bagi calon
donor mari,

Calon deonor mali vang tclah memenuhi persyvaralan
administratif akan werdaftar scbagai daner orpan pada
sistcmn informasi iransplantasi organ dan/atan jaringan
tubuh  wang tetinteprasi dengan Sistem Infortnasi
Kcschatan Masional,

(3] TDPondaftaran . ..
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(5]  Pendaftaran calen donor mati juga dapet dilaloglan pada
zaat. donar lelah dinyatakan mati atas  persetyjuan
kehia rpa.

Fasal 348

Ketentlan persyaratan admimistratif bagi calon resipien pada
penyvelengEarasn  transplantas) organ dengan denor  matl
dilakukan sesuai dengan ketentuan persvararan adminisicalil
bagt pendaftaran calon resipien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 339,

Pasal 340

(1} DPenvelenggaraan Pelayarian Keschatan dalam
bansplantasi argan dengan cdonor mati scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 246 ayal (1) huruf b sampsi dengan
huruf d dilakukan saal vuang bersangkutan  telah
dinvatakan mati setelah memenohi krteria  diagnnsis
kematian.

(2] Dalam hal calon donet organ dirawat di Rumah Salkic
dengan menunjukan adanya pejala klinis yang mengarah
pada mati batang otak/mal olak, calon donor harus
dilabukan upl mati batang otak mald olak,

(3] Dalam hal hasil wji matl buatang otak/mati otak
menunjukan positif marti batang olak/mat otak, calon
donor dapat ditetapkan sebapal dunor organ.

(4] [hagnosis kematian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat dilakukan herdasarkan krileria;

. kematian  klinisfkonvensional atau berhentinva
fungsl sistem jantung sirkulasl sccara permanen,
Akl

b, keomatian mati atang olak/mati otal.

{2} Diagnosis kematian sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
dilakukan setelah memenuhi persyaratan pemeriksaan,
proscdur pemeriksasan, penyimpulan mati klinis atar mat
batang otalt/ mari otak, dan penetapan walktu kemacian.

(6] Pemenksaan untik penentuan  diagnosis Kematian
sehagaimana dimaksaid pada ayvat (5} harus menjunjung
tingg nilai dan norma agama, meral, etika, dan hokuam.

(7] DNiagnesis kematian klinis; kanvensivnal atau berhentinya
fungsi  sistem jantung  sirklasi  secars pormanen
sebagaimans dimaksud pade ayat [4) huruf a dapat
dilakukan di Fasilitas Ielayanan Kesehatan atao di luar
Fagilitas Pelayanan Keoschatan sesuai dengann standar

profesi, standar pelayanan, dan standar  operasional
prosedur.

(8] Penetapan ...
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Penetapan waktu kematian sehagaimana dimaksod pada
ayal (o) dilakukan pada saat dinyataksn mall batang
ulab/mati otak, bukan sasl letapl bantuan  hidup
dihentikan atau jantung berhend berdenyut,

Sctelab calon danor ditetapkan mati batang orak/mati
otalk, terhadap terapi bantusn hidup totap diteruskan
sampai argan vang dibutuhkan diambil.

Paszal 350

Dhagnoesis kematian di Fasililas Pelavanan Keachatan

harus dilakukan oleh;

a. dokter  atau  dokler  sposialis untak mand
klinis/ konvensional; dan

h.  dekiler spesialis sesuai dengan kampetensinys, untuk
mati batang otak fmati otak,

Disgnosis kematian klinisfkonvensional di luar Fasilitas

Pelayanan Kesehatan merupuakan penentuan kematian

vang dilalukan aleh dokier alau dokter spesialis.

Dalam  hal tidak ada dokter atau  dokter spesialis

sebagaimana dimaksud pada avar (1) huruat a, peneniusn

kematian dapsl dilakulkan oleh perawat atau bidan,

Diagnosis kemaliun mati batang otak/mati awsk paling

sedikil dilakukan olch 2 [dua} orang dokler spesialis vang

bukan merupalean dokter yang terlibal dalam tindakan

Lranzplantasi.

Liokter spesialis sebagaimana dimaksud pada avar (4

terdiri dari doliter spesialis ancstesi dan doktef spegialis

saraf.

Dalam hal diperlukan, penentuan mati batang olak fmati

otak dapal melibatkan dokter spesialis lain sesual dengan

kebutluhan,

Pasal 351

Orang vang lelah ditctapkan marni batang olak /mat otak
dan tiduk diketahwi identitasnya dapat menjadi donar
mall.

Pemanfaqlan organ dar donor mali balang otak/mati otak
sebagaimana dimaksud pada avat {1} harus dilakukan
upaya idenlifikas]l tcrlebibh datmlu oleh instansi yvang
herwenang,

Pa=al 352

Kelenluan mengenai pemeriksasan kelayvalkan calon denor mati
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemeriksasn kelayvakan
calon donar hidup sebagaimana dimaksud dalam Pazal 341,

Pasal 323 . ..
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Pa=sal 353

Pemmeriksaan kecocoksn antara donor mati dan resipien
otpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayal (1)
huruf ¢ dibhat darl segi medis.

Pemeriksaan kcoocokan antara donar mall dan resiplen
dan scgl medis sebagaimana dimaksoud pada ayat (1)
dilaksanakan sesual dengen ketentuan  peomeriksaan
kecacokan antara donor hidup dan resipien dari segi medis
selapaimana dimaksad dalam Pasal 342,

Pa=zal 324

Operasi  lransplantasi  organ dan penatalaksanaan
pascavperasl ransplantasi organ sebagaimana dimaksod
dalam  Pasal 344 avar (1] humf d dilakukan oich
tim  transplantasi Fumah  Sakil  penyclenggara
transplantasi organ,

[Jalam hal organ beraszal dar calon donor mati, operasi
rransplanlas organ scbagatmana dimelsud pada sval (1)
harus didahwlal dengan penandatanganan sural
perselujusn olch keluvarga.

Dhleccualikan dari ketentian sehagnimana dimaksud pada
ayat (2], dalam bal calon donor mad scmasa hidupnyea
sudah terdafrar sebapai donor organ, operasi transplantasi
organ tidak memerlukan porsetujuan keluarga,
Petialalaksanasnn pascacperasi transplantast  orgon
sebagaimana dimaksud pada ayvat {11 dilaloukan terhadap
resiplen selama proses pemuliban di Rumah Sakit dan
setelah prases pemnidihan di Rumah Sakit vang dilakaikan
dalam benuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 355

Actap calon doner mati pada transplantasi organ bherhalks

d.

i3

.

dibebaskan dari seluruh biaya Pelayanan Kesehuatan
sctelah ditetapkan mall batang otade/ mati atalk;
mcmpernleh priotitas scbagai resipien  apabila
memerhekan (ransplaniasi organ;

mencabut pendallaran dirfinyva dalam data calon denor
mati semnasy hidupnya,

metnilill jenis organ yang akan didonorkan pada saat
melakukan pendaftaran sebagai calen denor matic dan
dibebeskan dar blayva pemlasaraan jenazal di Humah
Skt

Pasal 356 ,
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Pasnl 356

Solap resipien pada transplantasi organ cdengan donor
at berhak mengetabul uwrmutan daftar tonggnn calan
resipien untitk mernpersleh dvnor.

Sotlap rosipien pada transplantas] organ denpan doner

mall berkewajiban:

a.  membayar pakel biaya trensplantasi organ, baik
RECATA mandiri maupun  meldul asuransi
PUIHTINNYA;

b, mernaluhl petunjuk pomeliharaan Kesehatan  bagt
resipien; dan

c.  melakulkan uji Kesehatan sesuai pelunjuk doloer.

Pasal 357

Seliap donor pada transplantasi argan {apal memperoleh
prenpharesaan karenas tidak dapat melakulkan kegiatan atau
pekerjaan secara opliimnal selama proses transplantasi dan
prmulihan Kesehatan.

Penghuargaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1] bakan
imhatan, bukan juusl beli, dan hanyva untulk fujuan
kemanusiaan, serta tidak dikomersialkan,

Penghargasn  schagaimana dimaksud pada  ayal [2)
diberikan oleh resipicn.

Dalam  hal resipien  tddak mampu, penghargaan
scbagaimana dimaksud pada ayal [2) diberikan olch
Pemenntah Pusat atan Pemerintah Daerah,

Resipienn Udak mampu sebagaimana dimaksud pada
avat [4) merupaken resipicn yang memenuhi kriteria
scbagal peserta  penerima  bantuan  luran  jaminan
keschatan nasional.

Penghargaan sebagsimana dimaksud pada ayal (1) sanpai
dengan ayat (4), bentuk dunf atau nilainva ditetaplkan oleh
Menternn serelah berkoordinasi dengan menteri vang
menyclenggarakan  urusan  pemerinlahan di bidang
kellangan nepara.

Pasal 354

Pendanaan penyelenpparaan transplantast argan berssal

dari surmlber:

d. anggaran pendapatan dan belanja negara;

. angearsan pendapatan dan belanja daerah; dan/ acau

. sumber lain yang sah sesuai denpan kelentuan
peraturan perundang-undanpan.

(2} Pendanasn . ..
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Pendandsn vang becsumber dari anggsran pendapatan
dan helanja negars sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hural & dipergninakan untok kegiatan:

A, sosialisasi dan peningkatan peran serla masvarakat
dalam penvelengparaan transplanlasi organ;

b, prmbinaan Rumah Sakit penyelenggara transplanlasi
DTEAN;

£. pemernksaan kelayaksn calon ¢onor; dan

. pengambilan organ donor mal batsng otakfmard
otak.

Fendanaan yang bersumber dari anggarsn pendapatan

dan belanja deerah sebagaimana dimaksud pada aval (1)

huruf b diperginaloan untuk Kegiatan:

a.  sosialisusi dan peningloatsn peran seria masyarakiart
dalam penyelenggaraan transplandasi organ;

I,  prmbinaan Rumah Sakir penyelenggara transplantasi
organ milik Pemerintah Dacrah;

c.  pemerkszaan kelavakosn calon donor vang  tidak
didanal oleh  anpgaran  pendapalan dan belanja
ncgara; ¢an

d.  pengambilan crgan donoer matt batang olak{mat otak
vang lidak didana oleh anggaran pendapatat dan
belanja negara.,

Selein  dipergunakan  untuk  keglatan  sebagaimana
dimalesud pada ayat {2) dan ayat [3), anggaran pendepatan
dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah dapar dipunakan untuik penghargaan bugl donor
dalam hal resipien tidak mampu sebagaimana dimalisud
dalam Passl 357,
Petiggrunaan anggaran pendapalan dan befanja dacrah
sehagaimana dimaksud pada avat (4] dilakukan jika
penghargaan bagl donor tidak didansl oleh angesran
pendapatan dan belanja negara,
Femberian penghargaan bagl  donar schagaimana
dimaksud pada ayat [4) dibebankan pads angguaran
pendapalan dan belanja negara oan anggaran pendapatan
dan belanja daerah sesuaal dengan kemampuan keusangan
negara  atau  Keuangsn daerah dan sesual dengan
ketentuan pergluran pemindang-undangar.

Pasal 359

Ketentuian lebih lanjut mengenai ponvelenggaraan Pelayanan
Keschatan dalam transplantasi organ sebagaimana dimaksuod
dalam Pagsal 335 sampal dengan Pasal 338 cHarar dengan
Peraturan Menteri.

Paragral . . .
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Paragraf 3
Transplantasi Jaringan Tubuh

Pa=zal 360

Transplantasi  jaringan tubuh melipuli  transplantasi
jaringan mata dan Lransplantasi jaringan tubuh lain.
Jarinpan pada transplantasi jaringan mata dan Janngsn
tubuh lain sebagaimane dimalksud pada ayal (1) dipereleah
dari berbagai jenis jaringan, termasuk sisa jaringan hasil
operasi, dan jaringan lain yang sudabh tidak dibutubhkon
lagi olch donor sesuai dengan waslat  duan/fatau
perselljuan danar.

Jaringan vang diperolch dan berbaga jenis janngan,
termasule sisa jurimgan hasil operasi, dan janngsn lam
yang suduh tidak dihutuhkan lagi aleh donor sebagaimana
dimaksud pade ayat (2) hanva dilakukan pendataan aleh
ank mata dan/atay bank jaringan,

Pasml 361

Transplantasi Jaringan tubuh hatva dapat
digelenggarakan di Rumah Sakit atau klinile utama yang
memenuhil persyaratan dan standar.

Klinik utarma selmgaimana dimaksud pada ayvat (1] hanva
menyvelenggarakan transplaniasi jaringan tibubh untok
jaringan tertentu  vang dilaksanalkan sesuat dengun
standar prolesi,

Persyaratan sebagaimana dimakesud pada ayatl (1) memilil
Tenaga Medis dan Tenaps Kesehatan dengan kompetensi
dan kewcnangan di bidang Lransplantasi jaringan.
Persvaralan  sebagaimana  dimalksud  pada ayal  [3)
dilabkisanalan  berdesarkan  penyelenggaraan  masing-
rAsing transplantas] Aringan,

Stand:o Rumal Sakit sten klinik utama schagmamana
dirnaksud pada avat (1] ditetapisn oleh Menter,

Pasal 3R

Bank mmata dan bhank jaringan sebogamsng dimsaksed
dalam Pasal 360 avat (3] dapal diselenggarakan aleh
Pemerintah  Pusat, Pemernlah Daerah,  dan/atau
masyarakat seslal kebutihan danjatan kemampuan
daerah.

Hank mata dan bank jaringan sebagaimana dimalsud
pada ayal (1) harus mendapatlan izin dan Menten,

Pasul 363 . . .
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Pramal 363

Bunk mala schagaimana dimaksud dalam DPasal 362
hertugas menyvediakan jarnngan mala berupa komoa,
sklera, dan jaringan lain dari mata vang bermoulu untuk
polayanan transplantasi jaringan.

Dalam menjalanksan lugas sebagalmana dimaksud pada

avat (1], bank mala paling =edikil menyelenpgarakan

tungsi:

g, proupgerahan dononr;

by, pendallaran calon donor dan calon resipien;

¢, zeleksi donoer melalu]l pemerksasan keschatan vang
melipati pemeriksaan fisik dan laboratoriom;

d. pengambilan jearingan kornea danfatan sklera dan
penyvimpanan scmentara serta pemulihan estetik
doriot;

e. pengolahan, penvimpanan, pengemeasan, pelaboelan,
dan stenlizsasi jaringan, serta pemeliharaan;

[, pengendalisn mutu jarngan dari organ mata;

.  pendistribusian jarngdan;

L. pencatatan dan pendakumentasian;

1.  pcndidikan dan pelatihan; dan

i+ penelilian dan penpembangan.

Dalam  rangka  melaksanakan  [ongsi schagsdmana
dimaksud pada avat {2] humaf a sampal dengann hurul o,
bank mata dapat mombentuk jejaring pelavanan bank
mala,

Pasal 3643

Lntuk memenuhi penyedisan junnpgan mats berupa

kornea, sklera, dan Jaringan lain dari mala  secars

nasional, Menleri membentuk bank mata pusat sebagai
bank marta rujukan nasional.

Sclain memiliki tugas sebapaimana dimaksud dadam

FPasal 363 ayat [1), bank mata pasatr bertugas:

a. mendatangksan dan menginmkan jaringan mata dart
dan ke luar negeri sesuai denpan  kelentuan
peraluran perundang-undangan;

b, melakukan koordinusi pengumpulan jaringan mata
tingkat nasional; dan

<. menyedidkan jaringan mata donor secara hasional,

Tugas mendatangkan juringan mata dari luar negeri

scbagaimana dimaksud pada aval (2) huruf a dilakukan

tnelalin jejaring bank mata internasional,

(4 Tugas . ..
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(4] Tugas mengirimkan jaringan mata ke luar negen
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf a dilakukan
dalam hal kebutuhan jaringan meala dalam negen telah
Lerpermihi.

Pasal 365

Ketentuan lebih lanjut mengcnal bank meta schagaitnana
dimaksud dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 364 diatur
dengan Peraturan Menterd,

Pa=al 365

i1] Danor pada transplantasi jaringan terdiri atas donor hidup
dan dnnor mati.

[2y Transplantasi jarnngan sebagaimana dimaksud  pada
aval (1) wntok jardngan mata meliputi transplantasi
komes, sklera, dan juringan lain dari mata.

(3] HKewenluan mengenal calun resipien transplantasi jaringsn
tubuh dilaksanakan seswai dengan keleniuan  calon
resipicn lransplantas organ.

Puasal 367

Transpluntasi jaringan lubuh dilaksanakan melalui tahapan

keplatan:

a.  pendallaran ¢alen doenoer dan calon resipien;

I, pemeriksaan kelayakan calon donor dilihal dari seg
tindakan, psikclogis, dan sosioyaridis,;

¢,  pemeriksaan kecocokan antara  donor dan  resipien
jaringan tubuh; dan

d. operasi transplantasi dan penatalaksanaan pascanporasi
transantasi janngan tubuh.

Pazal 368

(1] Untuk terdaftar sebagai calan doner jaringan tubuh, sedap
calnh donor di bank mata dan;atan bank jaringan hars
mesetlihl persyardlan,

{2] Persyvaratan caloen donnr sebagaimana dimalksud puds
avat [1) paling sccdikil terdirvi atas:

a. membuat pernyataan tertulis lemlang  kescdiaan
donar menyumbangkan jarnngsn mata cdan/atau
jaringan lain sceara sukarela tanpa meminte imbalan;

b.  mendapet persctujuan keliarga; dan

c.  memahami indikasi, kontraindikasi, nsiko, prosedur
iransplantasi  jarnngan  tabuh, pandusn hidop
pascaltansplantasl jaringan tubuh, dan bersedia
membual sUral persctiusany A,

(3} Ketentaan . ..
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Ketentuan  mengenai  kcluargs dan mekanisme
persctijuan keluarga  sebapaimana dimaksud  pada
avat {2) huruf b scsual dengan ketentuan keluarga dan
mekanisime persctujuat Kehiarga pada calan denor organ
sebagaimana dimaksud dalam Pazag 3285.

Fazal 369

Persvaratan untul terdaftar sebagal calon resipien terdin atas:

a.

memiliki  keterangan  dari dolter penanggung  jawal
pelavanan di Fasilites Polayanan Keseliatan lengang
adanya indikast medis untuk dilakuksn transplantasi
janingan tabh:

bersedia membavar biaya penggantan pengambilan dan
permrosesan  jaringan mibull atau memberikan  surat
penjaminan  hiava proggantian pengambilan dan
pomresesan jaringan tubul, untuk calon resipien vang
dijamin asuransi ata lembaga penjamin lain,

memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan lala cara
transplanlasi jaringan wabuh,  =erta  metnberikan
persenijuan dilaltuksnnya transplantasi jaringan tubuh;
eleri

membuat pernyvatzan tidak melalukan pembclian jaringan
tubuh maapun melakukan perjanjinn dengan calon donor
vang bettnakna jual beli atan komersialisasi.

Pazal 370

Ketenouan pomenksaan kelayvalkan calen donar transplantasi
jaringan tubuh dilakukan melalai pemeriksaan medis yang
dilakulan di laboratovium yang dimiliki oleh bank mate atau
bank jaringan.

(1)

[}

Pa=al 371

Pengambilan jaringan tubuh dalam rangks penviapan
jaringan tubuh dapal dilaksanakan olech Rumah Sakit atan
klinik utama vang hekerja sams dengan bank mata a1an
bank jaringan.

Selain Kumah  SBakic atan klinik  utama,  unluk
pengambhilan jaringen mata dapsl dilakukan di tempat lain
vang metmungkinkan untuk  dilakukan  pengamhilan
jaringan mata scsuad standar.

Pengambilan jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakuabkan oleh Tenaga Mediz dan/atau Tehaga
Kesehatan yang terlatih,

(4) lNesil. ..
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Hasil pengambilan jaringan tubuh sebagaimana diunaksud
pada ayal (1} dilakukan pengolahan dan penymmpanan.
Jaringan tubuh vang telah dilakukan pengolahan dan
penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] harus
memenuhi slandar kelayakan jaringan tobuh  unlok
ditransplantasi.

Pasal 372

Operasi transplantasi dan penatalaksanasn pascaoperasi
jarngan tubul  dilakukan oleh Tenaga Medis vang
mempunyai keahlian dan kewenangan.

Tenags Medis schagaitnana cimaksud pada avat (1)
merupakan penanggung jawal pelayanan di Rumah Sakit
atay klinilk vtama penyelenggara.

Dalamn  melaksanakan  operasi transplaniasi  dan
penatalaksanasn PARCAGDETAS] jaringan tubuh
sebapairmanna dimaksud pada ayat (1], Tenaga Medis dapat
dibantu oleh Tenaga Kesshatan yang terlatib.

Ctperasi transplantasi jaringan tubuh berupa jamingan
mata dilakukan bekerja sama dengan bank mala dalam
rangka penvediaan jarnngan mata.

Penatalaksarnasn pascaoperasi  lransplantasi  Janngan
tabuh  hamas  dilakukan  terhadap  resipien melalo
momlerng Jdan evaluasi.

Pazal 373

Bank mata danjatau bank jaringan melakukan pelaporan
terhadap penyelenggaraan kegiatan sesual dengan tugas dan
fungsi masing masing kepada Menteri mcolalui sistem infarmasi
transplanlas argan dan/atau jaringan tubuh yang Lerintegrasi
dengan Sistem Informeasi Keschatan hasional,

{1}

(2]

(3]

Pacal 374

Seljap donar pada transplantasi jaringan tubuah berhak
dijaga kershasiaan identitas dan hasil pemcrilcsaun
kesehatannya, .

Dralamm hal hasil pemerksaan sebagaimana dimaksud pada
avat {1] dilemukan kelainan atau penvakir tertentu, doenor
hicdup depat meminta pemberitahuan hasil pemneriksaan
keschutan dengan tetap terjupa kerahasiaannya,

Donar hidup  pada traneplantasi jaringan twbuh
Lerkewsajiban memberikan infortmasi vang jujur, lengkap,
darn  akurat sesuai  deongan  kemampuan  dan
pengetabuannys tenlang masalah keschalannya.

Pasal 3TH . ..
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Pasal 375

Setiap resipien pada transplantasi jaringan tubuh berhak
mengelahil wutan dallar tunggu calon resipien untuk
mermpersleh jaringan tabuh.

Setian resipien pada transplantasi jaringan mbuoh wajkb:

a. mengikuli  prosedur  pelaksacean  transplantasi
juningan tubuh;

b. membayar seluruh hiava penyelenggaraan
transplantasi jaringan tubuh, balk secara mandirl
atau melalui asuransi penjaminnya; dan

c.  mengganti baya  pemrosesan dan Llasa
pengembangan jaringan tuabuh.

Pasal 3Té

Permerintah Pusal dan Pemetintah Dacrab dapat memberikan
bantuan pendanaan  pengembangan  bank  mata  dan
bank jaringan.

(1]

[2)

[2)

Pasal 377

Pendanasn penyelenggaraan lransplantasi jaringan tubuh

brrasal dan sumber:

a.  ahggaran pondapatan dan belanja negara;

b, angsaran perlapatan dan belanga daerah; dan/atau

c.  sumber lain vang sah sesusai dengan ketenluan
peratiaran perundang-undangan.

Pendanaan yang berswnber dari anggaram pendapatan

dan belanja negars sebagaimana dimaksd pada ayat (1)

huraf a diperguanekan untuk keglatan:

a, soslalisesi dan peningkatan peran screa mesyarakat
dalam penyelengearaan transplanlast iaringan tubukh;

h. pocmbinasn Bumah Salkdt penyelenggara transplantasi
jaringan tabuh;

o, pemeriksaan kelayakan calon donor; dan

fd. pengambilan jarngan tubub donor matl.

Pendunaan yang bersumber darn anggeran pondapelan

dan helanja dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

huruf b dipergunakan untuk kegatan:

a.  susialisasi dan peninglkeian peran serta masyarskalt
dalam penyclengparaan transplantasi jaringan tabuh;

. pcmbinaan Rumah Sakit penyelenggars transplantas:
jarngan tubuh milik Pemerintah Daerah;

¢, pemerikzaan  kelavakan calon donor yang  ldak
didamai oleh anggeran pendapaian dan  belanja
NEEATA; dAan

d. pengambilan ...
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d. pengambilan jadngan tubub donor mati yang lidak
didanai oleh anggaran pendapatan dan  helanja
NEegara.

Pasal 478

Ketcriewan  lebibh lapjut mengenal tleknis pclalsansan
penvelenggaraan transplantasi jarngusn tubuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 360, Pasal 361, dan Pasal 366 sampai
dengan Pasal 377 diatur dengun Peraturan Menteri.

Paragrafl 4
Sistem Inlormasi Trensplantasi Crgan
dan/ atan Jaringan Tubah

Fasal 379

{1} Dalam rangka mendukung penyvelenggaraan ransplantasi
organ dan/arau janongan tibub, Menleri membeniuk
sistem informasi ransplamtasi organ danfartan jarnngan
lubuh  vang  lenntegras]  dengan Sistem Iolettmasi
Eesehatan Nasional.

(3] Setiap Fasilitas Pclayanan  Kesehatan penvelenggara
transplantasl orgam  danfatau jaringan wbuh  haras
melalukan pencatatan dan pelaporan penvelenggaraan
rransplantasi melalui sistem indormasi ransplantasi argan
dan/alau jaringan tubuh,

(3] Bisem informasi transplantesi organ dan/eftan jarnngan
lubuh sebagaimana dimaksud pada ayar (1) menyediakan
data dan mlermasi teckail penyelenggaraan lransplantasi
organ danfeton jaringan tabuh, wadah dan sarsna
kotmanikasl bagl masvarakat, dun Fasilitas Pelayanan
kKesehatan pernyelenggara lransplantasl organ dan/atau
Jaringan Ltibuh.

Farugral 5

Tangeung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 380

{1} Pemernntah Pusat bertangpung jawab molaksanakan
peningkatan upayo transplanlasi argan danfatau jaringan
tubuh melalai:

a. melakukan sosialisasi dan peningkatan peran serta
musyarakat sebagal donor organ dandatau jaringan
tubuh  deomi  kepentingan  kemanusisan  dan
pemulihan Kesehatan;

L menvelengoarakan . ..
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b. menyelenggaralan registrasi dan pengoleolasn data
domnor dan resipien organ dan/atau jaringan tubuh;

o, merngyelenggarnkan pendidikan dan penelilian ¥ang
menudang kepiatan pelayvanan transplantasi organ
dan fatal jaringan tubuh;

d. mclakukan keordinasi  penvelenggarasn  jojaring
antar-Kumah Sakit penyelenggara  transplantasi
orean danfara jaringan tubuh;

e.  menyusun dan menclapkan kebijakan, standar, dan
pedoman penvelenggarsan transplanlast  argan
dan/atau jarngsn tububh bekerja sama dengan
wrganisasi profes: torkait;

. melakukan penehasuran latar belakang donor;

g mengkaji kelayakan pasangan resipien dan donor
betdasarkan hasil pemerksasn oleh Rumab Saloit
poovelengpara ransplantasi organ dan hasil venfikasi
latar belakang donor;

h. melakukan pemantauan pelindungan Eoschatan dan
hal: donor hidup pascatransplaniasi, dan

i,  melakukan kerja sama dengan lembaga transplantas
organ dan/atau jarngan iubub internasional.

{2} Pemerintabh Daerah bertanggung jawab melaksanalkan
peningkatan upaya transplantasi argan dan/atau janngan
tubuh melahoi:

a. melakukan koordinasi penyelcnggaraan jejyring antat
Rumah BSakil penyelengguara transplantasit organ
darnfatau jaringan twbuh;

b. meclakukan  sosialisasi dan promosl kepada
masyarakat untuk mendonorken  organ demi
kepenlingan tolong mennlong dan amal kebaikan; dan

o, melakukan pemantauan pelindungan Kesehatan dan
hiak diongr hidup pascatransplanlasi,

(3] Taneggung jawab Pemerintah Pusar dan Pemeonntah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1] dan ayart [2]
diwujudkan  sebhapai upaya untuk meningkalkan
lketersedinan argan dan fatau jaringan Lubuh,

Parspgral &
Peran Serta Masvarakat
Pasul 331

(1] Dalam penvelenggaraan transplantasi organ dan jaringan
mibuh, masyaralet dapal berperan melahi kegiatan:
a. pramosi dan sosislisasi transplanlasi organ dan
jaringan tabuls;

b, melakulkan ., ..
SK No 230662 4
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b, melakukan komunikasi, mfvemas), dan edukas
mengenai transplantasi organ dan jaringan fubuh;
dan

c. mencesah terjadinya jual beli organ dan janngan
Lubaaly,

(2] Kegiatan promosi dan sosialisasi ransplantasi organ dan
jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pade avat (L]
huraf a1, dilakukan bersama denpan lokeh agama, tokoh
masyarakat, pendidik, pokerja sosial, penggiat pembela
konsumen, dan penggial promasi keschatan,

{3} Menccgah terjadinya jual beli organ dan jaringan wibuh
sebapadimnana dimaksud pada avat 1) huraf o dilakukan
melahl edukasi, pemberdayaan masvarakal, pengaduan,
danfatan pelaporan,

RBagian Kedelapan Belas
Terapi Berbasis Scl dan/alau Bel Punca

Paragraf 1
Umum

Pasal 352

{1} Terapi berbasis sel danfatan scl punca dapat dilakukan
apabila tlerbuks keamansn dun kemanfaatannya serta
rmetnemihi standar mutu,

[2) Terapi berbasis sel punea danfatau sel hanya dapat
dilakukan untuk tojuan penyembluhan penvalat den
pemntllihan keschatan,

(3] Terapl berbasis sel dan/ateu sel punca sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang unlok reprodulosi.

(4] Sel puncea sebagalmana dimaksud pada ayal (2) Lidalk
laleh herasal dar scl punes emhbrionil.

Pasal 383

(1} Terapi berbasis sel danfatau sel punca sebagaimana

dirmaksud dalam Pusal 282 avat (1} dapat mengeunalan:

a. =l

b, o=el punca;

¢, sekretom,

d. wvesikel ckstraseluler; dan

. mel, sel punca, danfatau produk (urunan lainnya
geglini dengan porkembangan 1lmu pengetabuan dan
tcknologl,

(2] Penggunaan ...

SK HNo 230663 A
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{2} Penggunauan produk terapi berbasis sel dan lurunannya
sebapaimana dimelsud pada avat (1) wajib mendapatkan
persctujunny Menteri dan kepala lembags petmerintah
nonkementerian vang  menyelenggarakan urusan
pemermtahan di hidang pengawasan obat dan makanan
Sesudal derearn Kewenangannys.,

(3] Menterl dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di hidang
pengawasan  obat dan  makanan memlasilitas
pengecmbanyan produk terapl | berbasis =] dan
TLITUNANITY A,

(4} Ketcntusn  lelih lanjut mengenal  perselujuan dan
pengemburnipan produk scbagaimana yang dimasksud pada
avat {2} damn ayvat (3} diatur dengan Peraturan Menteri dan
peraturan kepals lembagas pemnerintah nenkementerian
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di hidang
pengmansan ohat dan  makanen  scsual dengan
kewenangannya.

Paragraf 2
Keyiatan Pelayanan

Fasal 384

(1] Terapi berbasis sel dan/atau sel punca schagaimatn
dimaksud  dalam  Pagzal 383 diberikan melaha
penyclenpgaraan pelayanan sel dan/areu scl punca,

(2} Penyclengparsan pelayanan sel dan/awu scl punca
sebapmimana dimaksud pada avatl (1) terdin atas kegiatan:

prngambilan;

prngslahan;

penyirnpahan; dan/fatau

pemnanfaatan kinis,

Lhogr D

Pasal 385

Pengambilon sel dan/atau sel punca sebagaimana dimaksixl
dalam Pasal 284 ayar {2} hurul a4 hams mendapaikan
persetujuan terlbulis dari Pazien dan/atau donor sesual standar
prafesi dan standar prosedur operasional dan memperhatikan
etika profesi dan keselamatan Pasien dan/atau pendonor,

Fasal 386

1] Pengolahan sel  deanfatau sel punca  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 384 ayat (2] hurd b
diselenggarakan oleh sarana pengolahan sel danfalau sel
punca dengan meoncrapkan standar cara pembuslan {bat
yang bailk,

(2] Sarana...
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“arana pongolahan sel danfatau scl punca sebagaimansa
dirnaksid pada avat [1} berupa Fasililus Pelayanan
Krechalan haris memenuhi siandar dan persyaratan
serta hamas mendapatkan izin dari Menleri.

Sclain Fasilitas Pclayanan Kesehatan, pengelahan sel
dan/adlaa sel punca dapat dilakukan oleh industn larmasi
vang pooyclenegaraannya  sesual  dengan  ketcntusn
peralllran perundang-undangan.

Kctentuan lehih lanjut mengenal standar cara pembaatan
Obat yang baik sebageimana dimaksud pada avat (1)
ciatuyr dengan perawdran kepala lembaga pemerintah
nonkementerian  yang  menyelenggarakan drusan
pemerintahan di bidang pengawasan cbat dan makanan,

Pasul 387

Peryimpanan  sel dan/ataun scl punca  sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 324 avar (2) huruf o dilalukan di
bank sel danfatau scl punda atau tempat penyvimanan
lainfya di Fasilitas Pelayanan Keschatan.

Bank sel dan/atau sel punecs hams memenuhi standar
dan persvaratan scrta harus mendapatkan iszin dari
Menteri.

Pasal 388

Pemanfaalan klinis sel dan/atau sel punca sebhagaimana

dimaksud dalam Pasal 384 ayat (@) hural o harus

mendapatkan  peorsetujusan  tertulis dan Pasien den

dilakukun oleh Tensga Medis vang memilikl kompetens:

dan kewcnangan,

Pemanfaatan klims sel danfatan =el punea dilakukan

melalul mekanisme:

ap. =iztomik;

3. regicnal;

o, lukal;

d. ropikal; dan/atal

e.  mekanisme lain sesusi perkembangan il
penectahuan dao telnologi.

Paragraf 3
Pengeunaat

Paszal 389

Penggunaan scl dan/«iail sel punca dilaksanakan pada:

i
b.

pelaynnan terapl; dan
penelilian berbasis pelayanan lerapl.,

Pa=al 390, ..
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Pasal 390

Pelavanan terapl schagaimana dimaksiud dalam Pasal 389
huruf 2 meripakan pelayanan vang berhasis ikt ilimiah
dan telah mempunvai standar pelavanan terapi.

Standar pelayanan terapl sebaguimana dimaksud pada
avat {1] ditetaplan olch Menteri.

Standar pelayanan lerapt scbagaimana ditmaksud pada
ayat [1) dapat diusulkan oleh  Kolegium, Fasilitas
Pelayanan Keschaton, atau pusat penelitism.

Pengpunaan sel dan/arau sel punes pada pelayanan Lerapi
dilakukan di:

a. Humah Salit; dan

b, klinik.

Pasal 291

Penclitian berbasis  pelayanan  terapi sebapaimana
dimaksud dalam Pasat 389 huruf b merupakan penelitian
translasional dan pemanfaatan lerapeutik sel dan/atau
zel punca vang dilakukan terhadap Pasien sebagai subjck
penclhitian.

Penclitian berbasis pelayanan terapl dapar ditetapkan
sehagal pelavanan terapi terstandar selclah dibuktilkan
keamanan, efekiivilug, dan cfisiensinya,

Pencliian berbasis pelayanan terapi hanya
digelenggarakan di Humah Bakit vang ditetapkan aleh
Menteri,

Dalam rangka memperluas kegintan penelitinn berbasis
melayvanan terapi, Rumah Sakit dapat melaksanakan
Jejarire pencliian berhasis pelaydanan.

Penelitian  berbausis  pelayanan  lerapi scbagaimana
dimaksud pada avat (3] harus dilakulkan pemantauan dan
evaluasl

Pasal 302

Pemilik produk dan pomberi layanan werapi berbasis ael,
sel punca, danfatau turunannva harms  melakokan
PEMANTALIHD kcamanan peOgguaan trelalin
Farmakovigilans puada sctiap Pasien vang menggunakan
produk borbasis =el, sel punca, dan/arau (urunannya.
Pemantauan keamanan pengglnasn produk herbasis sel
sel punca, danfatau lurinannya sebagaimana dime ks
pada ayat [1) dilaksanakan sesusi dengan ketcnruan
peraturan perundang- undangan,

Pazal 3932, ..
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Pasal %3

Fasilitas  Pelayvanan  Keschualan  penvelenggara dapat
menelapkan biaya pelavanan lerapl Lerstandar.

Pramal 394

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegialan pelavanan dan
penggunaan terapi berbasis scl dangataw sel punca disiur
dengan Peraturan Menter],

Bagian Keseinhilan Belas
Bedah Flastik Hekonstruksi dan Estetika

Pazal 3943

Pengaturan bedah plastk rekonsiralsi dan estetiks bertujuan

untulk:

#.  meningkatkan Upaya penvembubhan penvakit,
memulihlean kesehatan, memperbaiki fungsi  atau
penampilan, dan meningkatkan kualitas hidup Pasien;

B, menjamimn pemelibaraan muty dan keselamatan Pasien
dalam pelavanan beduh plastik rekanstruksi dan estetika;
dun

c.  mencegah  kegiatan  penvalahpunsan  tindakan  hedah
plastik rekonsiruksi dan esterika aleh pihak yang tidak
berwenang dan tidak kompeten, serta untuk tijuan non
medis,

Pasal 394

{l] Becdah plastilk rekenstruksi dan estelika hanva dapat
dilakukan oleh Tenags Medis yang memplryal keahlian
dat kewenangan.

(4] Bedah plastik rckonstruksi dan cstetika tidak  boleh
bertentangan  dengan norma vang  berlaku dalam
muasyarakat dan  tidak  ditgjukan uniuk  mengubsh
identitas,

Pazal 347

(1] Pelayvanun bedah plastik rekonstruksi dan esietika dapat
dizelenggarakan clch  Fasilitas  Pelaysnan  Kesehalan
berupa:

a. HRumuh SBakit: arau
o Kinik ylama,
selelah memenuhi persyaratan.

[2)  Persyaratan . ..
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Persyvaratan vang hamnis dipenuhi cleh Fasilitas Pelavanan
kesehatan sehagaimana dimaksud pada avat [1) berupa
sumber daya  manuasia,  angunan, prasarana, dan
poralatan kesehalan,

Sumber dava manusia schapaimans dimaksad  pada
avat (2] meliputi Tenaga Medis vang mempunyai keahlian
dan kewenangan serta didukung olch Tenaga Kesehatan
dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan,
Banganan dan prazerana sebagaimana dimsksud pada
avat [2] haris memenuhi aspek kesclamatan, keschalan,
kenyvamanan, kemugdehan, efisien dalam ponggunasn
sumber daya, serta keserasinn dan keselarasan dengan
hngkungan.

Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
harus memenuhi  slandar mata,  keamanan,  dan
keselamatan  sesuad dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang discsudikan dengan pelayanan
vang diberikan.

Pagal 398

Pelayanan bedah plastik rekonsiruksy dan estetika untuk
menvesuaikan alet kelamin dengan  jenis kelamin  vang
sehenarnva hanve depat dilakulkan berdasarkan mdibeas: medis
dan dilaltukan pada Rumah Sakit vang telah memerbo
persyaralan,

(1]

[2)

Fasal 399

Tata cara pelayanan bedah plasuk rekonstrulksl dan

estetike meliputi

a. pemberian penjelasan mengenal prosedur dan hasil
beserta visiko operasi bedah plastik rekonstruken dan
esterika;

b. pemenksasn  kelayakan tindalan  bedah  plastik
relionstruks dan estetliky;

¢.  pelaksenaan operasi bodah plastik rekonsiruksi dan
estetilra: dan

. penatalaksanaan  pascacporasi bedah plastik
rekonstruksi dan estetila.

Dralam melaksanakan tata cara pelavanan bodah plasuk

rckonstruksl dan estelika sebagaimane dimaksud pada

avat (1), Fasililus Peluyanan Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalarm Pasal 397 ayet [1] hamis meonyusun

standar proscdur operasional mengenai penvelenggaraan

nperasi bodah plastik rekonsiruls dan estetika sesual

pelavanan vang diberikan.

Pa=al 400 , . .
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Pasat 401

Sctiap pelavanan bedah plaslik rekonstruks] dan estetika vang
disclenggarakan  oleh  Fasilitas  Pelayvanan Kesehatan
scbagaimana dimalisud dalam  Pasal 397 avat (1] harus
dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi
Keschatan  yang  terintepras  dengan SBistem Infarmasi
Keschatan Nasional,

Pasal 401

Ectentuan lebih lanjul mengenai persyaratan dan tata cara
telnis  penvelenggaraan bedah  plastik rekonstruksi dan
cstetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 dan Pasa] 3949
diatur dengan Peraturan Menier.

Bagian Kedus Puluh

Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Keschatan, dan PKRT

SK No 230669 A

Pasal 402

Sediaan Farmauasi, Alat Kesehatan, dan PKRT haruz aman,
berkhasiat/ betmnandaat, beormutu, dan terjanskau serta
mememihi ketenluan jaminan produk halal sesusi dengan
kctenruan peraturan perundang-undangan.

Pasal 403

Pengamanan Sedidan Farmasi, Alat kesehalan, dan PEKRT
diselenggarakan untuk melindungi masvarakat dari bahaya
vang disebabkan olch  pengouanaan Sedisan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan PKRT vang tidak memenuhi standar
dan/fatau persvaralan kcamanan, khasiat/kemanlasatan, dan
111Ut

Prasal 404

Pengamanan Scdiman Farmasi, Alal Keschatan, dan PRRT
diselengparakan  dengen  memenuhi standar  dan/atau
persyaralan untuk [Ienjamin keamanat,
khasiat/kemanlaatan, dan mutl sesuai dengan ketentoan
peraturan pettindsang-undangan.

Panal 405

(1} Standar dan/atau persvaratan Sedisan Farmasi terdici
atas:
a.  farmakope Indoncsia dan/atau slandar lainnya vang
dialuii untuk Secdiaan Farmasi berupa Obat dan
Bahan Ohbal;

b.  farmakope . ..



SK Na 23067 A

{£)

(4]

[4)

{3}

(€]

{7}

(1]

PFRESIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

- 164 -

. farmakope herbal Indonesia  dan/atau standar
lainnya yang diakui untuk Sedisan Farmasi berupa
Obat Bahar Alam;

e, farmakope Indoncsia, farmakope herbal Indoncsia,
dan/atau standar lainnya vang diakui untok Sedisan
Fammas1 beripa Suplemen Keschatan dan Cbat
Kiasi: dan

d.  kedeks Kosmetik Indnnesia dan fatau standar lainnys
vang dialui untul Sedisan Farmasi berupa Kosmetilk.

. Btandar lainnya vang diakui schagaimana dimalosud poda

avat (1) dapal berupa fammakope lain vang berlaku sccara
internasicnal, metode analisis/ monografi, serta standar
dan/atau persyaratan lainnya, dalam hal tidak terdapsl
dalam farmakope Indonesia, farmakope herbal Indencsia,
dun kodeks Kosmetik lndonesia,

Standar dan/ataun persyaratan Alat Kesehatan berupa
standar nasional Indonesia sesuaj derpan  ketentuan
perdluran porundang-undangan,  kompendium  Alat
Keschatan, dan/atau standur lainnys yvang dialaai.
Btandar danfalan persyaratan untuk PEKRT dilalsanakan
sesllal dengan ketentuan peraluran  porundang-
undangan.

Penyusunan dan penctapan  farmakope  Indonesia,
farinakoepe  herbal Indonesia, dan  kodeks Kosmetik
Indoncsia sehagaimana dimaksud  padea avat (1)
dilakzanalkan oleh Menteri  dengan  melibatkan
kementerianflembaga terkait.

Pernyusunan dan penetapan standar lainnyva vang diakui
berupa metode analisis/ monografi serta standar dan/arau
persvarata linnya scbagaimana dimaksud pada avat [2)
dilaksanakan  nleh  kepala  lembaga  pemerititah
nonkementerian vamg  monyelenggarakan LIF L1SAT
pemerinitahan i bidang pengawasan obat dan makanan.
Petivusunan  dan penetapan standar  dan/atau
puersyaratan untik Alal Keschatan berupa humpendium
Alat  Kesehalan dilaksanakan oleh Mentcri dengan
melibatkan kemeniteranf lermbaga lerkait,

Pasal 406

Bahan baku wvang digunakan dalam Sediasn Farmasi
berupa  Obal Bahan  Alam, Suplemcn  Kesehatan,
(Obat Kuasi, dan Kasmetik sedisan tertenty berdasarkan
kajian  nslko  harmis memeonuhi o standar dan/atan
persyaratan millu sebagal bahan baku farmasi.

(2}  Sedaan .
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Sedliaan terienlu berdasarkan kajian risike sehbagaimana
dimalksud pada avat (1] merupakan scdiaan Obat Hehan
Alam, Suplemen Keschatan, bat Kuasi, duan Kosmetik
yang berdasarkan kajlan berpowensi memberikan efel
vang berbabaya bag Keschatan jike tidak menpeunalan
bahan bakn fanmasi.

Kajtan risike scbagaimana dimaksud pada ayat [2)
dilakukan alch kepala lembaga pemenintah
nonkementerian vang — menvelenggarakan UFLSETIL
permerinlaban di bidang pengawasan obal dan makanan.

Sediaan terteniu berdaszarkan kajian risiko sebagaimana
dimaksud pada avat (2] ditetapken oleh kepala lembaga
pcmerintah nonkementerian vang  menvelenggaraloan
urnsan pemenntahan di bidang pengawasan obat dan
makanar.

Ketentuan mengenal kajian risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) diatar denpan peraturan kepala lembaga
pemerintah nonkementcrian vang  menyelenggarakan
urusan pomerintahan (i bidang pengawasan abat dan
makanan,

Pasal 407

Dalam  meomenuhi standar  dan/atau persyaratan
keamanan, khasialfkemanfaatan, dan mulg, pelaku
usaha di bidang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
PKRT wa|ib menyelenpearakan upaya pemastian mulu dan
keamanan produk sejak kepinlan pembuatan  sampai
dengan peredaran.

Belain  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  sebagaimana
dimaksud pada avat (1), upaya pemastian mulu dan
keamanan  produk  dilakukan  oleh Menteri  atau
kepala  lembega  pemerintah nankementerian  yang
menyelenggarakan urusan  petnerintahan di hidang
pengawasan obat dan makanan scsual dengan Lugas,
lungsl, dan kewenangan masing-masing,

Upaya pemnaslian mutn dan keamanan  produk
sebagaimana dimekswud pada ayat (2] dilakukan paling
sedikit  melalui kegiatan  sampling dan  pengujian
berdasarkan analisis risiko.

Sampling  sebagaimana dimaksud pada  ayat {3}
dilaksanalun secara ratin dan insidental.

(5] Sampling . ..
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Jampling vang dilaksanakan di sarans pengelola Sediaan
Farmas dan Alat Keschatan milik Pemeriniah Pusat dan
Pemerintah Daerah  dilalookan  setelabh  herkoordinasi
denpgan Menterl dangatan Pemerinleh Dacrah pravinsi
datfatau kabupaten f kota.

Ketentuan lehih latjul mengenai sampling dan petgujisn
schapgaimana dimaksud pada avat (3 untuk
Sediagn Farmasi diatur dengan peraluran kepala lembaga
pemerintah  nonkementcrian vang  tmenyelengeparakan
urusan pemerintahan di bideng pengawasen abat dan
MAkANATL

ketenlian lebih lanjut mengenal sampling dan pengujian
sebagaimana  dimaksud pada aval (3] untuke  Alat
Keschatan dan PKRT diatur dengan Peraturan Menteri.

Paszal 408

IZalam  updaya melindungi masvaralat  dari Sediaan
Farmasi, Alat Keachatan, dan PKRT di peredaran yang
tidak mcmenuhi persyvaralan keamanan, dilalknakan:

a. Farmakowigllans, dan

b, Vigilans,

Permlik izin edar Sediaan Farmasi wajib melakukun
Farmakoevigilans dan melaporkan kepada kepala lembaga
pemerintahh  nenkementcrian yang  menvelengearakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan obal dan
rnakarnan.

Pemilik izin edar Alat Kesehatan dan PRRT  wajib
melakukan Vigilans dan melaporkan kepada Menteri.
Prlaporan Farmakovigilans dan Vigilans dilakukan melalud
Bialem Infonmasi Kesehalan yang torintegrasi dengan
Sistem [nforinasi Keschatan Nagional.

Dalam melakukan Farmakovigilans dan Vigilans, pemilik
in cdar dapat melibatkan Fasilitas Pelavanan Kesehalan.
Dalam rangka pelaksanasn Farmakovigilans dan Vigilans
scbagaimana dimnsksud pada avau (1), kepala lembaga
pemennlah nonkemenlenan  yang  menvelengearakan
urusan pemerintahan di bidang pengswasan obat dan
makanan ataul Menteri sezvai detigan kewcnangannya
dapal melakukan tindaksn berups metgambil sampel
atell conloh Scdiaan Farmasi, Alat Kesehatan, alao
PERT wang terdapat di industri, lasilitas distribusi,
Fauilitus Pelayanan Keschatan, dan tempat tinggal Pasien
atan Kotisumen.

Pasal 409 _ |
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Pasal 4004

Dalamn rangka menduliung Farmakovigilans dan vigilang
di Masilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan/atau
Tenaga Kesehatan dapat melaporkan  kejadian lidak
dimginkan ateu efel samping Scdiaan Farmasi dan/atau
Alal Keschatan kepada kepala lembaga pemerintah
nonkemanterian  yang  menvelengparakan  urusan
pemcrintahan di bidang pengawasan obar dan makansn
dan Menten sesuai dengan kewensangannva.

Pelaporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
merupakan bagian dari penyelengraraan keselamatan
Pasicn di Fasilites Pelavanan Keschatan.

Pelaporan scbhagaimana dimaksud pada ayat (2 dilaloikan
medahl Sistem Informasi Kesehatan vanp tonintegrasi
dengan Sistem Inlormasi Keschiatan Nasional,

Pasal 414}

ketentuan  Icbih lanjut menpenai pelaksanaan
Farmakavigilans sebagaimana dimaksud dalam Pasz 408
avel (1) huruf a diatare dengan peraturan kepala lembaga
remeriniah  nonkementerian vang menvelenpggarakan
urusan pemennlahan di bidang pengawasan obat dan
makanan.

keteniaan lebib lanjut mengenai Vigilans sebagaimsna
dimaksud dalam Pasal 408 ayal (1] huruf b diatur dengan
Pecraturan Menier.,

Pasal 411

Yalam hal pemilik izin edar dan/atau pelaku usaha yang
memprodukisi dun fatau mengedarken Sediaan Farmasi,
Alat Eesehatan, dan/atau PEKET menemukan Scdiaan
Farmasl, Alat Kesehatan, dan/atau PKRT tidale scsuai
dengan  slundar danfatat  persyaratan keamsanan,
khamat/kemanfaalan, dan  munl,  serta penandaan,
pemililc 1z edar  danfaau polaku usaha  wajib
menarik Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan/ata PRRT
dun peredaran.

Ketenluan mengenal penanksn Scdiasan Farmeasi, Alat
Kezehatan, dan/atau PKRT distur dengan Peraturan
Menteri dan peraluran  kepala lembaga  pemerintaly
nenkementerian vang  menyvelenggarakan  urusan
premerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan
sesUual dengan kewenangannyva.

Pasal 412, . .
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Pazal 412

Petnuisnshan dilaksanakan terhadap Sedizan Farmasi,
Alat Kesehatar, dan/ulan PEKRT vang:

4. tdak memenuhi slandar dan/atau persyvaratan;

b,  ndak menniliki izin edar;

¢, dicalnu izin cdarnyva;

d. izin edar herakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;

e.  kedaluwarsa; dan/atau

[, berhubungan dengan tndalk pidana di bidang
Keselualan,

Fazilitns YA memprodulksi, menginpor,

mendistribusilan,  danfatar menyerahkan  Sediaan
Farmaszi, " Alat Kesehatan, danfalaan PEKRT dan {asilitas
pengelolaan kefarmasian yang memiliki dan menvimpan
Sediaan Farmasi, Alal Eeschatan, dan/atau PKRT denpan
ttdak memenubi standar dan/atau persvaratan, tidak
memiliki m cdar, dicabut izin edarnya, i2in edar berakhir
dan tidak dilakukan pcorpanjangan, dan kedaluwerss,
schagaimana dimaksud puada myat (1) buruf A sampeai
dengan huraf ¢ wajibh melakukan pemusnahan Scdiaan
Fartnasi, Alal Keschatan, dan fata) PEKRT sesual standar.
Pemusnahan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan/atau
FKET yang berhubungan dengan lindak pidana di bidang
Kesehalun scbagaimana dimaksud pada ayat (13 huraf f
dilakzanakan sesuad  dengan  ketentuan  peraluran
pocrundang-undangar.

Pemusnahan Sediaan Farmasi, Alal Keschatan, dan/atau
PEKET dilaksanakan dengan méemperhulikan dampak
terhadap Keschalan manusia =erta upava pelesladan
lingkungan hidup.

Ketentunn lebih lanjut mengenai pemusnahan Sedinan
Farmasi, Alal Keschatan, danjatau PRRT diatur dengan
Feraturan Memteri dun  peraturan kepala  lembaga
pemenintah nonkemenlendan  yang  menvelenpgarakun
urlsan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan sesuai dengan kewenangannva.

Pasal 413

FProduksi Sedisan Farmasi, Alat Keschatan, dan/fatau
PERT hanva dapat dilakukan aleh fasziliias produlksi
Sediasn Fanmasi, Alat Kesehalan, danfatau PKRT yang
memiliki perizinan berusaba sesuai dengan ketentuan
peraturan peratidang-undangan.

{2} Peomzinan, |,
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Penzinan berusaba sebagaimana dimaksod pada sgac [1)
tidak berlaku bagli usaha jamu pendong, usaha jamu
racikan, dan fasilitas produksi Obatl penggunaan khusus.
Produksi Bedisan Farmasi, Alat Keschatan, dan/atau
PERET wajib memenuhi ketentuan cara pembuatan vang
bailk sesuai denpgan kelentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 414

Sediaan Farmasi, Alat Keschalan, dan PKRT hanva dapat
diedarkan seleluh moemperolech perizinan berusaha berupa
izin edar sesual dengan ketenruan peraturan peruindang-
undungan.

Pasal 413

Peredaraty Sediaan Farmasl dan Alat Kesehatan, terdit wlus
kegialan:

a.
<8

(1]

(2]

[3)

{4}

(1]

tlistribusi; dan
penyoeraha.

Pazal 416/

Listribugi  Sedisun  Farmasi dan Alat Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Fasel 415 huril o hanya
dapal dilakukan oleh fasilitas penpelolaan kefarmeasian,
produsen, dan distributor Sediaan Famasi dan
Alal Keschatan.

Produsen  dan  disttibuler  Sedizan  Farmasi dan
Alat Kesehatan sebagaimsana dimaksud pade avat [1)
harus  memiliki pedzinan berusabe  sesusi  denpsn
ketentilan persluran perundang-undangan,

Distribusi  Sedisan  Farmasi dan Alal Keschatan
gebagaimana dimaksud pada aval (1) harus dilakukan
sesual dengan cara distribugl vang baik scsuail dengan
kKelentuan poraturan perundang-undangan,

Kctentuan lebih lanjul mengenai fasilitns pengelolaan
kefarmasian  sebagaimana  dimaksud  pada  avat {1}
diatur dengan Peraniran Menler.

Pasal 417

Penverahatn Sedisman Fammasi  dan Alal Keschatao
sebagaimana dimaksod dalam Pasal 413 huruf b hanya
dapat dilakuksn olch fasilitas petayvanan kelarmasian dan
fasilitas lain vang telah memiliki perizinan berusaha
segllal  dengan ketentian  peralursn perundang-
urlangan,

2] Penverzhan . .
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(4] Penyershan Scdiaan Farmasi sebagsimana  dimaksud
pada avat [1) berupa Obat Bahan Alam dan Suplemen
Kcschatan  untuk  keperluan  khusus  hanya  depat
dilakuksn oleh fasilitas pelayanan kelarmasian.

[3) Penyerahan Sediaan Farmasl dan Alal Keschatan di
fasilitas pelayanan kefarmasian haras memenuhi standar
pelayanan kefarrnasian,

{4} Ketentuan mengenxi  penyerahan Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan b [asilitas lain diatur dengan
Peraturan  Menten dan peraluran kepala  lombaga
pemerinleh nonkementferian  yang  menvelenpoaralkan
urusan petmnerirdahan di bidang pengewasan obal dan
makaran sesuai dengan kewenangannya,

Pasal 415

Peredaran  Bediaan Farmas) dan Alal Keschatan  depat
dilaliban dengsn memantaatkan  sistern eleklronik  yang
terintegrasi dengan Sislem Informasi Kesehatan Nasional,

Pa=al 414

{1} Eclentuan mengenai Updya  pemastisn muoti dan
keamanan Alat KEcsehatan dan PKRT, cara pembuatan
vang baik uniuk Alal Keschatan dan PKRT, cara distribusi
vang baik umtuk Alat Kesehatan, standar pelayvansn
kefarmasian, dan peredaran Scdiaan Farmasi dan/alsu
Alat Ecschatan dengan memsnfaatkan sistem elektronik
diatir dengan Peraturan Menter,

(2] Ketentuan mengenal upava  pemastian  mulu  dan
kcamanan Sediaan FParmasi, cara pembuatan yang baik
untuk Bcdiaan Farmasi, cara distribusi vaog aik uniuk
Bedisan Farmasi, dan pengawasun percdaran Sediaan
Farmasi dengan memanfaatkan sistem elektronik diartir
dengan peraturan kepala lemhaga pemedntah
riomkoementerian vang — menvolenggarakan LITLLSAT
premennlahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 420

(1] Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dun PKRT yang diimpor
dan diekspor harus memenuhi statdar dan persvaratan
Keamanan, khasiat/ kemuanlaatan, dan maaou.

{2} Impar dan/alan ckspor Sedigan Farmasi, Alat Kesehatan,
dan PKRT hanya dapat dilalmbkan oleh pelaku usaha
varg lelah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan
kerentuan peraturan permindang-undangan.

[3)  Helain ., ..
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HBelain pelaku usaha schagaimana dimakzud pada avat [2),
lembaga  peneclitian dapat  mengimpor  peilotropilea,
prekursor fanmasi, dan Alat Kesehatan untuk kepentingan
ilmu pengctabuan setelah mendapal perselujuan dad
Menteri.

Selain pelalay usaha sebagaimans dimaksud pada ayat (2},
arganisasi  rsel  kontralk, lembaga  pendidikan,
institusiflembagy  penclitian,  instansi pemerintah,
Rurndh Sakat, klinilk, organisasi nirlaba, dan perseorangan
dapal mengimpor SBediaan Farmasi dan Alal Kesehatan
untuk kcadaan  tertentil  sesuai  denpsn ketentuan
poraturan perundang-undargan.

Psikotropika, prekursor farmasi, dan Alat kKessharan
sebagaimana  dimsksud pada aovat [3) serte Sediaan
Farmasi dan Alat Keschatan sebagaimana dimaksud pada
ayal (4] dilarang untuk diedarkan.

Pazal 121

Sediaan Farmasi, Alal Keschatan, dan FERT yang dilmpor
harus memiliki perzinan berusaha berupa izin edar sesuai
dengan kelenluan peraturan perundang-undangan.
Dalam keadaan tertentu, Sediaan Fartmasi dan Alac
Keschalan dapat  dilmpor  tanpa  memiliki | perizinan
beérusaha berupa izin edar melalui mekanisme jalur
khusus yang dilalsanaban sesusd deongan ketenruan
poraturan perundang-undangsn.

Pauul 422

Impor dan/fatau ekspor Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
FRRET dilaksanakan s=esuai dengan kctentuan  perataran
perundang-undangan,

{1}

]

(1}

Pasal 423

Sedisan  Farmasi, Alat Kesehatan, dan PERT wajib
memnliki penandaan yvang objekil, lengkap, dan tidak
menyesalban.

Penatidaan  schagaimana  dimaksud  pada  avat (1)
Merupskan informasi mengensi produk dalam hentith
gambar, warna, tulisan, dan/atau bentuk lain.

Pazsal 424

Promesi danfatau iddan Scdisan Farmasi, Alal Keschatan,
dan PKRT yang dicdarkan wajib memuat keterangan
secara abjekill, lengkap, dan tidak menyesatkan serta
memaltuhi etika periklanan.

[2)  Sedisan . . .
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Sedisan Parmasi dan Alat Kesehatan dapat diptomosikan
dan diklankan di media informasi, kecusli Sedissn
Fanmnasl berupa Obat dengan reset, Obal Bahan Alam dan
Suplomen Kesehatan untuk keperluan kbusus, dan Alat
Kesehatan yang pengeunaannys memerlukan bantuan
Tenaga Medis ataul Tenaps Keschatan

Sedigan Farmasi dan Alat Kesehatan vang dikecualikan
sebagaimana  dimaksud pada avat [2) hanva cdapat
dipromosikan dan/atan diiklankan pads media dmiah
untuk Tenagse Medis dan Tenaga Kesehsalan,

Prnandaan, publikasi, dan iklan Sediaun Farmasi untuk
narkotika,  psikotropika, dan  prokursor  farmasi
dilaksanakean seswst  dengan ketentuan peraburan
petundang-undangan.

Pasal 425

Ketentuan lebih lanjiul tnengensi penandaan, promaosi,
dan iklan Alat Kesehalan dun PERT diatur dengan
Peraturan Menieri

Ketentuan lebih lanjul mengenai penandaan, pramosi,
dan iklan Sediaan Farmasi diatur dengan peraturan
Kepala  lembaga pomerintah nonkementerian  yang
menyelenggarakan  wrusen  pemerintshan di bidang
pengawasan obat dan makanan.

Pasal 426

Setiap pemilik izin cdar dan/ateu pelaku usaha di bidang

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PERT YHIIE

#, bdak menyclenggarakan upava pemaslian matn dan
keamanan produk sejal kegialan pembuatan sampai
dengan peredaran sebagaimana dimaksud dalam
Pamal 407 avazt [1};

b.  tidak melakukan Farmakovigilans dan Vieilans
sehagaitnana dimaksud dalam Pasal 408 ayat [2) dan
aval [3);

¢ tidak melakukan penarikan daei peredaran terhadap
praduk yang tidak scsuai dengan standar dan/ atan
persyvardlan, keamanan, khasiar/kemanlaatan, dan
], sers ponandaan  sebagaimana  dimaksod
dalam Pasal 411 avat [1);

d,  tidak melakukan pemushahan lerhadap produk vang
lidak memenuhi standar dan/alau persyaratan, tidak
memiliki izin edar, dicabut izin edarnva, izin edar
berakhir dan fidak dilakukan perpanjangan, dan
kcdaluwarsa sebagaimana  dimaksud  dalam
Pamal 412 avart [2);

&, lrdak . ..
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¢, ddak meomenubi ketentuan cara pembualan yang
bailk sebagaimans dimaksud dalam  Pasal 413
avat [3];

f.  melaltukan distribusi Sediaan Fammasl dan Alet
Ersehatan tidak sesuai dengan cara distribos vang
baik sebagaimana dimaksud delam DPasal 416
ayal {3},

g, memilki produk dengan penandsan  yvang tidak
sesllal denpan ketentuan sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 423 ayat {1}, atau

h. melakukan promeos danfatan iklan vang tidak sesuai
dengan  ketentuan sebagaimeana  dimaksud dalam
Pasal 124 avat [1),

dikkenalan sanlksi administratif.

Sanlesl administratil sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

herupa:

4, pPeringatan;

b. penghentian sementara  kepgiatan usaha  melalud
pembekusan perizinan berusaha;

¢, prhogenaan denda adminisioatil;

d. pengenaan daj,a pdk‘.:-ri polisienal; danfatay

&,  poneabutan perizinan berusaha,

Pengenaan daya paksa polisional schagaimana dimalksudd

pada aval [2) huruf d terdiri atas:

a.  pcnarikan darn peredarun;

b, ganti g,

.  pemusnahan,

d.  penutupan alau pemblokiran  sistem elekironik
dan/atan media internet lain, duanfalau

c.  penufupan akses permohoian perizinan bermisaha,

Penarikan dari percdaran sebagaimana dimakswd pada

ayat [3) huruaf a dilaksanalian oleh dan menjadi tanggung

jawab pemilic iwn edar danfatau pelaku usahs veng
mmemprodukst danfatan mengedarkan Sediasn Fammasi,

Alat Kesehatan, dan PERT.

Sanksl administratif sebagaimana dimakstd pada myat (29

diberikan sccara lumulatil alaw berlahap berdasarkan

tingkat risiko pelangearan scsual dengan Ketenilan
peralursn perundang-undangan,

Fasal 427

Masyarakat dapat Dberperan  serts  dalam  mewujudkan
pchindungan dari bahaya vang disebabken oleh pengeunasn
Bedisan Formasi, Alat Kesehatan, dan PERT yang tidak tepat
danfatau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratat.

Pasal 4235 .
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Pasal 428

Prakuk  kelarmasian  melpoti produbsi, termasak
pengendalian i, pengadaan, PrIylnpana,
pendistribusian, penelitian den pengembangan Sediaan
Farmasi, serta pengelodaan dan pelavanan kelarmasian,
Prakiik kelarmasian scbagsimana dimaksud pada avat (1)
harus dilalaakan oleh tenags kelarmasian scsual dongan
kelentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam menjalankan praklik kelarmasian scbapgaimans
dimalesud pada ayal [2) tenags kefarmasian dapat dibantia
oleh Tenaga Pendukung alag Penunjang Keschatan.
Dalam kondisi (ertentu, praktik kefarmasian  secars
terbatas pada fasilitas pelavanan kelarmasian dapat
dilakalkan aleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
Kondist tertenty sebagrimana dimaksud pada ayal (4
tneliplati:

a.  keliadaan tenaga ketarmasian di suan wilayal;

b.  kebutubhan program pemennla,

C. penanganan kegawatdaruratan medis; dan/atan

d. KLB, Wahah, dan darural bencana lainnya.

Tenaga Medis dan Tenaga  Kesehatan  sebapaimana
dimaksud pada ayat [4) melipuli dokter, dokter gigi,
perawal, atau  bidan  vang memberikan  pelayvanan
kcfarmasian dalam batas (erientu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik  kefarmasizo
secara terbatas distur dengan Peraturan Mentoeri.

Bapian Kedua Puluh Saig
Pengamanan Zul Adikuf

Paszal 429

Produksi, peredaran, dan  penggunaan  zat o adikaif
diarahlan agar lUdak mengganggu dan membahayakan
Kegehalan  perscorangan, keluacga, masyarakat, dan
lmglungan.

Zat  adiktl sebapsimana  dimaksud  pada  ayvat (1)
merupakan produk yang mengandung tembakau atau
tidak mengandung wmbakau, baik yang berupa rokok
alau bentuk lain vang hersital adiklif yvang penggunaannya
dapat menimbulkan kerugian begl dirinya danfatau
masyvarakat dan dapat herbentuk padat, cairan, dan gas.

(3] Praduk. ..
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Produk tembalau meoraupakan  setiap produk yang
scluoruhnya atau sehagian lerbual dad deun lembakao
gebagal bahan badoanya vang dielah unmk dipuanakan
dengan cara dibakar, dipatnaskan, divapkan, dihisap,
dihirup, dikunyah, stau dengan cara konsumsi apa pan,
Froduk tembakau sehagaimana dimalsud pada aval (3)
meliputs;

rolonle

CETLLLLL;

rokok daun:

Lembekan iris;

tembakau padat dan cait; dan

hasil penyolahan tembalkau lainnya.

Ruk::ul-: elektromik merupakan hasil tembakau berbeniok
cair, padal, ateu bentuk lainnva vang herasal  dari
pengolahan deun tembakau vang dibuat denpsn cara
ekstraksi alau cara lain scsual dengan perkembangan
leknologl dan selera konsumen tanpa mengindabkan
bahan pengesant  alauw bahan  pembanty dalam
pembustannya yang disediakan uniuk konsumen akhir
dalam kemasan penjualan cooran yang  dikonsumsi
denpan cara dipanaskan mengguinakan alal pemands
elektronil kemudian ditasap.

Selain rokok clekironik sebagaimans dimaksud pada
avat [5), rokal eleklronik yang mengandung  nikotin
dan/alau bahan lain berbentul cair, padat, atan bentuk
lainnya, dan/atan hasil olshannva termasuk pembuaran
sielis yang jenis dan sifatnya sama atall serupd vang
dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat
pemanas elekironik kemuodian dihisap termasik dalam
kctcntuan Peraniran Pemerinlah ini.

mO G gD

Pa=al 430

Penyelenggaraan  pengamanan zat  adiletid berupa produls
tembakau dan rokok elektronik BertUjuan uniok:

d.

b,

i,

menurminkan prevalensi perokok dan mencegah perokok
el L,

menurunkan  angks  kesakitan dan kematian  akibal
dampak mmerokok;

meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masvarakat
terhadap hahayva merokok dan manfaal hidup tanpa
merokok;

d.  melindungi . ..
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melindung Ecschatan pErsenrangan, keluargs,
masvarakat, dan linghungan dand bahaya  konsumsi
dan/atau paparan zat adiktif herapa produk tembakao
dan rokok elekironik yanp dapat menyvebabkan dampalk
buruk Kcschatan, ekonami, dan lingkungan,; dan
mendorang dan menggeraklan masyarakat untok aletif
lerlibut dalam upaya pengendalian produk tembakau dan
rokok elektranik,

Paszal 431

Sctiap Orang vang memproduksi, mengimpor, dan/atau

mengedarkan produk tembakau wajib:

a. memiliki pernizinan hemisaha sesual dengan
ketentuan peratiiran perundang-undangan:

br,  mematuld batas maksimal kadar nikotin dan lar

c.  melakukan penguijian kandungan kadar nikotin dan
lar unluk sctiap varnan vang diproduksi danfaiau
diimnpeor; dan

ol. melaporkan hasil pengujian kadar nikatin dan tar
sebagaimana  dimaksud dalam hurad ¢ kepads
betmibiaga prmerintah nonkemanterian VAN
menyclengparakan urusan pemenntahan di bidsng
pengawasdan obal dan malkanan.

Pengujian kandungan kadar nikatin dan tar untuk sctiap

varian yang diproduksi dan/atan diimpor sebagaimana

dimaksud pada avat (1] horof o dilelogbkan di laboralodwm

terakreditasi  sesual  dengsan  ketentuan  peraturan

petundang-undangsan.

Pengujian produk rembakau sebagnimana dimaksud pada

avat (1] I'mrul ¢ ndak berlabkon terhadap produk tembaloag

vang belum memiliki teknalogl pengujian,

Frodul  (etnbaleaw  yang  belum  memiliki  teknologi

penguiian  sebagaimana dimaksud  pada  avat (3

ditctaplkan cleh Menter,

Seliap Urang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau

mcngedarkan rokok elekironik wajib:

a. memuliki perizman berusaha sesual denpgan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. mematuhi balas maksimal kadar nikatin;

¢, melskukan  ponpujlan kandingan  kadar nikotin
untuk =setiap varan vang diproduksi dandatan
diim pot; dan

d.  melaporkan . ..
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d. melaporkan  hasil  pengijian kadsr ndkelin
sebagaimana  dimsaksud dalam  huoraf ¢, daftar
kandungan, dan bahan tambahan kepadn lembaga
pemerintah nonkementerian yang menyelengparakan
urgan pemerinlahan di bidamg pengawasan obat dan
makansan,

Penentuan batas maksimal Kadar tukeln dan  tar
sehagaimana dimaksud pada avat (1) huraf b dan
balas maksirmal kadar nikotin sebagaimana dimaksid
pada avat (5] huruf b dikoordinasikan oleh menten
vang menvelengparakan koordinasi, sinkronisasi, dan
penpendalian urussn kementenan dalam penvelenggaraan
pemernnlahan di bidang pombangunan manusia dan
kebudayean dengan mengikitsertakan kementernan dan
lembaga rerkait,
Penpujan kandungan kadar nikotin untulk setiap varian
yang dipreduksi danjfatau diimpor  sebagaimana
dimaksud pada avat (3] hural ¢ dilakukan di laboratorium
terakreditasi  sesual denpan ketentuan  poraturan
perundang-undangan.
Laporan kepada lembaga pemeriniah nonkementernan
yeng menvelengparakan urusan pemernntahsnm di bidang
pereawasan ebal dan mabsnan scbagaimana dimalksucd
pada ayat (1] hurof d dan ayvat (5] huraf ¢ dijadikan sebagad
bahan pengawasan,
Ketenluan  mengensal koordinast  penentuan bates
maksimal kadar nikotin dan tar sebagraimana dimaksnid
pada awyat (6] diatur dengan perallran menler yang
menvelengparakan koordinasi, sinkromsasi, dan
petigendabian urusan kementorian dalam penyelengsaraan
pemenntzhan di bidang pembanganan  maousia du=n
kebudayaan.

Pazal 432

Hetiap Orrang vang memproduksi produk tombakau dan
rokok elekironik dilarang mengeunakan baban tambahan
kevuall telah dapat dibuktkan secara ilmiabh hahan
tambahan tersebut tidak herbaliayva bap Kesehatan.,
Bahan tambahan yvang dilarang scbagaimana dimaksud
pada avat (1) dilelapkan olch Meonter.

Dalam rangka pengawesan terhadap penggunaan bahan
tambahan wang dilarang sebagaimmsns dimaksud pads
avat {1} dilakikan:

a. pengupan pdada saat scbelum beredar: dan

. wvenlikasi sclama beredar.

{4} Pengujian . .
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Penguijian ¢an verilikasi scbagaimana dimaksud pada
aydl (2] harus dilakuken di Jaboratorum lerakreditasi
vang berbeda,

Hasil pengujian dan verifikasi sebapaimmsana  dimaksud
pada awar [3) dilaporkan kepada lombaga pemerintah
nonkementerian . yang  menyelenggarakan urusan
pcmerntahan di hidang pengawasan obat dan makanan.
Setiap Orang yang memproduksi produk tembakan dan
rokok clektronik vang mengglunaksan bahan tambahan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikenakan sanksi
administratif olebh menteri rang menvelengparaksn urusan
pemerintahan di bidang perdagangan berupa penarikan
produk atas bava produsen.

Pra=al 433

Setiap Orang vang memproduksl danfataw mengimpor
produk tembaleau berupe rokok putih mesin dilarang
mengemas Kurang dard 20 {(dua pulub} batang dalam
sellap kemeasan,

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avar (1] ridak
berlaku bagi produk tembakan selain rokok pudh mesin,

Sctiap Orang vang memproduks] dan/atau mengimpor
praduk  tembaksu  berupa  tembakau ids dilarang
mengemas  lobih dari 50 (hma puluh) gram dalam
sctiap kemasan.

Setiap Orang yang memprodubkst dan/alau mengimpor
rokok elektronik dengan sistem lertutup atau cariridgs
sekali pakal dilarang mengemas cairan nikotin dalam
kemasan yang melebihi 2 (dua) mililiter per cartridge dan
dilarang mengemas cairan nikotin dengan amlah cartrdge
elebihl 2 [dua) cartridge peckemasan,

SGetiap Orang vang memproduksl danfatan mengimpoer
rokok elektronik dengan sistem lerbuka alau dapat diisi
ulang dilarang mengemss cairan nikotin selain <dengan
kemasan 1O (scpuluh)l dan 20 (dua puluh) mililiter
perkeomasan.

Sctiap Orang vang memproduks] dan/atan mengimpor
rokok eleklronik padat wajib mengemeas datau mongimpor
rokok cleldronik padat dsalum kemasan 20 {dua pualuh)
batang dalam selap kemasan.

Bellap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat [3) sampal dengan
ayat (&) dikenukan sanksi administratil berupa:

4.  peringatan terfulis, dan

b, penarikan produk.

Pasal 434 . .
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Prasal 434

Setiap OQrang dilarang menual produk lembakan dan

rokok elektrand::

A, menggunakan mesin layan dig;

b, kepada sell4p OTHILE dl bawah AR TN
21 [dua pulub salu} luhun dan perempuan hamil;

€, BECHTA CCUTHN Ssatuan porbatang, kecuah bagi produk
lembakan berupa corutu dan rakok elektronils

d. dengan menempatkan produk tembalean dan rokak
clektronik pada area sekitar pinty masalk dan keluar
AtAl pada empal vang sering dilalui;

e dalam radius 200 [doa ralus) melcr darl sataan
pendidikan dan lempat bermain anak; dan

[, menggunakan jasa situs web atau aphikasi elektronik
kommersial dan media sosial.

Eetenlusn larangan sehagaimanae dimaksuad pada avat (1)

huraf f bagl jasa situs web atan aplikasi eleklrondk

komersial dikecualikan jika terdapat verilikasi umur,

Panal 435

Aeliap Crang yang monprodukst danfatau mengimpor peocik
lermbakau dan rokok clektronik harmis memenuhi standardisasi
kemasan yang rerdiri atas desarn lan 1alisan,

Panal 436

Peringatan Kesehatsn moerupakan tulisan dan gambar pada
kemasan yang memberkan informasi dan edukasi mengenai
bahava merokolk,

{1}

(<]

Pa=zal 437

Setiap Orang yvang memproduksi, memasulkkan ke dalam
wilayah Nepars Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau
mengedarksn zat  adiktif berupa produk lembakau
danfatau rokok elektronik sebagaimang dimaksud dalam
Pasal 429 wajib mencantumken peongatan Keschatan.
Pencantuman  peringatan Keschulan  scbagaimana
dimaksud pada awat {1} dilakukan dengan ketentuan:

#. berbentuk  rolisan disertal gambar,  vang
dicantumkan pada permitkasn kemasan;

b.  teroctak menjadi sall dengan  kemasan  produlk
tcmbakau  ateu Ketnasan rokok  clcktronik  dan
kcmaszan cairan nikotin isi wlang rokek elektronil;
dan

o, dicantumban pada baglan atas kemasan sisi lebar
bagian depan dan belakang.

(3] Sctiap. ..
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Sctiap 1 [=atu)] varian produk tembakau dan rokok
eleklromk wajb dicantumkan gambar dan  fualisan
peritigalan Keschatan yang terdino atas 5 (lima) jenis
vang berbeda, dengan porsl INESINE-THEINE
200 [dua pulub persen] dari jumlah seuap varan produk
lembakau dan rokok clektronik.

Beleniian sebagsimans dimaksud pada ayat (3), fidak
berlalu bagi industtn produk tembakau nonponpussha
kena pajak wang total jumlah produbksinya tidak lebih dard
24 000,000 {dua puluh empat juta] batang pertahun.
Industr produk lembakau sebagaimana dimaksud pada
avat [4 wa)ib mencantumban paling sedikit 2 {dus) jenis
gambar dan tulisan peringatan Kesehatan vang ditetapkan
dalam Peraturan Mentcr.

Ketentuan  lebih lanjul  mengenai gambar  dan
tulisan peringaten Kesehatan sebagainang dimaksud
aval (2] sampal dengan avat [5) dianr dengan
Peraluran Menlern sctelah berkoordinasi dengan menteri
vang menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kruangan negarta.

Prazal 438

Gambar dan tulisan peringalan Kesehalan scbagaimana

dimaksud dalam Fasal 437 dicantumbkan pada seliap

kemasan terhecil dan kemasan lebih besar produlk
tembakall danfatau rekok clektronik.

Sctiap kemaszan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencantumkan 1 [satu]  jenis gambar dan (ulisan

peringalan Kesehalan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidalk

berlaku bag rokok kiobot, rakok kelembale menyan, dan

cerulu kemasan batangan.

Fencantuman gambar dan tuhisan sebagaimana dimaksid

pada awat (1] harus memenuhi persvaratan sebagai

berieat:

a, dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar
bagian depan dan belakang masing-masing seluas
o0% (uma puluh persen), diawali dengan  kats
“Penngatan™ dengan mengguanakan hural berwama
kuning dengan dasar hilam, hars dicetal dengan
jclas dan mencolold, baik sebagian atau schirubnya;

h.  gambuar sebagaimana dimaksud dalam burul s harus
dicetak berwarng,; dan

©. jenis. .,
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¢, Jerus hurul haros mengpunakan huruf anel bold dan
proporsicenal dengan kemasan, tulisan warna kuning
d1 atas latar helakang hitam.
f35] Cambar dan tolisan peringatan Kesehartan sebagalmans
dimaksud pada ayat (4] tidak boleh teriutup oleh apa pun
sesual  dengan  keteniuan  peraluran perundang-
undangan,

Pasal 429

(1] Kcpala lembaga pemerintah nonkemerderian  yang
menyelenggarakan  Urusan  pemennlahan di bidang
pengawasat obal dan makansan melakoukan pongawasan
terhadap peneantuman  peningatan Kesehatan  pada
produk tembakan dan rokok elektranik.

[2) Pengawasan sebogoimana dimaksud  pacda zoeat (1)
dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi lerkail.

Pasal 440

Seliap Orang vang momproduksi, memasuklkan ke dalam
wilayah MNegarm Kesatvan Republik Tndonesia,  dan/alau
mengedarkan zat adikitf berupa produk iembadkeau dan rokok
clelronik dengan rtidak mencaniumbkan pernngatan Keschatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 437 dikcnod  sanksi
administratif berupa;

a. penarikan  produk  tembzksu dan rokok  elektronik;

dan/«lau
b,  denda administratif

Pasal 441

(1] Setiap Orang vang mcomproduks) danfaran mengitnpor
produk lembakan wapb mencantumban informasi pada
label sctliap kemasan dengan penempalan yanyg jolas dan
mudah dibaca dengan keteniuar;

4.  pormyataan “mengandung nikotin dan tar™;

b.  pernyvataan “dilarany menjual atau memberi kepaca
arang beruasia di bawah 21 tahun dan perempuan
biamil®:

e kode produksi, tangpal, bulan, dan tahun produies,
serla nama dan adamart produsen; dan

d. pernydlaan *tidak ada bates aman” dan “mengandung
letih dad 7.000 zat kimia serta lehih dard 83 zat
penyebab kanker” untuk produk tembaloeu,

(2] HBchap . ..
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Seltap Urang yang momproduoks: dan/fatau mengimpar

produk tembakan dilarang mencaniumbean:

A,  Ketetahgan alau lenda apa pun yvang menyvesatkan
Alau kata vang bersifat prometif; dan

k. kata "lght”, "wltre fghd, Cmild”, “exira mild”, Ylow tar”,
“sfim”, “specicl”, “full flavouwr”, Ypremium®, atan kata
lain vang meongindikasikan kualites, supericritas,
rasa aman, pencitrean, keprilvadian, ataupun kala
dengan artl vang sama.

Bertiap Orang yang memproduksl danfatan mengimpor

rokok clektronik wapb mencantumlan informasi pada

label setap kemasan dengan penempalan vang jelas dan
mudah dibacs dengsn kelentaan:

#.  peroyataan “mengandung niketin®;

b.  pernyataan "dilarang menjual atan memberi kepada
prang herusia di bawah 20 tahun dan perempuan
hanil”;

. kode produlksi, tanggal, bulan, dan ralan produks,
serta nama dan alamat produsen; dan

d.  dilarang mencantumkan  keterangan atau  tanda
apd pun yang mcenycsatkan atau kata vang bersifat
promoetif,

Ketentian sebagaimans dimaksud pada ayat [2) hurof b

dan ayal [3) tidak berlaku bagy:

. produk tcmbakair vang sudabh mendapatkat sertilikal
merek  sesuai dengan kelenlusn  peraturan
perundang-undangan; dan/atau

v,  produk tembakav vang dibawa oleh penumpans,
awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman
dalam jumlah yvang ditentudesn, alau untuk keperluan
perwakilan negara asing beserta parn pejabwatnva
vang bertugas di [ndonesia herdasarkan asas umbal
balik.

Setiap Orang yvang memproduksi danfatan mengimpor
produk  lmbakan dan mokok elektronik vange  lidak
memenuhi  kewajiban  atau  melangear  ketcntuan
zsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayvat [3] dikenad sanksi administratif sesuai dengan
ketenlisn peraturan perundang-uncdangarn,

Pasal 443

Kawasan lanps. rokok merupakan miangan atall area vany
dinyatakan dilarang vntuk  kegialan  memkok  dtau
kegiatan menjual, mempradilks], mengiklankan di dalam
maupun  ar ruang, dan moempromosikan produk
tembakau dan rokolk clelctronik.

{2} Larangan, .,
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Larangan kegiatan menjual prodok tembakau dan rokok
eleklronik ldak berlaku bagi tempat vang dipunakan
unmik kepatan petjualan.

Larangan kcmatan memprodulsi prodik tembokau dan
rokok  elekfronik  Ldak berlaku bagl  tompat  vang
digunakan untuk kegatan produksi.

Faxal 443

Pemerintah Drerah wajib menetapkan dan
mengimplementazikan . kawasan  lanpa rokok  di
wilavahnya denpan Peraturan Daerah.

Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada
avat {1} terdirl atas:

Fazilitas Pelavanan Kesehatan,

tetnpal proses belajar mengajar;

tcmnpat anak hermain,

tempat ihadal;

angkutan umum;

tempal kerjg; dan

E  tompat umum dan tempar lain veng ditlelapkan,
Pengelola, penvelengeary, alau penangpung fawah tempat
Ketja, Lempat umum, dan tempat lainnya vang dilelapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf § dan huruf g
wanlh menvediakan tempat khusus antuk merokol,
Kewajiban menyediakan lempatl khusus untuk merakaok
pada tempat kera, tempat umum, dan tempal lainnysa
sebagaimana dimaksud pada avat {3) dikecualikan pada
temnpal yang berpotcnsi menimbulkan Bahaye Keschatan
dan keselamatan hegja  sesual  dengan ketenruaan
peraliran perundsng-undangat.

Teompat khusus unmuk mervkok scbagaimana dimalsud
pada avat (3] merupakan roang terbuka, lerpisah dard
bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh
dari pintl keluar masulk.

mOoon oo R

Pasal 4444

Malam rangksa peningkatan kepatuhbsan Pemerintali Daerah
dalam implementasi kawasan lanpa rokok, Pemerintah Puisal
melalikan  pemantauan  dengan mengpunaksn Sistem
Informasi Keschatan yang teritilegrasi dengan Sistem |nforrmasi
Krschatan MNasional,

Pazal 445 . _ .
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Pazal 445

Mentenn dapat  meomberikan penghargaan kepada
Pemernnlah Dacrah ysmg berhasil mengimplementasikan
kawasan tanpa rokok,

Dalam memberikan’  penghargaan e hEeaImany
dimaksud pada avat (1), Menten berkoordinasi dengan
menteti yatg menvelengparakan urusan pemerintahan
dalam neger],

Pazal 446

Sellap Orang yang memnproduksi, mengimpor, danfatay
mengedarkan produk tembakau dan rokck clcktronik
dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digilal,
Menter: vang menvelenggarakan urasan pemerintabion di
bidang  komunikasi  dan  mformatika melakikan
petnuisan akses mlormasi cleltronik dan fatau dekumen
elelitranik terhadap penjualan produk wembakau dan
mkok elektronik pada media sosial berbasis  digital
berdasarksn rckomendasi kementerian VAN
menvelengparakan  urusan  pomcrintahan  di bidang
kesehatan.

Pasal 447

Pengendalian iklan produlk tembakau dan rokol elekoronik
pada situs web dan/atau aplikasi clektronik komersial
dilalukan sehagad berikoat;

s,  mencantumkan peringatan Kesehatar;

br,  mencaniuamkan  tulisan "Dhlarang menjual  dan
memberi kepada orang di bawah  usia
21 tahun dan perempuan hamil™

v, Udak mengsambarkan atau menvarankan bahwa
menygensumsl produk tembakau dan rokak elelktronik
memberilan manlaal bap keschatan,

d. tidak mengganakan kata  atau kalimat  yang
menyesatkan  dan/atan berupa ajakan uniuk
mengonsumsi produk lembakan  dan rokok
eloktrondle:

g, Tidak memperagakan, menggunakan,  dan/atau
menampillzan wgjud atan bentuk produk tembakan
dan rokok clcktranik, atau sebutan lain yvang dapat
diasosiasikan dengan merck produk rembakau dan
rokak elektronils;

. udak mcnampilkan anai, remaja, danfatau wanita
hamil dalam bentuk gambar danfarau tulisan;

g tidal . ..



SK Nop 230691 A

2]

{1}

PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

- 190 -

g, lidale ditujultan terhadap anak, remaja, danfatan
wanita hamil;

h.  tidak menggunakan kartun aleu animasi schegsd
entak tokoh iklarn;

1, lidak bertenlangan denpan nonma yang  berlalou
dalam masyarakat; dan

J-  mencrapkan venhikasi umur untuk membatas alses

hanwva kepada orang berasia 21 [dua pulub satu)

tahun ke ateas.
Menteri vang menyelenggarakan urusan pemeriniahan di
bidarpg  komurdkssl  dan informatiks  melakukan
pemutusan akses informacsi elelktronile dan/atay dokuamen
clektronik terhadap penpinlan produk tembakan dan
rokok elektronik pada situs welb atau aplhikasi elekironik
komersial  vang  tidak  sesund  denpan keteoluan
sebagaimana  dimaksod pada ayat (1) berdasarkan
rekornendasi kementerian vang menyelenggarakan 1iriasan
pemernntahan di ldang kesehatan,

Pasal 44#

Fengenlalian iklan produk tembalean dan rokok elekrronik

padla tempat penjualan dilaloakan sebagai berikuat:

., tidal dilctaklan pada pinfa atay ares tmasuk dan
kcluar, serta pada tempar yvang mudah dilihal olch
anak-analk:

b.  mencannunksn peringatan Keschatan;

¢, mencantumkan  tulizan “Dilarang menjual  dan
membert kepada orang di bawsah osia
21 tahun ¢an perempian hamil™

d. tidak menggambarkan alau menyarankan bahwa
mengonsumesi produk lembalesu dan rokol elektronik
etmbenkan manfaat bag kesehatan,

¢. Udak menggunakan kara atau kalimel  yang
mcnyesatkan  danjatan berupa  ajakan  untuk
mengpnsumsl  produk tembakay dun rokok
elek ronik;

L. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau
mcnampillan wnjud altaw bentuk produle tembakan
dan rokak elektrorak, alan scbutan lain yang dapat
diazasinsikan dengan merck produk tembakau dan
rokolt elektronik;

g tidak menampilkan anak, remaja, dan/faran wanis
hamil dalam bentuk gambar dan/farau wilisan;

h.  tidak ...
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h. tdak difujukan ferbadap anak, remaja, dan/atal
wanita hamik;

i tidak mengeunakan kariun wlau animasi schagad
bentuk Lokoh klan; dan

J. bdak bertentangan dengan nonmna yang  berlakuo
dadarn masyarakat,

ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayaet (1) hurnaf a

hanya berlaku bapl pasar swalavan modert.

Pasat 4449

Pengendalian iklan produk tembakau dan rakok elekfronik
pads media luar raang dilakukan sehagai beriloar

=

h.

oo

mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit
13 (lima belas persen) dard tocal luas iklan;

tidale diletaklan di kawusan tanpa rokok meliputi
Fasilitas Pelayanan Kesehalan, lempat proscs belajar
INErpajEr, lempat anak bermain, tempat tbadah, dan
ATIEkulEm LI urm;

tidak dilctakkan di jalan utame dan jalan protokaol,
tidak dilctakkan dalam radius SO0 [lima ratus) meter
d1 luar satuan pendidikan dan lempal bermsdn anak;
harus diletakkan sejajar detgan bahu jalan dan lidad:
oleh memolong jalan dleu melintangs,
mencantumkan  lulisan  “Dilarang  menjual  dan
memberi kepuda orang di bawah 21 tahun dan
perempudan hamil™;

belak memperagakan, mengranekan,  dan/atall
menampillean wujud atau hentuk produak tembakau
dan rokok elelarenik, atau sebutan lain yang dapal
diazesiasikan dengan merck produl tembaleau dan
rokok elekironk;

tidak menggambarkan atau menyarankan habwa
mengensumsi produk tembakau dan rakak elelitronik
membenkan manfast bagl kesehatan,;

Hdak menggunakan Kkata atau  kalimal  yang
mcnycsatkan  danfatanl berupa  aalen uantuk
mengonsumsi - predlitk lembakaa dan rokok
eleklronik;

tidak menampilkan anak, remaja, dan/alau wanita
harml dalam hentuk gambar dan/ sl Lulisan,

tidak dimgjukan terhadap anak, remaja, dan/ataw
wanita hamil;

tidak mengeunakan kartun atau animasi sebagai
bentuik tokoh iklan; dan/atao

tidak bertenlungan dengan norma vang beclalu
dalam masvarakat.

{2) Media . .
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Mecdia iklan luar ruang borupa widestron hanya dapat
dilayvanpkan  pada  pukul 2200 sampal dengdan
kol G500 wakill selempal.

Pengaturan lelih lanjut iklan praduk tembakau dan
rokok clcktronik peda mediz luar roang diatur oleh
Pemnerintiah Daerah.

Pa=al 450

Pemcrintah Pusat melakukan pengawasan terhadap klan
produk lembakau dan rokok clektronik pada medis sosial
herbasis  digilal serta situs web  danfaau  aplikasi
elektronik komersial vang tidak sesiar dengan ketentuan
scbapgaimana dunaksud dalam Pasal 446 dan Pasal 447,

Pemerinlah Dacrah melakukan pengawasan dan
pemiranan iklan terhadap iklan produk tembakau dan
rokok elektronik pada media haar miang dan  tempat
penjualan yang tidak  scsual  dengan ketentuan
sebagaimand dimaksud dalam Pasal 448 dan Pasal 4449,

I'asal 4561

Penpendalian iklan produk tembakau dan enkok elektranik
pada media celak dan media penylaran berupa televisi
dilalukan sebagai berikue:

a. mencantumkan penngatan Kesehatan untolk iklan
berperak di media penviaran boeraps telovist harus
beruburan  fidl soreen selama pabng singlet
10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan tidak
kurang dari 2 {dua] detik atau untuk iklan tidak
bergerak di media penyviaran borupa televisl atau
media cetak haras berabkuran sekurang-kurangnvi
15% [lima helas persen] darl total has iklan;

I»,  mencanlumkan tulisan "Dilarang menjual  dan
membert kepads orsng A bawah 21 lahun dan
perempian hamtl®;

. lldak memperagakan, meonggunakan, danfatan
menampilkan wajad atau bentuk produk tembaleu
dan rokok eledoronik, atay sebutan lain vang dapsl
diasosiasilkan dengan merck produk tembakau dan
rokink elekironik;

d. tidak mencantumkan nama produk meroapskan
produk lembakaw atau rokok elektranik;

£, Udak mengeambarkan atau menyarankan bahwas
mengonsumsi produk tembakan dan rokok elekironik
mentberikan mantaat bagi Kesehatan,

f.  tidak ...
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f. tdak menggunakan kata alau  kalimat  yang
metivesalkan  danfatan berupa ajakan untik
mengensumsl - produk tembakau dan rokok
eleltronil

g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atag wanila
hamil dalem bentuk gambar dan/atau tulisan;

h,  tidak diujukan terhadap analk, remaja, dan/atau
wanitd hamil;

£ tidak mengeunsksan karlun atau animasi sebagai
benluk tokoh iklan: dan

1. tdak bertentangan dengan norma wvang berlaku
dalam masyvarakat.

Fengendalian iklan produk tetnbakau dan rokok clcktronil

pada media penyviaran berupa radio dilakzkan sebagad

berileat:

a. menvampaikan peringatan Kesehatan dengan suara
yang jolas;

b.  tidak menvebulkan  kata  atan kalimat  vang
metivesalkan  danfatau beripa  gjaken untuk
mcngonsumsi - produk lembakan dan rokok
elektranil; dan

¢, durasi dan paling lama 1 [satu) mendl,

Bentuk peringatan Kesehalan scbagaimana dimalksud

pada ayal (] huraf a ditctapkan aleh Menteri.

Selain memenuhi ketentuan sebagairnana dimaksud pada

avat {1}, iklan prodiuk tembakau dan rokok elekuronik di

media cetak wajlb memeniahi ketentuan;

a. tidak diletakkan di sampul atan halaman depan dan
belakang media cetakg

b,  tidak diletakkan saiu halaman  dengan  iklan
makansn dan minuman:

. luas kolom iklan tidak memenuhi scluruh halaman:
tdan

d. Udak dunuat di media cetak unluk anak, remaja, dan
Paeramplann,

Belain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayal (1), ikdan di media penyiaran berupa televisi dan radio

hanya dapat ditayvangkan atau  disiarkan  selelsh
gkl 22,00 sampai dengan pulal 05,00 waktu sctempat.

Pimpinan lembaga yang tnenyelenpparakan uruasan o

bidang  penviaran melakuksn pengawasan dan

penindakan tethadap pelatiggaran kotontuan
pengendalian iklan praduk tembakau dan rokoel elebkoronik
pada media penyiaran  berups televisi dan  radio
sebagaimana dimaksud pada ayal (L), ayat [2), dan
avat {3).

[¥) Pimpiman . . .
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{7} Pimpmuan lembags yang menyclengearakan uvrusan di
bidany medisn celak melakuksan pengawasan dan
penindakan terhadap pelanegaran keleniuan
pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elekironik
pada media cetal sebagaimana dimaksad pada ayal (1)
dan ayat [4].

(8] Icnindaksn sebagoimana dimaksud pada avat (6] dan
axat 7] dilakulan melalul pemberian sankst administratif
berupa:

. penankan dan/satan perbaikan iklan;

by, pennpatsn lertuls; danfatao

¢.  pelarangan  sementlars  mengiklankan  produk
tembakau dan rokok eleklronik vang bersanskuisan
pada pelanggaran berulang siau pelanpygaran beral,

Pasal 457

Dalam rangka memenuly akses kelersediaan informasi dan
edukasl Keseharan masvarakat, Pemeriniah Pusal dan
Pemerintabh Daerah menvelenggarakan iklan layanan
masyarakat mengenai baheays menggpinakan produk tembakanl
dan rokok clclktronik.

Praual 453

(11 Pemermtah Puesat dan Pemnerinteh Daerah melakukan
pengendalizn Promosl produk  tembakan dar
rakok elekironik,

2} Keteniuan penpendalian promosi produk tembakau dan
rokok elelktronik sebagaimans dimaksod pada ayat (1)
dilakukar selagai berilut;

a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan
harga, hadialh  produk tembakan dan rokok
clektronik, atau produk leinnva vyang  dikaithan
dernpan produk tembakawn dan mokok elektronils

b, tidak menggunakan lopo dangatau merck produk
tembakau dan rokok elekironik pada produk atau
barang bukan produk lembakau  dan rokok
clelaronik; dan

e, tidak menggunakan laga danfatan merek produk
lembakau dan rakok elektronik pada suaiu kepialan
lemnbapa dan/ atau porscorangan.

Pa=al 454 . .
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Pagal 454

(1} SBctiap Orang vang memproduksi denfatay mengimpar
produk lembakau dan rokolk clektronik yang mensponsori
suatu kegiatan lembaga danfatag persecrangan hanya
dapat dilakukan dengan kelentusan sebagad berikul;

#, tidak mcnggunaksn nama merek dagang dan loga
produk tembakau dan rokok elekironik lermasuk
citra merek produk tembekau dan rokolk elektronik;
dan

b, tidak beortujpan untuk mempromosikan produk
rembakan dan rokek eleklronik,

{2} Sponsor scbagaimana dimaksud pada avat (1) dilarang
untik Kegatan lembags dan/alsau prrscorsangan  vang
diliput media.

Pasal 455

Betiap Orang yange memprodukes] dan/ atau mengimpor produk

tembaleatr dan rokok elekfronik dapat memberikan banouan

dalam benlul tanepung jawab sosial porusshasn, dengan
ketentuan scbagal berikuot:

A, tidak mengounakan nams merck dagang dan loge produk
lembakan dan rokok elektraniks

. tidak bertujuan uniik mmempromoesikan prodok tembakan
dan rokok clckbtronik;

. tidak memberikan secars cuma-cumas, polongan harps,
maupun hadiah produk tembakau dan rakok elektronil,
ataul produl terkail lainnyu,

d. lidak diliput dan dipublikasikan oleh media; dan

e. ftidalk mengikutgertakan selup orang di bawsh usia
21 [dua puluh satu] tahun.

Praual 456

Hetlap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam
benful gambar atau lvle, menayangkan, meonampilkan atau
menampakkan orang sedeng merolkok, memperlihatkan batang
rakak, asap rokok, bungkus rokek atau yang berhubungan
dengan produk tembakau dan rokok elebtronik seria sepula
bentulk intormasi produk tembakaun dan rokok clektronik di
media celak, media penyiaran, dan media teknologi informas
yang berhubungan dengan kKegialan komersial, iklan, atau
membuar orang ingin merokok.

Pa=al 437 . ..
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Pasal 457

Setiap Orang vang moemproduks dan fatan mengmpor produlk
lernbakauy dan rokok elektronik dilarang membenkan produk
lembakan, rokok  eleckironik, dan/atan barang vang
menyetilpal produlk tembakan dan mokok clekbronik secsara
cume-ciima kepada anak, remaja, dan perempuan harmil.

Pasal 45#

Betiap Orang dilarang menyurih zslou memerniahkan uniuk
menjual, membeli, atal metgonsums: produk lembakau
dan rokok elektronik kepada setiap crang di bawah asia
21 [dua puluh =atu] tahun.

Fasal 459

sellp  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana
hmauksud dalam Pasal 454 sampal dengan Pasal 458 dikenai
sanksi administratil oleh Menleri, menters; punpinan lembags
terkait, dan Pemerintah Daerah sesuad dengan kewenanpannya
berupa:

teguran lisan;

tcoguran tertulis,

ponghentian sementara kegiatan: dan/ atax

prmutusan akses ininrmasi elektronik danfartau dokumen
elektronik.

Puasal 4a0

(1} Pemermmlah Pusar dan Pemerintah Daerah bertangmong
jawab menyediakan laysanan konsclng dan intervensi
farmakalogi berhenti merckok di Fasilitas DPelayanan
Kesehatan.

2} Lavanan konseling dan intervensd farmakoelog berhenl
merokok scbagaimana dimaksud pada avat [1) dilakukan
oleh Tenapa Medis aeau Tenaga Kesehatan vang memilile
keahlian,

{3} Lavanan konseling dan inlervensi farmakeologi berhenti
merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
menggunakan lavanan Telekeschatan dan Telemedisin.

Pa=al 461 _ ..
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Pemerintah Pusat bertangoung jawah:

=M

mengalur  dan menyclenggarakan  pengamanan
produk tembakaau dan rokok clocktronilke, tenmasulc
tmenetapkan slandardizasi prrangkal rokook
elektronik;

menyediakan akses terhadap irdormasi dan edukoes
mengenat pengamanan produk lembsmkau dan rokok
alelrtrnniles:

menyediakan  lavanan konseling dan  intervensi
tarmalolag berhenti merokaolk;

mclakukan kegmiaten penelitian dan pengetnbangan,
tcrmasuk survel perilaka merokok  setiap  tatnin
socara periodile;

melakukan upaya pengembangan dalam rangka
diversilikasi produk lembakau yang penggunaannya
akati membaws manfaat bagi  keschatan  dan
melindungi kelestarian tanaman lembakau; dan
melalakan  advokas  dan  kera  sama lintas
programsektar, masyarakal, dan inlernasional.

Pemerintah agrah bertangeung jawab:

i.

t.

mengatur  dan menvelenggarakan  pengamansn
produk tembakau dan rokok elektronik, pads leyel
dacrah dengan mengary pacda Kebijjakan Pemeriniah
Pusat scrta scsuai dengan kondisi dan kebutuhan
MmaAsIng-masing daerah;

menyedinkan akscs terhadap informasi dan edukasi
Hehgenal pengamanan produk tembakan dan rokok
elektronik &i wilayah provinsi dan kabuparen fkara,
menyediakan lavanan konscling dan  intervensi
farmakologi berhienti merokok di wilayah provinsi dan
kabuparten /kota,

mclakukan kegiatan penelitian dan penpembanean;
melakulkan upaya pengembangan delam  rangka
diversifikasl produk lembakau yang penggunannnya
akan membaws manfaat bagi  kesehatan dan
melindungi kelestarian tanaman Lembakay
mclakukan  advokasi dan  kega  sama lintas
program/sektor dan masvarakal di wilavah provinsi
fan kabupaten /kota;

g, mendarong .,
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g. mendoraong  parfisipasi  dan Upava  Kesehatan
bersumber daya masyvarakat untuk pengendalian
konsumsi praduk tembakan dan rokok elektronik di
wilayah provins: dan kabupaten /kota; dan

h. melakukan pengawasan  fterhadap  pelaksanaan
impletnentasi kawasan lanpa rokok dan pelarsnpan
iklan, promasi, den sponsor produk tembakau dan
rokok elekironik.

Pasal 462

{1} Nalam penvelenggaraan pengamanan produk ltembakao
damn rokok clektronik masyarakat dapat berperan:

a.  memberikan edukasi bahava mengensumsi produk
lernbakan dan rokok clektronik bagl Keschatan,

b. melakvukan upaye layvanan  konseling berhent
tnerolok;

. meclakukan gerakan tidak merckok di dalam mimah;

g, tidak menjual preduk  tembakau dalam bentuk
satuan perbatang,

e, tidak menjual kepada seliap orang di bawah usia 21
{dua puluh satu) tabun dan perempuaan biamil:

f. melaporkan  pelanggarat  kawasan  lanps rokok
kepuda pojabat Pemenntah Daeralh setempaf vang
berwenang dalam pelaksanaan kawasan Lanpa rokok;
dan

g.  tdak menvediakan produk tembekau dan rokok
clektronik pada kegiatan sosial, pendidikan, olahraga,
musik, kepermudasn, dan kebudaysan  yang
thelibalkan masyarakat umam.

(2] Peran masyarakar sebagaimena dimaksud pads avat (1)
dapat dilakukan oleh perscorangan, kclompok, badan
hulkum, badan usaha, dan lembagafarganisasi.

Pra=zal 463

Pencatatan dan  pelaporan  lerhadap upaya pongamanan
produk tembaksu dan rokek elektronik, fermasuk lavanan
konscling dan  intervensi [{armakologl berhentl merokok
dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintab Daerah, Fasilitas
Peclayanan Kesehatan, dan masyarakal dengan mengpunakan
Sistem Infarmas Kesehalan yang torintegrasi dengan Sistem
Informasi Keschatan Nasional.

Bagian | . .
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Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

Parapraf 1
Umum

Pasal 464

Hetiap Orang herhak mendapatkan pelayanan kedokteran
unluk kepentingan hulkam.

Punal 465

Pemerintah Pusat dan Pemerintal Daerah bertangpung jawab
dalam  penyelenggaraan polayanan  kedokteran untuk
kepentingan hukum.

Pasat 466

Fenyelengearaan pelayanan kedokteran untuk kepentingun
hulum dinjjukan untuk memperoleh fakia dan temuan yang
dapal divunakan schagal dasar dalam memberikan keterangan
ahli.

Pa=al 467

(1] Pelayanan hkedokileran uniuk kepentingan hukonm terdired
alas:

a. pelavanan kedekteran lerhadap orang hidup; dan
b.  pelavanan kedokleran terhadap orang mati.

(2] Dalam rangka mclakuban pelavanan kedaoliteran unlok
kepentingan hukum sehagaimana dimaksud pada ayat (1}
dapat dilakukan bedah mayat forensik sesval dengan
kelenluan peraturan perundang-undangan, pemenksdan
laboratorium, dan/atay autopsi virtual pascakematian.

(4] Pelavanan Kedokleran uontuk kepentingan hukum
sebugaimana dimaksud pada avar (1] dan awal [2)
dilakuksn olch Tenaga Medis sesual dengan keahlian dan
kewecnangannya.

Pazsal 468

{1} Penvelenggaraan pelayanan kedokteran ik
kepentingan hukum dilakukan pada Fasilitas Pelaysnan
Keschatan yvang memenuhi persyaratan.

(2} Persyaratan . ..
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[2) TDersyaratan sehagaimana dimaksoad pada ayal (1) terdird
atas:

a. mecmiliki  pelavanan  kedeokieran forensik dan
medikolegal;

b. memiliki Pelavanan Kesehatan untuk  korban
kckerazan pada arang hidup;

. memiliki sarana, prasarand, dan peralatan keschatan
yang meminjang pelayanan; dan

d. memilikki standar prosedur operasional pelavanan
ledokteran urituk kepentingan hakuom.

(3] Persvaratan sebagaimana dimaksud pada avat [2) hurnaf b
dikerualilan  bagl  pelayanan  kedokteran  terhadap
orang mati,

(4] Dalam hal rerdapal kebutuhan polavanan,
Faszilitas Pelavanan Kesehalan dapat  memberikan
pelavanan  kedokteran untuk kepentingan hukuom  di
tempat lain yvang memenuhi persyaratan.

Pasal 4649

Penyelenggatraan pelayanan kedoktcran untuk kepentingan
huloum dapatl  dilakukan dengan melibatkan peran  serta
masyarakat,

Paragral 2
Pelayvanan Kedokleran Terhadap Orang Hidup

Pasal 470

Pelavanan kedokteran terhadap orang hidup sebagaimana
dinakaud delam Pasal 167 ayat {1) hurul a diluyjuken antuk
mengetahu;

keadaan dun sifat kecederann:

peryebab kecedoraan:

adanva kekerasan atan hubizngan seksual;

datnpak lerhadap Kesehatan haik fisik manpun jiwa;
kecakapan hukum sesenrang: dan/alau

ternuarn lain yang berhubungan dengan tindsalk pidana dan
pelakunya,

A an T

Pasal 471

Pelaranan kedokteran terhadap orang hidup scbagaimana
dimalesud dalam Pas=al 470 dilakukan pada;

korban kekernsan fisik;

korban kekerasun paikis ataw psikalogis;

korban kekerasan scksual;

korban penelantaran; dan/ atan

kasus lain.

caoon

Paragraf . . .
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Paragraf 3
Felavanan Kedokieran Terhadup Orang Mati

Paxal 472

(1] Pclayanan kedokteran rerhadap orang mall sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 467 avat {1} huraf b dapat
dilakukan melalii:

a. audit kemnatian:

Iy, aulups vorbal;

c.  hedah meayval klinis;

.  hedah maval [vrensik; danfatau

c. pemeriksaan  laboratorium  dan  aatopsi virtual
pascakematian.

2} Pelaksansan bodah masvat klinis, bedah maval [orensik,
danfatan pemetiksaan laboratoriom dan autopsi viraal
pascakematian sebagaimuns dimaksud pada awvar [1]
huruf ¢ sampai dengan hurul ¢ harus dilakukan dengan
perselyuan keluarga.

(3]  Dikecualikan darg ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat [2), pelarvanan kedokteran terhadap orang mati vang
lerindikasi ada dugaan tindak pidana dapal dilakulan
berdasarkan permintaan oleh aparat penegak hokum
sczual dengan kelertuun  peraturan perundang-
undangan.

Pausul 473

(1) WUntik kepentingan penegakan hulam dan adminisioadd
kependudukan, setiap orang yang mati bars diupayakan
untuk diketahui sebab kematian dan identitasoyva.

[2) Dwlam rangka upayva penentuan idenlitas scbagaimana
dimalisud pada ayat (1) haras dilalkukan upaya identifikasi
mayat ses1lal dengan standar,

Pa=al 471

Tindakan bedal meyvat olch Tenags Medis harus dilakukan
sesudal  dongan norma agama, norma sosial o budas,
norma kesusilaan, dan etika profesd.

Pasal 475

Pelaksanaan upava penenlusan scbab komatian sebapairnana
dimnaksud dalam Pasal 473 avar (1] dapal dipadukan dengan
penelitian, pendidikan dan pelatiban, termasuk bedah mavart
andlomis dan/atan bedah mayar klinis.

Parapgraf . . .
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Paragral 4
Redah Maydl Anatomis

Pasal 476

EBedah mayat anatomis =zebagaimana dimaksad dalam

Pazal 473 merupakan pomcriksaan bedah mavat dalam

ranghka pendidikan anatomi manisia,

Bedalh mayat anatomis sebagaimana dimaksud  pada

aval [1), dilakukan terhadap:

a.  mayal yang tidak dikenal ata mavat vang lidak
dhurus olch kcluarganyn;

b mayat atas persetujuan  tertulis orang terseboat
semasa hidupnya; atan

¢.  mayat atas persetujuan tertulis keluarpanya, wali,
Alau pongampu.

Mayal yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] humaf a dilakukan upsya identifikasi terlebih

dahudu.

Mayat schagaimana dimaksud pada ayal (1) dan avat [2)

ldak boleh dipegualbelikan.

Paragraf &
Bedah Mavyar Klinis

Pasal 177

Bedah mayat  klinis  sebagaimana dimaksud  dalam
Pazal 475 merupakan pemceriksasn yang  dilakukan
dengan  cara  pembedahan  lerhadap mavar  untuk
mengetahul dengan past penyvakit atau kelainan vang
menjadi sebab kematian,

Bedah mayat klinis sebagaimana dimakzud pada ayal (1)
dilakukan berdasarkan permintaan tertulis Pasien saat
masih  hidup alsu permintaan keluarga, wali, atau
poirgampu dari Pasien yang meninggal dunia,

Bocdah mavat klinis sebapaimana dimaksud pada sovat (1]
Juga dapat dilalaikan permintasn oleh dinas kesehalan
setempat tanpa hacus memperelch persetujuan Pasien
alaun keluarga, wali, atan penpampu, jika FMasien diduga
menderits penyakit  yeng  berpulensi | menimbulkan
KLD alau Wabal.

Fasal 478

hetentuan lebih lanjut mengenal penyelenggaraan pelavaran
kedokteran untuk kepentingan hukum bapi arang hidup dan
orang mall sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 sampai
dengan Pagal 477 diatur dengan Peraluran Menteri.

Bagidan . . .
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Bagian Kedua Pulih Tiga
Pelavanan Kesehatan Tradisianal

Pasal 474

Prlayanan Kesehatan  tradisional  meripakan Pelayanan
Keschatan vang dilakukan berdasarkan pada pengetabnan,
keahlian, danjatau ntlai yang bersumber dari keanlan lokal,

{1}

(2]

(3]

(4]

(%3]

[Ex)

(7}

(1]

(2]

Pasal 450
Pelavanan Keschatan tradisional sebapgaimana dimaksud
dalam Pasal 47% mehpun pelayenan promolil, preventif,
kuratif, rehaknlitanl, dan/atau paliatif,
Pelayvanan promoiil sebapgairmana dimaksud pada ayat [1)
bertiguan untuk meningkatksn Keschatan denpan cara
tradisional,
Pelavanan prevenlil sebagaimuana dimaksud pada ayat (1)
bertiyuan unluk pencesahsn penyvakit dan perawatan
kesebatan melalui pemunfatan Pelayanan Keschatan
tradisional.
Pelavanan kuratlil sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bertujuan untuk penyembuhan atau pongurangan rasa
salit.  melalyi  pemanlaalan Polayvanan  Keschotan
tradisianal.
Felavanan rehahilitatil sebapaimans  dimalisud  pada
avat [1] bkertaplan  uniuk membantu  meomperccpat
pemulihan Kesehalan melald pemanfaatan Pelavanan
Kesehatan Lradisional.
Pelavanan palialil sebagaimana dimaksud pada avar [1)
bertigjuan untuk meningkatkan kuoalitas hidup melahii
pemantfaatan Pelayanan Keschatan tradisional.
Keteptilan  lebnh  lanjut mengenal standar  Pelayanan
Kesehalan iradisional yang borsifat promotif, preventif]
laaratil, rehabilitatil, dan/atau paliatif diatue dengan
Peraturan Menleri.

Pasal 481
Pelayanan  kesghalan  (radisional  dilakukan  dengan
menggunakan:
a.  keterampilar; dan/ atau
b. ramuan.
Mctode dalam Pelayanan Keschatan tradisional yang
menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) buruf a dapart berupe
a.  telmik mamaal;
k. terapiolah pikir; dan
c.  terapi energl,

(3] Pelavanan ...
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Pclayanan Kesehatan fradisional vang mengpunsboan
rantilan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) horuf b
berazal dari tumbuhan, hewan, mineral, dan/atan bhahan
lainn dari sumnber daya alam dan haros berupa ramuan
racikean sendiri ataw produk Obat RBahan Alarm,

Pasal 452

Pelayanan Kesehatan tradisional disclengparalkan sccara

terintegrasi dengan Pelayanan Kesehatan konvensional,

[ntegrasi  Pelavanun  Keschatan tradisional  dengan

Pclayanan  Kesehatan  konvensional — sebagsimana

dimaksud pada ayat [1) dibangun melalui:

a. pometasn pengguanaal Pelavanan  Kesehualan
radisional termasuk kcuntungan dan risikonya,

b.  promosi peran dan potensi Pelavanan Keschalan
lradisional,

¢. penclapan kebijakan sumber daya manusia dan
pembiayvaan Pelavanan Keschatan tradisional;

d. penctapan kebijakan tentang produk, prakok, dan
praktizi pember] Pelayvanan Kesehatsan tradisional;
dan

e. penetapan alur kerja sama dan rujukan antars
Pelxyanan Kesehatan tradisional dengan Pelayansm
Kesehatan konvetisionial dalam sistem Pelayanan
Ecschatan.

Pasal 483

Lalam  ranghksa penyelenppasraan dan  pengembangan

Prlayanan Keschatan tradisional vang terintegrasi denguan

Pelavanan Kesehalan konvensional, Monteri:

4. menvusun kcbpakan prakrik Pelavanan Kesehalan
tradisional:

b, menelapkan persyaratan kelayakan prablik
Keechatan tradisianal: dan

. mengembanghkan  alur kerja sama den rajukan
anlara DPclayanan Kesehatan tradisional dengan
Pelayanan Kesehatan konvensional di datam sistem
Kesehalan nasional.

(2] Ketentuan ...
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Ketenitllatl lebih Janjul mengenal penyclenggaraan dan
pengembangan  Pelayanan Kesehslan lradisional vang
lenintegrasl dengan Pelavanan Kesehatan Konvensional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diator dengan
Peraluran Mentlen,

Pasal 484

Penpembangan  Pelayanan  Kesshatan  tradisional
dilakukan melalui pengembangan produlk, praltik, dan
praklisi pemben Polayvanan Kesehatan tradisional,
Pengembangan produk Pelayanan Keschatan tradisional
thlakuksn melalul pemetaan, penelitinn, dan pembiacan
kampendum nasional vang dapal berupa deftar jamu,
daltar Obat  herbal! terstandar,  serra formularium
htofarmaka.

Petgernbangan prakuok Pelavanan Kesehatan tradisianal
dilakukan melalui  pemetaan, penelitian, regislees,
slandarisasl, scrla pocmbinaan dan pengawasan prakiils.
Pengembangan prakiisi pemberi Pelavanoan Keschalan
tradizional  dilakuleasrn  melalul  pemetaan, penelitian,
registrasl, standansasi, peningkatan  Kapasitas, sera
pembinaan dan pergeawasan,

Fengembangan Pelayanen Kesehatan (radisional dapat
dilakukan oleh Pemernntah Pusat, Pemerintah Daerah,
lembaga penelilian, lembaga pondidikan,  dan/atau
imdustn.

hetentuan lebih lanpar menpgensd  pengembangan
Pelayanan Keschatan tradisianal diamir dengan Peraluran
Menter.

Paual 485

Pelavanan Kesehalan tradisional dapat dilakukan di:

PR T

(1]

tempat prakefik mandis;

Puskesmas;

Fumah Salir;

Fasilitas Pelavanan Kesebatan iradisional; dan

Fagilitas Pelayanan Keoseharan lain vang ditelapkan olch
Menteri.

Pa=al d#6

Pelayvanan Kesehatan fradisional diberikan aleh Tenaga
Keschalan radisional.

(2} Tenaga ...
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Tenaga Kesehatan tradisional sebapaimans  dimaksud
pada ayat (1) meruapakan orang yang melakukan
Pelayanan Kesehatan tradizional vang pengetahusn dan
keterampilannya dipercleh melatul pendidikan formal.

Pasal 487
Belain - Tenaga Keschatan  tradisional  sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 486, Pelayanan Keschatan
lradisional juga dapat diberikan cleh penyehal tradisional
dan lenapa lain yane memiliki kompetensi di bidane
petavanan Kesehalan iradisional.
Penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada avat (73]
merupakan orang yang melakukan Pelayvanan Keschatan
tradisional  vang  pengoctahuan dan ketecainpilannya
diperalebh melabli  perpalaman tuman temurun atauo
pendidilkean nonformal.
Penyehal  tradisivonal  vang  memberikan  Pelavanan
Kesehatan iradisional  scbagaimana  dimeksud  pada
ayat (2] harus memiliki buk pencatatan dar Menteri.
Pencalalan  scbagaimena  dimaksud  pada  awar {3
diselenggarakun melalu Sistem Informasi Kesehatan vang
terintegrasi denpan Sistem Informasi kKesehatan Nasional,
Eclentaan lebah lanjurn mengenal penyveheal tradisional dan
Tenagad lain yang memilila kompetensi di bidang Pelavanan
Kesehatan (radisional diatur dengan Peraturan Menter.

Pasral 48

1zin praltik Pelayanan Kesehatan tradisional diterbilkan oich
Pemerintah Daetrah kabupaten/kota sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan aleh Menieri,

(1]

Pasal 489

Tenaga Kesehatan iradisionad, penyehat tradisional, dan

lenaga  lain vang melakukan  Pelayanan  Kesehatan

tradisional wajih:

a. menggunaken alal dan tcknologh vang amean bagl
Keschiatan sesuai denpan standar yang ditetaplkan oleh
¥ernten;

b. mengikuti alur kerja sama dan rujukan dengan
Pelayanan Kesehalan konvensional i dalam sislem
Eeschatan  nasional  sesual dengan ketentian
peraturan perandang undangan; dan

. memberikan  pelavanan  sesuai kompelensi  dan
keweonangannva.

2] Tenaga ...
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(2 Teonaga Keseharan tradisional, penyehat tradisional, dan
lenagea  lin vang membenikan DPelayanan Kesehatan
tradisional dilarang melakukan publikasi dan iklan yang
tidak sesuai dengan bulai fimiah,

{3} Sctuap penvehat tradisional yang melakukan Pelayvaonan
Keschatan  lradisional dilarang membenkan danfataun
mengglittakan  Obal dun Bahan Obat scrta bahan
berbahava, radiasi, invasif, dan meneganakan Alal
Koeschatan /ponunjang diagnostik kedokteran, tumbiaban,
hewnsn, dan mineral yang dilarang sesual dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

(4] Ketentuan lebih lanjur mengenal alue herjo sama dan
rujukan, scrta kompetens! dan kewenangan Pelayanan
Keschatan tradisional diswor dengan Peraturan Menfert.

Pasal 440
Sctiap prlaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan tradisional
tiarus dilskikan pencatatan dan pelaporan melalul Sistem
Informasi Keaehalan yung terinlegrasi dengan Sistem Informasi
Kosehatan Nasional.

Pusal 491
Pelayanan Kesehatan tradisional yang lerinlegrasi dengan
Pelayvanan Kesehatan lkonvensional dapar dibiaval mmelala
jaminan  keschatan  nastonal  sesual dengan Ketentuian
perdluran perundang-undangan.

Pasal 492

(1} Pemoermmtah Pusat dan Pemerintah Daeralh mengatur Jdan
mengawasi  Pelaysman  Keschatan  tradisional  dengan
didasarkan pada  keamansm, meanfaal, dan kuoalitas
pelayanan dalam rangla pelinduonpan masvarakeal,

2} Dalam mengawaslt DPelayenan  kKesehatan  rradisiooal
sebagaimnana dimaksud pada ayat {13, Pemerintah Pusat
atan Pemerintah Daerah sesudd dengan kewenangannva
mengenakan sankst administratif | kepada Tenaga
Kesehatan radisonal, penychat tradisional, atsu tenaga
lain yang melalakan pelanggaran lerhadap ketentuan
Pazal 489 avat [1) =ampai dengat avat [3).

(3] Hanksi adiminisiratil sebagaimana dimaksud pada avar [2)
berygma:

4. tocguran lisan;
b,  toguran tertelis, danfatan
¢,  pencdbutan izin.

Fasal 493, | .,



SK No 230789 A

®

PRES!IDEM
REALBLIK INDOMESIA

- 208 -

Pasal 4463
(1] Pemerintah Pusat dan Pemerinsh Dacrsb melakukan
koorditiasi sevars. berkala dan berkelanjulan  dalsm
prlaksanasn Pelayanan Keschatan tradisional
(2] Prmenntah [Puasat  bertangpung jawab menjamin
ketersedinan Pelavanan Kesehatan tradisional melalui:

3, PeRyUsUNEan nonnd, slandar, prosedur, dan knleria
Pelayanan Keschatan tradisional,

b, penyclenggaraan dan fasilitast pelakzanaan
Pelayanan kKeseharan tradisional;

¢, penvediaan Sumber Dayva Kesehalan di bidang
Kesechalan tradisions]; dan

d.  penyvelengparasn pemantavan dan penilalan kualitas
Pelayanan Kcschatan rradisional.

(3 Pemerintah Daerabh herangping  jawaly  menjamin
ketersediaan Pelavanan Kesehatan 1radisional melal;

4. penyusunan kebijaksn Pelagyaman Keschatan
tradisipnal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dengan berpedoman pada nomma, standar, prosedur,
dan kritena vang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b, penvelengparaaty dan faslitas prelabananaan
Felavanan Keschatan rradisional;

. prayedigan Sumber Daya Kesehatan di bidang
Kecschatan tradisional:

d. penvelenggaraan pemantauan dan peniladan kaalilas
Pelavanan khesehalan iradisional; dan

& persinan praklk Pelaysanan Eeschatsn tradisionsl
sesual  denpan ketentuan  peraturan porundang-
nndangan.

Pasal 494
Masvarakal  diberi  kescmpatan scluas-luasnya  untok
mengembarigha, meningkatlan, dan mengrunakan
Pelayunan Eoeschatan tradisional yang dapat.
dipertangoungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Bagiat . . .
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Bapan Keduas Pulubh Empat
Sandar Pelaysnan Keschatan

Pasal 445

Sctiap penvelenggaraan Upaya Kesehatan yang dilakukan
meladul Pelavanan Keschatan dilaksanakan sesuai dengan
slandar Pelayanan Keschatan.

Hrandar Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksod
pada avat [1] merupakan pedoman bagl Tenaga Medis
tdlan Tenaga Keschatan  dalam menvelengsarabkan
Pelawanan Keschatan.

Pasnnl 3960

Standar Pelayvanan Kesehatan hertijuan untik;

.

e

(1}

{2}

(1]

(]

memberiksn acuan bagl Tenaga Medis dan Tenage
Kesehalan dalam menyelenggarakan Pelavanan
Kesehatan:

mcnjamin muty Pelayanan Kesehatan; dan

membenkan pelindungan dan kepastian hukum  bagi
Tenapa  Medis, Tenaga Keschatan, dan Pasicn dalam
penvelenggaraan Pelayanan Kesehatan,

Pra=zal 497

slandar Pelayanan Kesehatan bemipa:

a. standar Pelayanan Keschatan nasional; dan

b pedaman nasional pelavanan klinis.

Standar Pelavanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) ditctapkan oleh Menteri.

Pasal 498

Penyusunan standar Pelayanun Keschatan meonpacu
kepada prinsip:

f. pelayvanan berpasat pada Pasien,

b, kebuaiuban Pasien;

i, kesclamatan Pasien:

d.  pelavanan berkelanjutan; dan

e.  etika profesi.

Peclayanan berpusat pada Pasien sebagaimana dimalsud
prada ayal (1) hurut a memipakan Pelavanan Keschatan
vang mehbalkan hubungan antara  Tenaga  Medis,
Tenaga Kesehatan, Pasien, dan  keluargs  untuk
memaslikan  Polavanan  Kesehatan yang  diberikan
menghargai kebuluhan Pasicn.

3} kebutluhan . ..
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Kebutuhan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
huruf b merupakan  kebutuhan Pasien untok
mendapatkan  Pelayanan  Kesehotlan  sesusi dengan
kebutuhan keschatan Pasien,

Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada aval (1)
huraf ¢ merupakan sistem yvang mombuat asuhuan Pasien
lebih amar.

Pelayvanan berkelangutan sebagaimeana dimaksud pada
avat (1) huruf d merupskan pelayanan berkesinambungan
vang dilakukan scrara komprehensil di sepanjang siklus
kehidupan zerta diberikan dalam lempal  Fang
berkesinamlningan  mencakup  kelaarga,  komunilas,
Felayanan Keschatan primer, dan Pelavanan Keschatan
lanjutan,

Etika profcsi scbapaimana dimaksad pada ayat (1] harot e
merupakan seperangkat prinsip dun norma vang mengilkat
profesi dalam memberikan Pelayanan Keschatlan erbaik
kepacds Pasien,

Panwal 499

Nelam penyelenggaraan Pelavanan Keschatan di Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan, setiap  Fasilitas  Pelavanan
Kesehalan  menyasun  stendar  prosedur  operasicnal
denpan menpaou pada standar Pelayvanan  Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497.

Standar prosedur operasionsl di Fasihitas Pelavanan
Kesehatan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) memuaart:
a.  panduaan praktik klinis; dan

L, progsedur pemeriksaan atau tindakan.

Standar prosedur operasional sehagaimana dimaksud
pada ayat [1) ditctapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

Panduan praktik klhnis scbhagaimana dimakswugd pada
avat (2] huraf a dibuar berdasarkan buktl terbaru dengan
pendckatan peonyalat dan pelayanan vang  dibenkan
multprofest atau intas profesi,

Panduan prakuk klinis scbhagaimana dimaksad pada
avat (4] dapat dilengkapl dengan alar klims, algonbms,
arall prosedllr.

Prosedur pemeriksaan  atau  tindaken  sebagaimana
tirmaksud pada avat {2) haruf b dibuaat berdasarkan bukti
lerbaru  dengan  pendekatan jenis  pemetiksaan  atall
tndaksn yang akan dibenkan.

(7] Dalam . ..
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Balam  hal  beham tersediznva standar  Pelayanan
Kesehatat sebagaimana  dimakswad pada avat {1),
pemyusunan standar prosedur operasional Jd1 Fasalilas
Pelayvanan Kesehalan dapal mengacu kepada standar
profocst, buliti terbaru, atan referensl lainnya dengan
mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Pa=al 300

Fasililas Pelavanuan Heschatan  wapnbh membenkan
FPelyranan Keschatan kepada masyarskat sesusl dengan
standar Pelayanan Koschatan.

Temaga  Medis  dan  Teonaga  Keschatan  dalam
menyelengrarakan praktik wajib memberikan Pelayanan
Kesehatan sesual dengan standar Pelavanan Kesehatan.
Fasilitas  Pelayanan kesehatan, Tenaga Medis, dan
Tenaga kesehatan THNE melangear ketenoaan
sebagaimana dimaksud pada aval (1) dan avel (2] dikenad
Sunkal  admmislranl  oleh Pemenntah  Puosat dan
Pemerninlah  Dacrah sesusl dengan keweonangannya
borupes.:

a. tocguran lisan;

b.  tocguran tertulis,

.  denda administratif:

d. pencabutan S1P; dan/atan

e, pencabiltan perizinan bherasaha,

Tala cata pengenasn  sanksi  admimistratf berupa
pencabutan porizinan boiussha sebagamana dimaksuad
pada avat [3] huruf ¢ dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan micngenal tata cara  pengenaan Sanksi
administratif sebageimana  dimaksud pada aval (3)
huruf a  sampai dengan  huaraf o dismar  dengan
Peratiiran Meniterd,

Bagian Kedus Puluh Lima

Pelavanan Kesehatan Proimer dan Pelayanan

Keschatan Lanjutan

Paragraf 1
Umum

Pazsal B0

Upaya Kesehatan dalam beniuk pelayanan disclenggarakan
melalui:

a.
b.

Palayanan Kesehatan primer; dan
Pelayanan Kesehatan lanjulan.

Paragraf . . .
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Paragraf 2
Pelaysanuan Keschalan Pomer

Pasgul 502

Pelavanan Kesehatan primer  merupakan  Pelavanan
Keschatan  vang terdekat dengsm masvarakat scbhagal
kontak pertama Pelavanan Keseharan.

Pelayanan Kesehalan Pnoier sebagsimana dimaksud pada

avat [l) disclenggasrakan secara terimtegrasi dengan

n1juan;

a4, pemenuhan kebutuhan Keschatan dalam sctiap fasc
kehidupan,

b.  perbaikan delerminan Keschalsm atau faktor yang
mempengaiuhi  Kesehatan  vang  ferdinl atas
determminan sosial,  ehonomi,  komersial, dan
lingkungan; dsn

c,o penglatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan
masyarakal,

Permermihan  kebutuhan Kesehatan dalam setiap fage

kehidupan sebapaimana dimaksod pada ayat {(2) huruf a

meliputi pemenuhan kebutuhan pada i, bavi dan anal,

remaia, dewasa, dan lanjul usis,

Perbankan  detormunan Kesehatan  ataw faltor  vang

mempengarihi kesehatan sebapaimana dimaksud pada

ayal (2] hural b mechbatkan pihak terkait melahu
penyvusunan kebijakan dan tindakan hintas sektor untuk
metiguarange risiko dan faklor yang berpengaruh lerhadap

Keschatan,

Perhaikan determinan  Kesehatann atan  skior vang

mempengaruhl Keschatan scbagaimana dimaksud pada

ayat (4] dilakulkan dengan dukungan dan komutmen

Pemennlah Pusal, Pemenntah Dacrah, dan masyvarakat.

Penguaran  Kesehatan persegrangan, kelaarga,  dan

ritfsvatakal sebagaimana dimaksud pada ayat [2) hurul ¢

dilakzanakan untuk mengoptimallan status Keseharan
dengan membangun Kemandirian hidup  sehal  serla
menguatkan peran sebapal milra pembangunan

Kcscharan dan pemberi asuhan unhak divi sendiri dan

untuk orang lain,

Pengualan Kesehalsn  perscorangan,  keloarga, dan

masyaralat  sebagaimana  dimaksud  padas oayat [5)

dilabnlean uniuk memberikan layanan vang berpusat pada

perscorangan, borfolns pada keluarga, dan berorientasi
pada masyvarakat yang sesual dengan latar belakung souial
badayva-

Pasal 5403 . ..
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Pasal 503

Pelayanan Kesehalan primer menyelengmarakan Upsaya
Kesehalan  perscorangan dan Upaya Keschatan
rnasyarakal

Upawva kesehatan persecrangan sehagaimana dimaksad
pada avat (1] diselenggrrakan  secara  komprehensil
meliputi  prommotil,  preventil,  kuratil, rehabdlilalil,
danfarta paliatit vang berdampalc hanvs kepada individu
dengan pendekatan siklus hidup yang berkesinambungan,
Upava kesehatan masvarakal sebagaimana dimaksod
pada ayal (1] diselenggarakan sccara  komprchensif
mehput promoll, preventf,  kuranf,  rchabilitatif,
dan/atan paliatift yang berdampak kepada masyarakart
dengan pendokatan sikdus hidup vang berkesinambangan.
Upaya Kesehatan persenrangan dan Upaya Kesehalan
masyarakar pada  Pelavanan  Kesehatan  priner
diselenggarakan oleh Puskesmas dan sislem  jejaring
Pelavanan Kesehatan primer di wilayah keganyva.

Pasal S04

Upaya Keoschatan perseorangan vang hersifat promaotf
merupakan kegeiaran untok memampukan individu dalamn
mengendalikan dan meninglkatkan kesehalanneva.

Upaya Kesehatan persearangan vang bersifal promotil
dapat berupa pembensn penjelaszan dan/atau cdubasi
tentang gayda hidup sehal, faktor nsiko,  =scrta
permasalabhian Keschalan,

Lwaya hescehalan perseorangan vang bersifat preventif
beriujusn untuk mencegah  terjadinva  penyalkit atau
menghenlikan penyvakit dan mencegah kamplikasi vang
diskibatkan sctclabh timbulnyra penvalkit.

Upaya Keschatan persearangan vang hersifat prevenul
dapat berupa imunisasi, detelsi dind, dan inlervensi dind,
Upava Kesehatan perseorangan vung bersifat kuratif
hertujuan untuk  penyvembuhan  penyalkit  dan/ataw
pengurangan penderitaan akibat penyakit.

Upaya kKesehalan perseorangan vang bersifat rehabilitatif
hertujuan uniuk mengoprimalkan fungsi dan menglirang
dizahililas pada individu dengan masalah Kesehatlan
dalam inlersksinya dengan lingkunganoyva.

Upaya Keschatan perseorangan vang bepsifal rehabilitatil
dapat berupa torapl wicara atau fisioterapi,

Upaya heschatan persearangan vang bersifal paliatif
berlupuan untuk meningkatlan kualitas hidup Pasicn dan
keluarganya vang menghadapl masalah berkaitan dengan
penyalat yang mengancatn jiwva,

() Upaya., ..
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Lpaya Kesehalan perseorangan yang bersifat paliatf dapat
Berupa identifikasi dind, penilaian vang benar, pongobatan
rasa sakit, cdan penangatan maszloh lain, baik sk,
psikaozesial, maupun spirtnal

Pa=al 505

Upava Kesehatan masvarakal wvang bersifal promolif
merupakan suatu kegiatan  danfatan seronghkoisn
kemartan  untuk  memampukan  masyarakatl  dalam
mengrndalikan dan meningkatkan kesehatantoya.

Upnya Keschatan masyarakat vang bersifat promotif dapar
berupa komunikasi yvang cofcktil untuk mengedulkasi
rasyarakal  lenlang  Keschalan  dan [aktor  yang
mempengariihi serta cara unluk meningkatkan status
Kesehatan, penguatan gerakan  masvardkal,  serla
pernyusunan kehijalan dan regulas vang mendukung dan
mclindungl Kesehatan masyvarakar,

Pasal 06

Upava Kcschatan masvarakat yang bersilal prevenuil
merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap saatu
mdsalah Keschatan fpenvakit untuk menghindari atag
mengllrangl nsike, masslah, dan dampak buruk akibat
penyakit.

Upava Kesehatan masyarakal yang bersifat  proventif
dilakukan melahli surveilans, pemoanlausn siatus dan
pcrmasalahan Kesehatan masvarakal, penangpulangan
permasalaban yeng  ditemukan, serta kegialan
peneogahan  ponyakdt  atau permasalahan kesehalan
Lairmys,

Pasal 307

Upaya Kesehalan masyvarakat yang bersifat kuratif memipakan
kegiatan pengobatan yvange dilujukesn untuk menghentikan atau
mecngendalikan penulacan dan beban penyralddt di masvarakat.

Fazal 308

Lpaya Keschatan masvarakat yang bersilal  rehabilitarif
metilpakan kematan untuk membanil penyinlas kemball ke
masyarakat.

Pasal 5049 . .,
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Pasal 309

Upaya Keschatan masvarakat yang bersifat paliatif merupakan
kegiatan untuk memampukan masyvarakat ateu komanitas
dalam memberkan dulunmpan untuk meningkatkan kualitas
hidup Pasien dan keluarganva vang menghadag masalah
berkaitan dengan penyakit yang mengancarm jiwa.

Pa=zal 310

{11 Pelavanan Kkesehatan primer diselengrarakan melalod
suaty sistem jejaring Pelavanan Kesehalan vang saling
berkoordinasi dan bekerja sama.,

(2] Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelavanan
Kegehatan primer di wilayah keganva,

(3] Histerm jejaring Pelayanan Kesehalan primer sebagaimans
dimalksud pada ayat (2] dirancang uriuk menjangloea
selurah masvarakat melahui:

strilitur jejaring berbasis wilayah admini=iratil;

strulkitur jejaring berbasis saluan pendidilen,

sirukiur jejaring berbasis tempat kerja;

strikiur jejaring sislem rygukan; dan

grrilkir jejaring nlas sekior,

o0 oo

Pasal 511

slriakir jejaring berbasis wilavah administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 510 ayat [3) horof a memastikan

tersedianya Pelayanan Keschatan untuk scluruh masyvarakat
dengan menjamin terscedianya Pelavanan Kesehatan hingga
tngkal desa/kelurahan yang melipati:

4. Fasiilax Pelayanan Keschatan  fingkar  pertama dan
Fasllilas Pelayanan Keschatan penunjang, baik milik
Pemerintah  Pusat, Peomerintah  Deerabh,  meaiapan
masyarakal;

b, undl Pelayanan heschatan di tingkat dese /kehirahan; dan

<. Lpaya Keschatan bersumber dava masvarakat,

di dalam wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 312

{1} Unit Peclayvanan Kesehatan doi tingkat desa/kelurahan
renguordingsikan urusan Keseharan oi desa/Relurahan
termasuk pembenan Pelavanan Kesehatan dan parisipast
masyarakat,

(2] Unir Pelavanan Keschatan di tinskat desa/kehirahan
sebagaimana  dimakswd  pada awvat (1} minimal
dilaksanalkan aleh kader Keschatan yvang ditugaskan aleh
desa fkelurahan dan Tenapgs Keschatan,

[3) DPembenan . ..
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Fembenian Pelayansn Kesehatan sehagaimana dimelsud
pada ayal [1) dilaksanakan oleh Tonaga Keschatan vang
paling sedikit terdiri atas satu orang perawat dan satu
nrang bidarn.

Partisipasl masyarakal sebagaimana dimaksud pada
aval [1) dilaksanalkan olell kader Kesehatan paling sedikit
2 [dua) crang yang dilugaskan aleh Pemerintah Dacrah
atau Pemerintah Desa) kelurabhae.

Dulam  rangka menunjang  tugas  kader Kesehatan
sehagaimana dimaksud pada sval (4], Pemerintah Pusat,
Pemerintah Dacrah, atau Pemerintah [2esa membenkan
inscntif kepada kader Kesehatan.

LUnit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan
dilaksanakan sesuwai standar pelayanan  Puskesmas
pembantu vang ditctapkan oleh Menteri,

Pasal 513

Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat merupakan
wahana pemberdeyaan masyvarakal bidang Kesehatan
vang dibentuk atas dazar kebutuhan masvarakat, dikelola
olch, dari, unluk, dan ersama masvarakar, seria <dapat
dilasilitasl aleh Pemerintah Pusal, Pemerintah Daerah,
daty/ atau Pemerintah Desa dengan melibatkan sektor lain
vang terkait.

Upava Keschatan bersumber daya masyarakal dapat
berups pos pelayvanan terpadu.

Pos pelayanan terpadu  scbapaimana  dimaksud pada
ayat (2] dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan
masyvarakat scsusd dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

FPos pelavanan terpadu  scbagaimana dimaksud pada
avar {3 bertugas meombanta  kepala desa  dalam
peningkatan Pelayanan Kesehatan masvarakat desa.

Pos peclayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada
aval [4) dilaksanakan olch kader dan/atan masyarakat.
Pelavanan Keschatan masyarakat desa schagsimeana
dinaksud pada ayatl (4] termasulk:

a. Pelayanan kesehatan seiuruh siklus hidup sesual
standar vang ditetapkan olch Menteri;

pemherian edukasi Keschatan kepada masyarakel;
pemberdayaan masvaralkat; dan

parlisipasi dalam perencanasn dan pelaksanaan
pemnbangunan Kesehatan di desa/leluraban,

Ao

Pazal 514 . ..



SK Mo 230718 A

PREZIDEN
REFPUBLIK INDONESIA

- 217 -
Pa=zal 314

Malam rangla pelavanan sosial dasar bidang Kesehalan di pos
pelayanan terpadu, dilakukan  pembinaan weknis dan
peningkatan  kemampuaan kader oleh unil Kesehatan di
desa/kehitahan dan Puskesmas,

FPasal 315

(1] Dalarn pernyelenggarasn pelayvanan sosial dasar bidang
Kegehalan di pos pelayanan lerpadu, Pemenntah Pusat,
Pemeriniah Dmerst, atauw Pemennoah Desa memberikan
insenlil kepada kader.

(2] Insentil sebagunimens dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber duarl anggaran Pemerintah Pusat, Pemoerintah
Daerab, dan/atan Pemenniah Dess.

(3 Pemberian insenll kepada kader vanpg bersumber dad
Pemerintah  Pusal, Pemernlah Deerah,  dan/ @
Petnerintah Desa tidak bersifal duplikatif,

4] Pemberian inseniif wang bersumber darl anggarean
Petnerinlah Pusal sebagaimena dimaksud pada avat [2)
dilakukan melalui transler ke daerah sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

[3)  Hesaran insentil htighkup kelurahan diletapkan oleh kepala
daerah.

(&)  Besaran insentif lingbup desa ditelapkan oleh kepala desa,

¥y Dalam  menetapkan  hesaran  insentil  sebapaimana
dimaksud pada avat [3) dan ayar (9], kepala dacrah dan
kepala desa mempertimbanglan 1ugas dan beban kerja
kadcer.

Pasal 51f

Setiap Fasititas Pelavanan Keschalan dalam struktur jojaring

berbasis wilayah administratil sebeagaimana dimaksud dalam

Fasal 510 ayar (3] hurad a melakukan:

a.  Pelayanan Kesehatan sesual dengan slandar; dan

b.  penyampaian laporan pelayansan kepadsa Puskesmas di
wilayah kerjanya melalui Sistem Infvrmasi Keschatan vang
terintegrasi dengan Sistem Inlormeasi Kesehalsn Nasional.

Pasal 317

Srtap unit Pelayanan Kesehalan dalam struktur jejaring

berbasis wilavalh administranl sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 510 ayat (3] hurmnif a melakukan;

d. Pclayvanan Kesehatan untul seluruh siklus hidup scsuai
slandar; dan

b,  pornyampaian ...
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penyvampaian laporan pelavanan melali Sistem Intormasi
Kesehatan vang teriotegras] dengan Sistem  Informasi
Kesehalan MNasienal,

Pasal 518

Struktur  jojarimg berbasis satuAan prndidilean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 ayvat [3) buruf b
mencakup semula sataan pendidikan di dalam wilavah
kerja suaiu Puskesmas,

Satuan pendidikan dalam jejaring Pelayanan Kesehatan
primer  melalibkan Pelayanan Kesehatan  sesual
dengan pedoman penyelenpgarasn heschalan sckolah
sebagaimmana dimakesud dalam Pasal 229,

Panal 5149

Struktur jojarnng berbasis tempat kerja sebagaimana
dirmaksud dalam Pasal ST10 avat (2) huruf ¢ mencaloap
semud lempal kerja dl dalam wilayah  kerns sualu
Maskesmas.

Tempat kerja dalam jejaring Pelavanan Kesehatan primer
melakitkarn Pelavanan  Kesehatan sesunl slandar
Keschalan kerja.

Pasal 5210)

Strukbur jojanng sistem rajukan scbagaimana dimaksud
Pasal 310 ayat [3) hunif d dilakukan melalui rajukan
gecara verlikal, horizorital, dan roguk balik,

Rujulkan secara verbkal scbagaimanas dimaksud pada
ayat [1) merupakan mojukan dar Fasilitas Pelayanan
Kesehatan perujuk ke Fasilitas Pelavanan Kesechatan
penening rujukan yang memuliks ingkal kemampuan ebah
tingel scsual kebutuhan medis Pasien.

lHujukan secara horizontal sehagaimana dimakswud pacda
ayal [1) meripakan rwukan dan Fasililaz Pelayanan
Keschatan porujuk ke Fasilitas Pelavanan  Kesehatan
poncnma  rujukan yang =ama tingketan  Pelayanan
Kesehatannya, namun memiliki jenis kompetensi 1erienng
vang Tidalr dimililki oleh Fasililus Pelayansn Eesehsian
periulk,

Eujul: balhk scbapaimana dimaksud pada ayat (1)
merapakan pelaksanaan rujukan terhadap Pasien yang
telah selesai ditangani pads Fasililus Pelayanan Kesehalan
petieriing rujubkan dan masih dibutuhkan  perawatan
lamjutan pada Fasilitas Pelayvanan Kesehatan yvang lehih
tendah kempetensinva.

(w2 Jeolanng . ..
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[F Jejaring sistem mijulkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberlakukan bag penvclenggaraan elayanan
Kesehatan persenrangan berdasarkan kebutuhan medis
Pasien dan kemampuan pelayanan pada scbap Pasilitas
Pelayanan Kesehatan  dengan mempertimbangkan
ak=esibilitas.

(1 Dalam menentukan majukan, Faslhitas Delayanan
Keschatan primer dapat mengpunakan Telemedisin,

Paszal 521

(17 Htrukmar jejaring lintas sektor sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 510 ayat (3] hurut & mencakup jojaring
pemerintah di tinglket keecamaten, desa/kelurahan,
dusun, mikun warga, rukun tetangga, dan jejaring mitra
Kesehatan untak mengarasi determinan Kesehatan.

2 Pelibatan jejaring lintas sekwor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dapat mendukung Pelayvanan Kesehatan.

Pazsal 522

Pemerintah Pusat, Pemerintabh Daerah, Pemerintah Desa,
Fasilitas Pelaganan Kesehatan, Puskesmas, dan sistem jejaring
Petavanan  Kesehatan  primer dan  masvarakat vyang
menyelenggarakan  Pelayanan  Kesehatan  primer  harus
melakukan pencatatan dan pelaporan melalul Bistem Informasi
Kesehatan wvang terintegrasi dengan  Sistemn [nfonmasi
Kesehatan Nastonal.

Pamal 523

(1) Pemerintah Puasat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahb
I}ema  bertanggung  jeawah  ates  penyelenggarann  dan
pembinaan Pelavanan Kesehatan primer,
2y 1alam  melaksanakan tanggung  jawal  sebagaimana
dimaksug pada ayat (1], Pemerintah Daerah melakukat:
a. pemasunan regulasi Pelavanan Kesehatan primer di
daerah yang mengacu pada kehijakan nasional:

k. perencanaan dan pengalokasian anggaran Pelayanan
Kcsehatan primer di daerah;

c. penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer;

d. pecmenuhan  sumber daye  dalam Pelayanan
Koschatan primact; dan
pelaporan Pelayanan heschatan ponmer skala dacrah.

[3) Da.la.m melaksanskean langgung jawab scbhagaimana
thrmahsud pada ayatl (1), Pemermlah Desa melakukan;

4., pengperdkan dan [asidilas) parlisipast masvarakat
dega dalan pembangunan Keschalan;

b.  pemenuban . ..
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b, pemetnuhan sumber daya termasul kader dan
anggaran desa dalam menyelenggarakan Pelavanan
Kesehatan primet: dan

. penyelengraraan  Pelayanan Kesehatan primer i
desa,

Pasal 5324

Drldam  penyelenggaraan  Pelayanan Kesehatan primer,

masyarakul berpoeran:

g, menerapkan kemandinan hichap sehar;

b, melakukan denulikas pennasalahan Kesehatan i
masyatakal;

v, disermunas ndormeas keschalan; dan

tl. mendukung  kemoadabian akses  dalam  jejaring
Pelavanuan Kesehalan,

Dalam hal masvarakal sebapaimana dimaksud pada

aval (1) berupa badan usahia swasla, langeung jawal alas

penvelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer dapat
dilakukan melalui:

a, kerja sama pemenithan  saranha  prasarana Jan
pementlhan  Perbekalan  Kesehalan vang  terkadt
Pelayvanan Kesehatan primer,

k. kerjp sama peningkaran kapasitas Sumber 13aya
Manusia Kesehatan di Pelavanan Kesehatan primer;

. kerja sama dulungan operasional pemberdavaan
masyarakar, dan

d. kerja sama dalam diseminesi Informas) Kesehatan.

Pasal 524

Ketentuan lehih lanjut mengenai penvelenggaraan Pelayanan
Kesehatan primer dalam suam sistemn jejaring Pelayanan
Kesehatan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 310 <an kader
sebagaimana dirmaksad dalam Pasal 513 aval |5 ciatur dengan
Peraturan Menter,

{1}
{2}

Paragraf 3
Labaratorinm Kesshatan

Pa=al H2f

Penyelenggaraan Pelavanan Kesehatan prmer didukung
dengan laboratarium Kesehatan.

Laboratorium Keseharan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mcliputy

a. laborotorinm medis;

b, labeoratorium Keschatan masyvarakat; dan

¢, labeoratormum lainnya vang ditetapkan oleh Menter,

lMasgl 527 . _ .
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Pasal 32T

Laboratnrium  medis sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 226 avat (2] hunad & merupakan laboratonium vang
melaksanakan hangsi pemeriksasn spesimen klinik untuak
mendapatkan informesi tentang Kesehatan Pasien terlkait
dengan pencgakan diapnosis, lala lakssng, mmorilonrg
penyakit, prognasis, dan pencegahan penyakit vang dapart
berpengaruh pada Kezehatan perorangan.

Hclain melaksanakan fungsi pemenksaan sposimen klinike
sebapaimana dimaksud pada ayal (1), laboratorium medis
dapat melaksanakan Mpgsi jejaring surveilans berhasis
laboratonium, fungsi penclitian, dan pendidikan di bidang
laboralonum medis,

Pamal 328

Laboratorium medls schagaimana dimaksud dalam Pasal 526
vl [2) hurul a dapal diselenggaraksn oleh Pemerinlah Pusat,
Pemerintah Naerah, maupun masvarakat.

{1]

(2]

Pasal 229

Lubwralorium  Kesehualan masvarakal  sebuguimans,

dimalksud dalam Pasal 526 ayat (2] humif b merupakan

laboratonum yang melaksanakan pemenksaan spesimen

hlinik dan penpupan sampesl sebagal upava penceeshian

dan pengendalinn penyrkit serta peningkatan Kesehatan

masyarakat.

Luboratorium  Kesechalan masvaraksal  seboagsimana

dimaksid pada avat [1) melakakan fungsi:

a.  poncriksaan spesimen klinik;

b, penguian sampel;

e, survellans penvalrit dan laktor nisike Kesehatan

berbasis laboratorium serfa respon KLB, Wahah, dan

brencans;

pengelolaan dan analisis data laboratoriam,;

komunikasi dengan pemangku kepentingan;

penguslan kapasites sumber dayva maneisis;

pengelalaan logistils khses laboralomun,

priygaminan oty laboratoriam;

pengoordinasian jejaring laboralonum Keschatan;

kerja sama  dengan  lembaga/institusi  nasional

dan/atau intcmasional;

pengelalaan hiobank dan falau Horeposilorn;

anahsiz masalah Kesehatan masyarakat berbmsis

laboraonum;

. pengembangan teknolog tepal guna; dan

1. PCTUIMURal rekomendasi kebijakan dan
pengembangsn program Keschatan.

eyl R N

g

Pasal 530 . . .
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Pasal 530

Pemerintah Pusat Jdan Pemerintabh Thaerah hermangming jpwab
mrenyodiakon dan menyclenggarakan laboratorium Ecoschatan
masyaraloal scbapmmans dimaksud dalam Pasal 526 ayal [2)
hurul b,

{1}

{=}

{3}

4]

(3]

5]

(1]

Pa=zal 531

Laboratorinm  Kesehatan  masyarakat diselenggarakan
secara berjenjang dalam 3 (limma)] tingkatarn, mehputt:
#.  laboratorium Keschatan masyarakat tinghst 1 [satu);
b,  laberatorium Kesehalan masvarakal lingkal 2 [dos);
¢, laberatoriamm Kesehatan magvarakal impgkat 2 [Ligal,
d.  laboratariam Kesehatan tmasynrakat  tingkeat
4 [cmpat); dan
¢, laboratorium Keschatan masyarakat tinglkat 5 [luma).
Labwratorium  Kesehalan masvarakal lngkat 1 [satu)
sehagaimana dimaksad pada asat (1) harmal & mempaloan
laharatorinm Kesehatan masyarakat di Puskesmas aftan
laboratonum lainnya sesual dengan kctentuan peraturan
perindang-tmdanyan,
Laboratorinm  Kesehatan masvarakar lingkat 2 [dual
sehagaimana dimakaud pada ayat (1) humaf b merapakan
laboratonum  Kesehatan masyarakat pedzs  daerah
kabupaten/ kota,
Laboratorium  heschalan masyarakal ungkat 3 [Ligs)
sehagaimana dimaksud pada avat (1) huraf © merapakan
labaratorium Kesehatan masyarakat pada daerah provinsi.
Laboratorinm Kesehatan masyarakat tingkat 4 {empaf)
schagmimana dimaksud pada avat (1) huraf d merapakan
laboratorrn - Keschalun  masyarsabat  pads wilayah
regiohal,
Laboratarium  Kesehatan masyvarakat tinglkat 5 [lina)
sehagiimana dimoaksiid pada ayat (1) humat ¢ memipakan
laboratoriam Kesehatan masyvaraksal nasional,

Pasal 232

Dalean melaksanakan fungsinya, laboratorium Keschatan
masyarakar dapat berjejannge denpan laboratorium medis,
penyelenggara biobank dan/atau bioreprailor,
laboratorium Keschatan lainnya, danfatau laboratoriam
nun-Kesehalan,

(2] Benejaring . ..
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(2] Berjejaring sebagaimena dimaksud pada  avat (1)
dilaknikan sesuai kebnamahan, mmehpati:
a. pemeriksaan spesimen klinik dan/atal pengdjian
sarnpel;
pemrosesan dala duan informasi;
peningksatan kapasitas sumber daya manusia;
penjaminan mutu laboratoriom Kesehatan;
penyelenggaraan  hiokank danfatau bicrepositor;
danfaran
f. bentuk kegiatan jejaring lainsya.
[3) Laboralonum Kesehatan masyvarakal mengadi keordinator
Juaring laboratorium Keschatan di wilayahrya.

Toon oo

Pazal 533

Pemrosesan dala dan inlormmas] sebagaimeana dimaksud dalam
FPasul 532 ayal {2) hara! b dilakukan melalal sistem informasi
laboratonum Koschatan vang terintegrasi dengar
Histemn Informast Kesehatan Nasional.

Pasal 533

BPalarn  hal  laboralonom Keschatan  dan laboratonium
nun-Keschalsn menemukan hasil pemenkssan laboratorium
vang bcorlkaitan dengan penyvakit vang berpotensi KLE atau
Wabah, laboratnorinim Kesehatan dan lalmratoriuim
nnn-Kesehatan  wajibh melaporkan  kepada  kepala  dinas
kesehatan dalam wakia kurang dari 24 (dus, pulubh empal) jam
sesuAl denpasn kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pa=al 335

{1} Penyelenggaraan lahoralorium Kesehatan harus didukung
cleh sumber daya munusis, sSeardana, pPrasarans, scrta
peralatan,

{2} Laboratorium HKeschatan hamis memenuhi standar
keumanan dan kcsclamatan hayati.

Pazal 536

f1] Humber daya manisia sebagaimans dimaksed dalsen
Pazal 533 ayal (1) lerdirl slas lendaga mangjorial dan
Tenaga telnis.

(2]  Sarana sebagaimans dimaksud dalam Pasal 535 ayat (1)
mehpull lokasi dan bangunan.

{3} Frasarann . .
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Pragarana sebagaimana dimaksad  dalam Pasal 5335

gyal (1] paling sedikil lerdin atas;

4. sistom tata udara/ventilasi;

k. =istem pencahayaan;

., sislem penecslolagn @ir, sanilasi, dan higienes;

d s1stom kolistnkan;

e. =zistem pengelalaan imbah;

[, sistem komunikasi;

g sislem protcks) pebir;

h. =istem proteks) kebakaran; dan

i. sarana evakuasi serta keselamaran dan Keseharan
kerja,

Peralatsn scbagaimana dimaksud dalam Pasal 535 avat (1)

herus memenuhi standar persyaratan nminl, keamanan,

dan keselamatan,

Pa=al 337

Fetenlusn lebih lanjul mengenal pedomsan poryvelenggaraan
laboratorinm  Keschatan  scbagaimana  dimaksud dalam
Fasal 326 sempai dengan Pasal 536 diatir dengan Peratiran
Menteri.

{1]

K]

(1]

(]

Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan Lanjutan

Pa=al 338

Pelavanan Keschalan lanjulan merupakan pelaysansan
sposlablis dan/atau subsposialis yang mengedepankan
pelayvanan  laratif, rehabilitatif, dan  palatif  tanpa
mengabaikan prometl dan preventil,

Pelayvenan Keschartan lanjutan scbagaitnana dimakswad
pada avat {1] diselenggarakan oleh Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sesual dengan kompelensi  dan
kewenanpgsn pada Fasibtas  Drelavanan  Keschatan
Lingkat kamjut.

Pasal 5334

Dalamn  pengembangan Pelayanan kKeschatan langutan,
Pemernintaly Musat, Pemenntabh Daerah, dan masyarakart
dapat mengembangkan pusar pelavanan  ungealan
nasional vang berstandar inlernasional.

Penpembangan  pusat  pelayanan  ungpulan nasional
scbagaimana dimaksud pada avar (1] hermujusn uniuk
memenuh kebumban  Pelavenan Keschalan  dan
tnenghadapr persamnpsan regronal dan global.

Baglan . . .
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Pclavanan Kesehatan di Dacrah Tertinggal, Perbataszan, dan Kepulauan seris
Daerah Brimazatah Keschalan alau Dacrah Tidak Diminan

5K Mo 230716 A

Ay

(2}

(1]

(2}

[3)

[4)

{1}

Pasal 541)

Pemerintah  Puisat  dan  Pemerintalh LDaerah  wajb
menvediakan skses Pelavanan Keschatan primer dan
Pelayansn  Keschatan  lanjutan di selurubh wilayah
Indonesia,

Kewajiban  sebagaimena  dimaksud  peda avat (1]
dintamalkan dengan mengoptimalkan peran
Pemermiah Dacrah.

Pasal 541

Pelayanan Kesehatan i cdaerah tertingeal, perbatasan,

dan kepulavan serta daerah bermesalah Kesehatan atau

dacrah lidal:  diminati  diselenggarakan Lrluk
meningkatkan aksesibilitas dan mulu Pelavanan

Kesehatan  melahyi bkerbagai  pendeknatan dengan

memperhatikan  karaktenshk masing-masing  dacrah,

kebuluhan  masyvarakat sctempat, dan permasalahan

Kesehatan vang ada,

Daerah tertingzal, perbatasan, den kepulauan serta

daerali bermasalah Kesehatan atau daerah tidak duninati

sebagmimans dimaksud pada ayal (1) merupaksn daerah
vang diteniukan sesuad dengan keleniluan perallran
perandang-undangan.

Pendelatan scbagarnana dimaksud pada avat {1} berupas:

4. sbralepm Pelavanan Keschatan;

B, pernyediaan Tensgsa Medis doan Tenapa Kesehalan aloo
pelimpahan kewenangan tlalam Pelayanan
Keschatan; dan

v, peryediaon sarang dan prasarans, Sedisan Farmasi,
dan Alat Kesehatan sesuai siandar,

Srlain pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan

serta daerah bermasalaly Kesehatan atan daerah tdak

ditminati, pendekatan Pelayanan Kegsehatan sebagaimana
dimaksud pada zoyat (2) Juga dilalkukan pada kswasan
hulan dsm komunilas adal lerpeneit

Paxal 342

Strateg Prelayanan Kesehatan sebagaimana dimalsad
dadaen Pasal 541 ayal [3) hurad a dilakukan dengan
madifikasi Pelayanan Kesehatan.,

2] Madifilasi . . .
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(2] Modifikasi Pelayanan Kesehatan sehagaimana ¢imelksad
pada avat {1} merupakan kegiatan Pelayanan Keschatan
viang dibernkan menyesusikan denpan kondisi dan
permagalaban masing-masing wilayah.

(3] Meodiikasi Pelayanan Kesehalan  yang  dilakubkan o
kawasan daerah fertinggal, perbatasan, kepulavan,
kawazan hutan, dan komunitas adat terpencil berupa:

a. DPrlavansn keschatan bergerak;

i, Pelavanan Kesehalan gugas palai;

&.  Pelavanan Kesehatan berbasis Telelkesehatan dan
Telemedising dan

d. mochifikass Pelavanan Kesehatan lain,

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi Pelayvanan
Ecschatan diatur dengan Peraturan Menten,

Pasal 343

Penvelenggaraan Pelavanan kKesehatan di kawasan daerah
tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan  batan, dan
komunitas adat terpencil harus dilabukan oleh Tenaga Medis
dun Tenaesa  Eeschalan  yang  memulike kompelensi
dan  kewenanean sesoal denpan keleniusn peratllran
perundang-undangan.

Pasal 544

Dalarmn hal Tensaga Medis dan/aeu Tenaps Keschalan Gdak
tersedia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pravins, atau
Pemernintah Dacrah kabupaten/kota haras mmelakukan:

a, peminudahlugasan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
antarkabupaten /kea,  aran anlarkecamatan sesoal
dengan ketentizan perabiran perandang-uncdanga,

b. pclatthan Tecnaga Medis dan Tenaga Kesehaton untuk
kompetensi tambahan tertentu scsual dengan ketentuan
peraniran peruandang-undangsan; alan

.  pelimpahan  wewenang unluk  melakubkan  Pelavanan
Keschatan kepada Tenapa Medis dan Tenaga Kesehartan
vang tersedia bail secars mandat maupun delegatif,

Pasal 245

(17 Pemerinlah Pusal dan Pemerintah Dacrah menjamin
ketersediaan smarana,  prasarana,  dan Perbekalan
Kesehatan di Fasilitaz Pelayanan Keschatan kawasan
daerah tertingeal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan,
dan kormuanitas adat terpencil.

{2} Retersediaan ...
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Ketersodiaan — sarana,  prasarana,  dan Perbekalan
Reschalan sebagaimana dimaksod pada avar (1] haras
mempertimbxangkan:

a. kebutuhan Prlayanan Kescehalan;

b. kotersediaan Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan,
tlan

c.  kesulitan gcografis dan ketorbatasan jejaring Fasiiitas
Prlayanan Kesehalan,

Ferbehalarn  Kesehatan  sebagaimena  dimaksud pada

avat [1] meliputi:

a.  (bat, bahan medis habiz pakal, dan Alat Kesehalan
baik jenis dan jumlah sesuad kebuluhan, termasuk
aldal konlrasepsi;

h, Obat untuk penvelamatan nyawa;

c. Peorbekalan Keschatan wntuk  skrining  pernvakil
minimal  sespal  dengan pakel  layvanan pada
Pelavanan Kesehatan pritmner,

d. Perbekalan Kesehatan dalam bentuk »apid tesi; dan

e. Perbckalan Keschatan lain  sesusi kebuluhaen
Felavanan Kesehalan  berdasarken  kondisi dan
masalah Kesehatan masing masing daerah termasuk
dacrah cndemis.

Pocmerintah Pusat dan Pemernintah Daerah secara bertabap

melakuban petnbangunan infrastrakiay jalan,

perhubingan, den Fagilitas Pelayonan Keschatan untuk
memngkatkan akscs Pelayanan Keschatan yang bermulu

Fasal S

Faslilas Pelavanan Kesehatan Kawasan daerah terfinggal,
perbatasan, keputlavan, kawasan hutan, dan komuritas
adat terpencil dapat mencnma distnbosi Perbekalan
Reschalan dari dinas kesehalan kabupalen/kota melelahi
kebunahan Pelayanan Kesehatan dalam 1 [satu] bulan.
Distribusi Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pida ayat (1) harus memperumbangkan  kelersediaan
Perbekalan Kesehatan untuk Fasilitas  Pelayanan
Keschatan lainnya di bngkup kabupaten/kola linnya
serla kemampuan dalam pengelolaan peovimpanan.

Pasal 247

Seliap Faslilas Pelayanan Kesehatan di kawasan dasrah
tertinggal, pecbatasan, kepulauan, kawasean huten, dan
komunitar adat terpencil wajib melaloukan pencatatan dan
poelaporan.

(2] Pencatatan . . .
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(2] Poncatatan dan pelaporan schagsimana dimaksad pada
avat [l] dapat dilaltukan melaln Siswem  Inlormnas:
Kesehatan wvang termtegrasl dengan Sistem Informssi
Kesehatan Masional.

Puuul 545

Ketentian lelibh  lanjut mengenal pelaksanaan DPelayanan
Kesehalam i kawasan  daerab lerlimpgal, perbatasan,
kepulauan, kawasan hotan, dan komunitas adat terpencil
diatur dengsm Peraturan Mentern.

Dagian Kedua Pulub Tajuh
Pelayanan Kesehatan dengan Pemantaatan
Teknologl Informast dan Kotnarikasi

Paragraf 1
Umum
Pasal 544
(1) Pergelenggaraan Upayas keschatan dapat memandadlkan
teknalngl mfarmast dan komunikasi dengan

mjuan  memperhias akses dan meningkatkan  muia
Pelavanan Kesehatat,

(2] Telnologt mmformasl dan  kemunikas:  sebasalmans
dimaksud  pada avat (1] terintegrazi | dengan
Sistern Ininrmasi Kesehatan Nasional.

Pasal 550

(1) Dcmardaatan tcknologl  infonnasi dan komunikas:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1) dapat
dilakzanakan melahii Telekegehatan dan Telemedisin.

(2] Telekesehatan sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) terdin
alas petnbensn pelayanan klinis dan pelayanan nenklins,

(-} Permberian pelayanar klinis sebagairnans dimmaksud pacla
avat {2} dilakukan melaha Telemedisin,

Puanal 551

Sctiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yvang menvelenggarakan
Pelayanan Kesehatan melahli  feknologh  informeasi  dan
kamunikasi wa)ilk menjalankan standar keamanan data dao
gsistern  elekironik  sesual  dengan  kelenlusn  peratursn
perundang-undangan,

Pazsal 552 _ _ .
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Fasul 252

Sctisp prrgvclenggara Prlaysnman heschalan vang
memanfaatkan tckuologl informasi dan komunikasi hars
menggunakan rekam medis clektronik dan mempuanval
standar nteraperabilitas sesual dengan pedoman yung
ditetapkan oleh Menten.

Pemyusunan  standar  interoperabilitas schapsimana
dimaksud pada ayat {1} dilaksanalkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pa=al 353

Sumber daya manusia dalam penvelengaraan Upaya
Kcesehalan berbasis teknologl informas dan komanikasi,
Lerndin ®2les:

d. Tenapa Medis;

. Tenaga Kesehatan; dan

e, Tenaga Penduloing atan Pemanjang Kesehatan,
Sumber daya memisia sebagaimana dimaksud padae
ayal [1) harus memilikl kompelenst i bidang teknologi
informast dan komunikasi,

Pasal 354
Dalam mendukung penvelenggarazn Telekeschalsn dan
Telemedisin yang berkualitas,  Fasilitas Pelayanan
Ecschatan harmis menyediakan  sarsma,  prasarand,
dan fatan peralatan.
Ruangan pelavanan untuk penvelonggaraan
Telekeschatan dan Telemedisin dapat berdin sendin atau
terintegrasi  dengan  raangan Polavanan  Keschatan
lainmya.
Penyediaan janngan internct dan jaringan listnk scsus
standar kcbutuhan layanan digital

Pasal 355

Penyelenggara  Telekesehatan dan  Telemedisin dalam
memberikan pelavanan dapat mengpunakan aplikasi.
Aplikasi sehaparmana dimaksud pada ayar (L) merupakan
aplikasi Trleckeschatan dan Telemedisin dengan  sistem
kenmansn dan kesclamatan data sesasl dengan ketenluan
peraturan perundang-undangan,

Penyelenpeara Telekeschalan dan Telemedisin dapal
mengembangkan  dan mengegunskan  daplicast mandin
ataupan menggunakan aplikas milik pemerintal atau
Swasla,

{4} Dalam . ..
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Dalarn hal penyelengearaan Telekeseharan  dan
Telemedizin mengpunakan aplikast yang dikcembangkan
zocara mandin, aplikasi scbagaimana dimaksud pada
aval (2} harus  lerepisirasi di Kementerian  vang
menyelenggarakan  urasan  pemerinotahan di hidang
kesehatan.

Ketontuan MCIECnal registrasi aplibaasi FANY,
dikembangkan sceard mandin dilakcukan sesug dengan
ketenluan peraluran perundang-undangsan.

Pazal 556

LUntuk mendukung terzelenggaranya Upava Keoschatan
vang memanfaatian tcknologl informast dan komunikasi,
Perperinlah Pusal dan Pemerintah Daerah berfanggaing
jawab untulk menvedinkan infrastrukbore.

[nfrastruktur sebagaimana dimaksud pada awvat (1)
mecliputi histrik, JAringan internel, dan
inlrastrukiur lainnva puna menduking lerselenggaranya
Upaya Kesehatan.

Paragraf 2
Telekesehalan

Pa=zal 257

Tetekesehatan merupakan Upava Kesehatan dalam
bentuk Pelayvanan Keschatan vang meomarndaatkan
Leknologl informast dan komunikas jarak jauh dengan
pemberian pelavanan klinis dan nanklinis,

Pemberian pelavanan klinis sebagrimana dimak=ud pada
avat [1] merupakan konsultasi klimis dan koensultasi hasil
PEINeTIKSAMAIl PEIUILADY,

Pemberian pelavanan nonklinis sebagaimana dimaksad
pada awat [1) berupa promatif, preventi, luaratif,
rchamlitatf, dan fatan paliatf serta sistom informasi dan
adrmimislras Kesehalan,

Persvaraltan untuk menvelenggarakan Telekeschatan
melipuli; :

a. sumhber dava manusia;

b.  =marana dan prazarana;

.  peralatan; dan

d.  aplikasi.

Ketentnan lebih lanjut mengenal  persyaratan  untak
peryelenggaraan Telckeschatan scbagaimana dimaksud
pada avat (4) dianur dengan Peraluran Menteri,

Paragraf . . .
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Paragraf 3
Telemodisin

Puasul 558

Penyelenggaraan Telemedisin melipuall layanan:

a. antar-Fasilitas Pelayanan Keschatan; dun

b. antara Fasilitas Pelavanan  Kesehatan  dengan
masyarakal.

Penyelenggaraan Telemedisin antar-Fasilitas Pelavanan

hesehalan sebapaimeana dimaksud pada avat (1) burf a

merupakan  Telemedisin  yang  dilaksanakan  antara

Fasililas Pelayanan Kesehatan satu dengan Fasilitas

Pelayanan  Kesehatan yang lain untuk menegakkan

diagnesis, penaralaksanaan kilinis, dan/atan pencegalian

penvakit den cedera.

Fenvelenggaraan Telemedisin antara Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dengan masyarakat scbagaimana donakesuod

pada ayat (1) huruf b meropskenn Telemedisin yang

dilaksanalean  olch  Faslilas  Prlayanan Kesehatan

kepada perscorangan unluk  kepentingan  diggnosis,

prnalalaksanasn klinis, dan/atau pencegahan perivakal

dun cedera,

Fasililas Pelayansn Keschatsm dapal secara  mandicd

menyelengearakan Telemedisin alaa bekerja satna dengan

pernyvelenggara  sistem elekironik vang terdafrar sesuai

dengan ketentilan peraturan pernindang-undangan.

Fasilitas Pelavanan Kesehartan vang dapat

menvyelenggarakan Telemedisin terdin atas:

a. Fumah Salat:

b.  Tuaskesmas;

. klimik;

d. prakllk mandirn Teonaga  Medis  alan Tenaga
Kesehatlan;

. laboratonum Kesshatan: dan

. apotek.

Fasilitas DPclavanan Keschatan yang meonvelenggarakan
Telemedhsin harus memenuhl persyaratan yvang meliputi:
g, nmsicukior

b, jenis pelayvanan,;

r.  sumber dave manusia; dan

d. standar klinis.

Pasal 553 _ _ .
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Fasal 534

[nirastrukfur sebapaimana dimaksud dalam Pasal 558
ayat {f) hunil a merupakan fasilitas yang diperlukan
untuk mendulning rereelengearanya Telemedizin.
Infrastrulthur  sebagaimans dimaksud pada  avat (1),
terdiri aras infeastruklar:

A.  SArana;

b, prasarand; dan

. perangkal

Sarana sebagaimana dimaksud pada ayatl (2} huruf a
merupakan bangunan atau mang yang digunakean dalam
melakukan penyclenggaraan  Telemedisin, yang dapat
herdin sendin atau terpisah dari area pelayanan.
Prasarand scbagalmana dimalkesud padsa ayal (2) horof b
meliput listrik, jaringan interiiel yang memadai, dan
prasarama lain yang  mendukung penvelenpggaraan
Telemeedisin,

Peranglat scbagaimana dimaksud pada avat (2) hunaf ¢
mediputi perangkat lunak dan perangkat keras dalam
mendukung penvelenggaraun Telemedisin,

Sarana, prasarana, dan perangkat scbagaimena dimalgsued
pada ayat (2] biarus mcimenuhi sratlar
pclayanan, persvaralan mulu, lkcamanan, kegelamatan,
dan laik palai sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangdn.

Pasal Se0

Perangkat Unak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559
ayat  [3)  merupakan  aplikasi yang  mendukung
penyelenpgaraan Telemedisin denpan sislem keamanan
dan keselamatan data sesuai dengan kelerntuan peratiran
perimdang-undangan.

Fasililus Prlavanan Kesehalan vang menvelenggaraluan
Telermedisin dapat mengembangkan dan menggunakan
aplikasi mandini  atan mengginakdan  aplikasi milik
pemeriniall atau swasta.

Dalam hal penyclenggarann Telemedisin menggunakan
aplikasi mandin scbagaimana dimaksud pada avat [2),
aplikasi  harus teregistrasi di kementerian vang
menyelengparakan urusan  pemerintahan di bidang
kezsehatan,

Regiztrasi aplikasi mandiri dilaksanakan sesuai defigan
kerentuan peraturan perundatig-undangan.

Fa=zal 261 . ..
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Fasal 361

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558
avar [f) bural b, meliputi;
a. telelonsuliasi;
. telelarmasi; dan
r.  pelayanan  Telemedisin  lainnva  sesuai denpsn
perkembangan dmu pengetahuan dan teknolog.
Telekonsultasi sebagaimana dimaksud pada avar [1)
huraf a merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh
untak  membanlu menegakksn  diagnosis  dangatao
memherikan pertimbangan/saran tata laksana.
Telefarmasi sebagaimana dimalisud pada awvat (1) buml b
merupakan pelayansn kefarmasian melalui pengelinadsn
tcknologi lamunikasi dan  sistem informasi kepadea
Pasien dalam jarak jauh,
Pelayanan  Telemedisin lainnya  sesual denpan
pecrkembangan  ilmu peongetahuan dan teknologi
scbhagaimana dimakisud pada avat (1) huraf ¢ merapakan
scmua pelavanan konsullasi denpan Telemedisin sesuad
pecrikembangan ilmu pengectahuan . dan Teknalogi
Koeehatan.
Kctentuan lehibh lanjul menpenai jenis pelayanan vang
dapat diselenggarakan pada ponyvelenggaraan Telemedisin
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dianar dengan
Peraturan Menterd,

Pazal 362

Sumber daya manusia scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5568 avat iG] hurul o terdivi atas:

a. Tenaga Medis;

b.  Tenaga Keschalan; dan

¢.  Tenaga Pendulning siau Penunjang Kesehatan.
Tenaga  Medis dan Tenaga Kesehatan  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) howruf a dan hurl b veng
melakukan penyelenggarsan Telemedisin wajitr memilila
STR dam SIP.

Kelentuan lebih lanjul mengenai STR dan SIP dalam
penyelenggaraan  Telemedisin  sehagaimana  dimaksod
pada ayal (2] diator dengan Peraturan Menteri.

Fazal 363

Slandar klinis sehagaimana dimaksud dalam Puasal 5538

aval (6} huraf d terdivi alas:

4. slandar prosedur cperasional dan ruang lingkup
pelayanan;

b, komunakasi. . .
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b, kemunikasi antara pemberi pelayanan  dengan
Puasien; dan

c.  kerahasiaan Pasien.

Srandar prosedur operasional sebagaimana dimalosnd

pada ayat {1} hund a beorupa prosedur pemberian

pelavanan Telemedisin.

Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a mergpakan jenis pelayanan atau tindakan

yang dapat diberikan melalii Telemedisin vang didasarkan

pada slandar profesi.

Komunikas) antara pemberi pelavatian dengan Pasicen

sehagainana dimuaksod pada awvat (1) humif b merupakan

kemampuan pewmberi  pelavanan  dalam melakukan

komunikasi dengan Pasien.

Kcrahasiaan Pasien sebagaimuns dimaksud pada avat {1}

huruf ¢ merupakan kewajiban penyelenggars Telemedisin

unluk memastikan data dan informasi Pasien terlindungi.

Pasal 564

kelenluan lebih lanjut mengenal penyelenpearanan lelemedisin
diatur dengun Peraturan Mentert,

BAE III

FENGELOLAAN TENACGA MEDIS DAN TENA(GGA KESEHATAN

SK Mo 230735 A

Bagian Kesatu

Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan

Pazal 565

Pemmeriniah Pusat dan Pemerintah Dacrah dalam menyusun
perencanaan Tenaga Medis dan Tenasgs Keschartan haris
memperhatikan;

A

oo oo

jenis, loaalilifeasi, jumlah, pengadasn, dan distribusi
Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan,

penyclecnggaraan Upays, Keschatan;

keterscdiaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

kevianpgsn ncegara atan daerah;

kondisi demografis, geografis, dan sosial budayva; dan
tipalogifjeris  penvakit Jdi daerah  atan  keburihan
masyaralkat.

Paaal 566 . | .
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Pasal 566

Perencanaan  Tenaga Medizs dean Tenaga Keschatan
thselenpearakan scbagal dasar pelaksanaan:

pengadasan,

pendayazunasn;

peningkatan mung, dan

pengembangan kaner Tenapa Medis dan Tenags
Keschatan  unmk  menjamin keberlangsungan
pembangnan Kesehalun.

Perencanssn sebagal dasar pengadaan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1]
hurmif a dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
dan perscbaran  institusi pendidikan,  keseimbangan
antara kebutuhan penyelengegaraan Upaya Keschatan,
kemampusn  produksi Tenaga Medis dan  Tenapa
Kesehatan dan priotitas pembangunan dan Pelavanan
Keschalan,

Perencanaan sebagai dasar pendayapunasn Tenapa Medis
dan Tenuags Keschatan scbagsimana dimaksud  pada
ayat (1] huraf b dilakukan dengan memperhalikan
kebutbhan Pelayvanan Keschatan, keterscdiaan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan, serta kondis) wilayah.,
Ferencanaan sebapal dasar peningkatan mutu Tenaga
Medis dan Tenupa Keschatan schagaimana dimeksud pada
ayat [1) hurof c dilakukan dengan memperhalikan slandar
profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, dan
perkembanpan lmu pengstahuan dan teknologl,
Perencanaan sehagai dasar pengembangan karier Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1} hurut d dilakukan dengan memperhatikan
lkketersedisan jenis dun syarat jabatan serta kompetensi.

=N

Fasal 267

Menteri menemapkan kebijakan  dan menyusun
pereticataan Tenaga  Medis dan Tenaga Kesehatan
dalam  memenohi kebutuhan Tenaga Medis  dan
Tenaga Keschatan secara nasional,

Menteri dalam menyusun percncanaan Tenaga Medis dan
Teraga Keschatan secara nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) melibatlan Fasililas Pelayanan Kesehatan,
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerabh kabupaten)
kata, Pemerintsh Daerah provinsi, dan pihwak  lerkait
berdasarkan Ketersedisnan Tenaga  Medizs  dan

Tenapa Kesehalan scria kebutuban  penyelenpgpgarasan

pembangunan dan Upayva Kesehatan,

(3] DPocrencaraan . .,
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[3) Poreneanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara
nasianal sebagaimansa dimmaksud padu ayal (1) dan ayat [2)
dilelapkan olch Mentcri.

Pazal 568

{1} Pemenniab Daerah wajlb menyusun perencanaan Fenaga
bedis dan Tenaga Keseharan di wilayahnya meliput
Fasilitas Pelayanan Keschatan atan unit kerja milik
Femerintah Daerah dan masyaralkat,

(2] Pemerintahh Daerah menctapkan percncanasn Tenaga
Mcdis dan Tenaga Keschatan dengan mengacu pada
perencanaan  Tensps  Medis dan Tenapa  Kesehatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 567 ayal (1),

Pasal 569

Perencanssn Tenaga Medis dan Tenagas Kesehatan dilakukan
tethadap Tenaga Medis dan Tenags  Keschatan  vang
melaksanakan  pekerasn keprofesian sesual dengan
kompetensi dan kewenangannya yang belkerja pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau unit kerja milik Pemerintah Pusalt,
Femernintah Daerah, atan masvarakal,

Pasal 570

Pererwanaan Tenaga Medis  dan Tenaga  Keseholan
scbagaimana dimaksud dalam  Pasal 587 ayat (1) dan
Pasal 568 awul [l) mengacu pada rencana induk bidane
hioschatan.

Pasal 571

Perencanaan Tenaga Medis dan Tenags Keschatan disusun
melalui pendekatan:

#. 1nsllusi; dan/atag

b, wilayah.

Pasal 572

(1} Penvusunan percncanaan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehalan mclalul pendekatan institusi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 571 hurnf a dilakukan dengan
rrengeunakan metode:

a.  analisis beban kega Keschatan, dan faran
b.  starular ketenagaan minimal.

[2) Penvusunan . ..
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FPenyusunsan  perencanaan  Tenapa Medizs dan Tenaga
Eeschalan meladul metode analisis beban kerja Keschatan
sebagaimana cimaksud pada aval [L) horod & untok
menghitung  kebutuhan Tenaps Medis dan Tenaga
Keschatan berdasarkan pada beban kerja di Fasilitas
Pelavanan Kesehatan atau unit Kerja rmilik Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, atan masyarakat.
Perpasunan  perencanaan Tenage Medis dan Tenaga
heschalan melalul metode standar ketenagaan minimal
sebagaimanad dimaksud pada ayat (1] hurof b ountuk
menghilung  kebuluhan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatat  sesusl  denpan sltandar pada Pasilitas
Pelavanan Kesehatlan yany baru alau akan didirikan,
HBelain mengunakan metade sebapaimana dimaksud pada
ayat (1], dalam menyusun perencanaan Tensmpa Medis dan
Tenaga Kesehaton dapat menggonakan metocde Lannya
scsual dengan perkembangan teknis perencanaan dengan
pendelatan mstibus.

Pramal 573

Penyusunan porencanaan Tenaga Medis dan Tenaga
Eesehalan melalw  pendekatan wilayvalh sebagaimena
dimaksud dalam Pasal 571 huraf b dilakuksn untuk
mendapatian kebulubun Tenspas Modis dan Tenaga
Kesehatan melahii penghiiungan kebutuhan di tingkat
kabupaten; kata, provinsi, dan nasional.

Penyusunan  perencanaan Tenaga Medis den Tenaga
Ecschatan melalui  pendekatan wilavah sebagaimansa
dimaksud pada avat (1] dilakukan untuk menghitung
kebuluhan  Temaga Medis  dan Tenaga Kesehatan
berdasarkan pada populasi dan epidemiologi penvakit i
keabupaten /kola, provinsi, dan nasional.

Ferencanaan Tenaga Medls dan Tenaga Keschatan melahei
pendekatan wileyah sebagaimana dimaksud pada avat [1)
dapat dilakukan peninjauan kembali seliap lahun.

Pazal 574

Ketenituan  Ilebnh  lsmjut mengenal tata cara penyusunan
perencanasn Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diglur
dengan Peratiran Menteri,

Bagian . . .
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Bagian Kegua

Pengadasn Tenaga Modis dan Tenaga Kesehatar

{1}

(2]

(3]

(4]

(]

FParagral 1
Lmum

Pasal 375

Pengadaan  Tensga  Medis dan Tonaga HKeschatan

dilaksanakan  sesual  dengan  perencanaan dan

pendayagunaan Tenage Medis dan Tenage Kesehatan.

Penyelenpgparasn  pengadaan Tenaga Medis dan

Tenaga Kesehatlan dilakukan melalul pendidikan tingg

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatlan,

Pendidikan tinggl Tenagn Medis dan Tenarga Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat [2) terdiri atas:

a. pendidikan akademik, yang toerdirl atas progrom
sarjana, magister, dan doktor

b. pendidikan vokasi, yang ferdiri atas programn diplomsa
Lga, diploma cmpat/sarjana  terapan, magister
terapan, dan deklor lerapan; dan

c.  pendidilkan profesi, vang lendin atas program profesi,
sposlalis, dan subspesialis.

Tenaga Medis harus mnemiliki kualifikas] pendidikan paling

rendah pendidikan prafes,

Tenaga Keschatan memiliki kuatifikasi pendidikan paling

rendah diploma tiga.

Paragraf 2

Penyelenggara Pondidikan Tingg Tenaga Medis dan

(1)

{2}

Tenaga Keschatan

Pasal 576

Iendidikan ringgl Tenaga Medis dan Tenoga Keschalan
diselenpgarakan oleh perguruan tinggl bekerja sans
dengan Fasilivas Pelayansn Keschatan.

Faszilitas DMelayanan Hesehatan varnp akan bekerja sama
dengan perguruan tinggl sebagaimang dimaksind  pada
ayat (1], harus fmemenuhl persvaratan vang ditetapkan
olch Menteri.

Selain diselengoarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud pada avat (1], pendidikan tinggi Tenaga Medis
tlan Tcnaga Kesehatan program spesialis dan subspesialis
juga dapal diselenggsrakan oleh REFPU hekeria sams
dengan perglrilan LInggE.

Pasul 577 . ..



SK Mo 230740 A

(1]

(2]

3]

(4]

(1)
(2}

(1]

PRESIDEM
REFUHBLIK INDOMNESIA

-2a30 .
Pasal 577

Kerja sama schapaimana dimaksud dalam Pasal 576

beriujuan ureludc;

a.  meningkatkan elfeklivitas, colisicnsi, prodoktivitas,
krealivilas, inovasl, mutuy, dan relevans: polaksanaan
tridhating. perguruan linggl untuk meningkatlkan
dava saing bangsa;

L. meningkatkan  sinkronisasi dan | harmonisas)
pelavenan  pendidikan dan penelitan bidang
Kesehatan; dan

¢, iemberikan  kenlobusi  nyata  untuk  bidang
pendidikan, penelilian, dan pengembangan dmuo
pengetahuan  dan  weknologh dalam  pembangunan
bidang Kesehatan di wilayahnya,

kerja sama sebagaimana dimaksud pada sovat (1) melipati:

a.  keria sama akademik; dan

b, kerjia sampa nonakademik.,

Hentik kerja sama akademik schapaimana dimaksud

pada avat [2) hur!l a paling sedikil berupa;

a. Pelavanan Kesehalan dalam saatu sistem Keschatan
akademnik;

b, penjaminan mulu  pendidikan tnggl bidang
Kesehatan; dan

c. kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengshbdian
kepada masvarakat,

Bentul kerja sama nonakademik sebapaimans dimadesud

avat [2) huruf b paling sedilul berupa kerja sama bidang

sumnber daye manusia, sarana dan prasarana, sorta
pendanaan.

Pazal 5748

Fuang linglaip kerja sams scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 577 diluangkan dalam perjanjian kerja sama.
Perjanjian kerja sama scbagaimana dimaksud pada
ayat {11 paling sedikil memuat hale dan kewajtban para
pihak serta memperhatkan hak dan kewajihan peserta
didik sesuai dengan ketentuan poraturan percndang-
undangan.

Pa=al 374

Penyelenggara pendidikan Lingp Tenaga Medis dan Tenaga
Ecschatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376
ayat (1} dan ayat (3) wajib memperoleh izin dari meniteri
vang mcnyvelenggarakan uruasan pemerintahan di hidang
pendidikan  =setelabh mendapatkan  rekomendasi  dari
Monter.

{2y TPerolehan . .,
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Perolehan 1zin sebagrimana dimeksud  pada ayal (1)

seLelah memenuhl persyaratan pembukaan program stodi

perididikan linggel Tenaps Medis dasn Tenags Keschatan.

Pergvaralan schapmamana  dimakesud  pada  ayat  (2)

paling sedikit meliputi

sLludl kelavakan dan naskah akademik;

reneand strategls ponyelonggarsan pendidikan tingg,

pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi;

kera =ama scbagaimana dimaksud dalam Pasal 376

dengan  PFasilitas  [Pclavanan Kesehatan  bagl

perguruan tinggl atau dengan perguruan tinggl bagm

RSP, dan

£, slstem penjaminan muty internal.

Dralam hal penyelenggara pendidikan Tenasga Medis dan

Tenaga Kesehatan merupakar;

a. perguruan tinggi negeri badan bukoamn; alau

k. REPPU tertenty vang memenuhl  persysaratarn
tambahan,

izin sebagaimans dimaksud pada ayal (1) dapeat diberilean

untak membuka program siadi secara mandin,

Penvelenggaraan perpurudn lnggl negerli badan hokuam

sehagaimana  dimaksud  padas aval [ hwaf a

dilaksanalan  sesual dengan  ketenlusn  perundang-

unclangan.

Persyatratan tarmbalian bagel RSPPU lertentn sebagaimana

dimaksud pada ayval (4) huruf b meliputi:

f. penyvelengegaraan pendidikan,  penclitian, dan
pengabdian kepada masyaralat vang bermutu;

b, pemenubun sbsndar minimum kclavakan fnansial;
dan

¢, pengelolaan  orgamisasi berdasarkan  prinsip tata
kelola yang baik.

Kelentuan lebih lanjut mengenai izin cdan persvaratan

penyelenpgara  pendidikan  tinggr Tenaga Medis dan

Tenaga heschatan distar dengan perafiiran mentert yang

tnenyelengparakan  urusan  pomcorimtahan di hidang

perrhdikan selelah berkoordinasl dengan Menteri.

Ap o

Pasal 580

Penvelengpara  pondidikan tinggi Tenaga  Medis  dan
Tenaps Keschartan harus memberikan manfaat dan berperan
akul dalam mendukung program untuk meningkatlan derajat
Resehatan masyvarakat.

Parapgraf . . .
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Paragraf 3

Standar dan Kurikuluin Pendidikan Tings Tenaga Medis dan Tenags

(1]
(2]

(3]

(4]

(4

(7]

kesehatan

Pa=zal 351

Pendidikan tmggl Tenaga Mcodis dan Tenaga Keschatan
harus memennt slandar nasional pendidikan Linggl.
Standar nasianal pendidikan tinggd pada pendidikan tingsi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan =seboagaimana
dimaksud pada ayatl (1) disusun oleh kementleran yang
menvelenggarakan urdsan  pemernnlahan di bidang
pendidikan dengan melibatkan  kemenderian yang
menyelenggarakan  urasan pemerintahan Jdi hideng
kesehatan dan Kolegium setiap disiplin ibnu.

Standac kompetensi luhusan yang menjadi bagian dad
standar nasional  pendidikan  tinggi  sehagaimans
dimaksud pada ayat (2) mcngacu pada standar kempetensi
Tenapa Medis dan Tenaps Keschatan yang disusun olch
Kolegium dan ditetapkan oleh Menler,

standar nasional pendidikan tinggi pada pendidilen tinggi
Tenrapa Medis dan Tenapa  Keschatan scbagaimana
dimaksud pada avat [2) ditetapkan cleh menleri yang
menvelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

SBtandar nasional pendidikan tingsi pada pendidikan dnggl
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalan sebagaimuons
dimaksud pada avat (1] merapakan acuan  dalam
penyLEInEn kuarikulum,

Kurikuhum sebagaimuana dimaksud pada ayat {(3) disusun
meh penyelengeara pendidikan unggi Tensapa Medis dun
Tenaga Keschatan bersama Kolegium.

Ketenluan mengenal keterlibatan Kolegium sebagaimana
dimalksud pada avatl (2), sy (3], dan ayat (9) dikeccualikan
terhadap pendidikan  tinggi Tenagy  Medis  dan
Tenags Keschatan yang belum memiliki Kolegiam,

Paragraf 4

Penyelengearaan Pendidikan Tingg Tenaga Medis dan

(1]

SK No 2MI742 A

Tenaga Kesehalan

Pasal o082

Selekol penernmaan  peoscrta  didik  pendidikan  tinggl
Tenaga Medis dan Tenags Keschalan dilaksanakan dengan
PILASIE:

a- obpekiif, ..
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abiekiif;

berbasis kompetensi dan prestasi

transparan,

d.  berenenlas: pada kebutuhan; dan

e, berbasiy leknolewm yang terintegrasi dengan sistcm
informasi.

Sclelksi  poncrnimaan  peserta didik pendidikan tinggi

Tenags Medis dsn Tenaga  Keschatan mencakuop

tes tertilis, wawancara, dan/atau poriololio.

0T

Pa=al 383

Dalam hal seleksi penerimaan peserta didik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 582 ayat [2) untok pendidilan
lngpei Teriags Medis dan Tenaga Keschatan program
spesialis/subspesialis, selelsi dilaksanalen oleh pandlia
sclcksy bersama  vang  diretaplkan  dalam  keputlusan
bersams  mentern yang menyvelenggarakan urmisan
pemerinlahan di bhidany pendidikan dan Meoterd

Seleksl sebagaimana dimaksud pada aval (11 dilakookan
denpan mekanisme dan sistem yang servagam secarn
nasien=l unluk semua penvelenggara pendidikan fingg
Tenaga Medis dan  Tenaga Keschualan  propram
speslalis/ subspesialis vang menerima pendanaan dari
Pemermtah Pusat.

Penerimaarn peserta didik pendidikan tinggd Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan propram spesialis/subsposialis
schagaimana dimaksud pada avar (2] dilakukan oleh
sistem scleksi bordasarkan pemeringkatan nilai hasil
seleksi, kebuluhuan Pelayansn Keschatan, dan preferensi
peserta seleksi.

Penerimaan peserta didik pendidikan tingel Tenaga Medis
dan Tenaga Keschatan program  spesielisfsubspesialis
sebapaimara dimaksud pada ayat (3] dapac
mempartimhangkan alirmasi untuk pemeratasn distribusi
Tenaga Medis  dan Tenaga Kesehatan  spesialis/
subspesialis.

Paosal 284

FPeserla didik pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan program spesialis/subspesialis didayagunakan
tdan diangkat sebagal pegrwai pada Fasililas Pelavanan
Kesehalan alan RSPPU penyelenggara pendidilean sesiim
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

(2} Pendavagunazan . . .
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(2] Pendayagunasn schapaimansa dimakesud pada avat 1)
meripakan bagian dan proses pendidikan.

{3] Peserta didik =sebagaimane dimeksud pade eyet {1}
diberikan immbatan jasa pelayanan oleh Fasilitas Pelaganan
Kezehalan alau REPPU penvelengpary pendidikan,

f4] Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} meorupakan peoscria didik tahap akhir maka
pendayapunaan dapat dilakukan pada Fasihitas Pelayanan
Kesehatan laih vang membnitihkan,

) BHelain menerima imbalan jasa pelavanan sehagrimana
dimaksud pada avat (3], peserta didik yvang ditempatkan
pada Fasililas Pelayanan Keschalan lan scbagaimana
dimaksiad pada ayar (4 juea dapal menerizns insentil,

Pasal 585

Pelaksannan  pendayapunaan  peserta didik sehagaimanae
dimaksud dalam Pasal 584 mengacu pada peroncanasn
Tenaga Mediz dan Tenaga Kesehalan sebapaimena dimaksud
dalam Pasal 567 avat (1],

Pasal SBG

Ketentuan [ehih lanpate mengenal perclavapunaan peserla didik
pendidikan Temaga Medis dan Tenaga Kesehatan program
spesiahisf subspesialis diatur dengan Poraturan Menteri setelah
herkoordinasi  dengan  menlerd  yang menyvelengoaradoan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menleri yang
menyclengegarakan urusan pemerintabon di bidang keuangan
Tegat,

Paragraf &

Pembinaan, Pengawasan, dan Penjaminan Mutu Pendidilan linggi Tenaga

3K No 230744 A

Medis dan Tenaga heschatan

Pa=al 587

{1} Pembinaan dan pongawasan terhadap pendidikan tinggl
Tenaga  Medis dan Tenapa  Keschatsm dilaksanakan
melalui:

A, agdvokasi, soslahsasi. dan bimhbingan teknis; dan
b, menitornng dan evalussi

(2] Pembinaan dan pengawasan lerhadap pendidikan tinggd
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan  sebagaimana
dimaksud padu ayat (1) dilaksanakan ocleh menteri yang
menyelenggarakan  uridsan  pemermlahsan di bidang
pradidikan dan Menteri secara bersama,

(3] Ketontuan ...



(1]

(4]

(-3

(4]

(=]

PRESIDEM
REFBLIK IMDOMNESIA

- 244 -

Ectentuan  lebih langjut  mengenal  pembinasn dan
pengawasan terhadap pendidiken tinggi Tenege Medis dan
Tenaga Kesehatan diatir dengan peraiuran menler yang
menyelenpparakan  urusan  pemerinlahan di bdang
pendidikan dan Peraturan  Menteri sesiai dengan
kewenangan MAasitg-masing,

Pasal 588

Perjarminan mul pendidikan ungei Tenapa Medis dan
Tenaga heschatan dilaksanakan  melalal sistem
penjantinan muta.

Sislemn perjaminan mulu sebapaimana dimaksud pada
ayel [1) lerdin alas sistem penjaminan mutu internal dan
sistcm pocnjaminan mutu eksrernal.

Zistem penjaminan matud internal sebagsarmana dimaksud
rada aval (2} dilsksanakan oleh unit penjamiman muto.
Unit pecnjsminan muotu sebagaimana dimaksud  pade
avat (3] pada perguruan tinggl melibatkan perwakilan
mitra Fasilitas Pelayanan Keschalan dan pada RSPRU
mehibatkan dosen perwakilsn perguruan tinggl.

Sistem penjamtnan mutu eksternal sebhagaimana
thmaksud pada avat [2) meliputi akredhtasi oleh lembags
akreditasi sesual dengan kelenluan peratursn perundang-
undsngan  terkait pomenuhan standar nasional
pendidikan tinggi.

Prazal 589

Ketentuan lebth |anjac mengenai pedomean penyelenpgaraan
perlidikan oleh RSPPU diatur dengan Peraturan Menterl
sotelah berkoordinas) dengan mentert yvang menyelenggarakan
urusan pemerintahan i bidang perdidikan,

Paragraf &

Ljazah, Gelar, Bertifikat Profesi, Ujl Kompetensd, Sertiikal Kompelensi, dan

3K No 230745 A

(1]

(<]

Sumpah Prolesi

Prasal 590

Peserta didile vang menyvelesaian pendidikan  tingg
Tenaga  Meths dan Tenapan  EKeschatan  berhak
mendapalloan:

a. ljazah dan gelar untuk diplama tiga, sarjana, dan

diplema empat/ sarjana lerapan; atau

b, Sertilikal Prolesi dan gelar untuk pendidikan profesi.
Lyaeeah, Bertihikat Profesi, dan gelar =ebagaimana Jimaksiadl
pada avat (1) diberikan aleh perpuruan tingsi.

(3] Dadam . .
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Dalam hal pendidikan profcsl scbagsimana dimaksud
pada ayat (1) hurmaf b merapakan pendidikan tinggl
Tenaga Medis dan Tenspga  Kesehalan program
speslalis/ subspesialis, Sertihkat Profcsi dan gelar
diberikan oleh perguruan linggl bersama dengan mitra
Fasilitas Pelayanan Keschatan atauy RBESIPU bersama
dengan milra pergarian linggi.

Pasagl 5491

Peserta Jdidik pada pendidikan vokast dan pendidikan
profesi harus mengikut w kompelenst secara nasional
Peserta dicik pendidikan pratesi sebagaimana dunaksud
pada ayatl (1} pada program spesialis/subspesialis haras
mengikuti vl kompeoteonst berstandar nasional,

1ji kompetenai sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dan
avat {2) dilaksanakan olch penvelenggara pendidikan
tinggi Tenaga Medis dan T'enaga Kesehatan bokerja sama
dengan Kolegium.

Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bdak
memiliki Kolegium, uji kompelensi schapaimana dimaksnad
pacla ayrat (3} dilaksanaken cleh penvelenggara pondidikan
tingEm Tenaga Medis dan Tenapa Kesehalan,

Lji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2] dilakssnakun berdasarkan standar proseduar
operasional yang ditetapkan borsama olch Menien dan
menter vang menyelenggarakan unisen pemerintahan di
bidang pendidikan.

Pasal 592

Peserla  didik  pendidikan vekssi vang halus oji
kompetensi pada akbhlr masa pendidikan memperoleh
Serbilikal Komnpetenal,

Peserta didik pendidikan prolest vang lulus i kompelensi
pada sakhir masa pendidikan memperoleh Bertifikat Profesi
dan RBertifikat Kninpetensi.

Sertifikal Kompelensi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1] dan avat {2} ditcrbitkan olch penyelenggara
pendidiken bekera sama dengan Kolegham.

Sertifikat Kompetensl scbhagaimana  dimaksud pada
aval (2] untuk  program  pendidikan spesialis dan
subspcoslahs diterbitkan oleh Kolegium,

Pasal 593 . ..
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Pasal 593

Pegserta didik wvang lelah Julus wjil kompelensi wajib
mengangkal sumpah prolesi sebagal perlangrungjawaban
muril kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam mclaksanakan
tugas keprofcsiannya.

Sumpalh profesi sebagaimana Jdimaksuad padae ayat (1)
dilaksanakan oleh  penyelengpara  pendidikan dnggd
Tenaga Medis dan Tenaga Keschalan,

Eelentuan  lelnh lanjut mengen=a  sumpah  protesi
schagaimana dimaksud pada avat (2} diatur dengan
Peraturan Menteri.

Paszal 204

Lulusan pendidikan tinggy  Tenaga Medis  dan
Tenaga Keschatan  wvang  telah memiliki - SBertifikar
Kompetensi danfataa Seetifikat Profest dapat Miberikan
STR atau pembaharian 5TR oleh Konsil alis nama
Menlert yang berlaku seumur hidup.

Lulusan pendilikan tingmg  Temaga  Medis  dan
Tenaga Kesehatlsn yang sudah memilikl STR sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat menjalankan praktile profesi
sctclah mendapatkan SIP.

Parngral 7

Inlernsip Tenaga Medis dan Pendavagunaan
Prserta Didik Program Spesialis Tenaga Medis

(1]

(2

{3

(1]

Pasal 5493

Tenapa Medils vang tclalr meonpangkat sumpah profesi
sebazaimana dimaksud dalam Pasab 5393 wajib mengiloari
program Intcmslp yang merupakan penempatan wagil
sementara pade Fasilitas Pelayanan Kesehalan lingkal
pertama dan Fasilitas Pelavanan Kesehalan ungkat lamjut.
Fasilitas Pelavanan Kesehalan sebagaimans, dimaksud
paia avat (1] meliputi Bumah Sakil dan Puskesrnas,
Kumah Sakit dan Puskesmas scbapaimana dimaksod
nada ayat (2] dilelapkan oleh Menteri.

Prasal 596
Program  nternsip  sebagaimana cimaksud dalam
Pasal 595 awat (1] bertoyuan unluk pemanlapan,

pemahiran, dan pemandirian,

(2] DProgram . ..
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Program nternsip sehagaimana dimakswuel pada ayat (1)
diselenggarakan secard nusional olch Meontend sctclah
bertkoordinasi dengan menteri vang menyvelenggaralan
urusan pemerintaban di bidunp pendidikan dan pthak
Lerloat,

Paxal K07

Selap dokler atsu dokter gig warga negara Indnnesia vang
lulus program profesi dalkter atan dokter gigl dalam nesen
dan luar neger wajib mengikuti program internsip.
Peserta program internsip sebagaimana dimaksod pada
faval (1) waith didamping clch dekter atau dolaer gigi
pendamping internsip,

Setiap dokler atau dokter ggl wargs negara Indonesia
scbagaimana  dimalksidg pada aval {1} haruas
menvelesaikan inlernsip sebelum melaksanakan praktik
keprofesiamnya.

Fragram internsip dokler  dan dokter  gig
sebagaimana dimalksud pada avar (1) dilaksanalkan paling
lama 1 [(satu} tahun,

Fasal 598

Tcnaga Medis yang telah menyelesaikan program micmsip
dilerikan surdl landa sclesal intornsip.

Pasal 599

Tenaga Medis yang mengikull program internsip wajibe

A,
b.

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah [ncdonesia;
bekerja =sesuail dengan standar kompetensi, standar
pelayanan, dan standar profosi;

mengintegrasilan pengelabuan, keterampilan, dan sikap
VAT diprroleh sclama pendidilan lan
mengaplhikasikannyve dalam Pelayvanan Keschacsmn;
mcngombangkan keterampilan praktik kedokteran
Pelavanan Keschatan primer vang menekankan pada
upaya prometif dan preventif;

bekerja dalam baas kewenangan  kiinis, mematuhi
peraluran intcrnal Fasilitas Pelavanan Kesehslan, scrta
ketentiaan hukum dan elika; dan

berperan akbf dalam timn Pelavanan Kesehalan di Fazilitas
Pclayanan Kesehatan,

Pasal 00 . . .
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Frasal &I
Tenaga  Medis yang mengikuti program  internsip  berbak
mendapatkan:
#,  bantusn ava hidup dasar, fransporiasi, dan/alao
tunjangan;

b, pelindungan hukum sepanjung mematuhi standar profes
dan standar pelayvanan;

c. pendampingan dan dokter atau dokter gigi; dan

d.  [asilitas lempat tinggal.

Fasal 601

{1] Biaya penyclenggaraan program internsip dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belarja nepars,

(2] Prmenntah  Daerah memberikar  lasililas dalam
pooyelenggaraan  pragram  inlemsip sesual  dengan
kemampuan daegrall,

Pasal 602

(1)  Menter] melaloukan pembinaan dan penggewazan terhadap
pelaksanaan pragram inlernsip dokler atau dokter gig
berkaordinas dengan menteri yang menyelsnggarakan
uUsan pernerinlahsn di bidang pendidikan dan Konsil,

[} Pembinaan dan pengawasan sebagaimans dimaksud pada
ayat (1] diarahkan untuk meningkaikan mutu program
mntemsip RECArs herkelanjulun dalam upaya
meaningkatkan muiu Pelayanan Keschatan.

Pasal 603

(1] Dalam hal Tenaga Medis yany menpkuti program:
mternsip melanggar hewsjiban scbagaimana dimalksud
dalam  Pasal 595, Monteri mengenakan  sanksi
ad minislratil,

(2] Sanksi administratif schagaimana dimakesad pada soeal £1)
dapal erupa;

A, leguran lisang
b, leguran tertulis; dan/atau
¢, rekomendasi penundaan penerbitan STR.

Pasial &g

Ketentuan |ebih lanjut mengenal  pelaksanaan  program
internsip diatur dengan Peraturan Menter,

Paragraf . . .
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Paragraf &

Sumber Nava Manusia dalam Pendidikan

(1)

(2}

[3)

{4}

(L]

(]

(1}

Tenapa Medis dan Tenaga Keschatan

Pauul 605

Sumber dava manusia Jdalam pendidilan Tenaga Medis

dan Tenaga Kesehalan lerdin atas;

2, pendidik dan tenaga kcpondidikan vang  bukan
meripakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan,

k. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalan,

t.  penelill dan fatau perekayasza; dan

d. tenaga lain sesuai dengan kelaitahan,

Pendidik dan tenaga kepe nn:hdﬂ-;an gebagoimana dimaksud

pada  aval {1} huraf 4 meliputt dosen dan  tcnaga

kependidikan pada perguruan tinggi.

Tenaga  Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimmana

dimaksud pada ayat (1) urul b meliputl Tenapa Medis dan

Tenags Kesehatan baik schagm pendidik klinis maupun

bulkan pendidik klinis.

Fenaga Medis dan Tenapa Kesehalan sebagsi pendidik

klinis sebasamang dimaksud pada ayat (3) membenkan

Pclayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelavanan Kesehatan

vang bermitra dengan pergumian Linggl alau RSPPU dan

menjalankan lupas pendidikan, scrta dapat melaksanakan

penelittan danfatan pengahdian kepada masvarakat.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bukan perndidik

klini= sebapaimana dimaksud pada ayat (3] vang

membenikan  Peolayanan  Kesehatan  pada Fasilitas

Felavanan Kesehatan yang betmilra dengan pergurasn

tinggi atau RSPPU dapul menjadankan tugas pendidikan,

penelilian, atau pengabdian kepada masvaraloat.

Pasal 606

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagal pendicik
klmis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 avat (3]
dapat memiliki jenjang jabatan akademik sampai dengan
Jabatan profesor selelah memenuhi persyaratan.

Ketenluan mengenad pendidik klinis sehapgaimana
dinalsud pada ayat (1] diabar dengan Peraturan Presiden.

Panal 607

Bumbcr dava menusia sebapgaimans dimaksud dalam
Pasal 605 ayat (1) mendapatkan kesctaraan pengalkuan
atas pekenaannya dalsm proscs pendidikan Tenaga Medis
dan Tenaga Keschatan dalam pengembangsn kanernyia,

2y Sumber .,
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Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
aval {1} dapal  ditupaskan unluk  melaksanalkan
pekerjaannya secara fleksibel  antarpenyelensgars
petididikan Unggl dan Fasilitss Prlavanan Keschatan.
Pelaksannan poekerjaan  sccaras  fleksibel =sebagaimena
thmaksud pada zvat [2) diator lebih lanjut dalam
perjanjlan kera sama antara perguruoan fingg dengan
mitra Fasihtas PPelavanan  Kesehatan amag antara
REPMJ dengan mitra pergunaan tinggl,

Paszal &0

Ketehtian metigenal dosen, lenaga kependidikan, peneliti, dan
perekayasa  sebapaimana dimaksud  dalam Pasal  &05
dilaksanakan sesual dengan kelentuan peraturan porundang
undanga,

(1)

(2]

(3]

[

(1]

Paragral 9
Raniuan Pendanasn Pendidikan

Pazal a9

Bantuan pendanaan pendidilian dalam penyelengearasan
pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalan diberikan
olch Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah,

Bantuan pendanaan pendidikan sebapgaimans dimaksud
pada  ayat (1} dibenikan  sesusi dengan kebijakan
perencanaatl Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
Banfilan pendanaan pendidikan scbagaunana dimaksud
pada avat {2} diberikan kepads Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan denpan mempertimbanglan:

a,  prioritas pembangunan Kesehatan;

.  helalubsan program;

¢, helersedisasan alokasi anggaran; dan

tl.  mmeksmisme perencanaan dan penganggaran,
Pembetian banluan pendanaan pendidikan dilaksanalaan
selama masa soul sesudi dengan loaikulum vaog
ditetaplan oleh penyelengpara pendidikan.

Pasal 610

Tenaga Medis dan Tenapa Kesehatan vang menetiins
banfuan pendansan pendidikan sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 609 ayat [1) wajib melaksanalan mesa
pengalydisn pada Fasilitns Pelayanan Kesehalan vang
diturnjul selclah menyelesailkan pendidikan.

[2) Fasilitas . . .
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Fasilitas Pelayanan Kesehalan vang dilunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayval [1) dipromiaskan unluk:
a. Fasihtas Pelayanan Keschatsan di dacrah tortinggal,
perbalasan, dan kepulanan;
k.  Fasilitas Pclavanan Kesehatan di daerah hermasalah
Keschatan, dan/fatau
c. Fasilitas Pelavanan Kesehatan yvang memerhikan
Pelavanan Keashatan rermasik pelayanan
spesialistik dan subspesialistik.
Tenaga Mediz dan Tensga Kesehalun sebassimans
dimalksud pada ayat (1] vane melaksanaskan masa
penpabdian pada Fasilitas Pelayanan Koschatan milik
pernerinlah diangkat schagal aparatur sipl negara aleh
Pemerninlah  Pusat atan  Pemerintah Daerab sesuai
kewenangannys dsm ketentuan peraturan penindang-
Lridangsn,
Tenapsn Moedis dan Tenaga Kesehatan yang menerimg
bantuan pendanaan pendidikan tidak  melaksanakan
masa pengabdian dikenal sanks: adminisiratil berupa
pencalntan 5TR.
Jangka waktu masy pengabdian diperhitungkan scbhagai
masa  kerja  dun diskul  scbagai  pendavagunaoan
Tenaga Medis dan Tenaps Keschatan.
Petnerimtah Daerah wapnb menvediakan sumber
Haya dalsm  pendayapunaan Tenaga Medis  dan
Tenags Keschatan sebagaimana dimaksugd pada avatl (3],
Pemernntah  Dacrah vang  tidek mendayagunakan
Tenapga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimans
dimaksud pada avat (3] tidaek dapar mengajukan usulan
pemenuhan kelutuhan Tenags: Medis dan
Tenaga Kesehatan spesialis alaa subspesialis  scjenis
untuk jangka wakti tertentn,
Ketentuan lelnh lanjul mengenal bantuan pendanaan
pendidikan Tenaga Medis dan Tenags Kesehatan distar
dengan Peraturan Menteri,

Pasal 611

Bantuan pendsnaan pendidikan dapet diberikan aleh
rRsvarakal,

{2) Mekanisme . . .
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(2] Mekanisme bantuan pendanaan pendidikan scbagamans
dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan scsual dengan
peranylan para pilhak.

Pazal 612

Menter,  gubernuar, dan bupati/wali keta  melakukan
pcmbinaan  dan  pengewasan  terhadap  penyelengearaan
bantuan pendanaan pendidikan HeHLAL dengan
kowonanganny:.,

Paragral 10
Pendanaan Pendidikan
Tenaga Medis dan Tenags Kesehatan

Pasal 613

{1} Pendanaan Pendidikan Tenapd Medis dan
Tenaga Kesehatan menjadi  tanggung jawabh bersama
anlura  Pemerintah Pusat, Pemerintah  Traerah,
penvelenggara  pendidikan  tinggl, Fasililus  Pelayanan
Keschatan vang melaksanakan pendidiken Tenapa Medis
dan Tenaga Kesehatan, dan masyarakat.

(@] FPendanaan Pendidikan Tenaga Muodis dan
Tenaga Kesehalan wang menjadi  tanggung  jawab
penvelengoara pendidikan lingg dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang melaksanakan pendidikan Tenaga Medis
dan Tenaga Keschatan sebagaimana dimaksud peada
aval [1] cdapat diperoleh dari kerja sama pendidikan,
penelitian, dan pelavanan kepads masyarakat.

{31 Dalam hal pesertn didik pendidiken Tenaga Medis dan
Tenapga  Kesehatan  mencrima  banluan pendanaan
pendidikan dari Pemerintah Pusal:

g, pendanaan  penvelenggaraan  pendidilkan pada
pergurian tinggl bherasal dan kementerian yang
menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan; dan

h. pcndanaan penyelenggarnan pendidikan pada Rumaeh
Sakit pendidikan  dan R3PPU berasal  dan
kementcrian  yang  menyelenggarakan  wWrusan
pemerintaban di bidang kesehatan.

{4} Dalarn .
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Dalam hal peserta didik pendidikan Tenags Medis dan
Tetagsa  Keschalan menenma  bantusn pendanzan
pendidilkan  ¢dari Pemerintah  Daeral, pendanauan
penyclenggarasn pendidikan haik padas pergiaraan tinggd,
Fumah Sakit pendidikan, maupun REPPL berasal dar
Pernennlah Dacrah,
Dalam hal peseria didik pendidikan Tenapgs Medis dan
Tenaga Kesehatan udak menerma banlusan pendanasn
pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah
dan membayar prndidikan secara mandivi, peserta didik
e bayar ayvy pendicdikan kepada:
2. pergaruan tinge dan mitra Rumah Sakic Pendidikan;
atan
b, REPFM dan mitra perguraa tinggi.

Paragral 11

Peningkatan Kompetensi secara Berkelanjulan

(1]

(2)

{1}

(2]

Pazal 414

Tenaps Medis dan Tenaga Kesehatan meningkatkan
kompetenst secara boerkelanjutan untuk mengembangkan
keprafesianmya,

Peninglatan kampetensi GECATH berkelan)utan
sebagaimana  dimeksuad pada aval (1] dilakukan
paling scdilat mclalm peningkatan kualifikasi pendidikan,

Pasal 515

Peninglkatan  kualifikasi  pendidikan  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 614 aval (2} diselenpracakan
pada  penvelenggara pendidikan Tenaga Medis  dan
Tenagd Keschatan,

Dalam  rangks  pelakssmaan  peningkatan  kualifilasi
pendidilcan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1),
Femerinlah Pusat, Pomerintalh Daerah, masvarakat, <an
pihalk lain dapal memberkan bantuan  pendanaan
pendidikan bagl Tenaga Medis dan Tenagy Keschalan,

Faszal 6l1&

Ketenitlan letnb lanjut mengecnal peningkatan  kompelens
sccara berkelanjitan dianir dengsn Peraturan Menterd.

Bagian . . .
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Pendaysagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

(1]

{2}

13

(L]

(]

Paragraf 1
L tr1m

Pazgal &17

Pendayvagunann Tenapn Moedis dan Tenaga Kesehatan
dilakukan olch Pemerimtah Pua=sat, Pemerintah Taerah,
dan/atau masyvaralkat sesual dengan tusgas dan lungsi
Tnasing-masing berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pendayagunaat Tenaga Medis dan Tenaps Keschatan
schagiimansa  dmaksud pada avat (1] rerdiri atas
pendayagunaan di dalam negeri dan hiar neger,
Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenags Keschatan
sebapaimanyg dimaksud pada avat (1) dilakulkan dengan
memperhatilkan  aspel  pemeralaan,  pemanlfasatan,
dan/alal pengembangsn.

Paragraf 2
Insentiil atau Disinscinf

Pasal 618

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajilr  memenuhi
kebutuhan Tenaga Medhs dan Tenaga Kesehalan ountuk
Pelayanan Kesehatan prmer di Puskesmas dan Fasilitas
Prlayanan Kesehatan fingkat pertama lainnya  milik
Pemerintah  Daerah berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah bherrangpung  jawab  melakuoloan
pemenihan Tenaga Medis dan Tenaps Keschatan omiuk
Pelayanan Kcschatan lanjutan pada Fasilitas Pelayanan
Keschatan miliknyva sesual dengan keleniuan perdliran
perundang-undangan,

Pa=al 614G

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618,
Petnermiah Pusat dapat memberikan ingentif atau disinsentif
kepuda Pemerintah Daerah.

Pasal 6220 . _ .
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Pasal 520

Pemberian inscnuf atau disinsentil kepads Pemerinlah Dacrah
scbhagaimana dimaksud dalain Pasal 619 dilaksanalkan scsual
dengan  kriteria dan memperhatikan aspek  pemerataan,
transparatnsi, akuntabililas, dan chisien.

(1]

(2]

{1}

()

{3}

Pa=zal 21

Ketenmian tnengstisd krleria pomberian insentfif atan
disinsentif sehagaimana dimaksud dalam Pasal 620 diatoar
dengan peraluran menter vang menvelenggarakan urisan
pemnernlahan  di bidang  keuangan  negara selelah
berkoordinasi dengan Menteri.

Ketentuan lebih lanput mengensi tala cara pomberian
insentif atan disinsentil kepada Pemerintah Dacrah diatar
fdengan Peraluran Menteri

Paragraf 3
Penugasan Khusus

Pasal 622

Penupgasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Heschatan
merupakan pendayagunaan secars khusus Tenags Medis
dan Tenaga Kesehatan dalam kurun wakto rertentu guna
meningkatkan akses dan mutu Pelavanan Kesehatan pacla
Fasilitas Pelayanan Keschatan di daerab  tertinggal,
perbatasan, kepulauan, serta daerah bertnasalah
Kesehalan dan  Rumah  Sakit pemerinlah vang
memerlukan pelavanan medik spesiolis, scerta momenuhi
kebutuhan Pelavanan Kesehalsn lain olch Tenaga Medis
dan Tenage Kesehalan,

Penugasan klnsus Tenaps Medis dan Tenage Kesehatan
untuk memenuhi kebutuhan Pelavanan Kesehalan lain
sebapairnana dimaksud pada ayal (1) dapal dilakukan
pada daerah tidak diminat yang membuluhkan Pelayanan
Kesehatan atau dalam rangla penanganuan KLB, Wabah,
flan benoans.

Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada avar (1)
dilaksanalan aleh Merder, pubcmur, atau bupati/wali
kota sesuai perencanasn nasional dengan memperhatikan
kebutuhan Pelayanan Keschatan, ketersediaan Tenusn
Mcdis dan Tenags HKeschatan, serta metnperhatikan
daerab tertinggnl, perbatasan, dan kepuilatan,

(4] Menteri. ..
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Menlerln menectapkan jenis Tenaga Medis dan Tenags
Kesehalan yang menjadl priontas, kritenia, dan penetapan
Fasilitas  Pelayvanan Keschatan yang menjadi  lokasi
renugasan khusus sebapaimana dimaksud pada avat (1).
Penetapan sebagaimans dimaksud pada ayat {4) menjadi
acuan hagi gubernur atau bupali/wali kola  dalam
mclalkukan penugasen khisus,

Pa=al &23

Dalam rangke penugasan khusus Tenapa Medis dan
Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah wagib mmenvediakan
Alal EKeschatan, Scdiaan Fammasi, =serta sarang oan
prasardand  scsudl dengan Pelavanan  Kesehatan vang
diperlukan  di Fasilitas  Pelavanan Kesehatan  dan
fasililas lainnya sesuai dengan kemampuan  daerah
IMASINE-TIASINE.

Helain kewsjibun sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
Pemerintah Dasral dapul memberikan tunjangan dacrah
bagi peserta penugasan khusus yang ditugaskan oleh
Pemerintah Pusat sesual dengan kemampuan keuangan
daerah masing-masing,

Pasal 624

Tenaga Medis dan Tenags kKesehatan vanp didayapunslosn
melatul penugasan khusus berhak:

CH
L,

memperolch penghasilan,

mempierolch  jaminan  kesehatan, jaminan  kecelakaan
ketja, dan jaminan kematian scsuai dengan ketentuan
petaluran perundang-undangan;

memperaleh culi;

menjalankan prakik pUrscorangan scpanjang
dilaksanalan di luar jam kera dan tidal mengganggn
pelavanan di  Faszilites Pelayanan Keschalan  tompat
penugasan khusus  serma =esual dengan kelenluan
Prerallran perundang-undangan,

memperclel sural kewrangan  selesai melaksanakan
pcniugasan khusus,

memperolch jJaminan keamanarn; dan

memperoleh hak lain sesuai dengan keteniuan peraluran
prerurlane-undangsn.

Pasal £33, ..
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Pasal 25

Ketentuan lebih lanjul mengenai lala cara perngclengearaan
penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan diatur
dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

(1]

[2)

(3]

{4}

(5]

Pasal 626

Dilam  ranpgka  prmerataan Tenaga Medis  dan
Tenaga Keschatzn sesual dengan kebutuhan Pelayanan
Kezehalan, Pemerinlah Pusat danfatau Pemerintah
Daerah dapal memanfaatkan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesebatan lulusan dan penyelenppara pendidikan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau masvarakat
uniuk mengikuti seleksi penempalan.

Pencmpatan  sebagaimana  dimaksad  pada ayal  [L)
dilaksanakan sesuai dengan perencansan sehapaimdana
thmaksud dalam Pasal 366,

Tenupga Mediz dan Tenaga Kesehatan wvang telaby ulus
seleksl sebugrimana dimaksud pada avat (1) ditemparkan
pada Fasilitas Pelayvanan Keschatan milik Pemerintah
Pusat dan/atan Pemerintah Daerah untuk jungka walctu
tortentu.

Pencmpatan sebagaimana  dimaksid  pada arat {2)

mempertimbanglkan:
4. pemenuhan kebutuhan insentif;
la,  jaminan keamanan scrta keselamatan kerja,

¢, daerah yang memiliki kekurangan Tenaga Medis dan
Tenapa Kesshalan;

¢,  kebutuhan Pelayvanan Eeschatan; dan

e. Fasilitas Pelavanan Kesehalan,

Ketentuan lebibh lanjut mengernal tata cara penempatan

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatann diatur dengan

Peraturan Mentern.

Puaragral 5

Pemindahtugasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalan

(L]

Pasal 627

Tenaps Modis dan Tenaga Kesehatan yang disngkdl oleh
Pemmerintah Pusat  atau Pemerintah [Daerah  dapal
dipindahiigaskan antarprovinsi, antarkabupaten, arau
antarkata karena alasan kebutuhan Fasilitas Pelayanan
Keachatan dan/atay promosi sesual dengan keteotuan
peraturan perundang-undangat.

(2] Dalatmn ...
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Dalam melaksanakan pemindshtugasan karena alasan
kebuluhan Fasililas Pelavanan Kesehatan sehagaimana
dimaksud pada ayal (1] mengacn pada perencansan
kebuluhan nasional serta memperhatikan  kesesuvaian
kompeensi, ketersedigan sarana dan prasarana Fasilitas
Pelavanan Kesehatan, dan keculoipan Tenaga Medis dan
Tenapa Keschatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan asal.
Pemindahlugasan karena alasan promasi sebagaimana
dimaksud pada aval (1) dilakukan dengan memperhatikan
kineria Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
Pemindahlupasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
yang berslalus aparatie sipil negara melahal penugasan
dalau mulasi dilaksanakan sesual dengan  kerentuan
prraluran perurddang-undatigan.

Tenaps Medis dan Tenapa Kesebhiatan VAN
dipindahtugaskun diberikan kompensasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangati.

Pasal 628

Tenaga Medis dan Teonaga Keschatan sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 827 ayat [1) yang berliupss <
dacrah tecminggal, perbatasan, dan kepulausan serls
daerah bormasalah Keschatan atau dacrah Lidak diminat
memperolch tunjangan atao insentil! khuosws, jamnnnan
keamanan, duokungan sarans prasarand dan o Alal
Kesehatan, kenaikan pangloat lusr blasa, dan pelindungan
dalam prlaksanaan tugas scsual dengan kelenluan
prraturan perundang-undangsan,

Tunjangan atau nscntf khusus, jaminsn keasmanan,
dukungan sarans  prassrang dan Alal Keselhalan,
kenaikan pangkat luar bimsa, dan polimdungan dalam
pelaksanaan tugas schapaimana dimalsud pada soval (1)
juga dapat diberikan kepada Trnage Medis dan Tenaga
Kesehatan yang bertugas pads kawsssm huotan dan
keommunitas adat terpencil.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah menctapkan
jenis dan besaran tunjangan atau mscntf bag Teonaga
Medis dan Tenaga Kesehzlan yang dilugzskan pada
dacrabl  leringsal, perbatasan, dan kepulauvan  serta
daerat: bermasalah Keachatan atauw daerah 1idak diminadi,
Femerintah Pusal dan Pemerintah Daerah memberikan
majangan  alan insentit kbhusus, jaminan keamanan,
dukungan sarana prasarana dan Alat Kesehatan dan
perlindungan  dalam  pelaksanaan tiges di daersh
tertinggal, perbatesan, den  kepulauan serta  deerah
bermasalah Kezehatan atau daeerah tidak diminati.

{7} Tenaga . ..
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Tenaga Mediz dan Tenaga Koschatan vang mernennli
kinera dan kriteria tertentn saat bertugas di dacrah
teriinggal, perbatasan, dan kepulauan serta dacrah
bermasalah  Kesehatan  atan daerah tidak dimmnat
diberikan kenmkan pangkal lusar blasa,

kKetentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kinetja dan
kriteria tertenfu mebagaimana dimalsud pada ayal [2)
diair dengan Peratiiran Menteri.

Pasal 624

Permerintah Pusat dan Pemeorintah Dacrah beranegiang
jawalr pada pememihan kebutuhan Fasilitas Pelayanan
Keschatan yvanpg mengalami kelosongan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatar,

Fasilitazs Pclayanan  Heschulan  yang mengalami
kekosongan  dikarcnakan adsmysn prmindablugasan
dan/atan sebal lain harus diberikan Tenaga Mediz dan
Tenaga Kesehatan pengganti

Pemberan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehaotan pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayet (2] dapat dilakukan
dengan cara penigasan semenlara dan/atay pemberian
tarpet kincrja tambahan apabila belum tersedia Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan penggant,

Pemberian  target  kinerja tambahan  schagaimana
dimmaksud pada avat {3} dilakukan pada Tenaga Medis dan
Tenapa Kesehatan vang memiliki level kompetensi yang

Paragraf &

Penempatan Tenaga Medis dan T'enaga Keschatan

(1]

(2]

Cralain Kendizi Tertenta

Pasnl 630

Dalam kondisi tertcrnin terdapat kekwrangan Tenszgs
WMedis atau Tensgsn  Eeschatan, Menleno berwenang
mengatur  penempatan Teonaga Moedis dan  Tenoaga
Kesehatan uluszan penvelenggara pendidikan Fonaga
Medis dan Tenaga Kesehatan.

Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebagaimana  dimaksud pada avat (1] dilaksanakan
sesiwd dengan perencanaan Tetaga Medis dan Tenaga
Keschatan,

{3t Penempatan . ..
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Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
sebugaimana dimaksud poda avat (1] dilaksanakan
dalam jangka wakiu lerleniu,

Tenaga Medis dan Tenaga Eeschalan  sebagaimana
dimalksud pada ayvat [2) ditetnpatian di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan diberikan insentil dengan besaran yang
ditvlapkan  oleh Menter metelah  mendapalkan
perzctujuan dar menleri vang menyelenggarakan urusan
pemerintaban di bidang keuangan negara,

Pa=al 5631

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penempatan
Tenuga Medis dan Tenaga Kesehatan lulusan penvelenggara
pendidikan dalam  kondisi (errentu terdepet  kekurangan
Tenaga Medis atau Tenaga Keschatan schagaimana dna ks
dalam Pasal 630 dianur dengan Peraturan Mentern.

Parngraf 7

Pola Ikatan Dinas bagi Calon Tenaga Medis dan

(1]

(2]

{3}

[

Tenaga Koschatan

Pasal 632

Pola ikalan dinas ditetapkan aleh Pemenntah Pusal
danfataun Pemerintah  Daerah, badan usaha, atau
masyarakart bagl calon Tonaga — Medis dan
Trnagsa Keschatlan,

Pola ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksonakan melalad penempatan Tenaga Medis dan
Tenaga Keschatan vang iclah menyelesaikan pendidikan
unluk memenuhi kebunihan Pelavanan Keschalan di
daersh terpeneil, terlingpal, perbatasan, dan kepulavan
serta daerah bermesalabh Kesshatan  atau daerah
tidak diminati.

Pala ikatan dinas sebagaimana dimmaksud pada ayal {1}
diberlakukan  kepada calen Tenaga Medis  dan
Tenapga Keschalan vang mendapathan:

A.  aubsidi biava pendidikan;

b, bantuan Blaya pendidikan/ beariswa;, dan/atan

¢, pongangkatan scbagal pegawal.

Calen Tenaga Medis dan Tenaga Keschalan sebagaimatia
dimaksud pada avat (3) wajibh melaksanakan tkatan dinas
sesval dengan porjanjian dengan Pemeriniah Pusat,
Pemerintah Maerah, badan usaha, atau masyarakat vang
ditandatanzani sebelum atan saat melaksanakan
pendidikan.

(3] Pemenntah .,
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Pemerintah Pusat, Pemerintah Dacrah, badan usaha, atau
masvarakat vang menctapkan pola ikatan dinas wajib
mendayapunakesn Tenags Medis dan Tenaga Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan
oaji/upah, imbalan jasa, dan oinjangan kKinerja yang layak
sesusd dengan ketentuan peraturan perundang-
undangHr.

Paragraf &

Pendayagunaan Tenaga Cadangan Keschatan
uniuk Penangmailangan KLB, Wabah, dan Darural Benocatia

{1}

[2)

(3]

(]

2]

{o]

Pramal 633

Pemerintabh Pusat  membentuk  tenapa oadangan
Kesehatan untul: meningkalkan kapasitas Sumber Dava
Marmusia HKeschalan  dan mendukung  ketahanan
Keosclhatan,

Tenapa cadangan Kesebatan sehagalmana dimaksud pada
aval (1] berlungsi untuk mempercepat respons mobilisas
bantan sumher dava manusla yang kompelen dalain
rangka memperkuat kapasitas sumber daya muanusia di
wilavah terdampak KLB, Wabah, dan darurat bencana,
seita  menduokung  upaya  penpurangan  cigiko  krisis
Keschatan.

Teonaga cadanpan Kesehalan sebagaimana dimaksnd pada
avat [1) terdin atas Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan
non-Tenags  Kesehatan  yang dipersiapkan untuk
dimobilisasi pada pepanggulangan KLE, Wabah, dan
darurat bencana,

Tenaga  cadangan Kesehatan  berupa nen-Tenaga
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada sayat [3) berasal
darl non-Tenaga Koeschaten yang lelah mendapatkan
peiatihan torkait dengan pensnpgulangan KLE, Wabah,
dan dararar bencana.

Belain dipersiapkan untulk dimobilisasi picla
penanggualangan KLB, Wabah, dan darurat bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3], wnags cadangan
Ecschatan dapat dipersispksn unluk kendisi kedaruratan
Ecschatan lamnya.

Tenupn cadangan Kesehatan sebagaamana dimaksud pada
aval [1) dapat berbentik tim dan/ata perseorangan.

Pazsal &34 _ .
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Pengelolaan  tenaga cadangan  Kesehatan  dilakukan

melalul:

a. pendafraran dan kredensial denpsn memanfaatkan
teknologl informasi yang wrnnlegrasi dengan Sistem
Informasi Kesehalan Nasional,

b, pembinsan dan peningkatan kapasitas  lenags
cadangan Kesehatan, dan

. pelaksanasn mobilisasl.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1) horaf a

dapal dilakukan secara sukarela atan penugasan.

Pendaftaran secara penugasan scbagaimana dimaksud

pada avat [23 dapat dilakukan melalud peragasan instifus

pomerintah  alau penugasan  institusi nonpemenntah
berdasarkan kerja same vang telah discpakati wleh
petnerintah,

Kredensial scbagaimana dimuaksad pada avat (1) huaraf a,

dilakukan untuk menilai pemenuban persvaratan calon

lenapa  cadangan  Kesehatan vang telah  melakulkan
pendaftaran.

FPembinaan dan peningkalan kapasitas tenaga cadangan

Kesehalan sebagaimana dimaksud pada avat [1) hurul b,

ditakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerinlah Dacrah, dan

masvarakat sesual dengan kowenuanpan masing-rasing.

Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga cadangan

Keschatan sebapaimana dimakisud pada ayat (9) ditujukan

uniuk menghasilkan tenaga cadangan keoschatan yang

keanpeten  dan slap uniuk  dimwhbilisasi pada
prnangoulangan KLEB, Wabab, dan darurat bencane serta
kedaruralan Kesehatan lainnya.

Penentuan tingkart kapasitas tenapga cadangsn Kesehatan

sebagaimana avat (1) hurul b berdasarkan ketnarmpuan

dan/atau pengalaman  dalam  penanggulangan KLEB,

Wabah, dan  darurat  hencana  serta  keodaruratan

Kesehatan lainnya.

Pclaksanaan rriabilisas sehagaimana dimalksid
pada avat {1) bumif ¢ dilakzanakan olch Pemenntal Pusal
dan fatan Peme